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ABSTRAK 
 
S. Disa Annisa. NIM E111 11 257. Opini Publik Di Media Sosial Twitter 
(Konflik Politik Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dan 
Kepolisian Republik Indonesia). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin 
Arsyad, M.Si dan A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengaktualisasikan penggunaan 
analisis semiotika model Charles S. Pierce dalam menginterpretasikan 
opini publik yang memperbincangkan konflik politik antara KPK dan Polri 
di media sosial Twitter yang menggunakan tagar #KPKvsPOLRI, (2) 
menganalisis dampak positif dan negatif dari perbincangan para netizen di 
media sosial twitter terkait konflik antara KPK dan POLRI. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan analisis semiotik. Jenis data dalam penelitian ini adalah 
data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder 
opini publik (para netizen) yang bersumber dari media online/ internet. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) opini publik di media sosial 
twitter terkait konflik politik antara KPK dan POLRI dengan analisis 
semiotika Charles S. Pierce adalah terjadinya pro- dan kontra baik kepada 
KPK, Polri, Pemerintah maupun Lembaga Peradilan, Lembaga Politik 
(DPR, Partai Politik), Lembaga Pertahanan dan media. Selain itu terdapat 
kelompok netizen yang netral dalam memperbincangkan konflik politik 
tersebut. Perbincangan umumnya menggunakan username dan hastaq 
#KPKvsPOLRI sebagai tanda (sign), teks dan pesan singkat sebagai 
konten dari tweet atau perbincangannya yang memiliki interpretasi makna 
yang beragam, bahkan terkadang terjadi pertentangan antara satu konten 
pesan dengan konten lainnya. Para netizen menggunakan obyek 
perbincangan yang terdiri atas icon, index dan symbol dengan hastaq 
#KPKvsPolri. #SaveKPK. #SavePolri sebagai lambang (sign) yang 
digunakan sebagai acuan dan merepresentasikan perbincangan terkait 
konflik politik KPK dan Polri. (2) terdapat beberapa dampak positif dan 
beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh konflik politik ini yang 
ramai diperbincangkan di media sosial twitter. 
Kata kunci : KPK, POLRI, opini publik, semiotik, sosial, politik, dampak, 
konflik 
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ABSTRACK 
 
S. Disa Annisa. E11111257. Public Opinion On Social Media Twitter 
Related to Political Conflict Indonesia Corruption Eradication 
Commission (KPK) and the Indonesian National Police (POLRI). 
Guided by Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si and A. Ali Armunanto, S.IP, 
M.Si 
 
This study aims to (1) to actualize the use of semiotic analysis 
model of Charles Sander Pierce to interpreting public opinion that 
discussing the political conflict between the KPK and the Indonesia 
National Police (Polri) based on Twitter social media which using the 
hashtag #KPKvsPOLRI, (2) to analyze the positive and negative impacts 
of the discussion of netizens in twitter social media related to the conflict 
between the KPK and the Indonesia National Police (Polri). 
This tesis is a descriptive qualitative interpretative, using a semiotic 
approach. The type of data in this study is qualitative data and quantitative 
data. The source of data is secondary data public opinion (netizens) 
sourced from online media / internet downloads or downloaded directly 
through the online data searches. Data were collected through observation 
text, twitter online media studies and documentation. The data analysis 
technique is descriptive qualitative. 
The results showed that public opinion in the twitter social media 
related to the political conflict between the KPK and the Indonesia National 
Police (Polri) with semiotic analysis Charles S. Pierce's are the pro and 
cons to both to the Commission, the Police, the Government and the 
Institute of Justice, Political Institutions (Parliament, Political Parties), 
Defense institutions and media. In addition there is a group of netizens 
who is neutral in this political conflict thrash. The conversation generally 
use the username and hastaq #KPKvsPOLRI as a sign (sign), text and 
instant messaging as the content of an tweets or an discussions that has 
diverse interpretations of meaning, sometimes a conflict between the 
content of messages with other content. The netizen using the 
conversation object consisting of icon, index and symbol with hastaq 
#KPKvsPolri. #SaveKPK. #SavePolri As a symbol (sign) is used as 
reference and represents a conversation related to political conflicts and 
the Police Commission.(2) The political issues which get trending in social 
media Twitter make any opposite impact, positive and negative side .  
Keyword: KPK, POLRI, Public Opinion, semiotics, social, politics, impact, 
conflict. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis 
dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan.  Cutlip dan Center Helena Olii menyatakan 
bahwa opini publik adalah sejumlah akumulasi pendapat individual 
tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh 
terhadap sekelompok orang.1 Menurut Moore bahwa akar dari proses 
pembentukan opini adalah sikap (attitude). Hal ini sejalan dengan R.P 
Abelson bahwa untuk memahami proses pembentukan opini seseorang 
dan Publik berkaitan erat dengan sikap mental (Attitude), persepsi 
(persepstion) yaitu proses pemberian makna dan hingga kepercayaan 
tentang sesuatu (belief). 2 Menurut Sunarjo bahwa opini, sikap dan 
perilaku tidak dapat dipisahkan.3 Opini secara umum mempunyai 
beberapa macam yaitu : (1) Opini yang berisi atau berwujud ide/gagasan, 
(2) Opini keyakinan atau ideologi, (3) Opini yang berupa pemikiran.  
Di Indonesia, opini publik pada dasarnya merupakan bagian 
integral dari proses demokrasi dan hak azasi manusia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak dan kebebasan 
setiap warga Negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum. 
                                                        
1 Helena Olii,  Opini Publik 2007 (Jakarta: PT. Indeks) 
2 Rusady Ruslan Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi Dan Aplikasi). 
Jakarta: PT. Raja Grafindo. 
3 Sunarjo Djunasih,  Opini Publik 1984. (Yogyakarta : Liberty) hlm 31 
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Demikian pula amanat Sila IV Pancasila mengenai hak-hak rakyat dalam 
bermusyawarah untuk mufakat dalam proses pengambilan keputusan 
berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan, kebijaksanaan serta kemandirian.  
Dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di 
era globalisasi ini, opini publik semakin memperoleh ruang dan akses 
seluas-luasnya untuk berkiprah dalam dinamika penyelenggaraan 
pemerintahan Negara, bermasyarakat dan berpembangunan. Secara 
umum ada dua fenomena yang mengemukakan secara universal, yaitu 
fenomena perkembangan politik – demokrasi dan fenomena 
perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi. Kedua fenomena 
tersebut meskipun berbeda domainnya, namun memiliki kecenderungan 
yang saling membutuhkan satu sama lain terhadap opini publik. 
Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang kian 
pesat dan dinamis hingga saat ini (dan juga ke depan) bukan lagi semata-
mata konsumsi bisnis dan ekonomi, namun telah memasuki sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan, dan 
bermasyarakat di segala bidang terutama bidang politik dan demokrasi. 
Teknologi telekomunikasi dan informasi bukan lagi sekedar kebutuhan 
sekunder dan tersier, melainkan telah menjelma menjadi salah satu 
kebutuhan primer bagi masyarakat di berbagai Negara dan bangsa, 
termasuk di Indonesia.  
Di Indonesia, teknologi telekomunikasi dan informasi yang 
berkembang mencakup berbagai jenis perangkat lunak (software) dan 
3 
 
perangkat keras (hardware) serta fasilitas pelayanan yang semakin mudah 
diakses. Perkembangan teknologi tersebut sulit dilepaskan dari adanya 
pengaruh globalisasi teknologi telekomunikasi dan informasi yang 
menjadikan Indonesia dengan bonus demografi yang besar sebagai salah 
satu bangsa atau Negara yang potensial untuk target pemasaran berbagai 
jenis produk teknologi telekomunikasi dan informasi.  
Salah satu jenis teknologi telekomunikasi dan informasi yang 
dimaksud adalah media sosial. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 
mengemukakan bahwa media sosial merupakan "sebuah kelompok 
aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan 
teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 
user-generated content".4 Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik 
untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara 
terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang 
cepat dan tak terbatas.  
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua 
orang seperti bisa memiliki media sendiri. Untuk memiliki media tradisional 
seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal besar dan tenaga 
kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial dimana 
seorang user bisa mengakses dengan jaringan internet tanpa alat mahal 
dan dilakukan sendiri. Pengguna media sosial bebas mengedit, 
menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan 
                                                        
4 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68. 
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berbagai model content lainnya. Menurut Antony Mayfield dari iCrossing 
bahwa menggunakan media sosial menjadikan seseorang sebagai diri 
sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan 
detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa 
media sosial berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk 
aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal branding.5  
Mencermati lebih jauh, media sosial telah menjelma menjadi jenis 
komunikasi baru dalam tataran komunikasi massa yang paling banyak 
digunakan secara universal. Konsep media sosial tersebut pada dasarnya 
telah dipaparkan dalam artikel di Universitas Harvard pada Tahun 1966 
atau 51 tahun yang lalu oleh seorang peneliti yang melakukan studi 
komunikasi persuasif yaitu Ernest Dichter,6 yang ternyata ada 
hubungannya dengan trend media sosial saat ini. Secara umum ada 
empat hal penting ditemukan oleh Ernest Dichter mengenai motivasi 
seseorang mengkomunikasikan sebuah hal baru (yang dapat diartikan 
sebagai sebuah brand), yaitu : Pertama, publik senang membicarakan 
sebuah brand karena pengaruh produk itu sendiri (33% dari total 
populasi); Kedua, pengaruh dalam diri sendiri (24%); Ketiga, pengaruh di 
luar diri sendiri (20%); Keempat, Isi pesan itu sendiri (20%).7  
                                                        
5 Grant, August E & Meadows, Jennifer H. (eds.) (2010).Communication Technology Update and 
Fundamental.12th Edition.Boston: Focal Press 
6 https://inet.detik.com/cyberlife/d-1676760/konsep-media-sosial-sudah-muncul-45-tahun-lalu 
detikINET<\/strong> mengutif dari Harvard Business, Kamis (7\/7\/2011) bahwa seorang peneliti 
bernama Ernest Dichter, pernah melakukan studi komunikasi persuasif yang ternyata ada 
hubungannya dengan trend media sosial saat ini. Hasil studi tersebut dipaparkan pada Tahun 
1966 pada artikel di Harvard. 
7 https://inet.detik.com/cyberlife/d-1676760/konsep-media-sosial-sudah-muncul-45-tahun-lalu 
Hasil penelitian Ernest Dichter menemukan empat hal penting yang baru yaitu : 1) Publik 
senang membicarakan sebuah brand karena pengaruh produk itu sendiri (33% dari total 
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Media sosial berbeda dengan media konvensional atau tradisional. 
Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, 
maka media sosial menggunakan internet. Perkembangan dan 
pertumbuhan media sosial semakin didukung oleh kemajuan teknologi 
internet dan mobile phone, sehingga untuk mengakses facebook atau 
twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya 
dengan menggunakan sebuah mobile phone. Akses yang cepat terhadap 
media sosial tersebut mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap 
arus informasi tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga di Indonesia. 
Kecepatan akses media sosial tersebut secara nyata mulai menggantikan 
peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita dan 
informasi, termasuk yang menyangkut suatu konflik politik.  
Media sosial secara umum terdiri atas enam jenis yaitu : proyek 
kolaborasi, blog dan microblog, konten, situs jejaring sosial, virtual game 
world, dan virtual social world,8 namun ada dua jenis yang sering dan 
                                                                                                                                                        
populasi). Artinya, pengalaman yang berkesan bagi individu harus bisa dibagikan kepada orang 
lain. Orang akan dengan senang melakukannya cuma-cuma, 2) Pengaruh dalam diri sendiri 
(24%). Rasa untuk menjadi yang pertama mengumumkan suatu hal baru kepada publik adalah 
intinya. Kita lihat saja, ini sesuai dengan yang terjadi di Twitter, Facebook, atau Sparks di 
Google+, saat ada peristiwa atau produk baru. Semua pasti berlomba-lomba untuk 
mengumumkannya kepada dunia, 3) Pengaruh di luar diri sendiri (20%). Dalam hal ini seorang 
pembicara dapat mempengaruhi persepsi publik. Konsep ini seperti pada beberapa influencer di 
Twitter, yang dimanfaatkan oleh vendor guna menyebarkan brand <\/em> tertentu di internet, 4) 
Isi pesan itu sendiri (20%). Artinya pesan yang cukup informatif dan kreatif tentu akan 
memancing kehadiran publik untuk terus dibicarakan. 
8 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68. 
Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam 
artikel Horizons Bisnis yang diterbitkan dalam 2010, yang menurutnya ada enam jenis media 
sosial yaitu : 1)Proyek kolaborasi : Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, 
menambah, ataupun me-remove konten – konten yang ada di website ini. contohnya Wikipedia, 
2) Blog dan microblog : User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti 
curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. contohnya twitter, 3) Konten : para user dari 
pengguna website ini saling meng-share konten – konten media, baik seperti video, ebook, 
gambar, dan lain – lain. contohnya youtube, 4) Situs jejaring sosial : aplikasi yang mengizinkan 
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paling banyak digunakan dalam sistem komunikasi (termasuk komunikasi 
politik), yaitu blog dan microblog, dan situs jejaring sosial. Jenis Blog dan 
microblog memungkinkan para pengguna media sosial (user) untuk lebih 
bebas dalam mengekspresikan sesuatu melalui atau di dalam blog seperti 
curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah, misalnya melalui twitter. 
Sedangkan situs jejaring sosial merupakan aplikasi yang mengizinkan 
user untuk dapat terhubung dengan orang lain dengan cara membuat 
informasi pribadi (seperti foto – foto) melalui facebook. Jejaring sosial 
terbesar : Facebook, Myspace, dan Twitter.  
Keberadaan sosial media telah menjadi salah satu bagian penting 
dari gaya hidup masyarakat modern segala kalangan. Berdasarkan rilis 
data Mashable bahwa, saat ini porsi penggunaan internet terbesar datang 
dari penggunaan sosial media.9 Hal ini berarti bahwa perubahan gaya 
hidup masyarakat modern secara universal termasuk di Indonesia sulit 
dilepaskan dari peranan sosial media dan penggunaan internet.  
August E. Grant mengemukakan bahwa perkembangan dari media 
sosial sungguh pesat, yang terlihat dari banyaknya jumlah anggota yang 
dimiliki masing - masing situs jejaring sosial tersebut seperti berikut : 10 
                                                                                                                                                        
user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung 
dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto.contoh facebook, 5) Virtual game 
world : dunia virtual mereplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk 
avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. 
contohnya game online, dan 6) Virtual social world : dunia virtual yang di mana penggunanya 
merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. 
Namun Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life. 
9 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68. 
10 Grant, August E & Meadows, Jennifer H. (eds.) (2010).Communication Technology Update and 
Fundamental.12th Edition.Boston: Focal Press.h.297August E. Grant melaporkan hasil studi 
tentang jumlah member masing-masing situs jejaring sosial pada tanggal 1 Mei Tahun 2010 
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Sumber : Grant, August E & Meadows, Jennifer H. (eds.) (2010 
Gambar 1.1 Histogram Jumlah Member Tiap Situs Jejaring Sosial 
 
Data pada histogram tersebut menunjukkan bahwa Facebook 
masih menempati peringkat pertama atau teratas dalam hal jumlah 
member atau anggota paling banyak yakni sekitar 250 juta di seluruh 
dunia, kemudian peringkat kedua ditempati oleh Myspace dengan jumlah 
member 122 juta, peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati 
oleh Linkedin dan Ning dengan jumlah member masing-masing 50 juta 
dan 42 juta. Khusus mengenai Twitter, hingga Tahun 2010 memiliki jumlah 
member sebanyak 80 juta dan berada di posisi ketiga.  
Berbeda dengan data yang dilangsir oleh August E. Grant tersebut, 
Jack Dorsey mengemukakan bahwa sejak dibentuk pada Tahun 2006, 
twitter telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia, dan saat ini 
memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Selanjutnya berdasarkan data 
terakhir pada Desember 2014 bahwa secara global terdapat 284 juta 
pengguna aktif layanan twitter di seluruh dunia.11 Twitter merupakan salah 
                                                        
11http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/16465417/Pengguna.Twitter.di.Indonesia.Capai.50Juta 
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satu dari 10 situs web yang paling sering dikunjungi di seluruh dunia. 
Twitter berada di tingkat ketiga sebagai situs yang digunakan jaringan 
sosial berdasarkan jumlah pengunjung bulanan sebanyak 6 juta 
pengunjung. Twitter sebagai situs yang tumbuh tercepat--dalam kategori 
Komunitas Anggota. Twitter memiliki pertumbuhan bulanan sebesar 
1.382%, meningkat dari 475.000 pengunjung (Februari 2008) menjadi 7 
juta (Februari 2009). 
Di Indonesia, menurut Dick Costolo, CEO Twitter bahwa 
pengguna Twitter sangat banyak yakni mencapai 50 juta orang, dan 
jumlahnya makin terus bertambah.12 Sebuah riset yang dilakukan oleh 
Semiocast pada Februari 2013, Indonesia termasuk salah satu Negara 
dengan jumlah pengguna twitter terbanyak di dunia yakni dengan total 
jumlah akun sekitar 19,5 juta. Posisi Indonesia berada pada urutan kelima 
setelah Inggris Raya dengan jumlah akun 23,8 juta, Jepang menempati 
urutan ketiga dengan jumlah akun sekitar 29,9 juta, Brazil berada diposisi 
kedua dengan 33,3 juta akun, dan urutan pertama ditempati oleh negara 
super power Amerika Serikat dengan total 107,7 akun. 
Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog 
sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 
                                                        
12http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/16465417/Pengguna.Twitter.di.Indonesia.Capai.50Juta 
Costolo membeberkan bahwa jumlah pengguna Twitter di Indonesia sudah mencapai angka 50 
juta. Tidak disebutkan, apakah itu jumlah pengguna aktif atau secara keseluruhan. Sekadar 
informasi, secara global, berdasarkan data terakhir pada Desember 2014, terdapat 284 juta 
pengguna aktif layanan tersebut. "Pengguna Twitter di Indonesia itu sangat banyak, 50 juta orang 
dan jumlahnya makin terus bertambah, ya pengguna online, pengguna internet,". Dengan 
pertumbuhan pengguna Twitter yang besar tersebut, Costolo menilai Indonesia merupakan pasar 
yang paling menguntungkan. 
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pesan yang disebut kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 
140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan 
bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman 
pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat 
kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower"). 
Twitter terbukti efektif dalam menyampaikan pesan ke teman-teman. 
Contohnya ketika Oposan Iran mengadakan demo untuk menentang 
Presiden Ahmadinejad, mereka menggunakan twitter untuk menyebarkan 
pesan-pesan mereka. Untuk meredam oposan pemerintah Iran memblock 
pengguna twitter di Iran. 
Sehubungan dengan terjadinya konflik politik antara Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri) pada tanggal 10 Januari hingga 26 Januari Tahun 2015, gelombang 
perbincangan para netizen di media sosial twitter mengemuka mulai dari 
tanggal 10 Februari hingga Desember Tahun 2015. Jadi, peristiwa konflik 
politik yang terjadi selama dua minggu tersebut, ternyata menimbulkan 
perbincangan publik selama hampir satu tahun.    
Konflik politik antara KPK dan Polri mengundang minat, perhatian 
dan reaksi publik atau masyarakat luas terutama para pengguna (user) 
media sosial twitter untuk memperbincangkan, merespon, menilai, 
mengkritisi, mengemukakan pendapat atau gagasan, serta memberikan 
saran atas solusi konflik tersebut. Para netizen yang terlibat dalam 
perbincangan konflik tersebut, umumnya menggunakan hastag 
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#KPKvsPOLRI, lengkap dengan username (@) serta konten pesan yang 
ditulis secara singkat.  
Fenomenanya bahwa, selama perbincangan tersebut berlangsung 
hampir satu tahun, muncul polemik pro dan kontra terhadap KPK, Polri, 
Pemerintah, DPR, politisi, partai politik, lembaga peradilan, dan media 
dengan simbol – simbol yang digunakan seperti #SaveKPK, #SavePolri, 
#SaveIndonesia, #Jokowikita dan lain sebagainya. Selain itu, materi atau 
konten perbincangan yang dilakukan relatif beragam, ada yang sifatnya 
tidak punya motif dan kepentingan apapun selain hanya sekedar 
berpartisipasi dalam mengemukakan aspirasi atau opini dengan 
perbincangan biasa, namun tidak sedikit pula yang memiliki motif dan 
kepentingan tertentu seperti mendukung penyelesaian konflik politik 
tersebut, mengkritisi sikap dan tindakan Presiden dan pemerintah, 
mengkritisi perilaku oknum petinggi Polri maupun pimpinan KPK, 
mengkritisi perilaku hakim praperadilan, mengkritisi perilaku politikus dan 
partai politik tertentu, menyoroti pengelola media, mengingatkan kepada 
pemerintah dan masyarakat mengenai dampak politik dari konflik politik 
tersebut, dan lain sebagainya.  
Permasalahannya bahwa, kalangan netizen terlibat pula 
perbincangan yang negatif dan bertendensi menjatuhkan mentalitas dan 
menyerang pihak-pihak tertentu, mencemooh, menghina dan memfitnah, 
bahkan ada yang memperbincangkan ujaran kebencian (hate speech) 
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kepada pemerintah, presiden, oknum petinggi Polri maupun pimpinan 
KPK, hakim peradilan, politikus dan lainnya.    
Terlepas dari fenomena tersebut, secara umum dapat dikatakan 
bahwa perbincangan para netizen di media sosial terkait konflik politik 
antara KPK dan Polri menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun 
dampak negatif. Pada satu sisi, perbincangan tersebut semakin 
meningkatkan partisipasi politik publik terhadap pembangunan komunikasi 
politik, pelaksanaan fungsi kontrol - check and balance, budaya politik, 
demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun disisi lain, 
perbincangan tersebut menimbulkan pula ekses-ekses negatif seperti 
meningkatnya perbincangan yang bernuangsa polemik pro dan kontra 
yang berimplikasi pada keretakan dan perpecahan serta konflik horizontal, 
meningkatnya ujaran kebencian, meningkatnya perbincangan yang 
sifatnya propaganda dan provokasi, dan lainnya.       
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka isu utama dalam 
penelitian ini adalah opini publik di media sosial terkait konflik politik antara 
KPK dan Polri, serta dampak yang timbul. Atas dasar itu maka penulis 
tertarik memilih judul yakni : “Opini Publik di Media Sosial Twitter 
(Konflik Politik Antara KPK dan Polri)”. Opini publik di media sosial 
cenderung menjadi kekuatan politik baru yang mempengaruhi kehidupan 
politik dan demokrasi serta pemerintahan di Indonesia terutama pada saat 
munculnya kasus-kasus yang menonjol dan menarik perhatian publik 
sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah, yaitu: 
1. Bagaimana opini publik yang memperbincangkan konflik politik antara 
KPK dan Polri di media sosial Twitter yang menggunakan tagar 
#KPKvsPOLRI dengan analisis semiotika Charles S. Pierce ? 
2. Dampak politik apakah yang ditimbulkan dari perbincangan para 
netizen di media sosial twitter terkait konflik antara KPK dan POLRI?. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan kedua rumusan pokok permasalahan tersebut maka 
tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengaktualisasikan penggunaan analisis semiotika model 
Charles Sander Pierce dalam menginterpretasikan opini publik yang 
memperbincangkan konflik politik antara KPK dan Polri di media sosial 
Twitter yang menggunakan tagar #KPKvsPOLRI . 
2. Untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari perbincangan para 
netizen di media sosial twitter terkait konflik antara KPK dan POLRI. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 
menambah khasanah kajian-kajian politik dan memberikan 
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kontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Politik khususnya 
pada sub Komunikasi Politik. 
b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 
bagi mahasiswa untuk bahan kajian media sosial. 
2. Manfaat praktis 
a. Sebagai bahan masukan bagi penggunaan analisis semiotika 
model Charles Sander Pierce dalam menginterpretasikan opini 
publik yang memperbincangkan konflik politik antara KPK dan Polri 
di media sosial Twitter yang menggunakan tagar #KPKvsPOLRI. 
b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya para netizen 
dalam memahami dampak positif dan negatif perbincangan politik 
yang dilakukan melalui media sosial twitter. 
c. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan para pengambil 
kebijakan dalam merumuskan kebijakan – kebijakan dan program 
– program pemberdayaan dan pendidikan politik kepada para 
netizen terkait perbincangan politik dan konflik politik melalui 
penggunaan media sosial.   
  
14 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan dengan 
topik, judul, dan fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan 
atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan studi dan kajian. Konsep-
konsep yang dibahas yaitu: konsep konsep partisipasi politik, konsep opini 
publik,  konsep media sosial twitter, konsep analisis semiotika Charles 
S.Pierce, konsep dampak dan dampak sosial politik, konsep konflik dan 
konflik politik, serta kerangka pemikiran, sebagaimana diuraikan berikut. 
A. Konsep Partisipasi Politik 
1. Pengertian 
Konsepsi tentang Partisipasi Politik berasal dua kata yakni 
‘partisipasi’ dan ‘politik’. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan 
makna yang berbeda, sehingga jika disatukan akan membentuk makna 
yang baru. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars 
yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga 
diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau 
participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan, 
sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan 
dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. 13 
Hoofsteede menyatakan bahwa ”The taking part in one or more 
phases of the process” (partisipasi atau mengambil bagian dalam suatu 
                                                        
13 Agusta, I. 2007. Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa. Blogspot 
http://iagusta.blogspot.com/. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Di akses, 2 November 
2007. 
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tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses 
pembangunan).14 Menurut Fithriadi dkk, prinsip dalam partisipasi adalah 
melibatkan atau peranserta masyarakat secara langsung, dan hanya 
mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari 
awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan 
menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. 15  
Jelaslah bahwa, pengertian partisipasi secara harfiah adalah 
"turut berperan serta dalam suatu kegiatan”,“keikutsertaan atau peran 
serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu 
kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk 
keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, 
baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari 
luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang 
bersangkutan". 
Terkait dengan politik, istilah Politik berasal dari bahasa Belanda 
politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber 
dari bahasa Yunani τα piολιτικά (politika - yang berhubungan dengan 
negara) dengan akar katanya piολίτης (polites = warga negara) dan 
piόλις (polis = negara kota). Kata "politik" masih berhubungan dengan 
kebijakan. Politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata 
                                                        
14 Hoofsteede (1971) dalam Khairuddin (2000). Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: 
Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Liberty, Yogyakarta 
15 Fithriadi dkk (1997) dalam Agusta, I. 2007. Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa. 
Blogspot http://iagusta.blogspot.com/. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Di akses, 2 
November 2007. 
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"politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.16 Secara 
etimologi, Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang berarti 
kota. Orang yang mendiami polis disebut “polites” (warga Negara), 
sementara kata “politikos” berarti kewarganegaraan. Lalu muncul istilah 
“politike techne” berarti kemahiran politik. “Ars politica”  berarti 
kemahiran tentang soal kenegaraan. “Politike epitesme” berarti ilmu 
politik, istilah yang saat ini banyak digunakan. Politik memiliki banyak 
definisi tergantung sudut pandang si pembuat definisi.  
Kalangan ahli memberikan pengertian yang beragam terhada 
konsep politik, seperti Hoogerwerf mendefinisikan politik sebagai 
pertarungan kekuasaan. Hans Morgenthau juga mendefinisikan politik 
sebagai usaha mencari kekuasaan (struggle power). Sementara David 
Easton mengartikan politik sebagai semua aktivitas yang 
mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu 
dilaksanakan. 17 
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan 
keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya 
penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat 
politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk 
meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di 
                                                        
16 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 2005 
17 Hoogerwerf, Hans Morgenthau, David Easton dalam Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 
PT Gramedia, Jakarta, 2005 
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samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu 
antara lain: 18 
1) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk 
mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) 
2) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan dan negara 
3) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk 
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat 
4) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan publik. 
 
Kunci dalam konteks politik antara lain kekuasaan politik, 
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, 
dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang 
partai politik. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa sesungguhnya 
politik itu memiliki beberapa konsep pokok yaitu : politik berkaitan 
dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan 
(decision making), kebijaksanaan umum (public policy), pembagian 
(distribution) dan alokasi (allocation).19   
Uraian konsepsi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi 
politik adalah keterlibatan warga Negara atau masyarakat mengambil 
bagian atau peran dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak 
pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk 
juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi 
politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi 
politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan 
politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 
                                                        
18 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 2005.h.10 
19 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 2008.h.38 
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mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak 
ikut serta menentukan isi keputusan politik. 
Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam 
konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam 
berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik 
tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan 
yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang 
terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi 
politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai 
dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, 
termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. 
Konsepsi partisipasi politik menarik perhatian kalangan ahli untuk 
mengemukakan pendapatnya, seperti Silvia Bolgherini yang 
menyatakan bahwa, partisipasi politik " ... a series of activities related to 
political life, aimed at influencing public decisions in a more or less 
direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Partisipasi 
politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, 
yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara 
langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, 
damai, ataupun memaksa. 20 
Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. 
Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya No Easy 
                                                        
20 Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, Hyperpolitics: An 
Interactive Dictionary of Political Science Concept (Chicago: The University of Chicago, 2010) p. 
169. 
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Choice: Political Participation in Developing Countries yang 
memberikan suatu catatan bahwa partisipasi yang bersifat mobilized 
(dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik.21 Hal ini 
sesuai pendapat Bolgherini bahwa dalam melakukan partisipasi politik, 
cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan 
(contentious). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik 
sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya 
dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela 
ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.  
Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik 
ialah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan 
mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Indikatornya 
adalah: 22 
a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan 
sikap-sikap. 
b. Subyek partisipasi politik adalah warga negara preman 
(private citizen)atau orang per orang dalam peranannya 
sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional 
di bidang politik. 
c. Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk 
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan 
ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang 
mempunyai wewenang politik. 
d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi 
pemerintah, terlepas apakah tindakan itu memunyai efek atau 
tidak. 
e. Partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan 
partisipasi dimobilisasikan. 
 
                                                        
21 Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 
Rineka Cipta 
22 Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 
Rineka Cipta. h.4 
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Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak 
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi 
pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 
individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, 
secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau 
tidak efektif. 23  
Herbert McClosky menyatakan bahwa partisipasi politik adalah 
kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui 
cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 
secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan 
atau pembentukan kebijaksanaan umum.24 Kevin R. Hardwick 
mengemukakan bahwa partisipasi politik memberi perhatian pada cara-
cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara 
berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap 
pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-
kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antara 
warga negara dengan pemerintah dan terdapat usaha warga negara 
untuk mempengaruhi pejabat publik. 25 
Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba bahwa partisipasi 
politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit 
banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-
                                                        
23 Ibid  
24 Herbert McClosky. International Encyclopedia of The Social Science, dalam Budiardjo, Miriam. 
2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h.183-184 
25 Kevin R. Hardwick dalam Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: 
Gramedia.  
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pejabat Negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. 26 
Dalam kaitan itu, Michael Rush dan Philip Althoft mengemukakan 
bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada 
bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Indikatornya 
adalah berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki 
tingkatan-tingkatan partisipasi. 27 
Partisipasi politik dalam pandangan Ramlan Surbakti ialah 
keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) 
dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi 
hidupnya atau mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan politik. Ciri-ciri atau indikatornya adalah : perilaku warga 
negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi), perilaku 
atau kegiatan itu mempengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan) 
atau perilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik, 
keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan 
kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa. 28 
Dikemukakan Miriam Budiharjo bahwa partisipasi politik adalah 
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikutserta secara aktif 
dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara 
dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 
                                                        
26 Norman H. Nie dan Sidney Verba. Handbook of Political Science. dalam Budiardjo, Miriam. 1982. 
Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.  
27 Michael Rush dan Philip Althoft. dalam Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. 
Jakarta: Gramedia. Lihat juga Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, 
Jakarta, 2008 
28 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.h.140 
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memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 
menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan 
hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota 
parlemen, dan sebagainya. 29 
Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai 
politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui 
mana seseorang turutserta dalam proses pemilihan pemimpin-
pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung 
dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa 
kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam 
kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi 
kebijakan publik. 30 
Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa dalam analisa modern, 
partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak 
dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara - negara 
berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya 
memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi 
dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok 
masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik 
khususnya dalam hal pengambilan keputusan - keputusan mengenai 
kebijakan umum.31 Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan 
                                                        
29 Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia. h.1 
30 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
31 Ibid. h.367  
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bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok 
orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. 
Berdasarkan uraian konseptual partisipasi politik yang 
dikemukakan sejumlah sarjana ilmu politik tersebut, maka secara 
substansial dapat dikatakan bahwa setiap partisipasi politik yang 
dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang 
nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan 
partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat 
biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-
tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. 
Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidaklah hanya berarti 
warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh 
para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat 
adalah mobilisasi politik. 
2. Landasan, Pola dan Model Partisipasi Politik 
Partisipasi politik mempunyai landasan, yaitu asal-usul individu 
atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington 
dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi : 32 
(1) Kelas - individu-individu dengan status sosial, pendapatan, 
dan pekerjaan yang serupa.  
(2) Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul 
ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.  
(3) Lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal 
(domisilinya) berdekatan.  
(4) Partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan 
organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih 
                                                        
32 Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 
Rineka Cipta. h. 10 
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atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif 
dan legislatif pemerintahan, dan  
(5) Golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan 
oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, 
yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang 
berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, 
pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. 
 
Oscar Garcia Luengo menjelaskan bahwa ruang bagi partisipasi 
politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk 
menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga Negara-nya. 
Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi 
Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau 
Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi 
Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia 
Luengo, dalam penelitiannya mengenai E-Activism: New Media and 
Political Participation in Europe. 33  Warganegara di negara-negara 
Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat 
partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan 
(Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).  
Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan 
partisipasi politik, yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu : 
Conventional dan Unconventional. Conventional adalah mode klasik 
partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode ini 
sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. 
Unconventional adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring 
                                                        
33 Oscar Garcia Luengo, E-Activism New Media and Political Participation in Europe, (CONFines 
2/4 agosto-diciembre 2006)  
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munculnya Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) yaitu 
gerakan pro-lingkungan (environmentalist), gerakan perempuan 
gelombang kedua (feminist), protes mahasiswa (students protest), dan 
teror. 
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba menjelaskan bahwa budaya 
politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah 
suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan 
sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya 
partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untuk 
terlibat dalam proses politik, dan pemerintah memperhatikan 
kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap 
pemerintah. 34 
3. Tujuan dan Manfaat 
Huntinton dan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik 
adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi 
pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam 
posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai 
negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi 
oleh negara ataupun partai yang berkuasa.35 Partispasi warga negara 
(private citizen) bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 
oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 
                                                        
34 Gabriel A. Almond dan Sidney Verba dalam Jan W. van Deth, Political Participation, dalam Lynda 
Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia ..., p.531-2. Lihat juga Ramlan Surbakti. 
1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.h.142 
35 Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 
Rineka Cipta. h.9-10 
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terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau 
dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.36  
Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba bahwa partispasi 
warga negara yang legal bertujuan untuk mempengaruhi seleksi 
pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil 
mereka. 37 Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme 
pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi 
politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi 
berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi 
politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar 
mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. 
Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil 
dan sukses. 
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi 
karena : (1) Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan 
menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Karena 
itu masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik; (2) 
Untuk tidak dilanggarnya hak-hak sebagai warga negara dalam setiap 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 
                                                        
36 Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1977. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 
Rineka Cipta. h.3 
37 Norman H. Nie dan Sidney Verba. (1975:1). Handbook of Political Science. dalam Budiardjo, 
Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.  
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Robert Lane mengemukakan bahwa secara umum ada empat 
manfaat partisipasi politik yaitu : 38 
(1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi 
(2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi 
penyesuaian sosial 
(3) Sebagai sarana mengejar niai-nilai khusus 
(4) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah 
sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. 
 
Menurut Arbi Sanit bahwa empat manfaat partisipasi politik 
secara umum yaitu : (1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan 
pemerintah beserta sistem politik yang dibentuknya, (2) Sebagai usaha 
untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah, (3) 
Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud 
menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural 
dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Manfaat partisipasi politik 
bagi Pemerintah adalah : (a) Mendorong program-program pemerintah, 
(b) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk 
masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meninngkatkan 
pembangunan, (c) Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran 
dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program-proram pembangunan. 39 
4. Jenis dan Tipe Partisipasi Politik 
Kalangan ahli telah membagi partisipasi politik ke dalam ragam 
jenis dan tipe. Sastroatmodjo mengemukakan bahwa berdasarkan 
sifatnya, partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu : a) Partisipasi 
                                                        
38 Robert Lane dalam Rusadi Kantaprawira. “Sistem Politik Indonesia, Gramedia. Jakarta, 2003 
39 Arbi Sanit dalam Rusadi Kantaprawira. “Sistem Politik Indonesia, Gramedia. Jakarta, 2003 
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aktif, yaitu warga negara mengajukan usul kebijakan, mengajukan 
alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi 
kebijakan pemerinta, mengajukan tuntutan; b) Partisipasi pasif, berupa 
kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan 
setiap keputusan pemerintah.40 Bila dihubungkan dengan hak dan 
kewajiban sebagai warga Negara, partisipasi politik merupakan 
kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab 
Negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.  
Rahman mengemukakan bahwa secara umum partisipasi politik 
sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu : 41 
a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses 
input dan output. 
b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada 
output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, 
menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan 
pemerintah. 
c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena 
menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang 
dicita-citakan. 
 
Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa partisipasi politik 
sebagai  suatu  bentuk  kegiatan  dibedakan  atas  dua bagian, yaitu : 
partisipasi aktif dan partisipasi pasif : 42 
a. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output 
 dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, 
mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat 
pemerintah, menagjukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan 
kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin 
pemerintahan. Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara 
                                                        
40 Sastroatmodjo; 1995 dalam A. Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
41 A. Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. h.288 
42 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.h.142 
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dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat 
pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain 
mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan 
saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai 
politik. 
b. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada 
output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis 
partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan 
usulan perbaikan. Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara 
yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka 
menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk 
partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan 
melaksanakan kebijakan pemerintah.  
 
Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam 
kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya 
penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. 
Kelompok tersebut disebut apatis (golput). Selanjutnya dikemukakan 
bahwa terdapat  empat  tipe  partisipasi politik yaitu: 43 
a. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan 
politik yang tinggi. 
b. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan 
kepercayaan politik yang rendah. 
c. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, 
sedangkan kepercayaan politiknya tinggi. 
d. Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik 
tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah. 
 
Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik dapat dibagi menjadi 
tiga, yaitu : (1) Partisipasi aktif, dapat dilakukan dengan  pengajuan 
alternatif terhadap kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan petisi, dan 
sebagainya; (2) Partisipasi pasif ditunjukkan dengan ketaatan dalam 
menerima segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah; (3) 
                                                        
43 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.h.144 
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Selain itu ada masyarakat yang tidak menunjukkan sikap partisipasinya 
apakah secara pasif atau aktif. Biasanya mereka beranggapan, bahwa 
sistem politik yang ada tidak memenuhi harapan mereka. Kelompok ini 
sering disebut sebagai golongan putih (golput). 
Menurut tingkatannya, partisipasi politik dapat digolongkan 
menjadi tiga, yaitu : 
a. Apatis, artinya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap 
kegiatan politik, atau dengan kata lain masa bodoh dengan 
yang namanya politik. 
b. Spektator artinya, individu atau kelompok tersebut masih 
menaruh sikap perduli dengan kegiatan politik, setidak-tidaknya 
masih ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya, dalam 
kegiatan pemilihan umum. 
c. Galdiator artinya tingkatan partisipasi politik sampai pada 
tingkatan ikut serta dalam proses politik. 
 
Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi 
beberapa jenis, yaitu: 44 
a. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan 
menarik diri dari proses politik. 
b. Partisipasi politik spector, orang yang setidak-tidaknya pernah 
ikut memilih dalam pemilihan umum.  
c. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat 
dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan 
kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan 
aktivis masyarakat. 
d. Partisipasi politik pengritik, orang-orang yang berpartisipasi 
dalam bentuk yang tidak konvensional. 
 
5. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 
Russeau menyatakan bahwa hanya melalui partisipasi politik 
seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan 
                                                        
44 Milbrath dan Goel (1997) dalam Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY 
Press.h.152 
31 
 
berkelanjutan, maka negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan 
sebagai kehendak bersama. Luasnya partisipasi politik dipengaruhi oleh 
tingkat kemajuan bangsa, sistem politik yang dianut, masalah 
komunikasi, tingkat melek huruf (literasi ). 45 
Partisipasi Politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok 
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti 
memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan 
pemerintah. Menurut Myron Weiner bahwa paling tidak terdapat lima 
hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi 
yang lebih luas dalam proses politik, yaitu: 46 
a. Modernisasi 
Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan 
pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian 
penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan 
menuntut berperan dalam politik. Modernisasi dalam segala 
bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin 
banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik 
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial 
Salah satu dampak modernisasi adalah munculnya kelas 
pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, 
sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi 
dalam pembuatan keputusan politik. Perubahan-perubahan 
struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi 
dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan 
mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. 
c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern 
Kaum intelektual (sarjana, pengarang, wartawan, dan 
sebagainyab) melalui ide-idenya kepada masyarakat umum 
dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam 
pembuatan keputusan politik. Demikian juga berkembangnya 
sarana transportasi dan komunikasi modern mampu 
mempercepat penyebaran ide-ide baru. Pengaruh kaum 
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Berubah, Penerbit  RajaGrafidondo Persada. Jakarta 
46 Myron Weiner dalam Huntington Samuel P. 2004, Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang 
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intelektual dan kemunikasi massa modern. Ide demokratisasi 
partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum 
mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang 
cukup matang. 
d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik 
Para pemimpin politik bersaing memperebutkan 
kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah 
dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang 
mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi 
massa dapat menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut 
agar hak-hak rakyat yang berpartisipasi itu terpenuhi. Konflik 
antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, 
maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan 
kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum 
buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. 
e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial 
ekonomi dan kebudayaan  
Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang 
menimbulkan akibat adanya tindakan-tindakan yang semakin 
menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup 
tindakan atau kegiatan atau tindakan pemerintah yang semakin 
luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir 
untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 
Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, 
ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas 
pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan 
yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam 
pembuatan keputusan politik. 47 
 
Setiap warga negara atau anggota masyarakat dengan intensitas 
yang berbeda. Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan 
politik. Didalam kenyataannya hanya sedikit orang yang mau 
berpartisipasi aktif bila dibandingkan dengan jumlah orang yang tidak 
berpartisipasi dalam kehidupan politik. Semakin tinggi hierarki 
partisipasi politik, makin sedikit orang yang terlibat dan sebaliknya, 
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makin rendah hierarki partisipasi politik makin banyak orang yang 
berperan serta. 48 
Menurut Frank Lindenfield bahwa, alasan mereka ikut 
berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah adanya kepuasan 
finansial. Status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang 
merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan 
pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki 
kemapanan ekonomi. 49 
Christina Holtz-Bacha mengemukakan bahwa dimensi subyektif 
individu mempengaruhi partisipasi politik. Dimensi subyektif individu 
adalah serangkaian faktor psikologis yang berpengaruh terhadap 
keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Faktor-
faktor ini cukup banyak, diantaranya adalah Political Dissafection dan 
Political Efficacy. 50 
(1) Political Disaffection, yaitu istilah yang mengacu pada 
perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok 
terhadap suatu sistem politik. Penyebab utama dari political 
disaffection ini dihipotesiskan adalah media massa, terutama 
televisi. Hipotesis tersebut diangkat dari kajian Michael J. 
Robinson selama 1970-an yang mempopulerkan istilah 
“videomalaise”. Dengan banyaknya individu menyaksikan 
acara televisi, utamanya berita-berita politik, mereka 
mengalami keterasingan politik (political alienation). 
Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap 
struktur-struktur politik yang ada di sistem politik seperti 
parlemen, kepresidenan, kehakiman, partai politik, dan 
lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut 
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49 Frank Lindenfield dalam Huntington Samuel P. 2004, Tertib Politik pada Masyarakat yang 
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50 Christina Holtz-Bacha, Political Disaffection, dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, 
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dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. 
Wujud keterasingan ini muncul dalam bentuk sinisme politik 
berupa protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, dan huru-
hara. Jika tingkat political disaffection tinggi, maka para 
individu atau kelompok cenderung memilih bentuk partisipasi 
yang sinis ini. 
(2) Political Efficacy adalah istilah yang mengacu kepada 
perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) 
seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses 
politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi 
politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-
ubah. Dapat saja seseorang yang menggunakan hak-nya 
untuk memiliki di suatu periode, tidak menggunakan hak 
tersebut pada periode lainnya. Secara teoritis, ikut atau 
tidaknya individu atau kelompok ke dalam bentuk partisipasi 
politik bergantung pada Political Efficacy ini.51 
Political efficacy terbagi 2 yaitu external political efficacy dan 
internal political efficacy.52 External political efficacy ditujukan 
kepada sistem politik, pemerintah, atau Negara, sementara 
internal political efficacy merupakan kemampuan politik yang 
dirasakan di dalam diri individu. Dari sisi stabilitas politik, 
sebagian peneliti ilmu politik menganggap bahwa stabilitas 
politik akan lahir jika tingkat internal political efficacy rendah 
dan tingkat external political efficacy tinggi. 
 
Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah : 1) Kesadaran 
politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga 
Negara, 2) Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang 
tersebut terhadap pemimpinnya. Berdasarkan kedua faktor itulah 
sehingga terdapat  empat  tipe  partisipasi politik yaitu:  
(1) Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan 
kepercayaan politik yang tinggi. 
(2) Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan 
kepercayaan politik yang rendah. 
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(3) Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, 
sedangkan kepercayaan politiknya tinggi. 
(4) Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik 
tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah. 53 
 
Menurut Milbrath, ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan orang 
berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu : 54 
(1) Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi 
dalam kehidupan politik. Misalnya : seringnya orang tersebut 
mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau 
melalui diskusi informal, mengikuti kampanye partai politik. 
(2) Karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang yang 
mempunyai jiwa, watak/ kepedulian sosial yang besar 
terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, 
biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik. 
(3) Faktor karakter sosial seseorang, yaitu menyangkut status 
sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. 
Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi 
persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. 
Misalnya orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih 
rasional dan lebih menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, 
kejujuran, dan keadilan tentu akan mau juga memperjuangkan 
tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk 
itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 
(4) Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan 
yang kondusif membuat orang senang hati berpartisipasi 
dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang 
demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk 
terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik ketimbang dalam 
lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering 
diisi dengan aktifitas-aktifitas brutal, anarkis, dan kekerasan 
dengan sendirinya menjauhkan masyarakat untuk 
berpartisipasi 
 
6. Pengembangan Pendidikan Politik dalam Partisipasi Politik 
Upaya mengantisipasi dan memberi solusi terjadinya penurunan 
angka partisipasi warganegara, maka perlu ditingkatkan efektivitas 
pendidikan politik bagi warganegara di Indonesia. Sukemi menyatakan 
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bahwa para ahli ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik 
untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda 
diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta 
bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan 
di masa mendatang jika kelak sudah dewasa. 55 
Pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan 
untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warga negara, 
sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan 
hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Untuk itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
merupakan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi seperti itu.  
Mengacu pada pendapat Apter (1985), Almond (1991), Rush dan 
Althof (1998), Surbakti (1999), dan Sukemi (2004), pendidikan politik 
yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara dapat 
dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut : (1) keluarga, (2) 
lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/ sepergaulan/ sepermainan/ 
seprofesi (peergroup), (4) media massa, dan (5) organisasi politik. 56 
Khusus mengenai pendidikan politik melalui media massa, di 
dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia senantiasa 
melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. 
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Dengan komunikasi, manusia saling mempengaruhi sehingga dapat 
terbentuk wawasan dan pengalaman yang serupa. Surat kabar, 
majalah, radio, film, telepon, dan televisi merupakan media yang 
memungkinkan sumber informasi termasuk bidang politik dapat 
menjangkau audiens dalam jumlah besar dan tersebar luas. Pendidikan 
Politik melalui organisasi politik atau partai politik adalah suatu 
organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara suka 
rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan 
negara melalui pemilihan umum. Salah satu fungsi organisasi politik 
adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan 
warganegara pada umumnya. 
 
B. Konsep Opini Publik 
Istilah opini publik pada dasarnya merupakan salah satu istilah 
yang cukup populer dalam berbagai pembicaraan formal maupun informal. 
Istilah tersebut berasal dari kata opini dan publik. Dalam pengertian 
kamus, 57 opini diartikan sebagai pendapat yaitu pandangan maupun 
anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan 
tertentu, sedangkan publik diartikan sebagai khalayak, masyarakat luas. 
Dengan demikian, opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat 
atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan.   
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Konsepsi tentang opini publik telah menarik perhatian kalangan 
ahli untuk mengemukakan pandangannya, seperti Cutlip dan Center 
Helena Olii menyatakan bahwa opini publik adalah sejumlah akumulasi 
pendapat individual tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka 
dan berpengaruh terhadap sekelompok orang.58 Moore berpendapat akar 
dari proses pembentukan opini adalah sikap (attitude). Sikap adalah 
perasaan atau suasana hati seseorang mengenai orang, organisasi, 
persoalan atau objek. Sikap menggambarkan predisposisi seseorang 
untuk mengevaluasi masalah kontroversional dengan cara menyenangkan 
ataupun tidak menyenangkan.59 Secara singkat, sikap adalah suatu cara 
untuk melihat situasi. Sikap yang diungkapkan adalah opini. Latar 
belakang kebudayaan, ras, dan agama seringkali menentukan sikap 
seseorang. Sama halnya dengan R.P Abelson bahwa untuk memahami 
proses pembentukan opini seserang dan publik berkaitan erat dengan 
sikap mental (Attitude), persepsi (persepstion) yaitu proses pemberian 
makna dan hingga kepercayaan tentang sesuatu (belief). 60 
Menurut Sunarjo bahwa opini, sikap dan perilaku tidak dapat 
dipisahkan. Beberapa konsep tentang opini yaitu : 61 
1. Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (overt) 
terhadap suatu persoalan atau issu ataupun jawaban yang 
dinyatakan berdasarkan kata- kata yang diajukan secara 
tertulis ataupun lisan. 
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2. Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin 
sekali terbuka/ terlihat, akan tetapi tidak selalu dimaksudkan 
untuk dinyatakan/ diperlihatkan, karena itu tidak selalu 
dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan, karena itu 
dinyatakan bahwa sikap atau attitude reaksi yang tertutup 
(covert). Biasanya sikap seseorang mencerminkan sekaligus 
pendapatnya secara implisit (dari bahasa latin implicite 
artinya meskipun belum atau tidak disebut, sudah termasuk 
didalamnya). 
3. Opini merupakan pernyatan yang diucapkan atau tertulis, 
maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk 
merespon secara positif atau negatif kepada seseorang yang 
tertentu, objek atau situasi yang tertentu pula. 
4. Opini dianggap sebagai jawaban lisan pada individu yang 
memberi respon (tanggapan) kepada stimulus dimana dalam 
situasi/ keadaan yang pada umumnya diajukan suatu 
pertanyaan. Keyakinan merupakan sikap dasar seseorang 
yang biasanya bertujuan mencapai cita-citanya, 
memecahkan suatu persoalan ataupun mewujudkan suatu 
rencana. 
 
Opini secara umum mempunyai beberapa macam yaitu : (1) Opini 
yang berisi atau berwujud ide/ gagasan, (2) Opini keyakinan atau ideologi, 
(3) Opini yang berupa pemikiran. Dalam kaitan itu, Nimmo 
mengemukakan tiga macam / jenis opini publik yaitu : 62 
1. Wajah Opini Massa, adalah pengungkapan yang sebagian besar 
tidak terorganisasi yang disebut publik, komunitas opini latar 
belakang, konsensus atau suasana publik. Opini berasal dari 
perseorangan yang mencapai pilihan personal dan konsidensi 
pilihan ini melalui selektifitas konvergen (suatu alat untuk 
mencapai ketertiban). 
2. Wajah Opini Kelompok, yang terdiri dari kelompok usaha, serikat 
buruh, organisasi pertanian, kelompok konumen, bahkan badan 
pemerintahan yang mengambil posisi publik dalam perselisihan. 
Setiap kelompok merupakan publik tersendiri yang dipengaruhi 
oleh konsekuensi pertikaian tertentu dengan berbagai cara. 
Wajah opini publik ini muncul baik melalui alat kontrol sosial yang 
terorganisasi (propaganda) maupun memberi atau menerima 
dari kelompok yang saling melakukan negosiasi. 
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3. Wajah Opini Rakyat, adalah penjumlahan opini seseorang 
seperti yang diukur oleh pool dan survey politik kecenderungan 
ukuran yang lain, pilihan membeli pada konsumen, pemberian 
suara pada pemilihan umum, dan lain-lain. Opini publik 
diturunkan dari proses kontrol, konvergensi, seleksi, diri dan 
negosiasi serta merupakan produk gabungan masalah 
lingkungan propaganda, periklanan, dan retorik media organisasi 
massa dan personal. 
 
Leonard W. Doob mengemukakan batas-batas kemampuan opini 
publik anatara lain : 63 
1. Perhatian orang terhadap sesuatu masalah itu sangat 
tergantung pada pengetahuan dan pendidikannya masing-
masing. 
2. Kebijaksanaanya tergantung juga dari penilaian serta seleksi 
publik terhadap fakta dan nilainya sendiri. 
3. Pada kenyataanya bahwa setiap persoalan (masalah) 
mempunyai banyak segi sehingga untuk hal-hal yang kompoten 
yang menimpa masyarakat luas, opini itu terdiri dari banyak 
publik. 
4. Tidak adanya standar atau ukuran dalam penyelesaian sesuatu 
masalah terlebih masalah sosial dimana setiap masalah 
mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Hal ini tergantung pada 
mental, pengalaman, perasaan, kebudayaan dan ide yang telah 
tersebar dalam masyarakat. 
 
Semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi 
dan pengalaman orang lain secara langsung ataupun tidak langsung 
diketahui oleh individu dan terkenal sebagai frame of reference. James 
Ryce membagi proses pembentukan opini publik ke dalam empat 
tahapan, yakni : 
a. Dimulai dengan dari keterlibatan seseorang ke dalam suatu isu 
yang berkembang melalui media massa ataupun hanya sekedar 
selentingan issu yang lagi hangat dibicarakan. 
b. Kemudian para jurnalis bertugas mengumpulkan opini yang 
beredar di masyarakat kemudian mengekspose ke media cetak 
maupun media elektronik. 
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c. Selanjutnya memasuki tahap debat dan kontroversi terus 
berkembang dan marak serta diperbincangkan di media. 
d. Terdapat tindakan di mana setiap warga negara memberikan 
hak suaranya dalam suatu pemilihan suara atau sampai pada 
tahap tindakan atau perilaku untuk menentukan pilihannya. 64 
 
Perubahan opini bisa terjadi bila ada faktor ataupun data serta 
pengalaman yang baru, hal mana menjelaskan bahwa dengan jangka 
waktu lebih lama masyarakat dapat menerima suatu ide yang mula-mula 
ditolaknya. Kejujuran dalam diri manusia untuk hidup dalam situasi yang 
sebaik mungkin, menyebabkan bahwa koreksi opini akan mengakibatkan 
perubahan sikap. 
C. Konsep Media Sosial Twitter  
1. Media Sosial  
Media sosial adalah sebuah media online dengan para 
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 
menciptakan isi maupun blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 
visual, yang kesemuanya merupakan bentuk media sosial yang 
paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Pendapat 
lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang 
mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi 
berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 
Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk 
majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, 
podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. 
                                                        
64 Morris Janowitz dan Paul Hirsch, Reader in Public Opinion and Mass Communication.1981  New 
York: The Free Press.  
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Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media 
penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial 
(self-presentasi, self-disclosure). Kaplan dan Haenlein menciptakan 
skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel 
Horizons Bisnis yang diterbitkan dalam 2010, yang menurutnya ada 
enam jenis media sosial yaitu :65 
1) Proyek kolaborasi 
Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, 
menambah, ataupun me-remove konten – konten yang ada di 
website ini. contohnya wikipedia 
2) Blog dan microblog 
User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini 
seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. 
contohnya twitter 
3) Konten 
Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten 
– konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain – 
lain. contohnya youtube 
4) Situs jejaring sosial 
Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan 
cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung 
dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – 
foto.contoh facebook 
5) Virtual game world 
Dunia virtual, di mana mengreplikasikan lingkungan 3D, di 
mana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang 
diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di 
dunia nyata. contohnya game online. 
6) Virtual social world 
Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di 
dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi 
dengan yang lain. Namun Virtual Social World lebih bebas, dan 
lebih ke arah kehidupan, contohnya second life. 
 
Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif 
karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi 
                                                        
65 Ibid 
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bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan 
oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu 
cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial 
seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah 
manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional 
seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. 66 
Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media 
konvensional, antara lain : 67 
1) Kesederhanaan 
Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan 
keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang 
unggul.Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, 
bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat 
mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan 
koneksi internet. 
2) Membangun Hubungan 
Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi 
untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun 
hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback 
langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan 
dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak 
dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya 
melakukan komunikasi satu arah. 
3) Jangkauan Global 
Media tradisional dapat menjangkau secara global 
tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan 
waktu.Melalui media sosial, bisnis dapat 
mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari 
lokasi geografis.Media sosial juga memungkinkan untuk 
menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan 
memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan 
ke lebih banyak pengguna. 
4) Terukur 
Dengan sistemtracking yang mudah, pengiriman pesan 
dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat 
                                                        
66 https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/ 
67 http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial 
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mengetahui efektifitas promosi.Tidak demikian dengan 
media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. 
 
Terkait dengan fungsi media sosial, dapat dikatakan bahwa 
ketika mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka 
harus pula mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem 
komunikasi, yaitu : administrasi, mendengarkan dan belajar, berfikir 
dan perencanaan, serta pengukuran. 68 
 
2. Twitter  
Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan 
dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial 
berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk 
mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets). 
Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan 
pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, 
namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar 
teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis 
lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower"). 
Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan 
melalui situs twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon 
seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-
negara tertentu dan lebih dari 20 bahasa.Situs ini berbasis di San 
Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali 
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dibuat. Twitter juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas 
dan Boston, Massachusetts. 
Konsep yang diusung oleh Twitter adalah jejaring sosial untuk 
menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time di 
dalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya di 
seluruh dunia. Pengguna Twitter dapat menyebarkan informasi 
pesan singkat melalui beberapa cara, bisa melalui situs Twitter 
sendiri, melalui SMS, atau melalui aplikasi Twitter lainnya seperti 
Twirl, Snitter, atau Twitterfox yang merupakan aplikasi tambahan 
untuk browser Firefox. Karena kandungan pesan yang singkat, 
Twitter dimasukkan dalam kategori mikroblog, yaitu sebuah media 
online yang memungkinkan penggunanya menuliskan informasi 
pesan secara singkat. Panjang pesan tersebut biasanya kurang dari 
200 karakter. Jika layanan pesan berbasiskan SMS hanya mampu 
mengirimkan informasi kepada pengguna yang dikenal, maka Twitter 
bisa digunakan sebagai sarana penyebar informasi kepada semua 
orang baik yang dikenal maupun tidak, untuk memberitahukan 
keberadaan penggunanya.  
Penyampaian pesan dalam Twitter umumnya tanpa berharap 
mendapatkan balasan/ respon dari pembacanya. Untuk urusan 
bisnis, Twitter bisa dijadikan alat untuk mengumumkan kabar terbaru 
atau posting blog terbaru dari sebuah perusahaan bahkan 
46 
 
berinteraksi dengan konsumen. Twitter juga memudahkan kolaborasi 
internal dan komunikasi dalam sebuah kelompok.  
Secara umum, konten yang terdapat di twitter adalah meliputi : 
laman utama (home), pengikut (follower), mengikuti (following), 
penyebutan (mention), pesan langsung (direct message), serta tagar 
dan trend. 69 
1) Laman Utama (Home) 
Pada halaman utama kita bisa melihat kicauan yang 
dikirimkan oleh orang-orang yang menjadi teman 
kita.Halaman utama disebut juga sebagai Timeline 
2) Pengikut (followers) 
Pengikut adalah pengguna lain yang ingin menjadikan 
kita sebagai teman. Bila pengguna lain menjadi pengikut 
akun seseorang, maka kicauan seseorang yang ia ikuti 
tersebut akan masuk ke dalam halaman utama. 
3) Mengikuti(Following) 
Kebalikan dari pengikut, ikutan adalan akun seseorang 
yang mengikuti akun pengguna lain agar kicauan yang 
dikirim oleh seseorang yang diikuti tersebut masuk ke 
dalam halaman utama. 
4) Penyebutan (Mention) 
Biasanya konten ini merupakan balasan dari 
percakapan agar semua pengguna bisa langsung menandai 
orang yang akan diajak bicara. 
5) Pesan langsung (Direct message) 
Fungsi pesan langsung lebih bisa disebut SMS karena 
pengirim pesan langsung di antara pengguna tanpa ada 
pengguna lain yang bisa melihat pesan tersebut kecuali 
pengguna yang dikirim pesan. 
6) Tagar dan Trends 
Tagar yang ditulis di depan topic tertentu agar 
pengguna lain bisa mencari topik yang sejenis yang ditulis 
oleh orang tulis juga. Sedangkan topik hangat (Trending 
topic) adalah topik yang sedang banyak dibicarakan banyak 
pengguna dalam waktu yang bersamaan. Kemudian secara 
spesifik yaitu sebuah kata, frase atau yang ditandai dengan 
tagar (#) yang dilepaskan dengan kecepatan tinggi serta 
unggul dalam jumlah daripada kata, frase atau yang 
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ditandai tagar lainnya, hal ini biasa dikatakan menjadi Topik 
Hangat dan menjadi populer baik yang melalui upaya 
terpadu oleh pengguna atau karena suatu peristiwa yang 
mendorong orang untuk berbicara tentang satu hal tertentu 
tersebut. Topik-topik tersebut membantu twitter dengan 
menggunakan untuk memahami apa yang terjadi di dunia. 
Terkadang topik-topik tersebut merupakan hasil dari 
kesengajaan dan upaya bersama oleh fans selebriti tertentu 
ataupun karena fenomena budaya. 
 
Perkembangannya, Twitter yang awalnya dirancang untuk 
digunakan oleh orang dewasa sebagai sarana pendukung dalam 
pekerjaan, sekarang ini justeru didominasi oleh remaja. Terkait 
dengan pelanggaran keamanan Twitter, penyelesaiannya 
memerlukan sejumlah langkah untuk mengamankan informasi pribadi 
sehingga "program keamanan informasi yang komprehensif" untuk 
secara independen diaudit dua kali setahun. Pada tanggal 21 
September 2010, sebuah cacing komputer (worm) XSS aktif di 
Twitter. Ketika sebuah akun pengguna mengirim kicauan, cacing 
komputer dalam skrip secara otomatis akan membuka tautan dan 
mengirim-tampil dengan sendirinya. 
 
D. Konsep Semiotika dan Analisis Charles S. Peirce 
1. Pengertian Semiotika 
Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal 
dari kata Yunani ‘semeion’ yang berarti “tanda”. Istilah semeion 
tampaknya diturunkan dari kedokteran hipokratik atau asklepiadik 
dengan perhatiannya pada simtomatologi dan diagnostik inferensial. 
Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan 
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dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi 
tanda. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas 
obyek-obyek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai 
tanda.70 Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang 
menunjuk pada adanya hal lain. 
Ahli sastra Teew71, mendefinisikan semiotik adalah tanda 
sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi 
model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek 
hakiki untuk pemahaman gejala kesusastraan sebagai alat komunikasi 
yang khas di dalam masyarakat mana pun. Semiotik merupakan 
cabang ilmu yang relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengannya dipelajari secara lebih 
sistematis pada abad kedua puluh. 
Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), 
berfungsinya tanda dan produksi makna tanda-tanda tersebut 
menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia 
mampu menggantikan suatu yang lain yang dapat dipikirkan atau 
dibayangkan. Cabang ilmu ini semua berkembang dalam bidang 
bahasa kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan 
desain komunikasi visual. 
                                                        
70Van  Zoest, Aart. 1993, Semiotika: Tentang Tanda, Cara kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan 
Dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung. h. 1 
71 Teew, A,.Khasanah Sastra Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka, 1984. h. 6 
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Dalam proses komunikasi secara primer, lambang atau simbol 
digunakan sebagai media dalam penyampaian gagasan atau perasaan 
seseorang kepada orang lain. Lambang di dalam proses komunikasi 
meliputi bahasa, gestur, isyarat, gambar, warna, dan tanda-tanda 
lainnya yang dapat menerjemahkan suatu gagasan atau perasaan 
seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) secara 
langsung. Dari berbagai lambang yang dapat digunakan di dalam 
proses komunikasi, bahasa merupakan media yang paling banyak 
dipakai karena paling memungkinkan untuk menjelaskan pemikiran 
seseorang, dan dengan bahasa pula segala kejadian masa lalu, masa 
kini, maupun ramalan masa depan dapat dijelaskan. Fungsi bahasa 
yang sedemikian rupa menyebabkan ilmu pengetahuan dapat 
berkembang dan hanya dengan kemampuan berbahasa, manusia 
dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Kegagalan dalam proses 
komunikasi banyak disebabkan oleh kesalahan berbahasa atau 
ketidakmampuan memahami bahasa.  
Semiotika merupakan ilmu atau metode ilmiah untuk melakukan 
analisis terhadap tanda dan segala hal yang berhubungan dengan 
tanda. Tanda merupakan bagian yang penting dari bahasa, karena 
bahasa itu sendiri terdiri dari kumpulan lambang-lambang, dimana di 
dalam lambang-lambang itu terdapat tanda-tanda. Oleh karenanya 
tentu ada kaitan yang erat antara semiotika dengan proses 
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komunikasi, mengingat semiotika merupakan unsur pembangun 
bahasa dan bahasa merupakan media dalam proses komunikasi.  
Pentingnya semiotika dalam komunikasi mendorong para ahli 
dan ilmuwan semiotik untuk merumuskan berbagai macam teori 
semiotika. Teori-teori tersebut terus berkembang dan saling 
melengkapi. Singkatnya bahwa analisis semiotik merupakan cara atau 
metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap 
lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud dalam 
hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang (sign) baik 
yang terdapat pada media massa maupun yang terdapat di luar media 
massa. Urusan analisis semiotik adalah melacak makna makna yang 
diangkut dengan teks berupa lambang-lambang (sign). Dengan kata 
lain, pemaknaan terhadap lambang-lambang dalam tekslah yang 
menjadi pusat perhatian analisis semiotic.72  
Menurut Littlejohn sign (tanda/ lambang) adalah basis dari 
seluruh komunikasi. Manusia dengan perantaraan tanda-tanda dapat 
melakukan komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal bisa 
dikomunikasikan di dunia ini. 73 Semiotika adalah suatu ilmu atau 
metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat 
yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di 
tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia.  
                                                        
72 Pawito.(2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Pelangi Aksara. h.155 
73 Littlejohn, Stephen W., 1996. Theories of Human Communication. Edisi ke-5, Belmont-California, 
Wadsworth. h.64 
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Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 
hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai 
hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat 
mencampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 
Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 
dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 
mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.74 Konsep dasar ini 
mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan 
dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk–bentuk nonverbal, teori-
teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan 
maknanya dan bagaimana tanda disusun. 
Studi tentang tanda secara umum merujuk kepada semiotika. 
Menurut Pines bahwa dengan tanda–tanda kita mencari keteraturan 
ditengah–tengah dunia yang centang–prenang ini, setidaknya agar kita 
sedikit punya pegangan. ”Apa yang dikerjakan oleh semiotika adalah 
mengajarkan kita bagaimana menguraikan aturan–aturan tersebut dan 
membawanya pada sebuah kesadaran”.75 Dengan semiotika 
seseorang lantas berurusan dengan tanda. Semiotika seperti kata 
Lechte, adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk 
komunikasi yang terjadi dengan sarana signs tanda–tanda yang 
                                                        
74 Alex Sobur. 2006. Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, Analisis Teks Media 
Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis framing, Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. h, 15 
75 Pines dalam Alex Sobur. 2006. Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.h.16 
52 
 
berdasarkan pada sign system (code) tanda–tanda76. Yang perlu 
digaris bawahi dari berbagai definisi di atas adalah bahwa para ahli 
melihat semiotika atau semiosis itu sebagai ilmu atau proses yang 
berhubungan dengan tanda. Begitulah semiotika berusaha 
menjelaskan jalinan tanda atau ilmu tentang tanda, secara sistematik 
menjelaskan esensi, ciri–ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses 
signifikansi yang menyertainya.77 
Tokoh–tokoh dalam ilmu semiotika itu adalah Ferdinand de 
Saussure, seorang ahli linguistik asal Swiss dan Charles Sanders 
Pierce, seorang ahli filsafat dari Amerika. Berdasarkan objeknya, 
Pierce membagi tanda atas ikon (icon), indeks (index) dan simbol 
(symbol). Ikon adalah tanda yang hubungan antara tanda dan objek 
atau acuan yang bersifat kemiripan, misalnya potret dan peta. Indeks 
adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara 
tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. 78 Tanda dapat pula 
mengacu ke denotatum melalui konvensi sebagai tanda konvensional 
yang biasa disebut simbol. Jadi simbol adalah tanda yang 
menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan pentandanya. 
Simbol tidak harus mempunyai kesamaan, kemiripan, atau hubungan 
dengan objeknya. 
 
                                                        
76 Segers, Rient. T. 2000. Evaluasi Teks Sastra. Terjemahan Suminto A. Sayuti. Yogyakarta: 
Adicita Karya Nusantara. h. 4 
77 Op.Cit, 16 
78 Op.Cit, 39 
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2. Konsep Analisis Semiotika Charles S. Peirce 
Charles Sanders Peirce ialah seorang ahli matematika dari AS 
yang sangat tertarik pada persoalan lambang-lambang. Peirce 
menggunakan istilah representamen yang tidak lain adalah lambang 
(sign) dengan pengertian sebagai something which stands to 
somebody for something in some respect or capacity (sesuatu yang 
mewakili sesuatu bagi seseorang dalam suatu hal atau kapasitas).79  
Menurut Peirce bahwa sebuah tanda itu mengacu pada 
sebuah acuan dan pemaknaan adalah fungsi utamanya. Hal ini sesuai 
dengan definisi dari tanda itu sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang 
memiliki bentuk fisik, dan harus merujuk pada sesuatu yang lain. Dari 
tanda tersebut Peirce ingin mengidentifikasikan partikel dasar dari 
tanda dan menggabungkannya kembali semua komponen ke dalam 
struktur tunggal. Peirce menggunakan teori segitiga makna (triangle 
meaning) yang terdiri atas : 
a) Sign (tanda)adalah sesuatu fisik yang dapat ditangkap oleh 
panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang 
merujuk (mepemaknaankan) hal lain di luar tanda itu 
sendiri. Acuan tanda ini disebut objek. 
b) Object (objek) adalah konteks sosial yang menjadi 
referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. 
c) Interpretant (interpretan) adalah konsep pemikiran dari 
orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke 
suatu makna yang ada dalam benak seseorang tentang 
objek yang dirujuk sebuah tanda. 80 
 
 
                                                        
79 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Lkis, Yogyakarta. Hlm 157 
80 Charles Sanders Pierce dalam Kriyantono, Rachmat.2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. 
Jakarta: Kencana. h.265 
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Hubungan segitiga makna Peirce ditampilkan dalam gambar 
berikut:81 
 
 
 
 
Sumber : John Fiske, 1990 
Gambar 2.1 Hubungan Tanda, Objek dan Interpretasi Pierce 
 
Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda atas icon 
(ikon), index (indeks), dan symbol (simbol) dalam seuah model segitiga 
seperti berikut: 82 
 
 
 
 
 Sumber : John Fiske, 1990 
Gambar 2.2 Model Kategori Tanda oleh Pierce 
 
Icon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan 
petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata 
lain, icon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 
bersifat kemiripan; misalnya : potret dan peta. Index adalah tanda yang 
menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda 
yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang 
                                                        
81  Charles Sanders Pierce dalam Fiske, John. 1990. Cultural and Communication Studies. 
Penerjemah : Yosal Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung ; Jakarta. 
82 Charles Sanders Pierce dalam Fiske, John. 1990. Cultural and Communication Studies. 
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langsung mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas ialah 
asap sebagai tanda adanya api. Sedangkan symbol adalah tanda yang 
menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. 
Hubungan diantara ikon, indeks dan simbol tersebut bersifat arbitrer 
atau semena, hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) 
masyarakat. 
 
E. Konsep Dampak  
Secara umum, pengertian dampak memiliki cakupan yang 
sangat luas dalam berbagai situasi dan kondisi serta aktivitas-aktivitas. 
Netisemito dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan 
pengertian ‘dampak’ yaitu hasil, akibat, resiko, perubahan yang 
terjadi.83 Dalam bahasa Inggeris, dampak disebut impact atau effect 
atau outcome. Soemarwoto mendefinisikan dampak yaitu suatu 
perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Untuk dapat mengukur 
atau melihat suatu dampak atau perubahan telah terjadi, maka kita 
harus mempunyai bahan pembanding sebagai acuan, dan salah satu 
acuan adalah keadaan sebelum terjadi perubahan. 84   
Clark menyatakan, pembangunan mempunyai sasaran untuk 
manaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, dan aktivitas pembangunan 
itu menimbulkan efek yang tidak direncanakan di luar sasaran yaitu 
                                                        
83 Nitesemito Alex. 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka  Jakarta 
84 Soemarwoto dalam Winardi. 2005, Manajemen Perubahan (Management of Change.  Prenada 
Media, Jakarta 
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yang disebut dampak. 85 Dampak sabagai sesuatu perubahan yang 
timbul biasanya perlu dievaluasi akibatnya. Menurut Moekijat bahwa 
evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil 
pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya 
dicapai.86 Mustopadidjaya mendefinisikan evaluasi sebagai penilaian 
tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicapai dalam suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Maksud dan tujuan 
dari evaluasi adalah untuk melakukan perhitungan-perhitungan agar 
pilihan kita tepat dalam rangka untuk melakukan suatu interpretasi. 87 
Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu 
aktivitas kegiatan. Mencermati esensi dari kata dampak tersebut, 
secara implisit mengandung suatu makna yaitu perubahan. Cook et al., 
menyatakan bahwa perubahan adalah proses dimana kita berpindah 
dari kondisi yang berlaku menuju ke kondisi yang diinginkan yang 
dilakukan oleh para individu, kelompok-kelompok serta organisasi-
organisasi bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan dinamik maupun 
internal.88 Dalam kaitan itu, Robbins mengemukakan bahwa “Change 
any ulteration in people, structure or technology”, artinya perubahan 
dapat mencakup setiap ulterasi pada diri orang atau manusia, struktur 
atau teknologi. Di dalam perubahan tercakup unsur lingkungan, nilai 
                                                        
85 Clark dalam Ndraha, Taliziduhu, 1996, Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat 
Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.  
86 Moekijat, 2002. Manajemen Kepegawaian. Alumni Bandung 
87 Mustofadidjaya 2002. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Kinerja 
Instansi Pemerintah, LAN dan BPKP, Jakarta 
88 Cook et al dalam Winardi. 2005, Manajemen Perubahan (Management of Change.  Prenada 
Media, Jakartah.h.53 
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dan sumber-sumber daya.89. Pengertian ini mengisyaratkan adanya 
kesan bahwa kondisi yang berlaku atau sedang dihadapi kurang 
memuaskan sehingga diperlukan adanya perubahan untuk mencapai 
kondisi tersebut. 
Handoyo membagi dampak dalam dua pengertian, yaitu 
dampak primer dan dampak sekunder.90. Dampak primer yaitu 
perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh suatu 
kegiatan pembangunan. Sedangkan dampak sekunder yaitu 
perubahan lingkungan yang secara tidak langsung dari suatu 
pengembangan, perubahan, yang terjadi sampai kepada kelanjutan 
dari dampak primer, yang meliputi dampak pembangunan terhadap 
sosial budaya masyarakat.  
Carpenter et al., mengemukakan bahwa dalam penilaian 
dampak, banyak faktor mempengaruhi penentuan apakah dampak itu 
baik (positif) atau buruk (negatif), dan salah satu faktor penting adalah 
apakah seseorang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu tindakan 
atau perbuatan. Umumnya penyebaran manfaat dari suatu kegiatan 
tidaklah merata secara demografis, geografis maupun pada kelompok 
masyarakat. Penilaian dampak merupakan pertimbangan nilai (value 
judgement) dan karena itu bersifat subyektif.91.Interpretasi dampak 
seringkali muncul dikotomi atau konotasi antara kata positif dan negatif 
                                                        
89 Robbins, Stephen P, 1994, Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi), Terj. Jusuf Udaya, 
Lic.Ec, Arcan, Jakarta 
90 Handoyo, Toto. 1999, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi.  Liberty, 
Yogyakarta 
91 Carpenter, et al dalam Handoyo, Toto. 1999, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan 
Demokrasi.  Liberty, Yogyakarta 
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dalam konteks dampak dalam berbagai terminologi. Dalam prakteknya, 
kebanyakan orang lebih memperhatikan dampak negatif daripada 
dampak positif, bahkan umumnya dampak positif diabaikan.            
 
F. Konsep Konflik dan Konflik Politik 
1. Pengertian  
Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat 
antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. 
Mengingat adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan 
dalam bidang manajemen, maka adalah rasional untuk menduga akan 
timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan serta 
ide-ide. Dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat, seringkali 
konflik sulit dihindari sehingga perlu diterapkan pendekatan manajemen 
yang baik dengan cara memanfaatkan konflik sedemikian rupa hingga 
ia tepat serta efektif mencapai sasaran yang diinginkan.  
Pendekatan konflik sebagai bagian normal dari perilaku dapat 
dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosi dan mencapai 
perubahan-perubahan yang dikehendaki. 92 Robbins mendefinisikan 
konflik:  
“We define conflict to be ere process in which an effort is 
purposely made by A to offset the efforts of b by some form of 
blocking that will result in frustrating B, in attaining his or her 
goals of furthering his or her interest”. 93 
 
                                                        
92 Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), PT.Mandar Maju, 
Bandung 
93 Robbins dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), 
PT.Mandar Maju, Bandung 
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Artinya konflik menekankan adanya suatu pandangan 
konfrontatif sehubungan dengan konflik alhasil apabila orang yang 
namakan dalam A, dalam definisi tersebut berhasil dalam upayanya 
menghalangi B, maka situasi demikian akan menghasilkan suatu 
kondisi akhir yang lazim dinamakan suatu kondisi “ menang kalah “ ( A 
Win-Lose Situation).  
Konseptualisasi konflik juga dikemikakan oleh Don Hell Riegel 
dan John W.Slocum Ir bahwa :  
 …conflict is defined as any situation in which there are 
incompatible goals, cognitions, or emotions within or between 
individuals or groups and that leads to oppositions or 
antagonistic interaction…”94 
 
Artinya konflik didefinisikan sebagai suatu situasi penuh 
pertentangan yang menimbulkan tindakan-tindakan bermusuhan atau 
balas membalas.  
2. Pola dan tipe konflik 
Robbins mengemukakan bahwa konflik perlu dipersepsi oleh 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnnya. Terlepas dari adanya konflik 
atau tidak, konflik itu merupakan sebuah persoalan persepsi. Andaikata 
tidak ada seorangpun yang menyadari adanya suatu konflik maka 
disepakati secara umum tidak terdapat adanya konflik. Sudah perlu 
diingatkan bahwa konflik-konflik yang dipersepsi mungkin tidak bersifat 
                                                        
94 Don Hell Riegel dan John W.Slocum Ir dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik 
Perubahan dan Pengembangan), PT.Mandar Maju, Bandung 
60 
 
rill, dan dalam kenyataannya cukup yang dinyatakan orang situasi 
konflik. 95 
Terry menjelaskan bahwa konflik biasanya mengikuti pola yang 
teratur, yang mencakup empat tahapan atau fase: 96 
a) Timbul suatu krisis tertentu. Pada fase ini terlihat adanya 
bahaya potensial tertentu yang mengancam pengoperasian 
secara harmonis serta eksistensi organisasi yang 
bersangkutan.   
b) Gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi. Pada fase ini 
konflik yang berlangsung yang tidak diduga sebelumnya 
mulai menarik perhatian pihak manajemen sehingga dirasa 
perlu adanya tindakan-tindakan korektif tertentu.  
c) Konfrontas menjadi pusat perhatian. Pada fase ini 
konfrontasi menjadi pusat perhatian menyebabkan 
diadakannya pembicaraan-pembicaraan di level pimpinan 
tinggi, dan dalam kaitan itu biasanya disampaikan janji-janji 
untuk meneliti keluhan-keluhan yang ada, dan kemudian 
orang menyusun sebuah rencana untuk tindakan 
selanjutnya. 
d) Krisis selanjutnya dialihkan dalam arti. Pada fase ini 
dilakukan penelitian tentang apakah keluhan-keluhan yang 
disampaikan dapat dibenarkan atau tidak. Dipersoalkan 
prosedur-prosedur yang diusulkan untuk kemudian diambil 
keputusan penerimaan atau penolakan.  
 
James A.F, et al mengemukakan lima macam tipe konflik : (1) 
konflik di dalam diri individu tertentu, (2) konflik antar individu-individu di 
dalam organisasi yang sama, (3) konflik antar individu-individu dan 
kelompok-kelompok, (4) konflik antar kelompok-kelompok dalam 
organisasi yang sama, dan (5) konflik antar organisasi-organisasi. 
Dalam konteks organisatoris, sumber-sumber konflik mencakup : 
keharusan untuk berbagi sumber daya langka, perbedaan-perbedaan 
                                                        
95  Robbins dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), 
PT.Mandar Maju, Bandung 
96 Terry,.G,R dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), 
PT.Mandar Maju, Bandung 
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antara tujuan-tujuan antara unit-unit organisatoris, interpendensi 
aktivitas-aktivitas pekerjaan di dalam organisasi yang bersangkutan, 
serta perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi-persepsi 
antara kesatuan-kesatuan organisasi.97 
Hell Riegel dan John W.Slocum mengemukakan tiga macam 
tipe dasar konflik yaitu : 98 
a) Konflik tujuan (Goals Conflict), konflik yang muncul dan 
terjadi apabila hasil akhir diinginkan atau hasil yang 
dipersepsi tidak bersifat kompatibel. 
b) Konflik kognitif (Cognitive Conflict), yaitu yang muncul 
apabila indivu-individu menyadari bahwa pemikiran mereka 
atau ide-ide mereka tidak konsisten satu sama lain. 
c) Konflik efektif (Effective Conflict), yaitu yang muncul 
apabila perasaan-perasaan atau emosi-emosi tidak 
kompatibel satu sama lain maksudnya orang-orang secara 
khiasan makin gila terhadap satu sama lain yang muncul, 
sehingga perlu membedakan adanya konflik fungsional 
dan konflik disfungsional.  
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik 
terjadi akibat adanya krisis kepercayaan, perbedaan pemahaman dan 
konfrontasi yang menjadi pusat perhatian. Konflik fungsional dapat 
berubah menjadi disfungsional. Oleh itu, diperlukan pendekatan 
manajemen konflik (konflik continuum) dalam mengatasi atau 
menimalisir dampak negatif.     
 
 
 
 
 
                                                        
97 James A.F, et al dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan 
Pengembangan), PT.Mandar Maju, Bandung 
98 Don Hell Riegel dan John W.Slocum Ir dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik 
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G. Kerangka Pemikiran 
Opini publik sebagai pendapat umum yang berisi ide fikiran atau 
gagasan semakin memainkan peranan penting dalam kehidupan 
demokrasi dan politik. Sunarjo mengemukakan bahwa opini, sikap dan 
perilaku tidak dapat dipisahkan. Opini atau pendapat merupakan jawaban 
terbuka (overt) terhadap suatu persoalan atau issu ataupun jawaban yang 
dinyatakan berdasarkan kata- kata yang diajukan secara tertulis ataupun 
lisan. Opini merupakan pernyatan yang diucapkan atau tertulis, maka 
sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara 
positif atau negatif kepada seseorang yang tertentu, objek atau situasi 
yang tertentu pula. Opini dianggap sebagai jawaban lisan pada individu 
yang memberi respon (tanggapan) kepada stimulus dimana dalam 
situasi/keadaan yang pada umumnya diajukan suatu pertanyaan. 
Keyakinan merupakan sikap dasar seseorang yang biasanya bertujuan 
mencapai cita-citanya, memecahkan suatu persoalan ataupun 
mewujudkan suatu rencana. 99 
Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali 
terbuka/terlihat, akan tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan/ 
diperlihatkan, karena itu tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau 
diperlihatkan, karena itu dinyatakan bahwa sikap atau attitude reaksi yang 
tertutup (covert). Biasanya sikap seseorang mencerminkan sekaligus 
                                                        
99Sunarjo Djunasih, Opini Publik 1984. (Yogyakarta : Liberty).h.31 
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pendapatnya secara implisit (artinya meskipun belum atau tidak disebut, 
sudah termasuk didalamnya). 100 
Di Indonesia, Konstitusi Negara yakni UUD 1945 khususnya Pasal 
28 menjamin hak – hak dan kebebasan setiap warga Negara untuk 
mengemukakan pendapat di muka umum. Dengan kata lain bahwa setiap 
individu dan kelompok dalam masyarakat mempunyai hak azasi untuk 
beropini publik baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
melalui media termasuk media sosial twitter dalam berdemokrasi. 
Gramasci mengemukakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat, 
atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang 
tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara.101  
Media sosial twitter telah digunakan banyak netizen untuk 
merespon, menyikapi, mengkritik serta memberikan saran dan solusi atas 
penyelesaian suatu masalah termasuk konflik politik antara KPK dan Polri 
yang terjadi pada Tahun 2015. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 
mengemukakan bahwa media sosial merupakan "sebuah kelompok 
aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan 
teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 
user-generated content".102 Media sosial mengajak siapa saja yang 
tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback 
                                                        
100Ibid 
101 Gramasci. 1971. Mencari Wajah Demokrasi. Jakarta: Gama Media. Lihat juga Sorensen, 
George, Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. h. 7 
102 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68. 
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secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu 
yang cepat dan tak terbatas. 
Twitter merupakan salah satu jenis media sosial yang dimanfaatkan 
secara luas oleh masyarakat terutama untuk kepentingan pemberitaan 
politik. Secara umum, konten yang terdapat di twitter adalah meliputi : 
laman utama (home), pengikut (follower), mengikuti (following), 
penyebutan (mention), pesan langsung (direct message), serta tagar dan 
trend. Twitter memainkan peranan penting dalam dunia politik dan 
demokrasi baik secara lokal, nasional maupun internasional. Pemanfaatan 
twitter untuk kepentingan demokrasi dan informasi merupakan salah satu 
media sosial yang dinilai mampu menyebarkan issu politik secara luas dan 
cepat, terutama konflik politik antara KPK dan Polri. 
Robbins mengemukakan bahwa konflik menekankan adanya suatu 
pandangan konfrontatif sehubungan dengan konflik alhasil apabila orang 
yang namakan dalam A, dalam definisi tersebut berhasil dalam upayanya 
menghalangi B, maka situasi demikian akan menghasilkan suatu kondisi 
akhir yang lazim dinamakan suatu kondisi “ menang kalah “ ( A Win-Lose 
Situation).103 Menurut Don Hell Riegel dan John W.Slocum Ir bahwa :  
…conflict is defined as any situation in which there are incompatible goals, 
cognitions, or emotions within or between individuals or groups and that 
leads to oppositions or antagonistic interaction…”104 Artinya konflik 
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104 Don Hell Riegel dan John W.Slocum Ir dalam Winardi. 1994, Manajemen Konflik (Konflik 
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didefinisikan sebagai suatu situasi penuh pertentangan yang menimbulkan 
tindakan-tindakan bermusuhan atau balas membalas.  
Pemanfaatan media sosial twitter sebagai sarana komunikasi politik 
dan berdemokrasi terhadap konflik politik antara KPK dan Polri yang 
terjadi pada Tahun 2015, secara nyata menimbulkan dampak baik positif 
maupun negatif. Carpenter et al., mengemukakan bahwa dalam penilaian 
dampak, banyak faktor mempengaruhi penentuan apakah dampak itu baik 
(positif) atau buruk (negatif), dan salah satu faktor penting adalah apakah 
seseorang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu tindakan atau 
perbuatan. Umumnya penyebaran manfaat dari suatu kegiatan tidaklah 
merata secara demografis, geografis maupun pada kelompok masyarakat. 
Penilaian dampak merupakan pertimbangan nilai (value judgement) dan 
karena itu bersifat subyektif. 105. 
Studi penelitian ini menganalisis twitter mengenai 
kontroversikasus KPK dan Polri. Kerangka berpikir yang digunakan oleh 
peneliti adalah teori semiotik dari Charles Sanders Peirce yang 
mengkategorikan tanda kedalam tiga kategori, yaitu ikon, indeks dan 
simbol yang kemudian tada-tanda tersebut dengan isi pesan yang  akan 
disampaikan. Melalui teori semiotik ini dapat diperoleh hasil interpretasi 
dari kontroversi kasus KPK dan Polri yang menyita perhatian masyarakat. 
Dari hasil interpretasi tersebut akan dapat diungkap muatan pesan yang 
                                                        
105 Carpenter, et al dalam Handoyo, Toto. 1999, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan 
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terkandung dalam twitter tersebut. Untuk jelasnya disajikan kerangka 
pemikiran berikut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi pembahasan tujuh komponen, yaitu : jenis  
penelitian, waktu dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, unit 
analisis, jenis dan sumber data, teknik analisis data, serta definisi 
operasional, sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini. 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan analisis 
semiotik. Penelitian jenis kualitatif biasanya dilakukan oleh para peneliti di 
bidang sosial dan perilaku, juga di bidang yang menyoroti masalah yang 
terkait dengan manusia termasuk dalam hal pemberitaan politik oleh 
media sosial twitter. Menurut Bogdan dan Tylor, metodologi kualitatif 
sebagai prosedur penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.106 Menurutnya, 
pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik 
(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 
organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 
sebagai bagian dari suatu keutuhan. 
Menurut Moleong107, dalam sebuah penggalian data terhadap makna-
makna tertentu akan muncul banyak interpretasi dari setiap orang, 
sehingga penelitian kualitatif menjadi sangat tepat karena lebih mudah 
                                                        
106 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal. 
3. 
107 Ibid., Hal. 9-10.  
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untuk menyesuaikan situasi bila berhadapan dengan realita publik. Jenis 
penelitian yang digunakan oleh peneliti penelitian kualitatif bersifat 
descriptive explorative. Dalam penelitian ini, menggunakan metode 
semiotika.  
Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 
tanda. Penggunaan metode semiotik dilakukan dengan menggali realitas 
yang didapatkan melalui interpretasi simbol-simbol dan tanda-tanda yang 
ditampilkan sepanjang gambar dalam karikatur.108 Pendekatan semiotik 
termasuk dalam metode kualitatif. Tipe penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mengetahui pemaknaan 
terhadap kicauan yang menggunakan hastag #KPKvsPOLRI di media 
sosial Twitter. 
 
B. Waktu dan Objek Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlangsung selama 1 tahun dimulai dari awal 
tahun 2016  hingga awal tahun 2017. 
2. Objek Penelitian 
Objek yang diteliti adalah para pengguna twitter atau para 
netizen yang mengemukakan opini publik di media sosial mengenai 
konflik politik antara institusi KPK dan Polri yang menggunakan 
hastag #KPKvsPOLRI di media sosial twitter. 
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C. Unit Analisis 
Penelitian ini difokuskan kepada kajian opini publik terkait konflik 
politik antara KPK dan Plori di media sosial twitter. Oleh karena unit 
analisis dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis Charles S. 
Peirce, partisipasi para netizen dalam menggunakan media sosial online 
twitter dan dampak positif – negative yang ditimbulkan.     
 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum dibagi 
dua yakni data kualitatif dan data kuantitatif, seperti diuraikan berikut. 
a. Data kualitatif 
Data kualitatif adalah jenis data nonnumerik berupa narasi, 
deskripsi. Dalam penelitian ini, data kualitatif berupa statemen atau 
pernyataan, pendapat atau pandangan tertulis, perbincangan, 
pesan singkat secara tertulis yang diunggah oleh kalangan netizen 
atau pengguna twitter di media sosial terkait dengan kronologis 
terjadinya konflik politik antara KPK dan Polri selama Tahun 2015.  
b. Data kuantitatif 
Data kuantitatif adalah jenis data numerik berupa angka-
angka, statistik, tabel, gambar, grafik. Dalam penelitian ini, data 
kuantitatif berupa statistik kronologis terjadinya konflik politik 
antara KPK dan Polri selama Tahun 2015, jumlah pengguna twitter 
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di media sosial terkait konflik politik antara KPK dan Polri, rentang 
waktu terjadinya konflik politik. 
2. Sumber Data 
Data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah data sekunder opini publik (para netizen) yang 
bersumber dari media online/ internet yang didownload atau diunduh 
secara langsung melalui penelusuran data online. 
 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalalm penelitian dilakukan dengan 
berbagai cara, diantaranya: 
1. Observasi Teks 
Observasi atau pengamatan langsung dilakukan kepada teks 
yang akan diteliti. Dalam pengertian psikologik, observasi atau disebut 
dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 
sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indera.109 Kegiatan 
observasi dilakukan dengan cara mencari dan mengamati secara 
langsung teks yang tertuang dalam media sosial twitter terkait konflik 
politik antara KPK dan Polri terhadap pengguna twitter yang 
menggunakan hastag #KPKvsPOLRI. Pentingnya pengamatan secara 
cermat terhadap objek penelitian karena membantu dan merupakan 
                                                        
109 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet Ke-5, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002), h.133 
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tahapan yang harus dilewati peneliti sehingga memudahkan dalam 
kegiatan analisis data. 
2. Studi Media Online  
Metode penelusuran data online adalah tata cara melakukan 
penelusuran data melalui media online seperti internet atau media 
jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga 
memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data - informasi yang 
berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.110 Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara 
membuka alamat mesin pencari (search engine), kemudian membuka 
alamat web-site yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan screenshoot, 
membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, majalah 
atau jurnal) yang terdapat di perpustakaan, internet atau instansi lain 
yang dapat dijadikan analisis dalam penelitian ini. Peneliti 
mengumpulkan data yang berhubungan dengan analisis semiotika 
maupun yang berkaitan dengan dampak dari konflik politik dalam 
dinamika penggunaan media sosial online khususnya twitter sebagai 
media komunikasi atau penyampaian opini publik. 
 
                                                        
110 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik 
serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media 
2005). h.148 
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F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah perpaduan 
deskriptif analitis – komponensial. Deskriptif analitis yakni menggunakan 
analisis semiotik model Charles Sanders Pierce dalam memberikan 
kontribusi pada pengonstruksian pada tiga fungsi, yaitu fungsi identitas, 
fungsi hubungan atau relasional, dan fungsi ideasional. Deskriptif 
komponensial digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki 
hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang 
telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci terhadap opini 
publik di media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Plori.   
Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 
bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan 
menggunakan dasar - dasar teori yang ada. Proses analisa data dilakukan 
melalui tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, 
mengolah dan menginterpretasikan data kemudian dilakukan abstraksi. 
Analisa data disertai studi komparatif kemudian menarik suatu garis 
perbandingan baik yang dituangkan dalam bentuk tabel, skema, grafik 
maupun dalam bentuk narasi.  
Proses analisis juga dipahami sebagai tidak hanya berhenti 
sampai pada sekedar menguraikan data mentah dalam bentuk deskripsi, 
tetapi juga dilakukan telaah kritis terhadap data yang dihimpun dengan 
mendiskusikan dan meneropongnya dari sejumlah pemikiran teoritis. 
Dalam rangka analisis data, peneliti memanfaatkan discourse analysis 
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sebagai pisau bedah terhadap kedua permasalahan studi yang diajukan 
dalam penelitian ini. Sifat analisisnya adalah meramu ciri dengan 
memahami makna tuturan atau kicauan (tutur bahasa) dalam konteks, 
situasi, interpretasi semantik. 
Penarikan kesimpulan terhadap hasil analisa data dilakukan 
dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Yang pertama 
didasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi - proposisi 
sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan 
(pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Yang kedua dilakukan 
dari hal - hal umum kepada hal - hal khusus.   
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Bab ini memuat pembahasan mengenai gambaran umum 
penggunaan media sosial twitter, dan konflik politik antara KPK dan 
POLRI, sebagaimana diuraikan berikut. 
A. Gambaran Umum Penggunaan Media Sosial Twitter  
Twiitter sebagai salah satu media sosial merupakan salah satu 
dari 10 situs web yang paling sering dikunjungi di seluruh dunia termasuk 
di Indonesia. Menurut Dick Costolo, CEO Twitter, jumlah pengguna Twitter 
di Indonesia sudah mencapai angka 50 juta atau sekitar 17,6% dari 284 
juta pengguna aktif layanan twitter di seluruh dunia. Jumlah tersebut 
mengalami peningkatan atau terus bertambah baik dalam hal pengguna 
media online maupun internet. 
Pertumbuhan jumlah pengguna twiiter dengan jelas 
mengisyaratkan bahwa minat dan motivasi kalangan warga masyarakat 
untuk menjadi user atau netizen semakin besar. Twitter semakin banyak 
diminati dan dipergunakan untuk berbagai keperluan komunikasi oleh para 
user atau netizen. Dalam kehidupan sehari-hari, para user atau netizen 
menggunakan twitter untuk berkomunikasi secara online dengan sahabat 
handai tolan atau teman, rekan sekolah, rekan bisnis, rekan kerja, 
kenalan, kerabat atau keluarga, serta orang lain. Selain itu juga banyak 
digunakan untuk mengkomunikasikan aspirasi – aspirasi sosial dan politik 
atas sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat maupun 
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lingkungan sosial yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, berpemerintahan dan berpembangunan.  
Sehubungan dengan terjadinya konflik politik antara KPK dengan 
Polri pada awal Tahun 2015 yang menyita perhatian sebahagian besar 
masyarakat Indonesia, komunikasi politik melalui media sosial online/ 
internet khususnya melalui twitter terus meningkat. Kalangan user atau 
pengguna twitter atau netizen proaktif menggunakan media sosial twitter 
untuk mengambil bagian dalam komunikasi politik atas konflik politik 
antara KPK dengan Polri tersebut. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari media online, diperoleh 
gambaran mengenai keberadaan sejumlah pengguna twitter atau netizen 
yang menggunakan hastag #SaveKPKvsPolri# dengan username masing-
masing di media sosial twitter seperti tertera pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Identitas Pengguna Twitter dengan Hastag #SaveKPKvsPolri# 
dan Jumlah Tweet/ Perbincangan Terkait Konflik Politik KPK 
dan Polri 
 
No. Username Jumlah 
Tweet 
No. Username Jumlah 
Tweet 
1 @bangidil / Aidil G. Rasyid 1x 88 Iyanokedonk / iya sopiyan 1x 
2 @afharrozi / Afharrozi ILMU NW 1x 89 @ijuluji / I Z Z U L 1x 
3 @afif_32 / Afif Tryana Pramudya 1x 90 @jaidiyusuf / Jaidi Yusuf (jay’s) 
1x 
4 @AGUmelar45 / Agum Gumelar 1x 91 @Mrjaya / Jaya AY 1x 
5 @agungigon / agungigon 1x 92 @jayTee2ever / JayTee 3x 
6 @Apipudien15 / Ahmad Apipudin 1x 93 @NjoDoang / J.C 1x 
7 @Agung_cant0na/ agungcantona 1x 94 @JefryMartin / Jefry M Siburian 
2x 
8 @ahmadbudiarto / Ahmad 
Budiarto 
3x 95 @Jennygo_ / Jenny Go 1x 
9 @nurimaulids / ahmad santausa 1x 96 Jodiekurnia123 / Jodie Kurnia 
1x 
10 @JokoAlec / Alec Pedas’s 1x 97 @joe_joky / joko budianto 2x 
11 @urangtaluk / #Alam 1x 98 @rajawaliNKRI / 1x 
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Paralel..ups! #JRBoemiPutera 
12 @AldoSubkhanJ / AldSubhaJ 1x 99 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
2x 
13 @Alfatika_Novia / Alfatika10 1x 100 @kawalpemerintah / Kawal Pemerintah 
1x 
14 @Alfredhoo / Alfredo Emerson 1x 101 @kammansaliri / K. Amman Saliri 
1x 
15 @anantamawibowo / ais 1x 102 @kemal9mbal 1x 
16 @itemkuitemic / Al Item 2x 103 @iylaalala / LalaMufidah 2x 
17 @iAmaroid / ama roid 1x 104 @AWChuz / LareAngon 1x 
18 @amed_jow / amed 2x 105 @leooonarrrd /Leonardus 1x 
19 @Anna3581K / Anna K 1x 106 @LooqmanHeem 1x 
20 @andialaziz / Andi Hidayat 2x 107 @abduhBatik/ M abduh 1x 
21 @Supersic_andrea / Andrea 
Wirayudha 
1x 108 @MakassarHot / 
Makassar Kota Hot 
1x 
22 @andreansyah_92/ Andreansyah 1x 109 @budbrata / mangbud 1x 
23 @Andreyuris / Andre Yuris 3x 111 @ichupp / mardiansyah 1x 
24 @daengpinrang/ Ardiansyah 
Khairul 
1x 112 @MarfulOren/ marful 
oren 
1x 
25 @om_tcai / arief zulad 2x 113 @markusdsurya / Markus Suryaatmadja 
1x 
26 @arif_fajar_h / Arif Fajar H 1x 114 @missAmey/ Meiny FitriaH 
1x 
27 @Arisgugun / Aris Gugun Ghazali 1x 115 @keroco mumet1 / memet_metal 
1x 
28 @arya_Ccungkring / Arya Cules 2x 116 @melkymorel / Melky Morel 
1x 
29 @aryodash / bratcaferacer 1x 117 @mnursholeh / M Nur Sholeh 
3x 
30 @andyaron / A. Aron 1x 118 @BakulPhoto / Mohammad Yasin 
1x 
31 @supotokuwi / Armadillo 1x 119 @Muhammad_Yusrul / Muhammad Yusrul 
1x 
32 @AzheppD / Asep Iswanto 1x 120 @Marcellino Saragih / @nino_saragih 
1x 
33 @tiar_pvt / bahtiar 1x 121 @ainaashya / Naia Aina 1x 
34 @D_bambang/ bambang 
priambodo 
1x 122 @NcyFarizalls / NCY 1x 
35 @beladenta / Beladenta Amalia 1x 123 @Ndhaa_96 / Nahenda 1x 
36 @Kikngiang / Budum 1x 124 @Nofia_Fitri / Novia Fitri 1x 
37 @MuhBurhannuddinR/ Burhan 
(aan) 
1x 125 @risdaNurshifa / Nurshifa 1x 
38 @Andi_waluya / Buronan Mertua 1x 126 @olgabilyraffi / OLV 1x 
39 @choirull / Choirul Anam 1x 127 @opiemayoz / opie 1x 
40 @vinna_geulis / C’Geulis 1x 128 @trifky1 / PANJI NUSANTARA 
2x 
41 @CloundCarbelius / Clound 
Carbelius 
1x 129 @patrickhutapea / Patrick 
Hutapea 
1x 
42 @DeasyRch/ Deasy Rachmawati  130 @JhokayArjuna / 1x 
lanjutan 
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Pengendali Inflasi 
43 @ChaidirDedy/Dedy Chaidiryanto 1x 131 @papihamlet / #Pituturan 1x 
44 @DeniSoprijal/ Deni Soprijal 2x 132 @Daqu_Semarang / 
PPPA Daqu Semarang 
1x 
45 @pemudaberdikari/ DHARMA 
GUNAWAN 
1x 133 @habib_praja / Praja AP 
Habibullah 
1x 
46 @deffa_quefarra/ Deffa Quefarra 1x 134 @yudha_henry/ prayudha 1x 
47 @feryzonkesuma / Dektrit 
Feryzon #JC 
1x 135 @Q_ntet / Q 1x 
48 @de_erlangga / Derry Erlangga 1x 136 @Rahmat_Suhendra / Rahmat Suhendra 
1x 
49 @dekupu / DESTIANA 1x 137 @rangga_raihan7 / Rangga raihan 
1x 
50 @Dimas_Lambe / Dimas Lambe 1x 138 @Rolisurya / Roli bin Rozali Hsb 
1x 
51 @nainggolandion/ D I O N 1x 139 @soerjodarmodjo/r soerjo 2x 
52 @dj__noegroho / djamitko 
noegroho 
1x 140 @rickyutomo7 / ricky 
utomo 
1x 
53 @Djat_mika / Djatmika 1x 141 @Bilaldatmi / Rezky Ridho Datmi 
1x 
54 @dzprasongko / diaz 1x 142 @Ridhuan420/Ridwan 13 1x 
55 @edychai / Edy Chandra 1x 143 @SalmanMardira / Salman Mardira 
2x 
56 @cep_d2n / E’na 1x 144 @Rudianto_PD / Save Nation-NKRI 
1x 
57 @endrisetyo_ / Endri_Setyo 1x 145 @STB_112 / Setya Boediono 
1x 
58 @scB_emdry / endry|sopyan 1x 146 @ShandyLuo / Shandy Lopulisa 
1x 
59 @erwinanfield / Erwin Manutede 1x 147 @sheque / Seseq 1x 
60 @ReskiyantoReza / Fahreza 
Muhammad 
1x 148 @shofi_rosyadi / Shofi 
Rosyadi 
1x 
61 @FaldoMaldini/Faldo Maldini 6x 149 @sonny_yg_mana / 
sonny sic 
1x 
62 @FantasticHakim/FantasticHakim 1x 150 @sonni_vox/sonic VSF Jr 1x 
63 @farahwardani / Farah Wardani 1x 151 @inisiatorAksi / Sospol 
BEM KM UNMUL 
2x 
64 @f42r1nh0 / Fazrin Budi 1x 152 @SoulOfIndonesia / Soul Of Indonesia 
1x 
65 @fazrury /  fazrury 1x 153 @NachaSujono / Sujono 1x 
66 @ferlyvestia 1x 154 @sosusanto / Surya Oetomo Susanto 
1x 
67 @F_Repi / Fero Repi Kumaat 1x 155 @susant_dwis 1x 
68 @fitriwahyunings / Fitri 
wahyuningsih 
1x 156 @dva_t / Tanti Dwi 1x 
69 @Fuad_Damiri / FUAD DAMIRI 2x 157 @mariaantono / tggrakyatbergerak 
1x 
70 @Fudhul2 / Fudhul2 1x 158 @thyo01love / Thimotius Yantori 
1x 
lanjutan 
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71 @Ichigo_falah / F_ust. Hotun 
Naim 
1x 159 @Lex77 / Tom Alex 
Brags 
1x 
72 @Gie_YatniID / Gie 1x 160 @Jend_Tribun370 / TRI BUANA P 
1x 
73 @GitaParamithaZ/ Gita P Zettira  161 @trina_kel / trina.nevia 1x 
74 @Hakimi_sardy / HS 1x 162 @JuniperSiagian / True Siangano 
1x 
75 @harisbuandel / Haris Van 
Byuten 
1x 163 @tsuhardday 1x 
76 @hasanpurnama20 / Hasan 
Purnama 
4x 164 @BangUmar_ / Umar Hp 1x 
77 @monicalove99 / Hasnaning 
Monica A 
1x 165 @rianmihel / Waiting 
Hope 
 
78 @ShaputraHengky / Hengky 
Shaputra 
1x 166 @bobotoh_meme / 
Warkop Meme Bobotoh 
1x 
79 @Herdi / Herdi Kurnianto 2x 167 @Wida16504269 / W’Da van delan 
1x 
80 @HeruTriK / Heru Tri K 1x 168 @faiswidi / WidiArianto 1x 
81 @cimenk_ilham / ilham abdi putra 1x 169 @WijayaDewantara / Wijaya Dewantara 
1x 
82 @INAMilikAllah / 
#IndonesiaMilikAllah 
1x 170 @mintulkutimin / Yasmin 
baisa 
2x 
83 @IndiHikam / Indi Hikami 1x 171 @SantriAlArifin / YOGA PRASETYA 
1x 
84 @indra_mahyudi / indra mahyudi 1x 172 @yosunoku / YogiSuwarno 
1x 
85 @MuhsinLahajji /Inspirasi & Cinta 1x 173 @endhaxcv / Yudha 1x 
86 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 1x 174 @Dwitina_yuni / Yuni 
Dwitina 
1x 
87 @inovey / Irma novianti 1x 175 @yusuf_sigi / yusuf sigi 2x 
Sumber : Media Online 2015 
Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat 
175 pengguna twitter dengan identitas username yang sangat berbeda-
beda atau beragam yang telah disusun secara alphabet. Jumlah tweet 
atau perbincangan yang dikemukakan atau diopinikan oleh para netizen 
tersebut relatif bervariasi yakni ada yang hanya satu kali tweet, ada yang 
dua kali atau tiga kali dan empat kali bahkan ada yang hingga enam kali 
melakukan tweet. Namun demikian kebanyakan netizen melakukan satu 
kali. Secara keseluruhan dari para netizen tersebut tercatat lebih dari dua 
lanjutan 
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ratus tweet atau perbincangan dengan menggunakan hastag 
#SaveKPKvsPolri# terkait konflik politik antara KPK dan Polri.  
 
B. Konflik Politik Antara Komiisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 
1. Sumber dan Kronologis Konflik Politik 
Konflik politik antara KPK dan Polri pada dasarnya berawal dari 
perseteruan atau pertikaian personal antara Ketua KPK Abraham 
Samad dan salah seorang pimpinan KPK yakni Bambang Widjayanto 
dengan salah seorang pejabat tinggi Polri yakni Komisaris Jenderal 
(Komjen) Budi Gunawan. Konflik politik tersebut ternyata bukan hanya 
menjadi konflik personal melainkan telah menjelma menjadi konflik 
kelembagaan kedua lembaga penegak hukum tertinggi di Negara 
Republik Indonesia, dengan kronologis peristiwa konflik seperti 
diuraikan berikut. 
Tabel 4.2 Sumber dan Kronologis Konflik Politik Antara KPK dan Polri 
No. Tanggal/ Bulan/ 
Tahun 
Sumber dan Kronologis Peristiwa Konflik Politik 
1 10 Januari 2015 Dari sembilan nama yang diajukan, Presiden Joko 
Widodo memilih Komisaris Jendral Budi Gunawan 
sebagai calon kepala kepolisian RI yang baru untuk 
menggantikan Komjen Sutarman. Dugaan menguat 
bahwa pilihan tersebut dibuat atas desakan Partai PDI-
P dan ketua umumnya Megawati Sukarnoputri. 
Gunawan dulu dikenal dekat dengan Istana Negara saat 
Megawati menjadi Presiden. 
2 13 Januari 2015 
 
Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi 
menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka 
kasus korupsi. “Gunawan Menjadi Tersangka Kasus 
Tipikor Saat Menduduki Kepala Biro Kepala Pembinaan 
Karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad. 
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Samad mengklaim, KPK telah “melakukan penyidikan 
setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi 
mencurigakan,” yang melibatkan Budi Gunawan. 
Penetapannya sebagai tersangka oleh KPK 
berdasarkan dua alat bukti. 
3 14 Januari 2015 
 
Markas besar kepolisian RI mengirimkan 60 anggota 
Sabhara dan Intel untuk menggeruduk kantor pusat 
KPK. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri 
Komisaris Besar Rikwanto berdalih langkah itu diambil 
dengan koordinasi lembaga anti rasuah itu untuk 
melindungi KPK. Sejumlah anggota kepolisian juga 
disiagakan di kediaman empat pemimpin KPK. Berikut 
ini adalah Salah satu contoh daftar tangkapan kakap 
KPK 
Kasus Djoko Susilo : 
Kasus bekas kepala korps lalu lintas Polri ini banyak 
dikutip setelah calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan 
sebagai tersangka. Serupa dengan Gunawan, Irjen Pol. 
Djoko Susilo yang terjerembab lantaran kasus korupsi 
proyek simulator ujian surat izin mengemudi itu sempat 
melawan KPK yang kemudian memicu perang Cicak 
versus Buaya jilid pertama. Djoko Susilo divonis 
hukuman penjara selama 18 tahun. 
Sementara itu Komisi III DPR secara aklamasi 
menerima Budi Gunawan sebagai calon kepala 
kepolisian RI setelah dinyatakan lolos dalam uji 
kelayakan dan kepatutan. “Terima kasih atas 
kepercayaan diputuskan. Amanat yang sangat berat 
dan saya bertekad memegang amanah tersebut sebaik-
baiknya,” kata Budi Gunawan menanggapi keputusan 
Komisi III DPR. Saat yang bersamaan salah seorang 
pemimpin KPK, Abraham Samad, diterjang isu tak 
sedap ihwal kedekatannya dengan Putri Indonesia 
2014, Elvira Devinamira. Sebuah foto beredar di jejaring 
sosial menampilkan Samad sedang berciuman dengan 
Elvira (photo hasil rekayasa). 
4 15 Januari 2015 
 
Dalam sidang paripurna, Dewan Perwakilan Raykat 
mengamini usulan Komisi III buat menunda pemilihan 
pemimpin KPK untuk menggantikan Busyro Muqoddas. 
Kursi kelima di pucuk pimpinan KPK itu akan diisi 
bersamaan dengan pergantian empat pemimpin yang 
lain pada akhir 2015 mendatang. 
5 19 Januari 2015 
 
Markas besar kepolisian RI mengajukan gugatan 
praperadilan atas penetapan tersangka Komisaris 
Jendral Budi Gunawan oleh KPK. Gugatan tersebut 
dilayangkan oleh divisi hukum Polri kepada Pengadilan 
lanjutan 
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Negeri Jakarta Selatan. Beberapa pihak menuding, 
langkah hukum tersebut dibuat oleh Polri untuk 
memaksa KPK menunjukkan alat bukti dalam kasus 
Budi Gunawan 
6 21 Januari 2015 
 
Kuasa hukum Budi Gunawan, Egi Sudjana, melaporkan 
pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung lantaran dinilai 
menyalahi prosedur saat menetapkan Budi Gunawan 
sebagai tersangka. Surat penetapan KPK dikatakan 
cuma ditandatangani oleh empat pemimpin, dari yang 
seharusnya lima. 
7 22 Januari 2015 
 
Pimpinan KPK lagi-lagi dilaporkan ke Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri oleh kuasa hukum Budi Gunawan. 
Lembaga anti rasuah itu dituding membocorkan rahasia 
negara berupa laporan penelusuran Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 
rekening Budi Gunawan dan keluarganya. Egi Sudjana 
cs. juga mengajukan tuduhan pencemaran nama baik. 
Saat yang bersamaan Pelaksana Tugas Sekretaris 
Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, melancarkan tudingan 
lain ke arah Abraham Samad. Pemimpin KPK itu 
menurut kesaksiannya menaruh dendam pribadi kepada 
Budi Gunawan. Kata Kristiyanto, upaya Samad menjadi 
calon wakil presiden diganjal oleh Budi Gunawan. 
8 23 Januari 2015 
 
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengirimkan 
selusin pasukan bersenjata lengkap buat menangkap 
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Bambang 
diborgol sesaat setelah mengantarkan anaknya ke 
sekolah. Penangkapan itu didasarkan pada pengaduan 
bekas anggota legislatif dari fraksi PDI-P, Sugianto 
Sabran, dengan tudingan mendalangi kesaksian palsu 
dalam sengketa pilkada Kotawaringin, Kalimantan 
Tengah, 2010 silam. 
“Terlapor diduga memberikan keterangan palsu di 
bawah sumpah,” ujar Rikwanto, dari Divisi Humas 
Mabes Polri. Bambang terjerat Pasal 242 juncto Pasal 
55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena 
menyuruh memberikan keterangan palsu dalam 
pengadilan. Dia terancam hukuman pidana 7 tahun. 
Pada hari yang sama Presiden Joko Widodo 
menyatakan tidak akan mencampuri perseteruan dua 
lembaga. Setelah menerima pimpinan Polri dan KPK, 
Istana Negara cuma mengimbau kedua lembaga agar 
bersikap obyektif. 
9 24 Januari 2015 
 
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke 
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan 
pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT 
lanjutan 
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Desy Timber. 
10 25 Januari 2015 
 
Presiden Joko Widodo membentuk tim tujuh buat 
mengurai kericuhan antara Polri dan KPK. Tim tersebut 
beranggotakan antara lain bekas Wakapolri, 
Oegroseno, Jimmly Asshidique, mantan Ketua Umum 
Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Guru Besar 
Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto 
Juwana, dan mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana 
Hardjapamekas 
11 26 Januari 2015 
 
Setelah Adnan Pandu, kini gilirian Wakil Ketua KPK 
Zulkarnaen yang diadukan ke kepolisian. Ia terjerat 
dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan 
Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 
2008. Serupa dengan kasus lain yang menjerat 
pimpinan KPK, tudingan terhadap Zulkarnaen beraroma 
politis. 
Sumber : media online, 2015 
 
Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa sumber utama konflik 
politik antara KPK dan Polri adalah adanya keputusan pimpinan KPK 
mengumumkan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka 
kasus kepemilikan rekening gendut pada tanggal 13 Januari Tahun 
2015. Komjen Budi Gunawan (menduduki jabatan sebagai Kepala Biro 
Pembinaan Karir Polri) yang diusulkan oleh PDIP pada saat itu resmi 
menjadi kandidat Kapolri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan 
telah menjalani fit and proper test atau uji kelayakan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). DPR khususnya Komisi III telah menyepakati 
atau menyetujui pilihan Presiden tersebut untuk diangkat menjadi 
Kapolri menggantikan Kapolri lama yakni Jenderal Sutarman.  
Keputusan Ketua dan Pimpinan KPK menetapkan Komjen Budi 
Gunawan sebagai tersangka dalam kasus suap atau tindak pidana 
korupsi (Tipikor), ternyata menjadi titik awal timbulnya bencana atau 
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malapetaka bagi KPK khususnya ketua dan para pemimpinannya. 
Badai politik yang bersumber dari status tersangka Komjen Budi 
Gunawan (BG) terus menyerang KPK yang menimbulkan rentetan 
drama konflik politik disfungsional yang berkepanjangan selama 
berbulan – bulan lamanya. Konflik politik disfungsional dan continuum 
tersebut tenyata tidak hanya melaibatkan para petinggi KPK dan juga 
Komjen BG namun juga melibatkan kalangan politisi tertentu khususnya 
dari PDIP yang notabene adalah pengusung utama kandidat Kapolri 
sehingga ikut merasa dipermalukan oleh pimpinan KPK sehubungan 
dengan penetapan Komjen BG tersebut.  PDI-P yang ngotot 
menempatkan Komjen BG sebagai orang nomor satu di Trunojoyo 
tersebut bergabung dengan Mabes Polri menyerang KPK, sehingga 
KPK benar-benar berada dalam pusaran musuh yang mengancam dan 
mematikan kedaulatan hukum dan politiknya.  
KPK dan para pimpinannya, khususnya Abraham Samad (AS) 
dan Bambang Widjayanto (BW), menegaskan bahwa telah memiliki dua 
alat bukti yang kuat yang menjadi dasar keputusannya menetapkan 
Komjen BG sebagai tersangka kasus Tipikor. Selain itu, keputusan 
penetapan tersangka tersebut juga melalui proses penyelidikan selama 
setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan. Namun, 
semua alasan hukum tersebut ternyata dinafikkan atau dikesampingkan 
oleh pihak Polri, sehingga yang muncul adalah aksi balas dendam dan 
serangan balik terhadap KPK baik kepada personil pimpinan maupun 
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kelembagaannya. 
Aksi balas dendam dan serangan balik oleh Polri (baca Komjen 
BG dkk) terhadap KPK tersebut dilakukan secara massif melalui 
scenario politik menggunakan perangkat hukum sehingga rentetan 
upaya menjatuhkan satu persatu pimpinan KPK ke dalam jurang kasus 
hukum tak terhindarkan. Skenario politik untuk menjatuhkan satu 
persatu pimpinan KPK lewat jeratan-jeratan hukum tersebut (baca : 
kriminalisasi) ternyata berhasil sehingga bukan hanya AS dan BW yang 
tumbang namun dua pimpinan KPK lainnya yakni Adnan Pandu Praja 
dan Zulkarnaen juga mengalami nasib yang serupa.  
Menganalisis lebih jauh dan seksama sumber dan kronologis 
peristiwa konflik politik tersebut, dengan jelas mengisyaratkan bahwa : 
Pertama, institusi penegak hukum baik secara personil maupun 
kelembagaan masih memelihara ego kepentingan sektoral (lembaga) 
yang sangat besar; Kedua, kepentingan politik masih sangat dominan 
bersarang dalam fikiran – fikiran dan perbuatan – perbuatan mereka; 
Ketiga, kriminalisasi dan viktimogenisasi masih lebih dominan 
menyertai kebijakan – kebijakan dan tindakan-tindakan hukum; 
Keempat, aksi-aksi balas dendam dan serangan politik masih dianggap 
sebagai pilihan terbaik untuk mempertahankan ego kepentingan pribadi 
dan kelompok serta lembaga seperti yang tercermin dalam kasus 
konflik politik antara KPK dan Polri; Kelima, supremasi hukum masih 
sangat rentan dipolitisasi kepada kepentingan politik pragmatis; 
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Keenam, politik masih menjadi determinan atau lebih dominan daripada 
hukum. 
2. Pola dan Eskalasi Konflik Politik 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik 
Indonesia (Polri) merupakan institusi besar yang ada di Indonesia. 
Meskipun KPK terkhusus bertugas di area tindak pidana korupsi, baik 
KPK maupun Polri merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk 
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Indonesia 
sehingga sudah sepatutnya kedua lembaga tersebut saling bersinergi 
dalam bidang hukum. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kedua 
lembaga tersebut menjadi Trending Topic dalam berbagai media 
informasi baik media cetak, elektronik maupun media online. Bukan 
pemberitaan tentang prestasi kedua institusi tersebut melainkan tentang 
perselisihan yang terjadi diantara keduanya. 
Perselisihan ini muncul setelah KPK menetapkan Budi Gunawan 
yang saat itu menjadi calon tunggal Kapolri sebagai “tersangka” dalam 
penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Selain benturan kewenangan 
antara Polri dan KPK, penggunaan wewenang untuk kepentingan 
masing-masing institusi-pun terjadi. KPK dituding menggunakan 
wewenangnya untuk menjegal Calon Tunggal Kapolri, dan sebaliknya 
Polri dituding menggunakan wewenangnya untuk melemahkan 
pimpinan KPK. Kedua institusi tersebut merasa sama-sama benar 
sebab membawa dasar hukumnya masing-masing. Dengan adanya 
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kejadian tersebut, timbullah pertanyaan oleh masyarakat terhadap sikap 
KPK yang tiba-tiba menetapkan status tersangka untuk Budi Gunawan 
yang saat itu menjadi calon tunggal Kapolri. Banyak pakar baik pakar 
hukum maupun pakar politk yang berargumen tentang hal ini. Namun 
dari sekian banyak argumen dan tulisan yang muncul, satu tulisan yang 
cukup menarik perhatian publik, yakni tulisan tentang “Rumah Kaca 
Abraham Samad” yang tersebar di media online. 
Beredarnya tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad” di media 
online ini, diyakini sebagai cikal bakal perselisihan yang terjadi antara 
kedua lembaga besar di Indonesia tersebut. Di tambah lagi dengan 
pengakuan Hasto Kristyianto (PLT Sekjen PDIP) sebagai saksi yang 
membenarkan bahwa sebagian besar cerita yang terkandung di dalam 
Rumah Kaca Abraham Samad itu adalah benar, membuat kabar ini 
menjadi berita yang sangat menarik perhatian publik. Menurutnya, 
seperti yang tertera pada tulisan Rumah Kaca Abraham Samad, pernah 
terjadi pertemuan secara intens antara petinggi partai politik, baik dari 
PDI Perjuangan maupun partai politik lainnya untuk mengusung bapak 
Joko Widodo menjadi Presiden RI. Hasto Kristyianto (PLT Sekjen PDIP) 
menilai bahwa Abraham Samad yang masih menjadi Ketua KPK saat 
itu merasa kecewa ketika bapak Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai 
calon wakil presiden. Hasto menuturkan bahwa kegagalan Abraham 
Samad menjadi Cawapres karena permintaan Budi Gunawan, dan 
karena itu Abraham Samad berusaha menggagalkan pencalonan Budi 
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Gunawan sebagai Kapolri. Menurut Hasto bahwa selain dirinya sendiri 
menjadi salah satu saksi pada pertemuan di rumah kaca Abraham 
Samad tersebut, juga ada saksi-saksi lain yang kini telah menjadi 
menteri dalam kabinet kerja Bapak Joko Widodo. 111. 
 Konflik antara Polri dan KPK dengan kasus Budi Gunawan 
sebenarnya bukanlah kasus pertama yang melibatkan dua nama 
institusi tersebut. Sebelumnya diketahui kasus Susno Duadji dan Djoko 
Susilo juga mengangkat nama instansi Polri dan KPK.112.Perbedaan 
mendasar konflik KPK dan Polri yang pernah terjadi dan yang baru-baru 
saja terjadi adalah bahwa konflik sebelumnya dianggap menjadi 
persoalan masing-masing elit, sedangkan pada konflik terakhir yang 
melibatkan nama Budi Gunawan tidak hanya dianggap sebagai 
persoalan elit saja tetapi dianggap sebagai persoalan institusi terkait 
yaitu Polri.  
Konflik ketiga kalinya antara KPK dan Polri tersebut dilanjutkan 
dengan laporan dan penangkapan Bambang Widjojanto (BW) yang 
tidak lain adalah wakil ketua KPK saat itu. BW ditangkap oleh Polri 
untuk memenuhi proses penyidikan terkait kasus yang melibatkan 
dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Tahun 2010.113 Menurut Irjen 
Pol Ronny F Sompie, Kadiv Humas MABES Polri bahwa “Alat buktinya 
                                                        
111APA KABAR INDONESIA, Hasto Serang Ketua KPK, diakses 
darihttps://www.youtube.com/watch?v=9TW2cCwRlwQpada tanggal 24 juni 2016 pukul 20.02 
WITA. 
112APA KABAR INDONESIA, Hasto Serang Ketua KPK, diakses 
darihttps://www.youtube.com/watch?v=9TW2cCwRlwQpada tanggal 24 juni 2016 pukul 20.02 
WITA. 
113BREAKING NEWS TV One, Wakil  Ketua KPK Ditangkap Polisi, diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=8l961nQhBQc, pada tanggal 24 juni 2016 pukul 20.30 WITA 
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sudah tiga, antara lain satu, keterangan saksi 4 orang, dua, saksi ahli, 
yang ketiga alat bukti surat”. Dengan memiliki 3 alat bukti tersebut, BW 
diduga menyuruh saksi memberikan keterangan palsu saat bersaksi di 
pengadilan. Kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi pada Tahun 
2010, namun kasus ini dilaporkan oleh masyarakat terkait pada Tahun 
2015. Meskipun pihak Polri telah menyatakan bahwa tidak ada 
rekayasa dalam penangkapan BW, namun tetap saja hal ini 
mengundang banyak komentar miring seputar penangkapan wakil 
ketua KPK tersebut, mulai dari waktu penangkapan yang begitu tiba-
tiba sampai proses penangkapan yang terkesan dipaksaka. 
Bambang Widjojanto ditangkap saat mengantarkan anaknya ke 
sekolah di Depok. Tidak lama setelah keluar dari dihalaman sekolah, 
mobil yang dikendarai oleh BW dihentikan oleh sejumlah anggota 
kepolisian untuk digeledah.114 Menurut tim kuasanya, saat digeledah 
BW tidak menerima surat penggeledahan yang seharusnya diberikan 
kepadanya sebelum digeledah oleh tim kepolisian. Tidak hanya itu, BW 
pun mendapat ancaman akan diplester mulutnya ketika menjelaskan 
etika penangkapan kepada anaknya yang saat itu berada di dalam 
mobil. Penyataan bernada ancaman itu dikeluarkan anggota polisi 
lantaran BW meminta agar diproses sesuai prosedur dan administrasi 
yang berlaku. Tindakan ini sangat disayangkan mengingat status dan 
kedudukan BW adalah pejabat negara atau Wakil Ketua KPK. Mirisnya, 
                                                        
114BREAKING NEWS Kompas TV,Tim Kuasa Hukum BW Gelar Jumpa Pers, diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=oD-CUd-CDkM, pada tanggal 24 juni 2016 pukul 20.27 WITA 
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BW yang ketika proses penggeledahan terjadi mengenakan sarung, 
dipaksa untuk diborgol dengan posisi tangan di depan. 
Penangkapan BW oleh sejumlah anggota Bareskrim Mabes Polri 
tersebut mengejutkan berbagai kalangan. BW dijerat dengan Pasal 242 
Pasal 55 KUHP oleh penyidik Bareskrim dan diduga menyuruh 
sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK (pada sidang 
pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat Tahun 2010). Ketika 
itu, posisi BW adalah sebagai kuasa hukum pasangan calon Bupati 
Kotawaringin Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, BW langsung 
ditetapkan sebagai tersangka. BW diduga melanggar Pasal 242 KUHP 
juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 56 KUHP. 
Setelah wakil ketua KPK BW menjadi tersangka, sejak saat itu tiga 
pemimpin KPK tersisa lainnya yakni ketua, Abraham Samad, Wakil 
Ketua Adnan Pandu Praja dan Sulkarnain dilaporkan ke Polri, sehingga 
KPK pun terancam lumpuh. 
Menghadapi kisruh KPK – Polri, Joko Widodo sebagai Presiden 
RI berusaha untuk tetap netral dan mengambil keputusan dengan 
membentuk Tim Independen. Walaupun banyak pihak yang 
menyayangkan keputusan Presiden tersebut namun tidak sedikit pula 
yang mengapresiasinya. Tugas tim independen yang dibentuk tersebut 
adalah mencari fakta, menemukan akar masalah dan mencari solusi 
untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Tidak menunggu 
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waktu lama pasca dibentuknya Tim Independen, selasa, 17 Februari 
2015, Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menetapkan Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai 
tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. 
Penetapan Abraham Samad sebagai tersangka ini berdasarkan 
bukti yang disita penyidik berupa kartu keluarga (KK), KTP Feriyani Lim, 
dan paspor Feriyani Lim yang diduga dipalsukannya. Dalam kasus ini, 
Abraham Samad sebagai kepala keluarga dan Feriyani Lim sebagai 
famili115.Penyidik Polda Sulselbar melakukan pemeriksaan terhadap 23 
saksi mulai dari aparatur pemerintahan di Makassar, tingkat RT, 
kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Capil Makassar 
hingga pihak imigrasi. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta. Kasus dugaan 
pemalsuan dokumen dan surat administrasi kependudukan yang 
menjerat Abraham Samad ini berawal dari laporan Ketua Lembaga 
Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said yang melaporkan perempuan 
bernama Feriyani Lim116. Awalnya kasus ini dilaporkan Bareskrim 
Mabes Polri, kemudian dilimpahkan ke Polda Sulsel pada tanggal 29 
Januari 2015. Berselang empat hari kemudian, polisi menetapkan 
Feriyani sebagai tersangka yang diduga memakai lampiran dokumen 
administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP untuk mengurus 
                                                        
115Liputan 6 SCTV, 2 Kasus Pemalsuan Dokumen yang Membelit Abraham Samad, diakses dari 
http://news.liputan6.com/read/2176996/2-kasus-pemalsuan-dokumen-yang-membelit-abraham-
samad, pada tanggal 25 juni 2016 pukul 19.02 WITA 
116TEMPO.CO, Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, diakses dari 
https://m.tempo.co/read/news/2015/02/17/063643129/abraham-samad-resmi-jadi-tersangka-
pemalsuan-dokumen, pada tanggal 25 juni 2016 pukul 19.13 WITA 
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keperluan paspor di Makassar pada Tahun 2007 dan juga ditemukan 
dokumen administrasi kependudukan Feriyani di Jakarta dengan data 
berbeda.  
Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan ini 
kemudian menyeret nama Ketua KPK Abraham Samad, yang diduga 
membantu Feriyani dalam pembuatan dokumen palsu 
tersebut.Meningkatnya pemberitaan di berbagai media mengenai kasus 
KPK dan Polri ini, masyarakat-pun semakin aktif menyuarakan 
pendapat mereka dengan berbagai cara yakni mulai dari turun ke jalan 
sampai membuat Hastag (#) dengan bertuliskan, #savekpkpolri di 
media sosial khususnya media sosial Twitter. 
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan dengan sangat jelas 
bahwa proses penegakan hukum di Indonesia masih sangat rentan oleh 
fikiran – fikiran dan perbuatan – perbuatan yang menggunakan 
kekuasaan dan wewenang untuk memenuhi hasrat dan kepentingan 
politik pribadi, kelompok dan lembaga sehingga konflik politik pun 
seringkali tak terhindarkan jika hasrat dan kepentingan politik itu disertai 
perilaku, motif, aksi atau tindakan-tindakan balas dendam, saling 
mengkriminalisasi, saling menjatuhkan kredibilitas serta tindakan 
menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan dan kepentingan.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk memudahkan dalam 
mengidentifikasi sumber konflik, kronologis dan pola – eskalasi serta 
tipe konflik politik antara KPK dan Polri, disajikan skema seperti berikut. 
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KPK POLRI 
Pimpinan/ Komisioner  
1. Ketua : Abraham Samad (AS) 
2. Wakil Ketua : Bambang Widjayanto (BW) 
3. Wakil Ketua : Adnan Pandu Praja (APP) 
4. Wakil Ketua : Zulkarnaen (Z) 
 
· Kapolri : Komjen Sutarman 
· Wakapolri : Komjen Baharuddin Haiti 
· Kabag Penum : Rikwanto 
· Kabareskrim : Budi Waseso 
· Kabiro Pemb.Karier : Komjen Budi Gunawan 
 
KPK (melalui dua pimpinannya AS 
& BW) menetapkan Komjen BG 
sebagai tersangka kasus Tipikor 
 
Komjen BG calon tunggal Kapolri 
diusung oleh PDIP, telah disetujui 
oleh Presiden & DPR (Komisi III) 
Komjen BG & Petinggi Polri lainnya panik dan 
berang/ marah serta tidak menerima keputusan 
dan tindakan pimpinan KPK tersebut 
 
Komjen BG & Petinggi Polri lainnya menyusun 
skenario serta melancarkan serangan balik 
kepada KPK guna menjatuhkan AS dan BW serta 
dua pimpinan KPK lainnya  
 
Ø Kantor KPK digeruduk oleh Polri atas 
perintah Komjen Budi Waseso (Buwas) 
Ø AS diisukan dekat dengan seorang Putri 
Indonesia 
Ø AS dijerat kasus pemalsuan dokumen KTP  
Ø AS dijserat kasus Rumah Kaca lewat 
pelaporan dan kesaksian Hasto K (PLT 
Sekjen PDIP) 
Ø BW dijerat dengan kasus kesaksian palsu di 
persidangan semasa menjadi lawyer lewat 
kesaksian mantan anggota DPR dari PDIP  
Ø BW ditangkap dan ditahan paksa tanpa 
SP serta diperlakukan sewenang-
wenang oleh anggota Polri  
Ø APP dan Z dijerat kasus hukum 
 
Komjen BG mengajukan Pra-peradilan kepada 
Pengadilan atas status tersangka oleh KPK  
 
Pengadilan mengabulkan permohonan PP serta 
membatalkan status tersangka Komjen BG  
 
Presiden Joko Widodo menyatakan Netral 
Presiden membentuk Tim Independen PF 
 
Sumber, Kronologis, Pola, Eskalasi  
dan Tipe Konflik 
Gambar 4.1 Skema sumber konflik, kronologis dan pola – eskalasi serta 
tipe konflik politik antara KPK dan Polri  
 
Opini publik (para Netizen) berkembang di Medsos 
Twitter merespon konflik politik KPK vs Polri 
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Skema tersebut menunjukkan bahwa sumber konflik politik antara 
KPK dan Polri sesungguhnya adalah terjadinya dua perisiwa yaitu : 
Pertama, peristiwa politik di DPR yang meloloskan fit and proper test 
dan menyetujui secara aklamasi pengangkatan Komjen Budi Gunawan 
sebagai Kapolri (usulan PDIP dan pilihan Presiden) menggantikan 
Komjen Sutarman; Kedua, peristiwa hukum di KPK yang menetapkan 
mantan Kabiro Pembinaan Karier Polri Komjen Budi Gunawan (BG) 
sebagai tersangka kasus rekening gendut atau tipikor. Kedua peristiwa 
tersebut terjadi hampir secara bersamaan sehingga secara langsung 
menimbulkan polemik dan konflik politik yang ledakannya massif. 
KPK, terutama kedua pimpinannnya yakni Abraham Samad (AS) 
dan Bambang Widjayanto (BW), belum lama menikmati keberhasilan 
penyidiknya serta menikmati eforia keberhasilannya mengumumkan 
atau menetapkan Komjen BG sebagai tersangka kasus Tipikor, 
langsung diterpa badai politik tornado yang sangat kencang dan dasyat 
dari berbagai arah atau penjuru, bukan hanya serangan dari Polri 
secara personal dan kelembagaannya namun juga serangan dari DPR 
(khususnya Komisi III) dan sejumlah politisi partai politik (terutama dari 
PDIP). KPK, khususnya kedua pimpinannya tersebut tidak pernah 
menyangka jika keputusan hukum yang dibuatnya menuai bom badai 
politik serta menimbulkan gejolak dan konflik politik yang luas dan 
berkepanjangan.   
Polri baik secara personal maupun kelembagaan serta politisi 
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partai politik tertentu mengalami kekecewaan yang mendalam, tidak 
menerima, panik dan sangat marah atas keputusan KPK tersebut. 
Mereka tidak tinggal diam, namun segera menyusun skenario balas 
dendam dan taktik serangan balik kepada KPK sehingga konflik 
tersebut berkembang membentuk rangkaian kronologis konflik politik. 
Dalam kondisi demikian, posisi KPK menjadi target skenario balas 
dendam dan taktik serangan balik yang empuk sebab KPK kesulitan 
mencari dukungan dari lembaga lain kecuali hanya dukungan dari 
dukungan kalangan masyarakat, terutama para tokoh dan aktivis anti 
korupsi. KPK benar-benar tidak berdaya berdiri ditengah-tengah musuh 
yang sedang mengelilinginya serta siap menerkam dan 
melumpuhkannya. Oleh karena itu banyak kalangan menyebutnya 
sebagai pertarungan antara cicak melawan buaya.  
Polri, DPR, dan oknum politisi partai serta partai politik tertentu 
menciptakan kronologis konflik politik terhadap KPK. Polri 
mengembangkan kronologis konflik dengan cara menjerat satu persatu 
pimpinan KPK ke dalam proses hukum yang diciptakannya bersama 
oknum – oknum politikus partai, bahkan Polri beserta personilnya tidak 
ragu memperlakukan pimpinan KPK secara sewenang-wenang menurut 
kehendaknya dalam melaksanakan skenario balas dendam dan taktik 
serangan balik yang telah direncanakannya.  
Jelaslah bahwa konflik politik terus berlanjut atau berkembang 
membentuk suatu rangkaian kronologis sebagai akibat dari adanya 
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skenario balas dendam dan taktik serangan balik yang dilancarkan oleh 
Polri terhadap KPK khususnya kepada keempat pimpinan KPK yang 
masih aktif. Polri bersama personilnya serta didukung oleh oknum 
politisi partai dan Partai politik tertentu bahkan DPR (Komisi III) tidak 
ragu melancarkan serangan balik yang bukan hanya serangan politik 
namun serangan fisik dan psikis terhadap pimpinan KPK, sehingga 
konflik terus berkepanjangan.  
DPR khususnya Komisi III juga ikut bermain politik atau 
mengambil bagian secara langsung dalam konflik politik KPK dengan 
Polri, yaitu dengan menunda pemilihan salah satu pimpinan KPK untuk 
menggantikan Busyro Muqoddas. Hal itu tentu dimaksudkan agar 
tuduhan Komjen BG beserta penasihat hukumnya dapat memenangkan 
praperadilan. Artinya, dengan ditundanya pemilihan salah satu 
pimpinan KPK maka hanya ada empat pimpinan KPK yang mengambil 
keputusan terhadap penetapan kasus tersangka Komjen BG sehingga 
bisa dianggap tidak collective collegial atau tidak kuorum sehingga 
dapat dianggap cacat hukum.  
Politisi dan partai politik juga ikut berperan di dalam 
memperpanjang kronologis konflik serta meningkatkan eskalasi konflik. 
Hal ini ditandai oleh tindakan PLT Sekjen PDIP (Hasto Karyo) dan 
Chaidar Said (politisi PDIP) melaporkan salah seorang pimpinan KPK 
(AS) kepada Polri masing – masing atas kasus Rumah Kaca AS dan 
kasus pemalsuan dokumen KTP. Hal ini mengindikasikan kentalnya 
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dendam politik sehingga semakin lengkaplah skenario konflik untuk 
menjatuhkan para pimpinan KPK tersebut.      
Mencermati lebih jauh dan seksama, pola konflik politik yang 
terjadi antara Polri dengan KPK terus bereskalasi yang ditunjukkan oleh 
aksi – aksi dan tindakan – tindakan untuk menjerat satu persatu 
pimpinan KPK ke dalam kasus hukum tertentu. Aksi – aksi dan tindakan 
– tindakan tersebut, walaupun menggunakan pasal-pasal tertentu 
dalam Undang-Undang khususnya KUHP, namun umumnya dapat 
dikatakan sebagai rekayasa sebab pertama, dilakukan pada saat 
sedang terjadi konflik, dan kedua, kasus-kasus hukum yang dijeratkan 
merupakan kasus-kasus yang sudah kedaluarsa, ketiga, tidak ada 
satupun dari kasus-kasus hukum yang dijeratkan kepada pimpinan KPK 
diajukan ke persidangan, bahkan kasus pemalsuan dokumen KTP yang 
dijeratkan kepada AS pada akhirnya di-deponeering oleh Kejaksaan 
Agung tanpa protes dari Polri maupun pihak lainnya.  
Konflik politik yang melibatkan KPK dan Polri tersebut dalam 
perkembangannya cenderung menjadi tipe konflik disfungsional, sebab 
tidak pernah ada political will atau kemauan politik kedua lembaga 
penegak hukum tersebut untuk duduk bersama mencari penyelesaian 
pertikaiannya hingga terjadinya pergantian kepemimpinan pada kedua 
lembaga tersebut. Masing – masing lembaga tersebut mengklaim 
dirinya benar atas tindakan – tindakannya, dan tidak menunjukkan 
itikad baik untuk berdamai hingga Presiden Joko Widodo turun tangan 
97 
 
membentuk tim independen pencari fakta (TPF) untuk menyelesaikan 
masalah tersebut.  
Berdasarkan rekomendasi dari Tim Independen, kemudian 
Presiden segera menerapkan strategi politik win-win solution, yaitu 
mengambil keputusan untuk menolak desakan DPR mengangkat 
Komjen BG sebagai Kapolri, dan sebaliknya mengangkat Komjen 
Baharuddin Haiti sebagai Kapolri menggantikan Komjen Sutarman. Di 
pihak KPK, Presiden mengambil keputusan untuk mengganti AS dan 
BW serta kedua pimpinan KPK lainnya. Dengan keputusan dan 
tindakan Presiden tersebut maka secara perlahan konfli antara KPK 
dan Polri menjadi reda. 
Sekaitan dengan seluruh perjalanan konflik tersebut, publik atau 
masyarakat secara luas khususnya para pengguna media sosial twitter 
juga ikut meramaikan konflik politik KPK dan Polri, bahkan iku 
mengambil bagian secara tidak langsung dalam fenomena konflik 
kedua lembaga tersebut melalui tuturan (kicauan) yang mendukung 
(pro) dan kontra terhadap salah satu dari lembaga penegak hukum 
tersebut.       
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
jawaban atas kedua pokok permasalahan yang diteliti yakni analisis 
semiotika Charles S. Pierce terhadap obyek opini publik terkait konflik 
politik antara KPK dan POLRI terhadap penuturan netizen di media sosial 
twitter, dan dampak politik konflik politik antara KPK dan POLRI. 
A. Analisis Semiotika Charles S. Pierce Terhadap Perbincangan 
Netizen Di Media Sosial Twitter Terkait Konflik Politik Antara KPK 
dan POLRI 
 
Bagian ini membahas hasil penelitian mengenai opini publik di 
media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri kemudian 
menganalisisnya dengan menggunakan model atau pendekatan analisis 
semiotika Charles S. Prierce. Peneliti membuka berbagai situs atau 
website pada media online atau internet untuk memperoleh sejumlah data 
mengenai pengguna media sosial twitter beserta pertuturannya dalam 
merespon ataupun memberikan pendapat, pandangan serta gagasan 
terhadap konflik politik yang melibatkan kedua institusi penegak hukum 
tersebut.  
Sejumlah data mengenai pertuturan kalangan netizen yang 
diaktualisasikan ke dalam media sosial twitter dikumpulkan, diidentifikasi, 
diverifikasi, dikelompokkan atau dikategorisasi ke dalam kelompok yang 
pertuturannya mendukung (pro-) baik kepada KPK maupun Polri maupun 
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kelompok yang pertuturannya saling berlawanan (kontra) baik kepada 
KPK maupun Polri, termasuk yang netral.  
Berdasarkan skema tersebut, dapat dilakukan pembahasan dan 
analisis terhadap opini publik di media sosial twitter terkait konflik KPK dan 
Polri sebagaimana diuraikan berikut. 
1. Opini Publik yang Pro dan Kontra terhadap KPK 
Kalangan netizen atau pengguna media sosial twitter mempunyai 
opini yang secara umum dapat dikategorikan pada kelompok yang pro 
dan kontra terhadap KPK terkait konflik politik antara KPK dan Polri 
sebagaimana dijabarkan berikut.  
a. Pro terhadap KPK 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah opini publik di 
media sosial twitter yang pro atau mendukung KPK dalam 
perbincangan terkait konflik politik antara KPK dengan Polri 
sebagaimana disajikan berikut. 
Tabel 5.1 Opini/ Perbincangan Netizen yang Pro terhadap KPK 
No. Publik Netizen 
Pengguna twitter (User) 
Konten Perbincangan/ Opini 
1 @daengpinrang / Ardiansyah 
Khairul (Tgl 11/2/2015) 
 
Selamatkan KPK dari org2 yang ingin menjatuhkan KPK. 
KPK musuh koruptor. Saatnya TNI punya andil dlm 
penegakn hukum dlm kisruh KPKvsPOLRI. 
2 @Imenkyogya /Imam Prakoso 
(Tgl 12/2/2015) 
Siapa bersandiwara? Mengaku sama2 diteror. 
#KPKvsPOLRI.#Berita.#SaveKPK.#SaveIndonesia  
3 @Radar Bangka/ Radar Bangka 
(JPNN) (Tgl 12/2/2015) 
Merasa terintimidasi, KPK mengadu ke Jokowi. #RB 
#Nusantara. #KPKvsPOLRI.#Berita.#SaveKPK 
fb.me/4jYwVdfEt 
4 @From-Ravenclaw/ Ardhay 
Radclife  (Tgl 16/2/2015) 
Pembacaan Putusan Praperadilan “BG” di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. #SaveKPK. #KPKvsPolri.  
5 @pemudaberdikari/ DHARMA 
GUNAWAN (Tgl16/2/2015) 
Ini baru kejahatan yang super sistematis #PraperadilanBG 
#KPKvsPOLRI #savekpk @PintarPolitik 
6 @Daeng Qhadri/ Muhammad Al 
Qhadri (Tgl16/2/2015) 
Miris baca beritanya.#sadstory.#KPKvsPOLRI #SaveKPK 
# SaveIdonesia 
7 @Isembiring/ Isembiring @Iwan Piliang7.@hariadi. #KPKvsPOLRI: Jangan 
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(Tgl16/2/2015) korbankan KPK dgn membabibuta membela oknum 
komisioner. Dukung KPK n proses komisioner bermasalah  
8 @Isembiring/ Isembiring 
(Tgl16/2/2015) 
@Iwan Piliang7.@hariadi.#KPKvsPOLRI: saya kerancuan 
seolah institusi KPK adalah oknum ?kita dukung KPK ttp 
komisioner 
9 @K_nank/ Alam Perubahan 
(Tgl16/2/2015) 
@Iwan Piliang7.15.#KPKvsPOLRI hrs diikuti laku super 
etik Dan moral.Shg marwah KPK benar2 terjaga” 
10 @iylaalala / Lala Mufidah 
(Tgl 17/2/2015) 
#SaveKPK.# Save Indonesia #Sarpinnya tu disini. Siapa 
Diatas Presiden. #Sarpin. #KPKvsPOLR 
11 @iylaalala / LalaMufidah 
(Tgl 17/2/2015) 
Ketawa aja lihat komedi politik di negeriku… #miris 
#KPKvsPOLRI #saveKPK 
12 @afharrozi/ Afharrozi ILMU NW 
(Tgl 17/2/2015) 
 
Adakah kata-kata yang lebih indah dari pada ‘bingung” 
untuk menggambarkan kisruh KPK vs POLRI?? 
#SaveKPK #SaveIndonesia #KPKvsPOLRI #KPK 
13 @farahwardani / Farah Wardani 
(Tgl 17/2/2015) 
Ilfil berat dengan perkembangan berita #KPKvsPOLRI 
#SaveKPK 
14 @itemkuitemic/ Al item 
(Tgl 18/2/2015) 
Yang terhjadi skrg BUKAN #KPKvsPolri. 30% unsur KPK 
anggota Polri. Ini #PerangBintang antara calon Kapolri 
bermasalah vs KPK yg istiqomah 
15 @CloundCarbelius/ Clound 
Carbelius 
(Tgl 18/2/2015) 
BG, klo emang gk salah Kenapa mesti takut | Dan 
mencari” kesalahan orang lain. #saveKPK #SupportKPK 
#KPKvsPOLRI #abrahamsamad 
16 @brontak88 / 
#KabinetReklamasi 
(Tgl 18/2/2015) 
#SaveKPK kadal burung sama2 untunglah tapi hrs sejalan 
gak pk fitnah2an #KPKvsPOLRI 
17 @markusdsurya/ Markus 
Suryaatmadja (Tgl18/2/2015) 
Gimana nasib AS dan BW kalo sampe masuk ya? Pasti 
ga dibolehin mandi. #KPK #KPKvsPolri. #kapolri  
18 @ahbuch/ Ahmad Buchori  
(Tgl 19/2/2015) 
Tu kan, masalah blom selesai RT @Metro Tv : Desmond : 
Komisi III tidak akan memproses Badrodin Haiti.@BILLY 
KOMPAS. #SaveKPK #KPKvsPolri.  
19 @edychai / Edy Chandra 
(Tgl 19/2/2015)                             
@PartaiSosmed tdk peduli tukang pagar mau makan 
rumput atu tidak. Yang penting bs membangun pagar yg 
tidak makan tanaman. #KPKvsPOLRI 
20 @rangga_raihan7/ Rangga 
raihan (Tgl 19/2/2015) 
Save kpk. #KPKvsPOLRI 
21 @Daqu_Semarang/ PPPA 
Daqu Semarang 
(Tgl 21/2/2015) 
@TNIOnline kpkvspolri berdampak sistemik, konon juga 
dari polri, kenapa kpk tidak dari TNI aja? Bingung ma polri 
nih mau nyontohin apa ma rakyat 
22 @ReskiyantoReza/ Fahreza 
Muhammad (Tgl 22/2/2015) 
#SaveKPK #KPKvsPOLRI jdi trending topic, tdk malu 
sama negara tetangga? 
23 @sheque / Seseq 
(Tgl 25/2/2015) 
Inget kasus Novel Baswedan yg mau diseret kasus maling 
burung wallet jmn KPKvsPOLRI edisi Djoko Susilo?. 
Kasusnya skg diangkat lg lho. Puas? 
24 @elfizal/ Elfizal Azhar  
(Tgl 1/3/2015) 
Tujuan utama >> #KPKvsPOLRI ̴ AhokvsDPRD 
>>>Kriminalisasi KPK Hambat Kasus BLBI. RI terancam 
rugi Rp.5000 triliun.metrotvn.ws/A364686 
25 @abe_kitaro/Abraham Lomi  
(Tgl 21/4/2015) 
Kalau tidak bersalah supaya jadi ketua KPK lagi?.”@jpnn 
com. Pekan ini BW dan Abraham Samad Akan Diperiksa 
Lagi. #KPKvsPOLRI. jpnn.co. #299382.”. 
26 @Evelinenews/ Evelin 
(Tgl 29/4/2015) 
Abraham Samad batal ditahan, netizen lega. 
#KPKvsPOLRI. #merangkum persepsi, evelin co.id/ politik/ 
abraha.. 
27 @deffa_quefarra / Deffa 
Quefarra. (Tgl 1/5/2015) 
Lingkaran setan belom berakhir #KPKvsPOLRI 
#SaveNovelBaswedan #JumatKeramat 
28 @Mangatur M / mangatur Jadwal Lengkap Siaran Mayweather vs Pacquiao lebih 
lanjutan 
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maurung (Tgl 2/5/2015) seru ini daripada #savenovelbaswedan. m. news viva 
co.id/news/read/6210 
29 @bangidil / Aidil G. Rasyid 
(Tgl 9/5/2015) 
@KPK_RI mulai dipolitisasi..sy khawatir TNIvsKPK akan 
ada seperti KPKvsPOLRI. Bila itu terjadi stabilitas 
keamanan akan terancam. @PartaiSocmed 
30 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 12/5/2015) 
Novel Minta Ganti Rugi Rp 1 M ke Polri #NovelBaswedan 
#KPKvsPOLRI 
Sumber : media online, 2015 
 
Tabel 5.1 tersebut menunjukkan bahwa kalangan netizen 
memperbincangkan konten dukungan politik kepada KPK terkait 
konflik politik KPK dan Polri dengan menggunakan tanda atau simbol 
berupa hastag atau tagar #SaveKPK, disamping hastag lainnya 
seperti #SaveIndonesia, #SupportKPK, #abrahamsamad, 
#SaveNovelBaswedan. Selain itu, ada beberapa netizen yang tidak 
menggunakan tanda atau simbol dalam konten perbincangannya.   
Perbincangan kalangan netizen mengenai dukungan politik 
terhadap KPK berlangsung selama tiga bulan yakni sejak tanggal 12 
Februari hingga 12 Mei Tahun 2015. Hal ini berarti bahwa kalangan 
netizen terus berupaya menggunakan hak-hak opini-nya melalui 
media sosial twitter untuk melakukan kontrol dan dukungan politik 
secara moril terhadap KPK selama terjadinya konflik politik antara 
KPK dan Polri.    
Mencermati lebih jauh dan seksama, interpretasi teks dan 
konten perbincangan dukungan politik terhadap KPK relatif beragam 
atau bervariasi, yaitu ada yang sifatnya menyindir Polri dan Komjen 
BG atas perlakuannya terhadap KPK beserta pimpinannya bahkan 
penyidiknya, ada yang memperbicangkan dukungan terhadap KPK 
102 
 
yang melaporkan perlakuan intimidasi kepada Presiden, ada yang 
menyoroti putusan praperadilan BG dan sikap hakim Sarpin yang 
memenangkan BG serta menstigmasi sebagai kejahatan 
tersistematis untuk melemahkan KPK, ada yang menyatakan miris 
terhadap berita-berita mengenai perlakuan Polri kepada KPK dan 
merasa bingung dan tertawa menyaksikan berita mengenai kisruh 
dan komedi politik dalam konflik KPK dan Polri. 
Menarik dicermati bahwa diantara netizen, ada yang 
memperbincangkan dukungan politiknya terhadap KPK secara 
kelembagaan namun masih mempersoalkan komisionernya. Ia 
menolak untuk mempersamakan antara KPK dengan komisionernya, 
ataukah menganggapnya terpisah, sehingga tetap mendukung KPK 
namun menolak untuk mendukung oknum komisioner yang dianggap 
bermasalah dalam konflik politik antara KPK dengan Polri.  
Perbincangan kalangan netizen atas dukungan politiknya 
terhadap KPK dengan menilai bahwa konflik antara KPK dan Polri 
adalah perang bintang yaitu antara calon Kapolri bermasalah (yakni 
Komjen BG) melawan KPK yang istiqomah (yakni pimpinan KPK 
terutama AS dan BW serta penyidiknya NB). Hal ini juga 
mengundang perbincangan netizen lainnya yang mengkhawatirkan 
perlakuan Polri/ Bareskrim yang sewenang-wenang terhadap AS dan 
BW. 
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Kalangan netizen menggunakan beberapa peribahasa atau 
kata/ kalimat kiasan dalam mendukung KPK dan menyoroti perilaku 
(oknum) petinggi Polri yang terkesan dianggap menghalalkan segala 
cara dengan menyebar fitnah seperti “kadal burung sama2 untunglah 
tapi hrs sejalan gak pk fitnah2an”,”tdk peduli tukang pagar mau 
makan rumput atu tidak. Yang penting bs membangun pagar yg tidak 
makan tanaman”. Selain itu juga menggunakan sindiran seperti … jdi 
trending topic, tdk malu sama negara tetangga?. 
Perbincangan mengenai dukungan terhadap KPK juga 
dilakukan dengan menyoroti sikap dan perilaku Komisi III DPR yang 
ngotot untuk mengangkat Komjen BG sebagai Kapolri dengan 
menolak untuk memproses calon Kapolri baru usulan Presiden yakni 
Komjen Badroddin Haiti. Hal ini berarti bahwa DPR khususnya 
Komisi III juga dianggap ikut mempertinggi eskalasi konflik politik 
antara KPK dan Polri serta memperkeruh konflik tersebut.    
Diantara netizen memperbincangkan adanya upaya politisasi 
kasus konflik KPK versus Polri dan kriminalisasi KPK dalam konflik 
tersebut, bahkan mensinyalir bahwa kriminalisasi terhadap KPK 
sebagai upaya terstruktur dan tersistematis untuk mengaburkan 
ataupun menghambat penuntasan kasus BLBI yang melibatkan 
sejumlah oknum koruptor yang merugikan Negara ratusan trilyun 
rupiah. Dalam kaitan itu, ada netizen yang menyinggung perlakuan 
Bareskrim Polri secara sewenang-wenang (menangkap, menahan 
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dan mengangkat lagi kasus rekayasa) terhadap penyidik KPK (Novel 
Baswedan) yang menyebabkan penyidik yang bersangkutan 
mengajukan tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar atas pencemaran 
nama baik. Selain itu, netizen lainnya juga menyoroti dan 
menyayangkan sikap dan perilaku Polri beserta jajarannya yang 
terus melakukan siasat licik untuk memperpanjang kasus penyidik 
KPK tersebut, sehingga netizen lainnya menganggap perlu 
rekrutmen penyidik KPK dari unsur TNI dengan harapan bahwa Polri 
tidak berani macam-macam terhadap penyidik KPK. Bahkan ada 
netizen yang memandang perseteruan, pertikaian dan kriminalisasi 
terhadap kasus Novel Baswedan dengan mempersamakan siaran 
langsung pertandingan tinju kelas berat antara Mayweather vs 
Pacquiao yang menarik banyak perhatian publik.  
Akhirnya bahwa, perbincangan netizen mengenai dukungan 
terhadap KPK juga dilakukan dengan menyinggung harapan kepada 
AS untuk dipulihkan nama baik dan jabatannya sebagai ketua KPK 
bilamana yang bersangkutan memang tidak bersalah. Selain itu, ada 
yang memperbincangkan perasaan lega kalangan netizen atas 
pembatalan penahanan AS setelah diperiksa oleh Polri atas tuduhan 
kasus pemalsuan dokumen KTP dan juga kasus rumah kaca.   
Uraian tersebut menunjukkan bahwa perbincangan kalangan 
netizen di media sosial twitter mengenai dukungan politik terhadap 
KPK maupun pimpinan dan penyidiknya diopinikan melalui sindiran, 
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peribahasa atau kata hiasan terhadap lawan politik KPK; menyoroti 
skenario dan rekayasa pemenangan praperadilan Komjen BG oleh 
oknum hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak upaya 
politisasi dan kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK 
secara terstruktur dan tersistematis dalam konflik KPK dan Polri, 
menyoroti perilaku DPR khususnya Komisi III yang dinilai ikut ambil 
mengambil peran dan andil dalam mempertinggi eskalasi konflik, 
serta memberikan dukungan dan usulan agar penyidik KPK 
sebaiknya direkrut dari unsur TNI. Namun demikian, diantara netizen, 
ada yang mendukung KPK secara kelembagaan namun menolak 
mendukung komisioner KPK yang dianggap bermasalah.    
Sejumlah perbincangan di media sosial twitter mengenai 
dukungan politik terhadap KPK tersebut mengisyaratkan pula bahwa 
kalangan netizen memiliki pengetahuan yang baik mengenai posisi, 
status, fungsi dan peran KPK, serta sumber dan kronologis konflik 
politik yang melibatkan kedua lembaga penegak hukum tersebut. 
Mereka menaruh harapan yang besar kepada KPK untuk 
memberantas korupsi, sehingga mereka melihat konflik politik antara 
KPK dan Polri tidak lebih daripada sebuah upaya politisisasi dan 
kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik serta lembaga KPK, 
walaupun masih ada netizen yang menolak mendukung oknum 
komisioner yang dianggap bermasalah namun tetap mendukung KPK 
secara lembaga.   
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b. Kontra terhadap KPK 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perbincangan 
sejumlah netizen di media sosial twitter yang kontra kepada KPK 
dalam konflik politik antara KPK dengan Polri seperti disajikan 
berikut. 
Tabel 5.2 Perbincangan Netizen yang Kontra terhadap KPK 
No Publik Netizen 
(username) 
Waktu Tweet 
(tgl/bln/thn) 
Konten Perbincangan 
hastag #KPKvsPolri. 
1 @hasanpurnama
20 
12/2/2015 @aktivitas Jokowi. selanjutnya bpk lantik bpk BG menjadi 
kapolri. #KPKvsPolri. 
2 @Isembiring 16/2/2015 Siapa sebenarnya yang melemahkan KPK? pihak luar atau 
komisioner sendiri? jangan latah asal dukung 
3 @Tweet_Raifah 16/2/2015 Yang punya rekening gendut juga !! Seret Samad dan BW 
ke penjara” 
4 @INAMILIK 
Allah 
16/2/2015 Dalam penetapan BG sebagai tersangka ada kepentingan 
politik juga/ saat putusan preperadilan pun ada politik 
juga#KPK vsPOLRI 
5 @O_Pripot 16/2/2015 Selama ini publik seakan terjebak dalam dua opini bahwa 
KPK mulia Polisi brengsek 
6 @IwanPiliang 16/2/2015 Jd hrsnya KPK brengsek Polisi mulia? 
7 @DJOKOSAN 16/2/2015 “Sedangkan Samad laku ke sana kesini minta jd Wapres. 
dari verifikasi sy terindikasi tajam Bkn sj ke Jokowi”  
8 @joe-joky 17/2/2015 Segera menetapkan plt AS krn menjadi tersangka oleh 
kepolisian Sulsel atau segera melantik BG jd kapolri #KPK 
vsPOLRI 
9 @soerjodarmojo 17/2/2015 Klo tdk setuju dgn komisioner #KPK= (#LSM) bukan berarti 
pro korupsi, tp pro jiwa2 yg bersih, bkn yang keliatannya. 
#KPKvsPOLRI. #KPKDanRakyat 
10 @yosunoku 19/2/2015 Sebetulnya siapa mengkriminalikan siapa? #KPKvsPOLRI 
11 @ace_baru 23/2/2015 Jadi PLT KPK Taufikurahman Ruki mulai bermain teka teki 
12 @Wak_Agam 3/3/2015 Oknum pati Polri kok dilawan??? Tanya kenapa ?? bukan 
rahasia lagee. #kpkvspolri. #kpk.#polri 
Sumber : media online, 2015 
Tabel 5.2 tersebut menunjukkan bahwa opini publik yang 
kurang/ tidak mendukung atau menolak (kontra) terhadap KPK 
diperbincangkan oleh beberapa netizen sejak dari tanggal 12 
Februari hingga tanggal 3 Maret 2015. Konten perbincangan tersebut 
umumnya hanya menggunakan hastag #KPKvsPOLRI, disamping 
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beberapa hastag #KPK, #Polri. Berbeda dengan perbincangan yang 
mendukung (pro) KPK yang menggunakan hastag #SaveKPK.  
Perbincangan netizen yang kontra terhadap KPK tercermin dari 
konten pesannya yang mengindikasikan bahwa ada beberapa 
netizen memiliki kesamaan pandangan atau opini yang mengusulkan 
pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri dan mengharapkan agar 
segera menetapkan pelaksana tugas ketua KPK karena AS sudah 
ditetapkan tersangka atas kasus pemalsuan dokumen KTP.  
Diantara netizen mempunyai persamaan pandangan dalam 
perbincangannya mengenai polemik tentang pelemahan KPK dan 
kriminalisasi KPK yang ditengarai dilakukan oleh oknum pimpinan 
atau komisioner dan penyidiknya sendiri. Artinya, mereka menolak 
jika pihak luar khususnya Polri yang melakukan pelemahan dan 
kriminalisasi terhadap KPK. Selain itu, diantara netizen menyoroti 
perilaku AS (ketua KPK) yang melanggar kode etik karena terlibat 
politik praktis saat masih menjabat sebagai ketua KPK yakni dengan 
melakukan lobi-lobi politik kepada politisi dan partai tertentu agar 
didukung menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Joko 
Widodo. Hal itu juga diperbincangkan oleh netizen lainnya yang 
menolak memberikan dukungan politik kepada oknum komisioner 
KPK yang bermasalah.  
Ada netizen yang memperbincangkan bahwa keputusan 
pimpinan KPK (khususnya AS dan BW) menetapkan status 
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tersangka kepada Komjen BG adalah karena ada motif kepentingan 
politik, demikian pula pemenangan praperadilan Komjen BG juga 
karena didasari oleh motif kepentingan politik tertentu. Bahkan ada 
netizen yang dalam perbincangannya meminta AS dab BW diseret ke 
penjara.  Selain itu, juga menyoroti sepak terjang pelaksana tugas 
ketua KPK yang dianggap membingungkan.    
 Perbincangan yang kontra terhadap KPK di media sosial twitter 
terkait konflik KPK versus Polri juga ditandai oleh adanya 
penggiringan opini oleh oknum netizen tertentu bahwa KPK 
brengsek, Polisi mulia. Mereka menolak untuk terjebak pada stigma 
bahwa KPK mulia Polisi brengsek. Selain itu, ada pula netizen yang 
berseloroh bahwa ‘oknum pati Polri kok dilawan’ yang seolah-olah 
hendak mengingatkan kepada pimpinan KPK untuk berhati-hati jika 
berhadapan dengan Polri.  
Uraian tersebut menunjukkan bahwa opini publik melalui 
perbincangan netizen di media sosial twitter yang kontra terhadap 
KPK bukan hanya ditujukan kepada oknum pimpinan atau komisioner 
KPK namun juga kelembagaannya. Perbincangan yang kontra KPK 
oleh sejumlah netizen tersebut terjadi karena mereka menilai pihak 
Polri yang benar, dan sebaliknya oknum pimpinan atau komisioner 
dianggap bersalah dan bermasalah. Keberpihakan kepada Polri dan 
pejabat tingginya dan sebaliknya ketidaksenangan terhadap oknum 
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pimpinan/ komisioner KPK cenderung melatarbelakangi 
perbincangan kontra terhadap KPK oleh sejumlah netizen. 
 
c. Analisis Perbandingan Pro dan Kontra terhadap KPK 
Keseluruhan perbincangan netizen yang tertera pada Tabel 5.1 
dan Tabel 5.2 dengan jelas mengindikasikan bahwa, jumlah netizen 
yang memperbincangkan dukungan (pro) dan pertentangan (kontra) 
terhadap KPK adalah sebanyak 42 netizen. Namun jumlah netizen 
yang memperbincangkan dukungan (pro) terhadap KPK adalah 
sebanyak 30 orang netizen, sedangkan yang memperbincangkan 
pertentangan (kontra) terhadap KPK adalah sebanyak 12 orang 
netizen, atau dengan perbandingan 71,4% : 28,6%. Dengan 
demikian, kebanyakan netizen lebih memilih atau tertarik 
memperbincangkan dukungan terhadap KPK daripada 
mempertentangkannya. 
Mencermati secara seksama, terjadinya perbincangan yang pro 
dan kontra terhadap KPK di media sosial twitter terkait konflik politik 
KPK versus Polri sulit dilepaskan dari beberapa hal, yaitu :  
(1) Kalangan netizen yang beropini pro terhadap KPK 
disebabkan telah terbangun suatu persepsi yang positif 
terhadap KPK, menaruh kepercayaan dan harapan yang 
besar terhadap KPK beserta pimpinan/ komisioner, penyidik 
serta personilnya untuk pemberantasan korupsi (KKN) di 
Indonesia, hanya KPK yang dianggap sebagai lembaga 
yang dapat dipercaya saat ini dalam penegakan hukum di 
bidang pemberantasan KKN, sedangkan lembaga penegak 
hukum lainnya (terutama Polri dan Kejaksaan) dianggap sulit 
dipercaya 
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(2) Kalangan netizen yang beropini pro terhadap KPK melihat 
sumber dan proses kronologis serta eskalasi konflik politik 
antara KPK versus Polri lebih banyak dilakukan oleh pihak 
Polri, pihak Polri dinilai telah mendramatisir kasus tersangka 
anggotanya yang terlibat KKN serta dinilai berupaya 
melakukan politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK dan 
pimpinan – penyidiknya guna melindungi orang-orangnya 
yang terlibat kasus KKN maupun melindungi para koruptor. 
Mereka melihat upaya tersebut sudah beberapa kali terjadi 
dalam kasus cicak vs buaya Jilid I dan Jilid II 
(3) Kalangan netizen yang beropini pro terhadap KPK telah 
membangun opini dan stigma bahwa KPK adalah lembaga 
yang mulia, sedangkan lembaga penegak hukum lainnya 
(khususnya Polri) dinilai sudah sangat rapuh dan menjadi 
sarang koruptor. Mereka tidak terlalu mempersoalkan 
pelanggaran etika salah seorang pimpinan KPK terkait lobi-
lobi politik untuk menjadi cawapres, namun sebaliknya 
mereka lebih melihat kepada kepentingan yang lebih besar 
bagi bangsa dan Negara dalam pemberantasan KKN.   
(4) Kalangan netizen yang terlibat dalam perbincangan yang 
kontra terhadap KPK cenderung membangun opini bahwa 
ketua KPK (AS)-lah yang memulai konflik politik antara KPK 
dan Polri, AS dinilai sengaja buru-buru menetapkan status 
tersangka Komjen BG sebagai calon Kapolri dengan motif 
balas dendam untuk menjegalnya menjadi Kapolri 
sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Komjen BG yang 
menggagalkan pencalonan AS sebagai cawapres Jokowi. 
(5) Netizen yang kontra terhadap KPK menilai bahwa AS dan 
BW-lah sebagai biang kerok dari konflik dan terjadinya 
kegaduhan politik sehingga menilai wajar jika Polri 
(khususnya Komjen BG dan Kabareskrim Komjen Buwas 
dan lainnya) melakukan serangan beruntun dan tindakan 
sewenang-wenang terhadap para pimpinan KPK dan 
penyidiknya  
(6) Netizen yang kontra terhadap KPK menilai bahwa keputusan 
AS dan BW-lah yang menetapkan status tersangka kepada 
Komjen BG (sebagai Kapolri) bukan hanya menyakiti 
Komjen BG namun juga mempermalukan Polri, Presiden, 
DPR dan politisi serta partai politik tertentu yang telah 
sepakat mengangkat Komjen BG sebagai Kapolri. 
(7) Terjadinya perbincangan pro – kontra terhadap KPK dalam 
konflik KPK dan Polri lebih disebabkan oleh konflik 
kepentingan, dan perbedaan cara pandang dalam melihat 
kepentingan lebih luas.  
(8)  
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2. Opini Publik yang Pro dan Kontra terhadap Polri 
Para pengguna media sosial twitter atau netizen mempunyai opini 
yang beragam namun secara umum dapat dikategorikan pada 
kelompok yang pro dan kontra terhadap Polri terkait konflik politik 
antara KPK dan Polri sebagaimana dipaparkan berikut.  
a. Pro terhadap Polri 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perbincangan 
sejumlah netizen di media sosial twitter yang pro atau berpihak 
kepada Polri dalam konflik politik antara KPK dengan Polri seperti 
disajikan berikut 
Tabel 5.3 Opini/ Perbincangan Netizen yang Pro terhadap Polri 
No
. 
Publik Netizen 
(User twitter)  
Konten Perbincangan  
1 @firmansyah_f/ Fanny F 
Pesik (tgl 11/2/2015) 
Siapa yang mengamankan kalo polisi aktif jadi tersangka? 
#KPKvsPolri 
2 @adehilansyah/ kang ahli 
(tgl 11/2/2015) 
4.Praperadilan BG, sejenak kita lepaskan kisruh KPK vs Polri 
dari aspek politis, murni dicermati dr aspek hukum  
3 @hasanpurnama20/ Hasan 
Purnama (tgl 11/2/2015) 
@aktivitas Jokowi selanjutnya bpk lantik bpk BG menjadi 
Kapolri. #KPKvsPOLRI 
4 @IwanPiliang (16/2/2015) Jd hrsnya KPK brengsek Polisi mulia? 
5 @Bilaldatmi / Rezky Ridho 
Datmi (tgl 16/2/2015) 
Baru ada Kapolri Indonesia baru yang tersangka, lucu aja..ada2 
ajalah memang Indonesia ini.. #BudiGunawan 
 #KPKvsPOLRI #ShameJokowi 
6 @britasiana/ Beritasiana 
(tgl 16/2/2015) 
Klarifikasi #Wakapolri Mengenai #Polisi sujud syukur dengan 
kemenangan #BG#budigunawan #KPKvsPOLRI #kpk 
goo.gl/i9nJhe 
7 @itemkuitemic  
/ Al Item (tgl 18/2/2015) 
Konflik #BGvsAS bukan koflik #KPKVSPOLRI. Masih banyak 
Polisi bersih dan siap berantas korupsi. JKW sdh mulai 
#RevolusiPolri 
8 @JayTee2ever/ JayTee 
(Tgl18/2/2015) 
Apa hubungan Bareskrim dengan Permintaan Buka Rekening 
KomPret BG? Bukankah hal tersebut harus diperintah dari 
Hakim?? EDAN..‼ #KPKvsPOLRI 
9 @Wak_Agam 
(tgl 3/3/2015) 
Oknum pati Polri kok dilawan??? Tanya kenapa ?? bukan 
rahasia lagee. #kpkvspolri. #kpk.#polri 
10 @opiemayoz / opie 
(tgl 3/3/2015) 
Polisi tembak tersangka sudah biasa, yang tidak biasa klo 
tersangka tembak polisi @ilc_tvonenews #KPKvsPolri 
Sumber : media online, 2015 
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Tabel 5.3 tersebut menunjukkan bahwa sehubungan dengan 
adanya konflik politik antara KPK dan Polri, terdapat sejumlah 
netizen menunjukkan partisipasi atau terlibat memperbincangkan 
dukungan (pro) terhadap Polri sejak dari tanggal 11 Februari sampai 
dengan 3 Maret 2015. Konten perbincangan tersebut umumnya 
menggunakan hastag #KPKvsPOLRI, namun tidak ada netizen yang 
menggunakan hastag #SavePolri. Berbeda dengan perbincangan 
yang mendukung (pro) KPK yang menggunakan hastag #SaveKPK.  
Kalangan netizen pertama-tama memperbincangkan mengenai 
keprihatinannya terhadap masalah keamanan bilamana polisi aktif 
(terutama Komjen BG) menjadi tersangka, dan netizen lainnya 
menganggap lucu penetapan status tersangka Komjen BG yang 
notabene adalah calon Kapolri baru, bahkan BG telah diterima 
secara aklamasi oleh DPR khususnya Komisi III serta siap untuk 
dilantik oleh Presiden. Hal itu juga mengundang reaksi netizen 
lainnya untuk memperbincangkan desakan terhadap Presiden untuk 
segera melantik Komjen BG sebagai Kapolri yang baru. 
Konten perbincangan netizen yang memberikan dukungan 
kepada Komjen BG dan Polri dengan alasan bahwa Komjen BG telah 
menang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta 
lebih dominan melihat praperadilan tersebut dari aspek hukum 
semata dan mengesampingkan aspek politiknya. Dengan cara 
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pandang tersebut maka praperadilan Komjen BG serta 
kemenangannya dinilai tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh.  
Diantara netizen yang memperbincangkan dukungannya 
kepada Polri berpandangan bahwa stigma tentang lembaga penegak 
hukum yang mulia lebih diberikan kepada Polri, dan sebaliknya 
stigma brengsek lebih tepat diberikan kepada KPK. Hal ini 
didasarkan pada alasan bahwa Komjen BG telah memenangkan 
praperadilan sehingga secara hukum penetapan status tersangka 
oleh KPK adalah tidak sah, dan sebaliknya KPK (terutama dua 
pimpinannya yakni AS dan BW) dianggap telah melakukan tindakan 
sewenang-wenang terhadap calon Kapolri Komjen BG. Selain itu 
juga didasarkan pada pandangan bahwa yang berkonflik 
sesungguhnya adalah pimpinan KPK dengan Komjen BG selaku 
calon Kapolri, bukan KPK dan Polri secara kelembagaan. 
Perbincangan mengenai dukungan kepada Polri dan Komjen 
BG juga mengindikasikan bahwa ada netizen yang menilai masih 
banyak personil (baik pejabat tinggi maupun anggota biasa) yang 
bersih dan dapat dipercaya untuk memberantas KKN khususnya 
korupsi sehingga secara kelembagaan tetap mendukung Polri secara 
institusi. Diantara netizen tersebut, ada pula yang menilai bahwa 
tindakan Komjen BG dan Bareskrim Polri yang oleh pendukung KPK 
sebagai tindakan sewenang-wenang, justeru dianggap wajar sebab 
pimpinan KPK (khususnya AS dan BW) telah memulai perang 
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terhadap Polri. Netizen tersebut malahan berpendapat bahwa ‘Polisi 
tembak tersangka sudah biasa, yang tidak biasa klo tersangka 
tembak polisi’ dan ‘Oknum pati Polri kok dilawan”. Pendapat netizen 
ini menyiratkan bahwa seolah-olah dianggap wajar jika Polri dan 
jajarannya berbuat sekehendak hati kepada KPK (terutama 
pimpinan/ komisioner dan penyidiknya), dan sebaliknya dianggap 
tidak wajar jika KPK yang bertindak sewenang-wenang terhadap 
Polri atau oknum anggotanya yang terlibat KKN. Dengan kata lain, 
Polri dianggap sebagai lembaga superhero (superman) dan 
superbody serta sangat kuat, dan sebaliknya KPK dipandang hanya 
lembaga yang lemah (batman) dan pengacau.    
b. Kontra terhadap Polri 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada cukup banyak 
perbincangan netizen di media sosial twitter yang kontra kepada Polri 
dalam konflik politik antara KPK dengan Polri seperti disajikan 
berikut. 
Tabel 5.4 Opini/ Perbincangan Netizen yang Kontra terhadap Polri 
No Publik Netizen (User twitter)  Konten Perbincangan  
1 @OMDonesia/ OMDonesia 
(Tgl 11/2/2015) 
22.Back to KPKvsPolri case, ketika BG secara resmi 
diajukan ke DPR oleh presiden sbg calon Kapolri, maka 
case ini masuk ke area politik. 
2 @Alfredhoo/ Alfredo Emerson 
(Tgl 12/2/2015) 
Sudah bukan rahasia lagi jika ingin menjadi aparat 
kepolisian tapi tidak memiliki keluarga polri, harus merogoh 
kantong hingga +50jt. #kpkvspolri 
3 @Ninaputri45/ Bismaka Hs 
(16/2/2015) 
BG + BS pecat, selesai sudah kisruh KPKvsPolri 
4 @DeniSoprijal/ Deni Soprijal 
(16/2/2015) 
#KPKvsPOLRI sidang praperadilan BG dikabulkan PN 
JakSel. 
#KPKvsPOLRI dikabulkan gugatan praperadilan BG, 
Koruptor menang. 
5 @hudattamimi/ Hud Attamimi (Tgl @Iwan Piliang7 @enny_endah #kpkvspolri…kenyataan 
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16/2/2015) dalam survey oleh lembaga Survey kredibel,  DPR dan 
Polri urutan teratas tdk dipercaya! 
6 @Andreyuris / Andre Yuris 
16/2/2015 
3. akan ada gelombang ketidakpercayaan publik terhadap 
Polri, KPKvsPOLRI 
7 @leooonarrrd/ Leonardus 
(17/2/2015) 
BG mau bebas di praperadilan trus pake hakim Sarpin deh 
yang rekam jejaknya udah pasti BOBROK #KPKvsPOLRI 
8 @Supersic_andrea/ Andrea 
Wirayudha (Tgl 17/2/2015) 
KPK terdesak, makin rusak sudah Indonesia, kepercayaan 
terhadap polisi dan hakim semakin melebar #KPKvsPOLRI 
9 @pourng_awe/ Oposisi Tidur 
(17/2/2015) 
KPKvsPolri Pilih Polisi dibubarkan dilebur ke Satpol PP yg 
awasin aparat sipil dan TNI 
10 @Muhammad_Yusrul/ 
Muhammad Yusrul (17/2/2015) 
Kalo begini kan kesannya jadi balas dendam 
#KPKvsPOLRI 
11 @jayTee2ever/ JayTee 
(Tgl 17/2/2015) 
Pimpinan KPK selalu memiliki masalah setelah 
mengangkat kasus Petinggi Polri.. ALWAYS‼ yak an.. 
Mr.Bawas??? bukan sebaliknya #KPKvsPOLRI 
12 @amed_jow/ amed  
(Tgl 17/2/2015) 
Kocaknya pemalsuan KTP itupun “kerjaan” mreka 
sehari2…kl mau dipidanainpun berkasnya bisa se pulau 
Sulawesi #KPKvsPOLRI 
13 @yaitsMeNura/ Nuy  
(Tgl 17/2/2015) 
Hadehh! Yg malsuin dokumen ktp mah sdh sering n 
banyak. Selasaikan di kecamatan aja de gak perlu dibahas 
senegara $kpkupdates #KPKvsPOLRI 
14 @Pvan_Tuijil/ Peter van Tuijil 
(Tgl 17/2/2015) 
Meanwhile, soap opera in #Indonesia continues : 
#KPKvsPolri fight look increasingly dim for #KPK. All 
Commisioners and staff now investigated 
15 @iAmaroid / ama roid 
(Tgl 18/2/2015) 
#kpkvspolri #kpk_ri #jokowi #polri. Kpk dibuat untuk 
membersihkan polri 
Kok bisa polri jadi ngebersihin kpk. Emang rakyat 
Indonesia buta?? 
16 @itemkuitemic/ Al item 
(Tgl 18/2/2015) 
Yang terhjadi skrg BUKAN #KPKvsPolri. 30% unsur KPK 
anggota Polri. Ini #PerangBintang antara calon Kapolri 
bermasalah vs KPK yg istiqomah 
17 @CloundCarbelius/ Clound 
Carbelius (Tgl 18/2/2015) 
BG, klo emang gk salah Kenapa mesti takut | Dan 
mencari” kesalahan orang lain. #saveKPK #SupportKPK 
#KPKvsPOLRI #abrahamsamad 
18 @tiar_pvt/ bahtiar 
(Tgl 18/2/2015) 
#KPKvsPOLRI  “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, 
semut diseberang lautan telihat. Akankah Polri secepat 
kilat …fb.me /4eHVq UAXh 
19 @markusdsurya/ Markus 
Suryaatmadja (Tgl18/2/2015) 
Gimana nasib AS dan BW kalo sampe masuk ya? Pasti ga 
dibolehin mandi. #KPK #KPKvsPolri. #kapolri  
20 @MarfulOren / marful oren 
(Tgl18/2/2015) 
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri akan terus 
merosot pasca kasus #KPKVSPOLRI / cicak vs buaya jilid 
2 
21 @Agung_cantona/ Catatan 
Lorcars (Tgl18/2/2015) 
MASIH BISAKAH mrk berjoget seperti kemarin ketika tahu 
yg mereka jogetkan tidak berhasil jadi Kapolri?! 
#KPKvsPOLRI 
22 @brontak88/ #KabinetReklamasi 
(Tgl18/2/2015) 
#Sapu koruptor duit jarahannya mrk gunakan bayar hakim 
sarpin n lawyer #SaveKPK #Sarpin #KPKvsPOLRI 
23 @Kabar95/ agungcantona 
(Tgl18/2/2015) 
Yg berkuasa yg menang #KPKvsPOLRI 
24 @Haabibonta / Pandu Gumelar 
(Tgl18/2/2015) 
Negara, kenapa kita harus punya itu? #Kpkvspolri IBudi 
Gunawan Tebar Janji Barter agar dilantik menjadi Kapolri. 
tempo.co/s/1643437 
25 @JayTee2ever / JayTee 
(18/2/2015) 
Apakah terkait bagi2 hasil atas kemenangan yang telah 
dirasakan??? Takut si Kompret susah ditagih lagi kl resmi 
jadi KapolPret??? #KPKvsPOLRI 
lanjutan 
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26 @Nainggolandion/ Dion 
(Tgl19/2/2015) 
Utk saat ini Indonesia telanjang pertahanan dalam negeri 
dan rapuh pertahanan moral pejabat.monggo yg mau 
obrak abrik. #KPKvsPOLRI. #cry 
27 @TKutandi /Republik Cemen 
(Tgl19/2/2015) 
Bisa jadi tuh lihat hasil praperadilan”@CNN Indonesia. 
#KPKvsPOLRI: Jalan Buntu Pemberantasan 
Korupsi?.cnn.id/33345” @Pintar Politik 
28 @Daqu_Semarang/ PPPA Daqu 
Semarang (Tgl 21/2/2015) 
@TNIOnline kpkvspolri berdampak sistemik, konon juga 
dari polri, kenapa kpk tidak dari TNI aja? Bingung ma polri 
nih mau nyontohin apa ma rakyat 
29 @brontak88/ #KabinetReklamasi 
(Tgl 24/2/2015) 
Sumber malapetaka #hukum #Indonesia dmpk 
#praperadilan kasus BG. #KompasTV #kpkvspolri 
#kriminalisasi penghancuran#kpk 
30 @sheque / Seseq 
(Tgl 25/2/2015) 
Inget kasus Novel Baswedan yg mau diseret kasus maling 
burung wallet jmn KPKvsPOLRI edisi Djoko Susilo?. 
Kasusnya skg diangkat lg lho. Puas? 
31 @Kabae_asahan/ Kabar Asahan 
com. (Tgl 27/2/2015) 
#Hukum #Nasional # Update #KPK #KPKvsPOLRI 
Wakapolri sebut Abraham Samad tersangka kasus’ rumah 
kaca’ dlvr.it/8m4dff 
32 @dzprasongko / diaz  
(Tgl 7/3/2015) 
Td siang sempat lihat Polsek Jakbar pamer tim anti 
preman, barusan lihat Polsek Depok atraksi, apa gini cara 
branding Polri? #KPKvsPolri 
33 @dzprasongko / diaz 
 (Tgl 1/5/2015) 
Masih tetap di #KPKvsPolri”@Kompas com. Penangkapan 
Terhadap Novel Baswedan Dinilai Bagian Dari Balas 
Dendam Polri. komp.ps/ AFrwso” 
34 
 
@ahmadbudiarto / Ahmad 
Budiarto (Tgl 1/5/2015) 
Zebracross aja ndan yg jadi kapolrinya @fahrurozilshaq 
#KPKvsPOLRI 
Jujur.. cuma satu polisi yang baik, polisi tidur 
#KPKvsPOLRI 
Bubarin aja dah #KPKvsPOLRI 
35 @jppncom/ JPPN 
(Tgl 4/5/2015) 
Polisi Cari Momentum Lanjutkan Kasus Samad dan BW  
#KPKvsPOLRI jppnco/301941 
36 @yudha_henry / prayudha 
(Tgl 5/5/2015) 
Saling tangkep, ngabisin APBN aja kerjanya. Apa perlu 
dibubarkan aja, klo masalah penegakan hukum  biar 
tender aja sama the Avenger 
37 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 7/5/2015) 
Deretan nama Polisi yang Dilaporkan Oleh Novel 
Baswedan #KPKvsPOLRI # Novel Baswedan buff 
ly/1F6KHNa 
38 @jppncom/ JPPN 
(Tgl 11/5/2015) 
Polisi Cari Momentum Lanjutkan Kasus AS, BW….Polsek 
Sudah Cukup  #KPKvsPOLRI jppnco/303308 
39 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 12/5/2015) 
Novel Minta Ganti Rugi Rp 1 M ke Polri #NovelBaswedan 
#KPKvsPOLRI 
40 @FaldoMaldini / Faldo Maldini 
(Tgl 30/8/2015) 
Sebelah mata gimana? Maksudnya ya orang kagak takut 
lagi dan cuma bilang “yaelah polri, kayak lu bener ajee” 
hehehe #KPKvsPOLRI 
Tp gpp juga, klo keseringan Bareskrim nangkep2in orang 
karena hal konyol dan dibuat-buat, nantinya jg bakal dilihat 
sebelah mata 
Tapi ya sayang aja sih, kalo Bareskrim nagkep2in orang 
karena alasan yang konyol. Atau okelah klo ga mau 
dibilang konyol, dibuat2 #KPKvsPOLRI 
Sebenarnya ga mau juga nyalah2in Bareskrim, krn POLRI 
pun adalah intitusi yang menegakkan hukum. Sama halnya 
KPK. #KPKvsPOLRI 
Ya paling ga jauh2 dari pencemaran nama baik, dokumen, 
atau yang lebih konyol lagi. Hehe. #KPKvsPOLRI 
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Tak ingin berandai-andai, tapi firasatku bilang, pimpinan 
KPK yang mau ditangkep Bareskrim pasti krn perkara 
konyol J #KPKvsPOLRI 
Sumber : media online, 2015 
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa perbincangan netizen mengenai 
pertentangannya terhadap Polri maupun pejabat tinggi dan 
personilnya dimulai sejak dari tanggal 11 Februari sampai dengan 30 
Agustus 2015 atau berlangsung selama enam bulan. Hal ini tentu 
merupakan suatu perbincangan yang tergolong sangat lama bagi 
sebuah masalah (politik) dan pertentangan yang menjadi perhatian 
publik. Perbincangan di media sosial twitter tersebut melibatkan 
banyak netizen dan umumnya menggunakan hastag #KPKvsPOLRI. 
Kalangan netizen pertama-tama memperbincangkan 
pertentangannya kepada Polri dengan memperjelas ranah politik 
calon Kapolri yang baru yang diajukan atau diusulkan oleh Presiden 
kepada DPR khususnya Komisi III, kemudian menyinggung soal 
proses rekrutmen anggota kepolisian yang dianggap banyak suap 
dan pungutan liar (pungli) (rahasia umum) serta menganut 
pendekatan nepotism system. Maksud dari soal ini tentu berkaitan 
erat dengan kedudukan dan jabatan calon Kapolri baru (Komjen BG) 
sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri.   
Selanjutnya, diantara netizen memperbincangkan 
pandangannya bahwa sumber konflik politik antara KPK dan Polri 
adalah karena adanya dua orang oknum petinggi Polri (yakni yang 
berinisial BG = Komjen Budi Gunawan + BS = Komjen Budi Waseso) 
yang sibuk melancarkan serangan balas dendam dan main tangkap 
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serta menciptkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu 
memperbincangkan harapannya untuk memecat kedua oknum yang 
dianggap biang kerok dari kisruh atau konflik tersebut. Perbincangan 
tersebut kemudian dilanjutkan oleh netizen lainnya yang menyoroti 
hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan atau memenangkan 
praperadilan BG karena dianggap sama dengan memenangkan 
pihak koruptor. Kontroversi pengabulan gugatan praperadilan dari 
pihak petinggi Polri tersebut dipertegas oleh netizen lainnya yang 
menyinggung soal posisi Polri dan DPR sebagai lembaga yang 
mengalami krisis kepercayaan publik hingga titik nadir karena 
lembaga tersebut dinilai sebagai sarang koruptor paling banyak. 
Bahkan ada netizen lainnya mengklaim bahwa Polri akan mengalami 
gelombang ketidakpercayaan publik atas terjadinya konflik politik 
antara Polri versus KPK plus kemenangan Komjen BG dalam 
praperadilan.  
Perbincangan mengenai praperadilan yang kontroversial 
tersebut diperpanjang oleh kalangan netizen lainnya yang secara 
lebih khusus menyoroti skenario penggunaan oknum hakim 
bermasalah dalam praperadilan BG tersebut yakni hakim Sarpin. 
Diantara netizen menilai bahwa kemenangan praperadilan BG 
tersebut semakin membuat Polri diatas angin dan sebaliknya 
semakin membuat KPK terdesak dalam kasus konflik tersebut. 
Netizen menilai bahwa bila KPK terdesak maka hal itu pertanda 
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buruk bagi pemberantasan KKN di Indonesia, merajalelanya koruptor 
terutama di tubuh Polri, serta meningkatnya ketidakpercayaan 
masyarakat kepada Polri maupun hakim pengadilan.   
Puncak perbincangan mengenai pertentangan dan kemarahan 
publik terhadap Polri tersebut adalah munculnya opini ekstrim dari 
kalangan netizen yang menghendaki agar Polri dibubarkan saja dan 
dilebur ke Satpol PP. Kalangan netizen menilai Polri beserta jajaran 
oknum pejabat tingginya sudah melampaui batas dalam bertindak 
karena mengedepankan balas dendam terhadap KPK dan pimpinan 
– penyidiknya. Sementara itu, diantara netizen memperjelas 
perbincangan tersebut dengan mengingatkan kembali perlakuan 
yang sewenang-wenang (kriminalisasi) yang selalu dialami oleh 
pimpinan KPK dari Polri ketika mengangkat kasus KKN dari oknum 
petinggi Polri tertentu. 
Lebih lanjut netizen lainnya membeberkan opininya mengenai 
perilaku Polri dan oknum anggotanya terkait masalah pemalsuan 
KTP. Netizen menilai bahwa tuduhan pemalsuan KTP kepada ketua 
KPK (AS) adalah tuduhan yang direkayasa dan dibuat-buat oleh 
Polri, sebab kejahatan pemalsuan KTP tersebut justeru banyak 
melibatkan oknum petinggi dan anggota Polri itu sendiri. Netizen 
menyindir secara langsung bahwa jika Polri mau memidana atau 
memenjarakan seseorang karena kasus pemalsuan dokumen KTP 
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maka berapa pun banyaknya dibutuhkan pasti Polri siap 
melakukannya.  
Netizen menilai bahwa Polri tidak kesulitan merekayasa berkas 
pemalsuan KTP se Sulawesi sekalipun bila ingin memidana atau 
memenjarakan seseorang dengan kasus KTP. Netizen sengaja 
memperbincangkan hal tersebut sebab ketua KPK (AS) telah menjadi 
korban dari permufakatan jahat (kriminalisasi) oknum petinggi Polri 
terhadap AS. Bahkan netizen meledek Polri yang mengangkat kasus 
pemalsuan KTP AS menjadi urusan negara, padahal menurut netizen 
bahwa jika memang kasus itu ada maka sebaiknya diselesaikan di 
tingkat kecamatan dan Polsek saja, bukan dibawah ke pusat lalu 
dilimpahkan ke Polda.  
Kalangan netizen memperbincangkan lebih lanjut mengenai 
sepak terjang Polri beserta jajarannya yang dinilai sangat berlebihan 
dalam memperlakukan KPK dan pimpinan – penyidiknya seperti 
layaknya penjahat serta seolah-olah hendak membersihkan KPK dari 
sarang kriminal, padahal menurut kalangan netizen bahwa justeru 
KPK yang harus membersihkan institusi Polri dari orang – orang 
yang bermasalah dan para koruptor. Kalangan netizen menilai bahwa 
di tubuh Polri bercokol banyak orang – orang yang bermasalah dan 
menjadi sarang banyak koruptor sehingga KPK perlu 
membersihkannya.       
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Perbincangan netizen yang kontra terhadap Polri juga menyoroti 
calon Kapolri yang dianggap bermasalah karena telah ditetapkan 
sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor), bahkan 
netizen mencoba menantang Komjen BG (calon Kapolri) untuk tidak 
panik dan takut serta tidak mencari-cari kesalahan atau 
mengkriminalisasi pimpinan KPK (AS) jika memang tidak bersalah. 
Terkait hal tersebut, netizen lainnya malahan melakukan sindiran 
yang ekstrim kepada Polri dan jajarannya melalui sebuah pribahasa 
“Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut diseberang lautan telihat.  
Opini kalangan netizen mengklaim bahwa tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap Polri akan terus merosot pasca kasus konflik 
yang melibatkannya dengan KPK, kemudian dilanjutkan dengan 
perbincangan mengenai perlakuan Bareskrim atau penyidik Polri 
terhadap dua pimpinan KPK yang dikriminalisasi terutama AS dan 
BW. Lebih jauh kalangan netizen menyindir sejumlah personil Polri 
yang menunjukkan aksi joget massal mendukung pencalonan 
Komjen BG sebagai Kaplori yang ternyata gagal.  
Kalangan netizen menyuarakan opini pertentangannya terhadap 
koruptor dengan mensinyalir adanya praktek suap yang melibatkan 
antara oknum pemohon praperadilan, oknum hakim dan oknum 
lawyer dalam mendramatisir atau merekayasa putusan praperadilan 
yang memenangkan pihak pemohon dan sebaliknya memojokkan 
KPK, bahkan netizen menyindir bahwa yang berkuasa yang menang. 
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Kemenangan praperadilan tersebut dianggap sebagai jalan buntu 
pemberantasan korupsi. 
Pertentangan opini kalangan netizen terhadap Polri 
diperbincangkan dengan menyinggung soal drama konflik politik KPK 
versus Polri yang sudah memasuki jilid III dan kasusnya tetap sama 
yakni masalah korupsi. Hal ini berkaitan dengan opini netizen 
sebelumnya mengenai kriminalisasi terhadap pimpinan KPK setiap 
kali ada oknum petinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka 
kasus korupsi.  
Menyoroti perilaku oknum petinggi Polri yang memperlakukan 
pimpinan – penyidik KPK secara sewenang-wenang tersebut, 
mendorong munculnya opini dari kalangan netizen yang 
mengingatkan dampak sistem dari konflik KPK versus Polri serta 
menyarankan agar KPK merekrut penyidik dari unsur TNI saja agar 
Polri tidak semena-mena lagi terhadap KPK. Netizen menyatakan 
bingung melihat kelakuan Polri yang tidak menunjukkan keteladanan 
kepada masyarakat atau rakyat, bahkan kalangan netizen 
mempersoalkan sikap Polri yang menjadikan ketua KPK Abraham 
Samad sebagai tersangka kasus ‘rumah kaca’ padahal kasus 
tersebut hanyalah pelanggaran etik yang harus diselesaikan 
diinternal KPK sendiri, bukan oleh Polri. 
Opini yang kontra terhadap Polri juga diperbincangkan oleh 
netizen mengenai cara branding Polri melalui pamer kekuatan dan 
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kekerasan, serta mempertanyakan sikap Bareskrim Polri melakukan 
penangkapan terhadap salah seorang penyidik KPK (Novel 
Baswedan) yang dinilai sebagai bagian dari balas dendam Polri 
terhadap KPK atas kasus Komjen BG, bahkan ada netizen yang 
dengan lantang menyuarakan ketidakpercayaannya kepada Polri 
dengan menyatakan: “Zebracross aja ndan yg jadi kapolrinya, Jujur.. 
cuma satu polisi yang baik, polisi tidur,…Bubarin aja dah, ..Saling 
tangkep, ngabisin APBN aja kerjanya. Apa perlu dibubarkan aja, klo 
masalah penegakan hukum biar tender aja sama the Avenger”. 
Kalangan netizen kecewa kepada Polri atas perlakuannya 
terhadap penyidik KPK (Novel Baswedan) yang melaporkan sederet 
nama oknum petinggi Polri yang bermasalah atau terlibat kasus KKN. 
Netizen mendukung upaya Novel minta ganti rugi Rp 1 M ke Polri 
atas sikap dan tindakan Bareskrim Polri yang seenaknya melakukan 
penangkapan terhadap dirinya.  
Netizen menyoroti sikap Polisi yang mencari momentum untuk 
melanjutkan kasus Samad dan BW padahal kasus tersebut hanya 
hasil rekayasa Polri semata untuk mengkriminalisasi dan 
menjatuhkan KPK. Netizen sangat menyayangkan sikap dan 
tindakan Polri (khususnya Bareskrim Polri) yang sewenang-wenang 
menangkap orang khusus pimpinan dan penyidik KPK dengan 
perkara konyol atau dibuat-buat (rekayasa). 
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c. Analisis Perbandingan Pro - Kontra terhadap Polri 
Keseluruhan perbincangan netizen yang tertera pada Tabel 5.3 
dan Tabel 5.4 dengan jelas mengindikasikan bahwa, jumlah netizen 
yang memperbincangkan dukungan (pro) dan pertentangan (kontra) 
terhadap Polri adalah sebanyak 50 kali perbincangan netizen. 
Namun jumlah netizen yang memperbincangkan dukungan (pro) 
terhadap Polri adalah sebanyak 10 orang netizen, sedangkan yang 
memperbincangkan pertentangan (kontra) terhadap Polri adalah 
sebanyak 40 kali perbincangan netizen, atau dengan perbandingan 
20,0% : 80,0%. Dengan demikian, kebanyakan netizen lebih memilih 
atau tertarik memperbincangkan pertentangan terhadap Polri 
daripada mendukungnya. 
Mencermati secara seksama, terjadinya perbincangan yang pro 
dan kontra terhadap Polri di media sosial twitter terkait konflik politik 
KPK versus Polri sulit dilepaskan dari beberapa hal, yaitu :  
(1) Kalangan netizen yang beropini pro terhadap Polri 
disebabkan : Pertama, adanya penilaian subyektif yang tidak 
menghendaki oknum pejabat tinggi Polri dijadikan tersangka 
oleh KPK karena hal itu dapat berdampak pada masalah 
keamanan; Kedua, adanya penilaian bahwa praperadilan 
Komjen BG atas status tersangkanya adalah murni masalah 
hukum, bukan masalah politik; Ketiga, adanya penilaian 
bahwa masih banyak polisi yang baik dan bersih serta siap 
memberantas korupsi; Keempat, adanya anggapan bahwa 
Polri terlalu kuat untuk dilawan oleh siapa saja khususnya 
KPK; Kelima, sangat mendukung pencalonan Komjen BG 
sebagai Kapolri   
(2) Kalangan netizen yang terlibat dalam perbincangan yang 
kontra terhadap Polri disebabkan : Pertama, telah terbangun 
opini bahwa Polri merupakan lembaga korup dan kotor serta 
banyak permainan kepentingan politik; Kedua, adanya 
125 
 
penilaian bahwa konflik KPK versus Polri merupakan 
skenario yang dibuat oleh Polri untuk menyerang pimpinan 
KPK dan melindungi orang-orangnya yang bermasalah dan 
terlibat KKN; Ketiga, adanya penilaian bahwa praperadilan 
BG dan kemenangannya adalah rekayasa belaka dan 
merepresentasikan kemenangan koruptor; Keempat, adanya 
penilaian bahwa Polri beserta jajarannya telah 
mempertontonkan rententan perbuatan atau tindakan konyol 
serta menghalalkan segala cara dalam mengkriminalisasi, 
melemahkan KPK dan menjatuhkan – menghancurkan karier 
pimpinan – penyidik KPK; Kelima, Polri beserta jajarannya 
masih memelihara mentalitas balas dendam serta tidak ingin 
disaingi oleh KPK, bahkan merasa terganggu dan terancam 
oleh adanya KPK 
(3) Terjadinya perbincangan pro – kontra terhadap Polri dalam 
konflik KPK dan Polri lebih disebabkan oleh konflik 
kepentingan, dan perbedaan cara pandang dalam melihat 
kepentingan lebih luas.  
 
3. Opini Publik yang Pro dan Kontra terhadap Pemerintah 
Publik atau kalangan netizen pengguna media sosial twitter terkait 
konflik politik antara KPK dan Polri mempunyai opini yang pro dan 
kontra terhadap Pemerintah sebagaimana dipaparkan berikut.  
a. Pro terhadap Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian, opini publik di media sosial 
twitter yang pro terhadap Pemerintah terkait konflik politik antara KPK 
dan Polri, sebagaimana diuraikan berikut. 
Tabel 5.5 Opini/ Perbincangan Netizen yang Pro terhadap Pemerintah 
No Publik Netizen 
(User twitter) 
Konten Perbincangan 
1 @hasanpurnama20/ Hasan 
Purnama 
(tgl 12/2/2015) 
Presiden harus lakukan KPK bisa putuskan perkara tanpa 5 
pimpinan KPK. Angkat bpk BG menjadi Kapolri #KPKvsPOLRI  
@aktivitas Jokowi selanjutnya bpk Lantik bpk BG menjadi 
Kapolri #KPKvsPOLRI 
Pendapat sy @ Jokowi _Presiden harus secepatnya kasih 
keputusan masalah kisruh #KPKvsPOLRI 
2 @KlerengTeknik/COOLIndo 
HVAC (12/2/2015) 
@asalim30:Peng politik@hantayuda menunggu keberanian n 
keterampiln Presiden dlm memutuskan kasus #KPKvsPOLRI 
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@Pintar Politik # Mana Janji Politik  
3 @Ifanemin/ Irfan Amin (tgl 
13/2/2015) 
Semoga Presiden kita segera bisa diberi kemudahan dalam 
member keputusan #KPKvsPOLRI  
4 @AndreRedArrow/ Alam (tgl 
14/2/2015) 
Semoga kisruh antara KPK dan POLRI segera berakhir  
5 @MartinChen888/ MARTIN 
CHEN (tgl 15/2/2015) 
“A real leader know that silence is an act. #Indonesia 
#Leadership #Jokowi #KPKvsPOLRI  
6 @diniahariani/ Dini A Hariani 
(tgl 15/2/2015) 
Dr crta #kpkvspolri ini bs jls dilihat klo@joko_wido2 mmg 
#bekerjauntukpartai bkn#bekerjauntuk rakyat jk pd akhrny #BG 
dilantik.#savenkri  
7 @republikaonline/ Republika 
Co.id (tgl 16/2/2015) 
#Nasional I Harian Republika (16/2/2015). Saatnya 
@joko_wido2 Ambil Keputusan (Halaman 1) I #KPKvsPOLRI  
8 @thyo01love/ Thimotius 
Yantori (tgl 16/2/2015) 
@jokowi_ID @KABINETKERJA & @Pak_JK HARUS 
membatalkan pengangkatan BG sbg Kapolri sekalipun itu 
melanggar Konstitusi #KPKvsPOLRI 
9 @rokhim_imam/ Imam AR 
(tgl 16/2/2015) 
Materi UAS pertama Presiden Jokowi #KPKvsPOLRI 
10 @muslich/ Muslich Ramelan 
(tgl 16/2/2015) 
@Iwan Pialang7 : 25 #KPKvsPOLRI sy pendukung Jkw. Tapi sy 
bkn pendukung buta…tetap meminta pa jokowi lebih 
mengedepankan harapan rakyat 
11 @cep_d2n / E’na 
(tgl 16/2/2015) 
@Iwan Pialang7 #KPKvsPOLRI telat rakyat yg berpendidikan 
udah mengetahui sejak pilpres bos silahkan bangun opini lagi 
he he he 
12 @Iwan Pialang7/ 
Narliswandi Piliang (tgl 
16/2/2015) 
28. #KPKvsPOLRI. Sementara demikian. Sembari berdoa 
Presiden komit dgn nuraninya. Aamiin. Demikian. Thx tlh 
menyimak 
13 @rarasdf/ rara fauzan 
(16/2/2015) 
Simak TL bang @Iwan Pialang7. #Kpkvspolri. #KPKvsPOLRI, 
smg Presiden bs ambil sikap utk kemasalahat NKRI 
14 @Chandra_Smak/ ade 
Chandra noctis (17/2/2015) 
Tegaslah wahai presiden kami menurut kata hati mu, 
keputusanmu adalh milk rakyat. #KPKvsPOLRI 
15 @fahmiarrasuli/ Fahmi 
Arrasuli (17/2/2015) 
Selamat Pagi #Indonesia Raya Mari kita DOAkan #Presiden 
mampu mengambil keputusan bijak soal konflik 
#KPKvsPOLRI…! 
16 @F_Repi/ Fero Repi Kumaat 
(17/2/2015) 
Pak Presiden anda di pilih karena hati nurani … pakai hati 
nurani Pak untuk memutuskan bukan keputusan politik koruptor 
#KPKvsPOLRI 
17 @joe_joky / joko budianto 
(17/2/2015) 
Langkah yg diambil presiden akan menentukan keberlanjutan 
drama ini #KPKvsPOLRI 
18 @sonny_yg_mana / sonny 
sic (17/2/2015) 
Pak @joko_wido2, saya tetap percaya tapi hanya kpd bapak, 
bukan yang disekitar bapak. Capek lihat drama #KPKvsPOLRI, 
toh yg rugi (selalu) rakyat. 
19 @BEMUNDIP_Sospol/ 
Sospol BEM Undip (tgl 
17/2/2015) 
12.Selanjutnya, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, 
termasuk kasus KPKvsPolri harus segera diselesaikan oleh 
Pemerintah 
20 @cokroawakduroni/ 
Syamsul Arief (18/2/2015) 
Smg analisis otak besar anda benar :) @ranabaja. Jgn sangsi 
knflik #KPKvsPOLRI ini taktik brilian JKW untuk mmrangi 
korupsi. Otak anda sj kecil 
21 @puzz81/ santo (18/2/2015) Smoga pak @joko_wido2 liat dan baca headline kompas pagi 
ini #KPKvsPOLRI  
22 @risa_pajar/ Risa 
Pajaruddin (18/2/2015) 
Tinggal menunggu Reaksi dari pak presiden mengambil 
keputusan untuk kapolri …? #Kpkvspolri #KPK_RI 
23 @erwinanfield/ Erwin 
Manutede (18/2/2015) 
Menghadapi kasus #KPKvsPOLRI, pak @jokowi_do2 ini pakai 
‘jurus’ CERDIK SEPERTI ULAR, TULUS SEPERTI MERPATI.. 
24 @JuniperSiagian/ True 
Siangano (18/2/2015) 
Org2 yg menari2 dalam kasus KPKvsPOLRI harus menelan 
ludah wkwkwkwk #Jokowikita 
lanjutan 
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25 @HeruTriK / Heru Tri K (tgl 
18/2/2015) 
KPKvsPOLRI kayak 2 anak kecil berantem. Ortunya datang, 
dilerai, trus 2-2nya dihukum. Lol #Jokowikita 
26 @Gie_YatniID/ Gie 
(tgl 18/2/2015) 
Akhirnya sikap Presiden Jokowi di luar perkiraan para 
pengamat, #JebakanBatman DPR tidak berhasil. #Selamat 
Jokowi, Selamat #KPKvsPOLRI 
27 @Herdi/ Herdi Kurnianto 
(18/2/2015) 
BG batal dilantik, kira2 Jokowi bakal diapain ya sama mamak 
banteng. #jokowi #KPKvsPOLRI 
28 @patrickhutapea/ Patrick 
Hutapea (tgl 18/2/2015) 
Ini bukti bahwa wewenang @jokowi_do2 lebih besar dari 
Ketum. Bukan sebaliknya. #KPKvsPOLRI 
29 @mnursholeh/ M Nur Sholeh 
(tgl 18/2/2015) 
Yang ditunggu2 akhirnya bersuara, Sang Presiden :-) BG g jadi 
dilantik, AS dan BW dinonaktifkan. #KPKvsPOLRI 
30 @itemkuitemic/ Al Item  
(tgl 18/2/2015) 
Konflik #BGvsAS bukan konflik #KPKVSPOLRI. Masih banyak 
Polisi bersih dan siap berantas korupsi. JKW sdh mulai 
#RevolusiPolri 
31 @lis_arianty / Lisda Ariyanti 
(tgl 18/2/2015) 
Akhirnya keluar juga KepPres, spt apa hasil y 
nanti??@Joko_wido2 #JokowiKita #KPKVSPOLRI.  
32 @angry_magpie/ Angry 
Magpie (18/2/2015) 
Surprise to see so much Jokowi love on Twitter congratulation 
his performance re #KPKVSPOLRI; Jokowi supporters are 
suprisengly forgiving.  
33 
34 
@gie_drumholic/ gie 
kurniawan (18/2/2015) 
Disitu kadang saya merasa sedih IJokowiKita #KPKVSPOLRI  
35 @HansPSiagian/ Hans P 
Siagian (18/2/2015) 
Solusi #KPKVSPOLRI. Pres @jokowi_do2 terbitkan #Perppu 
#Korupsi Hak & Wewenang @KPK_RI & #POLRI # Pidana 
lain!@mohmahfudmd @zainalamochtar 
Solusi #KPKVSPOLRI. #Perppu #Korupsi Hak & Wewenang 
hanya oleh @KPK_RI & #POLRI &#Kejaksaan # Pidana lain! 
@setkabgoid @Pintar Politik 
36 @ASLIINDO100/ 100% 
INDONESIA ASLI 
(18/2/2015) 
Nah bener kan bersih bersih deh jadinya #KPKVSPOLRI; 
JokowiKita @Kurawa  
37 @ainaashya/ Naia Aina  
(tgl 19/2/2015) 
Setuju bgt dg keputusan presiden dg batalkan lantik BG, bnr” 
pemimpin yg adil dan bijak. #KPKvsPOLRI 
38 @abduhBatik/ M abduh (tgl 
19/2/2015) 
Bravo pak @jokowi_do2. Anda betul2 #presiden yg 
mementingkan #rakyat, #bangsa, dan #negara. Keputusan bpk 
soal #KPKvsPOLRI oke bgt 
39 @sopotokuwi/ Armadillo 
(19/2/2015) 
Semoga bpk @jokowi_do2 dapat menyelesaikan #gonjang 
ganjing #KPKvsPOLRI ini 
40 @Wida16504269/ W’D van 
delan (21/2/2015) 
Ayo pak @jokowi_do2 buktikan klo anda itu ada dan selesaikan 
masalah kpkvspolri dg bijak dan santai #staycool  
41 @britasiana/ Berita Siana 
(tgl 23/2/2015) 
#Abde #Slank Berpendapat Bahwa #Presiden # Jokowi Segera 
Menghentikan Kriminalisasi di #KPK #kpkvspolri #Polri 
 @JhokayArjuna/ Pengendali 
Inflasi (tgl 1/5/2015) 
Atau mungkin revolusi mental jokodanjeka bisa kita mulai dari 
sini ‘Kpkvspolri’  
Sumber : media online, 2015 
 
Tabel 5.5 menunjukkan bahwa perbincangan netizen mengenai 
dukungan terhadap Pemerintah khususnya Presiden dimulai sejak 
dari tanggal 12 Februari sampai dengan 1 Mei 2015 atau 
berlangsung selama tiga bulan. Hal ini tentu merupakan suatu 
lanjutan 
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perbincangan yang tergolong cukup lama bagi sebuah masalah 
(politik) yang menjadi perhatian publik. Perbincangan di media sosial 
twitter tersebut melibatkan cukup banyak netizen dan umumnya 
menggunakan hastag #KPKvsPOLRI disamping hastag lainnya 
seperti #JokowiKita. 
Mencermati lebih jauh dan seksama, perbincangan netizen yang 
pro kepada Pemerintah umumnya berisi pesan (konten) yang bersifat 
pemberian dukungan, dorongan moril dan saran – saran yang positif 
dan konstruktif kepada Presiden untuk mengambil keputusan, sikap 
dan tindakan atas penyelesaian konflik politik antara KPK dan Polri. 
Dari sejumlah netizen yang terlibat perbincangan tersebut, ada yang 
memiliki persamaan dalam menulis pesan singkat dan ada pula yang 
berbeda dalam menyampaikan opini.  
Mengacu kepada isi pesan teks (konten) yang diperbincangkan, 
maka secara umum dapat diformulasikan substansi pesan politik 
sebagai berikut.    
(1) Saran opini kepada Presiden untuk memberikan 
kewenangan kepada KPK untuk memutuskan suatu perkara 
hukum dan tindak pidana korupsi tanpa harus memenuhi 
syarat collective collegial dari kelima pimpinan KPK 
(2) Saran opini kepada Presiden untuk mengangkat atau 
melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri  
(3) Saran opini kepada Presiden untuk secepatnya mengambil 
keputusan dalam menyelesaikan masalah kisruh politik 
antara KPK dan POLRI 
(4) Pemberian kepercayaan, motivasi atau dorongan moril 
kepada Presiden untuk menunjukkan sikap keberanian, 
keterampilan atau kecerdasan dalam mengambil keputusan 
yang tepat atas masalah konflik tersebut 
129 
 
(5) Doa dan dukungan moril kepada Presiden agar 
mendapatkan petunjuk dan kemudahan dalam mengambil 
keputusan yang terbaik bagi semua pihak, kemaslahatan 
bangsa dan Negara serta mengedepankan harapan rakyat 
agar kisruh politik tersebut segera berakhir dengan aman 
dan damai 
(6) Mengingatkan kepada semua pihak bahwa diamnya seorang 
pemimpin berarti Presiden sedang mempertimbangkan 
berbagai masukan untuk mengambil keputusan dan tindakan 
terbaik dan bijaksana 
(7) Mengingatkan kepada Presiden agar dalam mengambil 
keputusan terkait penyelesaian konflik KPK dan Polri 
semaksimal mungkin berdasarkan hati nuraninya, dan bukan 
berdasarkan kepentingan kekuasaan dan partai politik 
pendukungnya atau pihak-pihak lainnya yang 
berkepentingan 
(8) Menyarankan kepada Pemerintah untuk membatalkan 
pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri 
walaupun hal itu berpotensi menimbulkan polemik atas 
pelanggaran terhadap Konstitusi Negara (UUD 1945) 
(9) Menilai bahwa keputusan penyelesaian konflik KPK dan Polri 
yang dibebankan kepada Joko Widodo adalah merupakan 
ujian awal semester (UAS) selaku seorang Presiden yang 
baru menjabat 
(10) Mengingatkan kepada Presiden bahwa apapun langkah 
keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyelesaian 
konflik KPK dan Polri tersebut, akan menentukan apakah 
drama konflik tersebut segera berakhir ataukah sebaliknya 
terus berlanjut  
(11) Menyarankan kepada Presiden agar keputusan yang 
diambil semaksimal mungkin dapat mengharmoniskan dan 
menormalisasikan hubungan antar lembaga penegak 
hukum khususnya antara KPK dan Polri yang sempat 
mengalami keretakan 
(12) Mengingatkan kepada politisi dan masyarakat agar tidak 
terburu-buru menyalahkan Presiden Jokowi sebab beliau 
memiliki strategi atau taktik tersendiri yang brilian dalam 
memerangi korupsi melalui konflik politik KPK dan Polri 
tersebut 
(13) Mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar tidak terjadi 
seperti salah satu headline berita di Kompas yang bertajuk 
“KPK terancam berakhir di era Jokowi – JK”  
(14) Menilai bahwa Presiden Jokowi menggunakan ‘jurus’ 
cerdik seperti ular, tulus seperti merpati’ dalam 
menyelesaikan kasus konflik KPK dan Polri. 
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(15) Menyinggung soal keputusan Presiden Jokowi yang 
membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai 
Kapolri menghentikan aksi pertunjukan joget oleh personil 
Kepolisian yang eforia terhadap kemenangan praperadilan 
Komjen Budi Gunawan  
(16) Menilai bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala Negara 
dan pemerintahan (atau sebagai orang tua) mampu 
menghentikan pertikaian KPK dan Polri yang berantam 
seperti anak kecil  
(17) Mengapresiasi keberanian dan kecerdasan Presiden 
Jokowi mengambil tindakan dan keputusan politik yang 
tidak terjebak pada jebakan Batman DPR  
(18) Berandai-andai mengenai kemungkinan sikap Ketum PDIP 
Megawati Soekarno Putri terhadap Presiden Jokowi atas 
keputusan dan tindakannya diluar perkiraan banyak pihak 
atau kalangan bahkan tidak sesuai atau bertentangan 
dengan keinginan Ketum PDIP tersebut. 
(19) Memperjelas bahwa ternyata Presiden Jokowi mampu 
menggunakan kekuasaan dan kewenangannya secara 
mandiri dalam mengambil keputusan yang tidak tunduk 
kepada keinginan Ketum PDIP. Dengan kata lain, Presiden 
Jokowi mampu menepis opini atau persepsi yang selama 
ini keliru mempersamakan dirinya dengan Megawati.  
(20) Mengapresiasi sikap keputusan dan tindakan Presiden 
yang dinilai adil dan bijaksana serta mementingkan rakyat 
dengan mengeluarkan Keppres yang membatalkan 
pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan 
sekaligus menonaktifkan dua pimpinan KPK (Abraham 
Samad dan Bambang Widjayanto) 
(21) Mewanti-wanti bahwa Presiden Jokowi sedang memulai 
reformasi birokrasi atau revolusi mental di tubuh Polri 
.  
Fenomena permasalahan dalam perbincangan yang 
mendukung atau pro kepada Pemerintah atau Presiden tersebut 
adalah masih adanya pro kontra terhadap pelantikan Komjen Budi 
Gunawan sebagai Kapolri. Ada netizen yang memberikan dukungan 
kepada Presiden untuk melakukan pelantikan, namun banyak pula 
netizen yang menyuarakan pembatalan pelantikan tersebut. 
Ternyata, Presiden memilih dukungan suara terbanyak dari kalangan 
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netizen dengan mengesampingkan pelantikan Komjen Budi 
Gunawan sebagai Kapolri. Namun demikian, secara umum para 
netizen yang terlibat dalam perbincangan tersebut memiliki 
kesamaan tujuan yakni mendukung Pemerintah khususnya Presiden 
untuk mengambil sikap, keputusan dan tindakan dalam 
menyelesaikan kasus konflik politik yang melibatkan dua lembaga 
penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada netizen 
yang mungkin kecewa, namun kebanyakan netizen yang puas 
terhadap sikap, keputusan dan tindakan Presiden tersebut.  
b. Kontra terhadap Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa opini publik 
di media sosial twitter yang kontra terhadap Pemerintah terkait konflik 
politik antara KPK dan Polri, sebagaimana diuraikan berikut 
Tabel 5.6 Opini/ Perbincangan Netizen yang Kontra terhadap 
Pemerintah 
No. User / Pengguna Twitter Konten Perbincangan  
1 @AkWsako / A.Anwar  
(tgl 11/2/2015) 
Prtndgan spkbla(kisruh) KPKvsPOLRI mkin seru. 
Wasitnya(presiden)kebingungan, supporter ga karuan, 
penonton ga sabaran, rkyt keheranan, Cpeh deh! 
2 @om_tcai / arief zulad  
(tgl 12/2/2015) 
EMI : Gawat juga kalo punya presiden bisa ditekan #kpkvspolri 
3 @anetagama / Anetagama 
(12/2/2015) 
Wi wi #joko-wido2, janjimu minggu ini selesai kemelut 
@KPKvsPOLRI, lebih2 #rupiah anjlok lagi dan lagi, dan masih 
belum nyerah? #jokowinyerah 
4 @rsumadi / rudy sumadi 
(12/2/2015) 
Soal # KPKvsPOLRI, JKW : Jgn ribut ! Soal #PLNvsAhok, 
JKW : Jgn ribut ! #PresidenZonderRibut #goodpagi 
5 @knoton793/# Crush 
TrumpTM (12/2/2015) 
@SETIP_Oon.Ada berita nih #joko-wido2 President 
berprestasi sepanjang sejarah menurut @ernestprakasa, 
TIDAK MAMPU atasi kisruh # KPKvsPolri ? 
6 @rickyutomo7 / ricky utomo 
(tgl 14/ 2 / 2015) 
Negara Indonesia di bawah kepemimpinan jokowi menjadi 
sangat kacau…Tidak menentu arah kebijakan…#kpkvspolri 
tidak dapat di finish 
7 @melkymorel / Melky Morel 
(14/2/2015) 
#KPKvspolri ini yg dinamakan #negara maju??? I don’t think 
soooooo 
8 @diniahariani/ Dini A Dr crta #kpkvspolri ini bs jls dilihat klo@joko_wido2 mmg 
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Hariani 
(tgl 15/2/2015) 
#bekerjauntukpartai bkn#bekerjauntuk rakyat jk pd akhrny 
#BG dilantik.#savenkri  
9 @j_rizam./Rizam Jauhari 
(15/2/2015) 
Bnyak masalah, pergulatan # KPKvsPolri, coklat isi kondom. 
Kenapa #joko-wido2 bungkam, membisu, seperti org bingung. 
# PresidenApaIni 
10 @Bilaldatmi / Rezky Ridho 
Datmi (tgl 16/2/2015) 
Baru ada Kapolri Indonesia baru yang tersangka, lucu 
aja..ada2 ajalah memang Indonesia ini.. #BudiGunawan 
#KPKvsPOLRI #ShameJokowi 
11 @Rahmat_Suhendra / 
Rahmat Suhendra 
(16/2/2015) 
Hukum di Indonesia sudah seperti hukum rimba. 
#KPKvsPOLRI 
12 @Herdi / Herdi Kurnianto 
(tgl 16/2/2015) 
Presiden bersikap, tapi kali ini KPK kalah, BG gagal jadi 
tersangka, sementara 2 pimpinan KPK malah non aktif  
#KPKvsPOLRI 
13 @apipudien15/Ahmad 
Apipudin (Tgl16/2/2015) 
Polemik yang tak kunjung usai #KPKvsPOLRI 
14 @rianmihe/ Waiting hope 
(Tgl16/2/2015) 
Polemik #KPKvsPOLRI, siapa menang sapa kalah….sekarang 
sudah terjawab 
 
15 
@Andreyuris / Andre Yuris 
(Tgl16/2/2015) 
4.Abrasi dukungan publik terhadap Presiden #KPKvsPOLRI 
5.Akan masuk babak politik baru di DPR yg berdampak pada 
program perundang2an dan APBNP 2015, #KPKvsPOLRI 
16 @SoulOfIndonesia / Soul Of 
Indonesia (16/2/2015) 
Dibalik drama KPKVSPOLRI TERNYATA DPR SUDAH 
MENYETUJUI PNM (PENYERTAAN MODAL NEGARA) 
SEBESAR Rp 64,7 TRILIUN UNTUK 40 BUMN. 
17 @INAMilikAllah / 
#IndonesiaMilikAllah 
(16/2/2015) 
Ganti calon Kapolri bukan solusi I sebab tetap yg diinginkan 
penguasa I kapolri harus bisa dipegang merek #KPKvsPOLRI 
18 @aishasafiraa/  Aisha Safira  
(16/2/2015) 
@ INAMilikAllah. Ganti pimpinan KPK juga bukan solusi I sbab 
slama Demokrasi memimpin I korupsi tetap akan mélangit 
#KPKvsPOLRI 
@ INAMilikAllah : kt akn sdari sdh brp kali polemik 
#KPKvsPOLRI berlangsung I tak lain tumpang tindih kkuasaan 
I & pmimpin dmokrasi mmbiarkanny” 
19 @RisqoUno507/ Unor Risqo 
(16/2/2015) 
RT @INAMilikAllah : Politik saling sandera begitulah judul dari 
#KPKvsPOLRI I tak pernah usai bila ketegasan penguasa 
tiada 
20 @Marcellino Saragih / 
@nino_saragih (16/2/2015) 
KPK dan POLRI adalah kedua institusi yg bagus..tetapi 
disusupi oleh orang2 yg menyalahgunakan kekuasaannya.. 
#ManusiawiBingits #KPKvsPOLRI 
21 Jodiekurnia123 / Jodie 
Kurnia (tgl 17/2/2015) 
Pilpres calonnya Cuma 2 + Politikus indo suka cari muka 
sama rakyat, gini deh hasilnya, amat sangat berkenpanjangan 
#KPKvsPOLRI 
22 @keroco mumet1 / 
memet_metal (17/2/2015) 
Silahkan saja dilantik, mau apa lagi? Tinggal tunggu para 
tersangka lain mem pra-peradilan statusnya #KPKvsPOLRI 
23 @Kompasdata/ Kompas 
Data (17/2/2015) 
Jokowi diuji, KPK diamputasi 
Baca Kompas #KPKvsPOLRI #jokowi #abraham samad 
#budigunawan 
24 @Jennygo_ / Jenny Go 
(17/2/2015) 
Caprk baca berita ttg #KPKvsPOLRI melulu, semua sama 
saja, egois, dendam, punya kepentingan, trus Pak Presiden 
@jokowi_do2 kemana? 
25 
 
@arya_Ccungkring / Arya 
Cules (17/2/2015) 
Ada negara dalam negara #KPKvsPOLRI 
Bosan dengan polemic di negeri ini, krisis moral sdg terjadi. 
Bosan dengan politik. #KPKvsPOLRI 
26 @peppramu / #UTANG 
MEROKET (17/2/2015) 
RT @Alvanul : #bukan urusan saya siapa yang menang 
#KPKvsPOLRI coba lihat ke bawah …..blusukan lagi biar tahu 
lanjutan 
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kondisi rakyatmu  
27 @WijayaDewantara / Wijaya 
Dewantara (17/2/2015) 
#KPKvsPOLRI mestinya bisa dinetralisir dari awal… lagi2 
problemnya ketegasan …. #Sarpin hanya pemeran pengganti  
28 @agungigon / agungigon 
(17/2/2015) 
Sudah saatnya rakyat kembali ingatkan pemimpin yg salah 
#KPKvsPOLRI 
29 @amed_jow / amed 
(17/2/2015) 
Ini sih blm meledak..baru letupan2 kecil, jd penasaran apa yg 
terjadi kl BG ga dilantik. BOOM! Nya berapa kali… BOOM 
BOOM BOOM ‼ #KPKvsPOLRI 
Gampang saja sebetulnya ngadepin tikus2, cicak2 dan buaya2 
ini… dinosaurus nya mesti turun langsung alias rakyat… 
#KPKvsPOLRI 
30 @Lex77 / Tom Alex Brags 
(17/2/2015) 
Apapun argumentasi dgn pertanyaan “kenapa..” di polemic 
#KPKvsPOLRI gak bakal ada pihak yg GAK bs jwb dgn 
keyakinan tindakan nya benar 
31 @kammansaliri / K Amman 
Saliri (17/2/2015) 
:( Negara darurat, cicak bin kadal #kpkvspolri 
32 @IndiHikam / Indi Hikami 
(17/2/2015) 
Sependek pengamatan saya, kasus Bibit dan Chandra masih 
lebih jernih daripada yang ada saat ini. #KPKvsPOLRI 
33 @LooqmanHeem 
(17/2/2015) 
Yth Mr Presiden @jokowi_do2. Where are you? You make this 
country more worst by doing nothing, #KPKvsPOLRI 
#ShameOnYou 
34 @Kabar95/ agungcantona 
(Tgl18/2/2015) 
Yg berkuasa yg menang #KPKvsPOLRI 
35 @Mrjaya / Jaya AY 
(18/2/2015) 
Sulit utk tdk perduli, dan tdk terlibat secara emosi jika melihat 
berita para politikus dan sikap pemimpin negara ini. 
#kpkVSpolri 
36 @Nofia_Fitri / Novia Fitri 
(18/2/2015) 
Wajar para pemilih menyesali keputusan dulu, mereka telah 
berkontribusi utk sebuah #negerirekayasa #miris 
#KPKvsPOLRI #jokowiadalahmega 
37 @i_brur / Rezim Kesurupan 
(18/2/2015) 
Banget RT @JTmor. Jokowi berjanji akan memutuskan kasus 
KPKvsPolri dlm minggu ini. Sdh lewat 3 minggu tidak juga ada 
keputusan. Pembohong!! 
38 @mnursholeh/ M Nur 
Sholeh (tgl 18/2/2015) 
Kemelut KPK Polri memang sangat menyita banyak energi di 
negeri ini. Sesama anak2 negeri tp saling sikut, bapaknya ?. 
#KPKvsPOLRI 
39 @TonyRadjali/ Radjali Toni 
(tgl 18/2/2015) 
Aneh – yang semula menyangkakan BG skrg tercederai RT @ 
republikaonline goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
40 @republikaonline/ 
Republika co.id (18/2/2015) 
Jokowi Berhentikan Sementara Dua Pimpinan KPK. 
republikaonline goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
41 @ImamMalik3/ Ibnu 
Djamani (tgl 18/2/2015) 
Kok tdk ada lagi hesteq #SaveKPK ya? RT@7udas_isk. 
goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
42 @kemal91mbai/ Kopites 
Garis Luar (tgl 18/2/2015) 
Tidak menyesal memberikan suara sya yang cuma satu 
kepada JKW-JK, tapi dimana beliau berdua sekarang??? 
#MasJokoBeraniNggak. #KPKvsPOLRI 
43 @FantasticHakim/ 
FantasticHakim (18/2/2015) 
Jokowi tak cinta Indonesia, berhenti aja jadi presiden.-_- 
#KPKvsPOLRI 
44 @shaundlevine/ Shaund 
Levine (18/2/2015) 
Appointing one for the other doesn’t solve the problem or 
repamving the system #KPKvsPOLRI 
45 @HansPSiagian/ Hans P 
Siagian (18/2/2015) 
@Metro_TV Keputusan Pres @jokowi_do2 Hanya Sebagai 
“Obat Penenang” Bukan Solusi #KPKVSPOLRI & Tidak 
Mendukung Upaya Pemberantasan #Korupsi.  
46 @sonni_vox/ sonic VSF Jr 
(18/2/2015) 
Msyarakat dipertontonkan drama lokal !? #KPKvsPOLRI 
#Jokowi ChooseWho :): )** 
47 @nurimaulids / ahmad 
santausa (18/2/2015) 
Panggung politik Indonesia semakin panas, tak sampai akal 
unt analisis #entah siapa yang mencekik. Entah siapa yang 
lanjutan 
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dicekik #KPKvsPOLRI 
48 
 
@Wida16504269 / W’Da 
van delan (18/2/2015) 
Ada apa dg INDONESIA ku? #kpkvspolri 
49 @SalmanMardira / Salman 
Mardira (18/2/2015) 
Ini sudah masuk tahun kambing, tahun mencari kambing hitam 
dibalik kisruh KPKvsPOLRI dll. 
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@scB_emdry / 
endry|sopyan (18/2/2015) 
Mungkin klo Presiden’a Mr.Prabowo rakyat ga perlu MUAK liat 
perselisihan #KPKvsPOLRI (mungkin J) 
51 
 
@Fuad_Damiri / FUAD 
DAMIRI  
(tgl 18/2/2015) 
Kalau KPK memang sudah tidak digunakan, TUTUP saja. 
Begitupun Indonesia akan segera tertutup banyaknya korupsi 
#KPKvsPOLRI 
KPK versus POLRI sekalipun satu yang menang para 
KORUPTOR tetap akan bersorak kegirangan #KPKvsPOLRI 
52 @mariaantono / 
tggrakyatbergerak 
(tgl 18/2/2015) 
Hadeuuuhh..presiden kok jadi bahan bualan rakyatnya sendiri, 
akibat KPKvsPOLRI. Ini akibat terpilih krn Media +KG yg 
mngkarbitnya 
53 @puzz81/ santo (tgl 
18/2/2015) 
Smoga pak @joko_wido2 liat dan baca headline kompas pagi 
ini #KPKvsPOLRI  
54 @mintulkutimin / Yasmin 
baisa (tgl 18/2/2015) 
Seharusnya yg mau jadi mentri di tes kebohongan pake alat 
pendeteksi kebohongan nyak, biar ga susah gini 
#KPKvsPOLRI 
55 @shofi_rosyadi / Shofi 
Rosyadi (tgl 19/2/2015) 
No!! menurut gw itu bkn win-win solution. It’s a win-win-lose 
solution. Lose utk rakyat. Makin banyak aja kebohongan yg 
ditutupi. #KPKvsPOLRI 
56 @Phirman_rheza / 
PhirmanIKAMMI (19/2/2015) 
lose-lose solution.#KPKvsPOLRI 
57 @andreansyah_92/ 
Andreansyah (20/2/2015) 
Ketika hukum hanya menjadi mainan para Politikus pecandu 
kedudukan?!! #KPKvsPOLRI 
58 @HansPSiagian/ Hans P 
Siagian (21/2/2015) 
Seleksi #Kapolri #Jagung yg tidak sesuai #NawaCita & konflik 
#KPKvsPOLRI sbg bukti lemahnya #kepemimpinan Pres 
@jokowi_do2 @PintarPolitik 
59 @Dwitina_yuni / Yuni 
Dwitina (21/2/2015) 
Maka kemanakah para wakil yang menjanjikan menyuarakan 
suara rakyat @MataNajwa #KPKvsPOLRI 
#kapolripilihanjokowi 
60 @Thebestdewo/ Dewo_ 
Ruci (21/2/2015) 
“Tutup Drama #Buatan kisruh KPKvsPOLRI→Penundaan 
TembakMati Bali_Nine LionAIr&JonanTidur.cc:@Subiakto 
@bang_dw 
 Seleksi #Kapolri #Jagung yg tidak sesuai #NawaCita & konflik 
#KPKvsPOLRI sbg bukti lemahnya #kepemimpinan Pres 
@jokowi_do2 @PintarPolitik 
61 @Jend_Tribun370 / TRI 
BUANA P (tgl 24/2/2015) 
Semua menyalahkan keputusan presiden #kpkvspolri 
62 
 
@NachaSujono / Sujono 
(24/2/2015) 
Mumet berkepanjangan negara digantungkan #kpkvspolri 
63 
 
 
@andialaziz / Andi Hidayat 
(24/2/2015) 
KPKvsPOLRI gak beres2, #DisituKadangSayaMerasaSedih 
Berita nasional makin hari makin miris aja. @KPKvsPOLRI 
#BlokMahakam #Mobnas #NilaiTukarRupiah, ancur semua. 
Owalah jok, jok… 
64 @anantamawibowo / ais 
(24/2/2015) 
Loh masih KPKvsPOLRI toh, kirain sudah selesei 
65 @Djat_mika / Djatmika 
(tgl 26/2/205) 
Setelah KPKvsPOLRI, disusul kenaikan hargaberas plus 
begal2 sadis & nekad..apakah stlh ini kerusuhan etnis? 
@PintarPolitik 
66 @rahadion / Rahadion 
(26/2/205) 
Apa iya ini pengalihan isu ?? #begalmotor #Jokowi # 
KPKvsPOLRI,  
67 @AWChuz / LareAngon KIH maruk kemenangan, mabuk menang, lupa koalisi 
lanjutan 
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(26/2/205) pemerintah mestinya bekerja keras #demirakyat tegakkan 
hukum. Malah bikin ruyam KPKvsPOLRI 
68 @fitriwahyunings / Fitri 
wahyuningsih (26/2/2015) 
Kalo menurut gue begal begal itu akalan aparat ajah. 
Biar isu kpkvspolri gak berlanjut. 
69 @STB_112 / Setya 
Boediono (tgl 27/2/2015) 
Trend #SaveAhok #KPKvsPOLRI negara ini terlalu banyak 
masalah. 
70 @aldo tobing / Aldo Fabian 
Di Maria (27/2/2015) 
Tp paling tidak oknum-oknum DPR yang terlibat dana Siluman 
itu bisa mengajukan praperadilan, gampang #KPKvsPOLRI 
#AHOKvsDPRD 
71 @joenedagung / Joened 
Agung (27/2/2015) 
@dodolan kabeh @DebbyMadova @Anjani202 @hariadi 
@Pintar Politik lihat aja sekarang kpkvspolri fade out, 
JKWvsmega fade out next munkin Ahok :D 
72 @D_bambang / bambang 
priambodo ( 28/2/2015) 
Setelah reda pilpres, KPKvsPolri skrg AhokvsDPRD, seneng 
banget bangsa ini dipecah belah, energinya bukan untuk 
bangun bangsa @PintarPolitik 
73 @NjoDoang / J.C 
(28/2/2015) 
Tahun 2015 Indonesia Acak Kadut, Ada aja masalah. 
KPKvsPOLRI, DPRDvsAhok, ada lagi ini BEGAL MOTOR :( 
#HidupLahIndonesiaRaya :D 
74 @rajawaliNKRI / 
#JRBoemiPutera 
(tgl 1/3/2015) 
Kemarin sandiwara KPKvsPOLRI, skg AHOKvsDPRD, 
ujung2nya deal2an, cuma rakyat bodoh yg mau diadu dombah 
sama pemimpin kacung… 
75 @JefryMartin / Jefry M 
Siburian (1/3/2015) 
Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia maya??? 
Apakah berita begal tersebut hanya untuk bahan pengalihan 
dari masalah2 kpkvspolri 
76 @MuhBurhannuddinR / 
Burhan (aan) 
(2/3/2015) 
Rebut kpkvspolri, rebut begal motor, rebut eksekusi mati, 
menyatu yuk, kita merdeka sendiri loh, malu sama tetangga 
sebelah, yang kemerdekaannya diberi. 
77 @f42r1nh0 / Fazrin Budi 
(3/3/2015) 
Reformasi lagi aja deh. #kpkvspolri #ahokvsdprd 
78 @harisbuandel / Haris Van 
Byuten (4/3/2015) 
Indonesia tidak berkembang kalau kayak gini.. #kpkvspolri 
79 @arif_fajar_h / Arif Fajar H 
(5/3/2015) 
Kita dijejali banyak isu. Ahok, kpkvspolri, balinine, sehingga 
tidak focus pada isu ekonomi 
80 @fimnews / Forum 
Indonesia Muda 
(8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak didukung 
pemerintahan & DPR. UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK 
merupakan bentukan pemerintah dan DPR 
81 @UtomoHady/ OOOOH 
INDONESIAKU (8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak didukung 
pemerintahan & @Denialma7 @Jims_Ng @kandargalang 
@khoirul_ahmad @Pintar Politik. Dollar tinggi, beras mahal, 
LPG langka, kisruh KPKvsPOLRI. semua bkn urusan joko 
82 @papihamlet / #Pituturan 
(10/3/2015) 
Rakyat bayar pajak agar kalian kerja, bukan untuk kelahi. 
#KPKvsPOLRI @PintarPolitik @PartaiSosmed 
83 
 
@missAmey / Meiny FitriaH 
(11/3/2015) 
Indonesia morat marit… hayooo ngacuuung siapa yang milih 
presidennya.. haha #dprsetujupemerintahbiayaparpol 
#kpkvspolri #berasmelonjak 
84 @vinna_geulis / C’Geulis 
(11/3/2015) 
Saya ngacung om @TommySoeharto62 bukan hanya 
KPKvsPOLRI sebenarnya banyak indicator diantaranya 
pencitraan dan presidennya 
85 @AldoSubkhanJ / 
AldSubhaJ (13/32015) 
#Begal #KisruhGolkar #KPKvsPOLRI adalah isu yang sengaja 
dipelihara oleh elit Politik guna mengecoh perhatian terhadap 
kegagalan ekonomi 
86 
 
@mariaantono / 
tggrakyatbergerak 
(14/3/2015) 
Hadeuuuhh..presiden kok jadi bahan bualan rakyatnya sendiri, 
akibat KPKvsPOLRI. Ini akibat terpilih krn Media +KG yg 
mngkarbitnya 
@titimargana @politikline @rajawaliNKRI @bersuara_rakyat 
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#tidak, penguasa skrg, identik dgn adu domba (partai, 
KPKvsPOLRI) 
87 @urangtaluk / #Alam 
Paralel..ups! (tgl 3/4/2015) 
Petaka NKRI dalam penengakan hukum yang masih bisa 
diintervensi pihak asing seperti kasus hukuman mati bali9 
88 @ChaidirDedy / Dedy 
Chaidiryanto (6/4/2015) 
3. masalah klasik ‘Cicak vs Buaya’ (KPKVSPOLRI) dinilai tidak 
ditangani serius oleh jokowi sebagai kepala negara. 
89 @bobotoh_meme / Warkop 
Meme Bobotoh (20/4/2015) 
KPKvsPOLRI, AhokvsDPRD Jakarta. Tau-tau kontrak Freeport 
diperpanjang, subsidi BBM dikurangi, tariff listrik dinaikkan. 
Awas jangan salah focus. 
90 @kawalpemerintah / Kawal 
Pemerintah (22/4/2015) 
@RadioElshinta dulu buat apa demo, menyerukan moral, 
smpe ribut KPKvsPOLRI, dibentuk tim independen u menolak 
BG, tp skg ttp jg BG dilantik?? 
91 @GitaParamithaZ / Gita P 
Zettira (22/4/2015) 
Berantem-berantem, ujung-ujungnya BG JADI WAKAPOLRI. 
Sue bgt sih. Untung gw gak terlalu ngikutin beritanya. 
#KPKvsPOLRI 
92 @afif_32 / Afif Tryana 
Pramudya (23/4/2015) 
Sudah terlalu banyak permainan politik. Saya sebagai WNI 
sudah bosan. #kpkvspolri 
93 @JokoAlec / Alec Pedas’s 
(tgl 1/5/2015) 
@RatnaSpaet @ganjarpranomo @Prabowo08 
@pramonoanung KPKvsPOLRI pengalihan isu hukuman mati, 
hapus hukuman mati karena tidak sesuai budaya bangsa. 
94 @BangUmar_ / Umar Hp 
(tgl 5/5/2015) 
Rafly Harun : Leader yg tidak memilik leadership… *siapa tuh 
?? #ILC #KPKvsPOLRI 
95 @yusuf_sigi / yusuf sigi 
(tgl 6/5/2015) 
Semakin jelas di mata public kisruh yg terjadi di ke 2 pngk 
hukum di Negri ini akibat ulah penguasa yang tidak becus. 
96 @habib_praja / Praja AP 
Habibullah (tgl 10/5/2015) 
Pengalihan isu (lagi) kah?? #KPKvsPOLRI 
97 @Kikngiang / Budum 
(tgl 25/5/2015) 
Jokowi itu pandai, dya tau rakyat harus dibuatkan masalah 
agar tidak mencari2 masalah. Lirik #PSSI #KPKvsPOLRI GO 
AWAY MR.PRESIDENT #JokowiBohong 
98 @Hakimi_sardy / HS 
(tgl 2/6/2015) 
Masalah KPKvsPOLRI, rebut. Partai kuning, rebut. Sepakbola, 
rebut. PRJ, rebut. #RIBUTnesia 
99 @Andi_waluya/ Buronan 
Mertua (tgl 16/7/2015) 
Kasus #KPKvsPOLRI ini pasti pengalihan isu kabar perceraian 
#NasarVsMusdalifah. Ketebak banget. 
100 @Rudianto_PD / Save 
Nation-NKRI 
(tgl 2/9/2015) 
Pemerintah 11 bulan hasilnya, gaduh partai, PSSI, 
KPKvsPOLRI, pernyataan tabrakan, mentri kritik presiden, 
menko nantang wapres, rupiah melorot 
Sumber : media online, 2015 
 
Tabel 5.6 menunjukkan bahwa perbincangan netizen mengenai 
pertentangannya terhadap Pemerintah dimulai sejak dari tanggal 12 
Februari sampai dengan 2 September 2015 atau berlangsung 
selama tujuh bulan. Hal ini tentu merupakan suatu perbincangan 
yang tergolong sangat lama bagi masalah konflik politik KPK dan 
Polri. Perbincangan yang kontra di media sosial twitter tersebut 
lanjutan 
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melibatkan sangat banyak netizen dan umumnya menggunakan 
hastag #KPKvsPOLRI disamping hastag lainnya seperti #JokowiKita. 
Mengacu kepada isi pesan teks (konten) yang diperbincangkan, 
maka secara umum dapat diformulasikan substansi pesan politik dari 
para netizen yang kontra terhadap Pemerintah sebagai berikut.    
(1) Menilai Presiden sedang kebingungan menghadapi kisruh 
atau pertikaian politik antara KPK dan Polri dengan 
mengibaratkan pertandingan sepak bola yang sedang kacau 
balau dan menimbulkan keributan – kegaduhan diantara 
pemain, penonton, supporter akibat wasitnya tidak mampu 
mengambil keputusan secara tegas 
(2) Mengkritik sikap dan perilaku Presiden yang dinilai tidak 
melakukan langkah apapun dalam mengatasi kegaduhan 
politik yang melibatkan banyak pihak baik KPK dan Polri 
maupun politikus dan aparat penegak hukum 
(3) Merasa prihatin karena menduga Presiden sedang ditekan 
oleh pihak – pihak tertentu yang berkepentingan dalam 
perkara politik KPK dan Polri 
(4) Menagih janji Presiden Jokowi yang telah mengumumkan 
akan segera menyelesaikan kemelut politik antara KPK dan 
Polri  
(5) Mengkritik sikap Presiden Jokowi yang belum mau 
menyerah serta mengaitkannya dengan anjloknya nilai tukar 
rupiah  
(6) Menyindir Jokowi sebagai Presiden zonder ribut  
(7) Mengkritik sikap Presiden Jokowi atas ketidakmampuannya 
menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri 
(8) Mengejek Jokowi sebagai Presiden yang berprestasi 
sepanjang sejarah menurut Ernest Prakasa, namun ternyata 
kisruh politik KPK dan Polri tidak mampu diatasi atau 
diselesaikan 
(9) Mengkritik dan memvonis Kepemimpinan Presiden Jokowi 
yang dinilai membuat kacau Negara dengan arah kebijakan 
yang tidak menentu serta mempertanyakan status Negara 
maju bagi Indonesia  
(10) Mewanti-wanti keputusan Presiden Jokowi yang dinilai 
bekerja untuk partai politik jika ternyata melantik Komjen 
Budi Gunawan sebagai Kapolri, ataukah menilai Jokowi 
bekerja untuk rakyat jika membatalkan pelantikan calon 
Kapolri tersebut 
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(11) Mencela sikap diam, membisu dan bungkam Presiden 
Jokowi atas kasus konflik KPK dan Polri 
(12) Menertawakan calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi 
dijadikan tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh KPK 
yang baru terjadi dalam sejarah pencalonan Kapolri 
(13) Menilai bahwa drama konflik antara KPK dan Polri yang 
diwarnai oleh tindakan penetapan tersangka, penangkapan 
dan penahanan secara sewenang-wenang dan konyol 
bahkan sudah seperti hukum rimba dibawah 
kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi  
(14) Menyoroti sikap dan keputusan Presiden yang 
menonaktifkan dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad 
dan Bambang Wijayanto sementara Komjen Budi 
Gunawan yang telah menjadi tersangka kasus tipikor 
justeru gagal menjadi tersangka 
(15) Menyoroti sikap Presiden yang membiarkan polemik konflik 
KPK dan Polri berlarut-larut tanpa penyelesaian dan tak 
kunjung usai  
(16) Menyoroti adanya pihak yang menang dan kalah dalam 
keputusan penyelesaian polemik KPK versus Polri 
(17) Mengklaim bahwa Presiden mengalami abrasi dukungan 
publik  
(18) Mengklaim bahwa sikap dan keputusan Presiden terhadap 
konflik KPK dan Polri akan memasuki babak politik baru di 
DPR yg berdampak pada program legislasi nasional 
(perundang-undangan dan APBNP 2015 
(19) Menyoroti permainan kongkalingkong antara Pemerintah 
dan DPR dalam penetapan PNM (penyertaan modal 
negara) sebesar Rp. 64,7 triliun untuk 40 BUMN pada saat 
berlangsung konflik KPK dan Polri 
(20) Menyoroti keputusan Pemerintah/.Presiden atas 
pergantian Kapolri maupun pimpinan KPK karena 
dianggap sama saja dan tidak merubah apapun serta 
bukan solusi, dengan alasan bahwa faktor kekuasaan yang 
masih tetap dominan dan tumpang tindih, dan bahwa 
kepemimpinan demokrasi menumbuhsuburkan korupsi  
(21) Menyoroti dan mengklaim bahwa tidak adanya ketegasan 
dari penguasa (dalam hal ini Presiden) menyebabkan 
terjadinya politik saling sandera dalam konflik KPK dan 
Polri  
(22) Menengarai bahwa terjadinya konflik KPK dan Polri karena 
telah disusupi oleh orang-orang yang menyalahgunakan 
kekuasaannya. 
(23) Mengklaim bahwa perilaku presiden dan partai politik - 
politikus pendukungnya yang menyebabkan konflik KPK 
dan Polri berlarut-larut atau berkepanjangan 
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(24) Menyindir usulan atau isu rencana pelantikan Komjen Budi 
Gunawan sebagai Kapolri yang menang praperadilan, 
yang dinilai akan menimbulkan dampak bagi lembaga 
penegak hukum itu sendiri karena akan semakin banyak 
tersangka mengikuti jejak praperadilan calon Kapolri 
tersebut  
(25) Menyindir Presiden Jokowi yang sedang diuji 
kemampuannya dalam memimpin dan menyelesaikan 
konflik KPK dan Polri, serta mengklaim bahwa KPK telah 
diamputasi 
(26) Mempertanyakan keberadaan Presiden Jokowi atas 
maraknya pemberitaan mengenai konflik KPK dan Polri 
yang dinilai bernuangsa egois, dendam dan punya 
kepentingan 
(27) Mengklaim bahwa konflik KPK dan Polri menunjukkan ada 
negara dalam negara  
(28) Menyatakan bosan dengan polemik politik 
(29) Menyindir Presiden Jokowi mengenai dampak dari sikap 
dan keputusannya terhadap konflik antara KPK dan Polri  
(30) Menyalahkan Pemerintah yang dinilai tidak memiliki sikap 
ketegasan dan gagal menetralisir konflik KPK dan Polri 
sejak dari awal, bahkan menilai Sarpin hanya pemeran 
pengganti dari konflik yang diciptakan oleh Pemerintah  
(31) Mengklaim bahwa sudah saatnya rakyat kembali 
mengingatkan pemimpin yang salah  
(32) Mengklaim dampak berupa kegaduhan politik yang lebih 
luas yang akan timbul terhadap posisi Presiden bilamana 
Komjen Budi Gunawan batal dilantik  
(33) Mengancam dan memprovokasi rakyat untuk mengakhiri 
kisruh politik serta Negara darurat konflik KPK dan Polri 
(34) Mengklaim bahwa kasus Bibit dan Chandra masih lebih 
jernih daripada kasus Abraham Samad dan Bambang 
Widjayanto yang dinilai sangat rumit dan gaduh dalam 
konflik KPK dan Polri Jilid III, dan bahwa yang berkuasa 
yang menang 
(35) Mempertanyakan keberadaan Presiden Jokowi yang 
lambat mengambil keputusan yang membuat situasi 
negara menjadi lebih buruk dan menilai bahwa sikap 
Presiden memalukan  
(36) Merasa prihatin terhadap maraknya pemberitaan media 
mengenai sikap para politikus dan pemimpin Negara 
terhadap konflik KPK dan Polri  
(37) Mengklaim bahwa para pendukung dan warga masyarakat 
yang menjatuhkan pilihan politik kepada Presiden terpilih 
telah berkontribusi terhadap pembentukan negeri 
rekayasa, yang kini merasa kecewa 
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(38) Mengklaim bahwa Jokowi adalah boneka dari Megawati 
Soekarno Putri (Ketum PDIP) 
(39) Menilai Presiden Jokowi pembohong karena tidak 
menepati janjinya untuk mengambil keputusan terkait 
konflik KPK dan Polri 
(40) Mempertanyakan sikap Presiden atas kemelut KPK dan 
Polri yang sangat menyita banyak energi dan membiarkan 
oknum –oknum di Polri maupun di KPK saling menjatuhkan  
(41) Menyayangkan keputusan Presiden yang menonaktifkan 
atau memberhentikan dua pimpinan KPK (yaitu Abraham 
Samad dan Bambang W) yang pernah menetapkan status 
tersangka calon Kapolri (Komjen Budi Gunawan)  
(42) Mengklaim telah memberikan dukungan suara kepada 
Jokowi – JK serta mempertanyakan atau meragukan sikap 
keberaniannya dalam mengambil keputusan atas konflik 
KPK versus Polri 
(43) Memvonis Jokowi tak cinta Indonesia dan meminta agar 
berhenti saja jadi presiden 
(44) Menganggap keputusan Presiden Jokowi terkait 
penyelesaian  konflik KPK versus Polri hanyalah sebagai 
obat penenang bukan solusi serta dinilai tidak mendukung 
upaya pemberantasan korupsi.  
(45) Menganggap Jokowi ikut berperan dalam 
mempertontonkan drama lokal konflik KPK versus Polri 
kepada masyarakat 
(46) Menyoroti panggung politik semakin panas di Indonesia 
akibat tidak adanya sikap yang jelas dan tegas dari 
Presiden dalam menyelesaikan konflik KPK versus Polri, 
bahkan dinilai bahwa kegaduhan politik yang terjadi diluar 
batas-batas nalar yang rasional sebab tidak diketahui 
secara pasti siapa yang mencekik dan siapa yang dicekik 
dalam konflik politik tersebut 
(47) Menyoroti perilaku saling lempar kesalahan dan 
tanggungjawab serta mengkambinghitamkan pihak-pihak 
tertentu dalam konflik KPK versus Polri  
(48) Mengklaim bahwa jika seandainya Prabowo terpilih 
menjadi Presiden maka tidak akan terjadi konflik antara 
KPK dan Polri, dan rakyat tidak perlu dipertontonkan oleh 
drama politik yang memuakkan. 
(49) Merasa kecewa dan menyindir sikap dan keputusan 
Presiden dan DPR yang dinilai lebih berpihak kepada Polri 
serta membiarkan upaya – upaya pelemahan dan 
penghancuran KPK oleh koruptor, bahkan menantang 
Presiden dan DPR untuk menutup atau membubarkan 
KPK jika ingin memperparah kejahatan korupsi di 
Indonesia  
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(50) Mengingatkan kepada Pemerintah, KPK serta Polri bahwa 
pertikaiannya hanya membuat para koruptor semakin 
berani dan bersorak kegirangan  
(51) Mengklaim bahwa keterpilihan Jokowi sebagai presiden 
karena media ditambah koalisi gadungan (KG) yang 
mengkarbitkannya sehingga menilai bahwa wajar jika 
Jokowi sebagai presiden menjadi bahan bualan rakyatnya 
sendiri 
(52) Mengingatkan kepada Presiden Jokowi mengenai headline 
kompas yang menyatakan bahwa KPK terancam berakhir 
di era Jokowi – JK 
(53) Menyindir proses rekrutmen pejabat Negara baik menteri 
maupun calon Kapolri agar menggunakan tes kebohongan 
(54) Mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik 
calon Kapolri (Komjen BG) dan menonaktifkan dua 
pimpinan KPK (AS dan BW) yang dianggap bukan win-win 
solution melainkan win-win-lose solution atau lose-lose 
solution, kekalahan bagi rakyat dan banyak kebohongan 
yang ditutupi.  
(55) Menyoroti maraknya permainan kepentingan politik serta 
praktek manipulasi dan politisasi hukum dilakukan oleh 
para Politikus pecandu kedudukan dalam kepemimpinan 
pemerintahan Presiden Jokowi  
(56) Menyoroti dan menilai bahwa kepemimpinan pemerintahan 
Presiden Jokowi lemah serta menyimpang dari Nawa Cita 
dalam proses rekrutmen dan seleksi calon Kapolri maupun 
Kejagung 
(57) Menyoroti dan menagih janji para legislator dalam 
menyuarakan suara rakyat pada konflik KPK dan Polri  
(58) Menyoroti sikap Pemerintah yang tidak segera mengambil 
tindakan untuk mengakhiri drama buatan dalam kisruh 
KPK versus POLRI serta mengaitkannya dengan masalah-
masalah lainnya seperti penundaan tembak mati kasus 
narkoba Bali Nine  
(59) Mengklaim bahwa banyak pihak atau kalangan 
menyalahkan keputusan presiden dalam penyelesaian 
konflik KPK dan Polri 
(60) Menyoroti sikap pemerintah yang menggantung masalah 
konflik KPK dan Polri serta menunda penyelesaiannya 
(61) Menyalahkan dan menyindir Pemerintah khususnya 
Presiden Jokowi atas timbulnya berbagai permasalahan 
termasuk konflik KPK dan Polri  
(62) Mengklaim bahwa konflik KPK dan Polri serta masalah 
lainnya seperti begal motor adalah suatu upaya sistematis 
dari Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk 
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mengalihkan isu atas berbagai kegagalan dalam 
pembangunan 
(63) Menyoroti perilaku koalisi partai pendukung pemerintah 
(KIH) yang dinilai masih eforia, mabuk kemenangan serta 
mabuk kekuasaan sehingga lupa memenuhi janji politiknya 
kepada rakyat dan penegakan hukum  
(64) Menyindir para oknum politikus di DPR yang terlibat dana 
siluman untuk mengajukan praperadilan seperti yang 
dilakukan oleh calon Kapolri tersangka kasus tipikor yang 
menang praperadilan di PN Jaksel 
(65) Menyetir dampak konflik KPK dan Polri terhadap keretakan 
nilai-nilai persatuan serta perpecahan dan adu domba 
(66) Menyindir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi 
yang dililit banyak masalah dan acak kadut 
(67) Melontarkan tuduhan bahwa pemimpin kacung (Presiden) 
sebagai pengadu domba dalam drama atau sandiwara 
konflik KPK dan Polri yang pada akhirnya terjadi politik 
transksional (deal-deal politik), dan menyetir bahwa cuma 
rakyat bodoh yg mau diadu domba sama pemimpin kacung 
(68) Memprovokasi tindakan – tindakan separatisme dan 
reformasi dengan mengatasnamakan keributan atau 
kegaduhan politik KPK dan Polri sebagai alasan   
(69) Merasa kecewa dengan pemerintah atas situasi dan 
kondisi politik di Indonesia saat ini khususnya konflik politik 
KPK dan Polri yang dinilai sebagai penghambat kemajuan  
(70) Menyoroti banyaknya isu permasalahan termasuk konflik 
politik KPK dan Polri yang dinilai mengabaikan 
penanganan isu ekonomi  
(71) Menyoroti sikap dan perilaku pemerintah dan DPR yang 
tidak konsisten terhadap pelaksanaan UU No.30 Tahun 
2002 tentang KPK, bahkan cenderung memusuhi KPK  
(72) Mengklaim bahwa begal motor, kisruh Golkar, konflik KPK 
versus Polri adalah isu yang sengaja dipelihara oleh elit 
Politik guna mengecoh perhatian terhadap kegagalan 
ekonomi 
(73) Mengklaim bahwa penguasa sekarang identik dengan 
politik adu domba oleh partai politik dalam konflik KPK 
versus Polri 
(74) Mengklaim bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala Negara 
tidak serius menangani masalah klasik ‘Cicak vs Buaya’ 
(KPK vs Polri)  
(75) Menyoroti keterkaitan konflik KPK dan Polri dengan upaya 
pengalihan isu atas persoalan lainnya seperti 
perpanjangan kontrak Freeport, pengurangan subsidi BBM, 
kenaikan tariff listrik, hukuman mati 
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(76) Mengkritik atau menyayangkan pelantikan Komjen BG 
sebagai Wakapolri oleh Presiden padahal sebelumnya 
telah banyak dipersoalkan secara moral, didemo bahkan 
dibentuk tim independen untuk menolak keputusan 
tersebut  
(77) Merasa kecewa karena ternyata calon Kapolri yang dulu 
dipertentangkan sehingga batal dilantik namun belakangan 
justeru dilantik sebagai Wakapolri 
(78) Merasa bosan dengan banyaknya permainan politik dalam 
drama konflik KPK dan Polri 
(79) Mengklaim bahwa presiden dan jajarannya sebagai 
penguasa yang tidak becus menjadi penyebab terjadinya 
kisruh atau konflik berkepanjangan antara dua lembaga 
penegak hukum yakni KPK dan Polri 
(80) Mengklaim bahwa berbagai masalah politik yang terjadi 
terutama konflik KPK dan Polri adalah hasil ciptaan atau 
rekayasa Presiden Jokowi, karena beranggapan bahwa 
Jokowi itu pandai dan dia tahu rakyat harus dibuatkan 
masalah agar tidak mencari-cari masalah 
(81) Mengkritik kinerja Pemerintah yang telah berjalan selama 
11 bulan namun hasilnya hanya melahirkan banyak 
masalah seperti kegaduhan partai politik, masalah PSSI, 
konflik KPK dan Polri, pernyataan yang saling tabrakan, 
Menteri kritik Presiden, Menko menantang Wapres, rupiah 
melorot.  
 
Uraian sejumlah isi pesan opini tersebut mengisyaratkan bahwa 
perbincangan netizen yang kontra kepada Pemerintah secara umum 
terbagi ke dalam fase pra pengambilan keputusan dan pasca 
penentuan sikap – tindakan dan keputusan Presiden atas 
penyelesaian konflik politik antara KPK dan Polri. Sebelum adanya 
keputusan yang jelas atas langkah nyata solusi konflik tersebut, 
banyak netizen melancarkan serangan opini kepada Pemerintah 
(terutama Presiden) yang bukan saja melontarkan pesan kritik dan 
kecaman namun juga ujaran kekecewaan dan kebencian atas sikap 
dan perilaku Presiden. Demikian pula setelah Presiden membuat 
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keputusan, kalangan netizen tetap memperbincangkan pertentangan 
terhadap isi keputusan dan hasilnya atas penyelesaian konflik politik 
antara KPK dan Polri.    
Fenomena dari perbincangan netizen yang kontra kepada 
Pemerintah tersebut adalah adanya kecenderungan perbincangan 
untuk mengaitkan konflik politik antara KPK dan Polri dengan 
berbagai permasalahan lainnya yang multidimensional dan 
multikompleks, bahkan para netizen cenderung lebih 
mengedepankan sikap emosional daripada sikap rasionalitas dalam 
menggeneralisasi berbagai persoalan yang timbul yang semuanya 
dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Fenomena lainnya 
bahwa, nuangsa kepentingan politik termasuk ego dan dendam 
warisan Pilpres sangat jelas tersirat dalam berbagai isi pesan 
perbincangan netizen, sehingga perbincangan yang bernuangsa 
pemutarbalikan fakta dan fitnah tak terhindarkan.    
c. Analisis Perbandingan Pro - Kontra terhadap Pemerintah 
Keseluruhan perbincangan netizen yang tertera pada Tabel 5.5 
dan Tabel 5.6 dengan jelas mengindikasikan bahwa, jumlah netizen 
yang memperbincangkan dukungan (pro) dan pertentangan (kontra) 
terhadap Pemerintah adalah sebanyak 141 kali perbincangan 
netizen, dengan perbandingan 41 (29,1%) : 100 (70,9%). Dengan 
demikian, kebanyakan netizen lebih memilih atau tertarik 
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memperbincangkan pertentangan terhadap Pemerintah daripada 
mendukungnya. 
Mencermati secara seksama, terjadinya perbincangan yang pro 
dan kontra terhadap Pemerintah di media sosial twitter terkait konflik 
politik KPK versus Polri sulit dilepaskan dari beberapa hal, yaitu :  
(1) Kalangan netizen yang beropini pro terhadap Pemerintah 
disebabkan : Pertama, adanya kepercayaan yang terbangun 
sejak dari awal terhadap figur, personalitas, integritas moral, 
kompetensi serta kepemimpinan Presiden Jokowi; Kedua, 
kalangan netizen tersebut berusaha untuk sabar dan realistis 
dalam mempelajari, mengamati dan menilai konsistensi 
Presiden Jokowi dalam menjalankan sikap – sikap dan 
strategi politiknya; Ketiga, kalangan netizen menaruh empati 
dan simpatik terhadap Presiden Jokowi atas berbagai hinaan, 
cemoohan, fitnah, dan ronrongan dari berbagai pihak; 
Keempat, kalangan netizen telah memiliki penilaian tersendiri 
terhadap kemampuan Presiden Jokowi dalam mengatasi 
berbagai persoalan khususnya masalah konflik KPK dan 
Polri.  
(2) Kalangan netizen yang terlibat dalam perbincangan yang 
kontra terhadap Pemerintah disebabkan : Pertama, telah 
terbangun opini sejak awal dari warisan dendam, 
kekecewaan dan pertarungan Pilpres; Kedua, adanya 
kecenderungan untuk memanfaatkan konflik politik KPK 
versus Polri sebagai momen untuk mengeluarkan semua 
perbincangan negatif yang bermuara kepada Pemerintah 
khususnya Presiden Jokowi dan Ketum PDIP; Ketiga, adanya 
motif dan kepentingan politik tertentu untuk melakukan 
propaganda dan provokasi politik guna mempengaruhi opini 
publik terhadap Pemerintah 
(3) Terjadinya perbincangan pro – kontra terhadap Pemerintah 
dalam konflik KPK dan Polri lebih disebabkan oleh konflik 
kepentingan, dan perbedaan cara pandang dalam melihat 
kepentingan lebih luas.  
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4. Opini Publik yang Pro dan Kontra terhadap Lembaga Penegak 
Hukum/ Peradilan, Lembaga Politik (DPR, Partai Politik), Lembaga 
Pertahanan Keamanan (TNI) dan Media 
Berdasarkan hasil penelitian, selain perbincangan pro – kontra 
terhadap KPK, Polri dan Pemerintah di media sosial twitter terkait 
konflik politik, juga ditemukan sejumlah perbincangan yang pro-kontra 
terhadap Lembaga Penegak Hukum/ Peradilan, Lembaga Politik/ DPR, 
Partai Politik, Lembaga Pertahanan Negara (TNI) serta Media, 
sebagaimana tertera berikut.  
Tabel 5.7 Opini/ Perbincangan Netizen yang Pro terhadap Lembaga 
Peradilan, Lembaga Pertahanan, DPR dan Media 
 
Opini Publik yang Pro- 
No Publik Netizen 
(User twitter) 
Konten Perbincangan 
1 @daengpinrang / 
Ardiansyah Khairul  
(Tgl 11/2/2015) 
Selamatkan KPK dari org2 yang ingin menjatuhkan 
KPK. KPK musuh koruptor. Saatnya TNI punya andil 
dlm penegakn hukum dlm kisruh KPKvsPOLRI. 
2 @republikaonline/ Republika 
co.id (Tgl 16/2/2015) 
#PROKONTRA IHarian Republika (16/2/2015) – “MA 
Bisa Batalkan Praperadilan (Halaman 8) 
#Budigunawan. #KPKvsPolri.  
3 @Angry_Magpie/ Angry 
Magpie 
(tgl 18/2/205) 
Maybe #KPKvsPOLRI hasn’t ended : KPK needs 
SupremeCourt to overturn Jaksel Court rulin to close 
legal loophole, can’t do w/o continuing BG case 
4 @Infomojimar / Mojimar 
Snack (1/5/2015) 
#KPKvsPOLRI @ilc_tvonenews kalo ga bisa 
didamaikan, panggil aja TNI biar diajari nasionalisme 
dan rasa malu. Thanks  
5 @detikislam/ Detik Islam 
(6/5/2015) 
#TNI Siap Sumbang Penyidiknya ke #KPK 
goo.gl/fb/K6XQMR #nasional #news #headline #korupsi 
#kpkvspolri #polri 
6 @detikislam/ Detik Islam 
(9/5/2015) 
Yang Akan Direkrut #KPK Adalah Para Jenderal #TNI 
goo.gl/fb/1R6/QUn #nasional #news #headline 
#kpkvspolri  
sumber : media online, 2015 
 
Tabel 5.7 menunjukkan bahwa perbincangan netizen mengenai 
dukungan (pro) terutama ditujukan kepada TNI dan Mahkamah 
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Agung (MA) yang dinilai sebagai alternative untuk mencegah 
terulangnya konflik KPK dan Polri serta untuk mendukung KPK 
dalam menghadapi praperadilan. Kalangan netizen 
memperbincangkan dukungannya kepada TNI untuk terlibat dalam 
pemberantasan korupsi melalui pelibatan sejumlah anggotanya 
sebagai penyidik ke dalam KPK. Dengan cara itu maka diharapkan 
Polri dan jajarannya tidak lagi bisa seenaknya mengkriminalisasi KPK 
setiap kali ada anggotanya menjadi tersangka kasus tipikor.  
Kalangan netizen juga memperbincangkan dukungannya 
kepada MA untuk membantu KPK dalam pemberantasan korupsi 
dengan cara mengevaluasi dan membatalkan putusan praperadilan 
Komjen Budi Gunawan dari Pengadilan Jakarta Selatan. Dengan 
cara itu maka KPK tetap dapat melanjutkan proses hukum kepada 
setiap pejabat tinggi atau anggota Polri yang terlibat kasus KKN.   
Selanjutnya perbincangan netizen yang kontra terhadap 
lembaga peradilan, lembaga politik dan media dapat dilihat berikut.  
Tabel 5.8 Opini/ Perbincangan Netizen yang Kontra terhadap Lembaga 
Peradilan, DPR dan Media 
 
No Publik Netizen 
(User twitter) 
Konten Perbincangan 
1 @eskh89/ Eskha Rezdy 
(tgl 10/2/2015) 
@katayossi : Oi…Oi aitaka ta aitaka ta @sudjiwotedjo : 
Apa yg akan sering dikatakan hakim bila JKT48 jd saksi 
praperadilan KPK vs Polri?  
2 @adehilansyah/ kang ahli 
(tgl 11/2/2015) 
4.Praperadilan BG, sejenak kita lepaskan kisruh KPK vs 
Polri dari aspek politis, murni dicermati dr aspek hukum  
3 @beladenta / Beladenta Amalia 
(tgl 11/2/2015) 
I don’t know, but it’s getting annoyed me. Berita seputar 
KPKvsPOLRI & banjir Jakarta melulu, Apa Indonesia 
hanya Jakarta aja? 
4 @noka_wibowo/ Noka Wibowo 
(tgl 11/2/2015) 
Headline trending news masih #Banjir Jakarta, kedua 
diduduki #KPKvsPOLRI dari berbagai media 
5 @MakassarHot / Makassar Kota Hakim disuap #BudiGunawan diterima, semua 
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Hot (tgl 15/2/2015) #Koruptor akan melakukan hal yang sama.. Horeee 
#KPKvsPOLRI 
6 @From-Ravenclaw/ Ardhay 
Radclife  (Tgl 16/2/2015) 
Pembacaan Putusan Praperadilan “BG” di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. #SaveKPK. #KPKvsPolri.  
7 @ShandyLuo / Shandy Lopulisa 
(Tgl 16/2/2015) 
BG menang praperadilan… lumpuh sudah penegakan 
korupsi! #KPKvsPOLRI 
8 @Rahmat_Suhendra / Rahmat 
Suhendra (16/2/2015) 
Hukum di Indonesia sudah seperti hukum rimba. 
#KPKvsPOLRI 
9 @DeniSoprijal / Deni Soprijal 
(16/2/2015) 
#KPKvsPOLRI sidang praperadilan BG dikabulkan PN 
JakSel 
#KPKvsPOLRI dikabulkan gugatan praperadilan BG, 
Koruptor menang. 
10 @hudattamimi/ Hud Attamimi (Tgl 
16/2/2015) 
@Iwan Piliang7 @enny_endah #kpkvspolri…kenyataan 
dalam survey oleh lembaga Survey kredibel,  DPR dan 
Polri urutan teratas tdk dipercaya! 
 
11 @candysatrio / Candy Satrio 
(16/2/2015) 
Hidup Koruptor RT @akhda 11:00 AM #TerhitungHariIini 
#KorupsiItuLegal #AsalBerjamaah#KPKvsPOLRI 
12 @pemudaberdikari/ DHARMA 
GUNAWAN (Tgl16/2/2015) 
Ini baru kejahatan yang super sistematis 
#PraperadilanBG #KPKvsPOLRI #savekpk 
@PintarPolitik 
13 @INAMILIK 
Allah (Tgl16/2/2015) 
Dalam penetapan BG sebagai tersangka ada 
kepentingan politik juga/ saat putusan preperadilan pun 
ada politik juga#KPK vsPOLRI 
14 @ShaputraHengky / Hengky 
Shaputra 
(Tgl16/2/2015) 
Mau jadi apa Indonesia? Bukanya bersama 
menegakkan hukum di Indonesia, malah saling 
membalas dendam satu dg yg lain.. #KPKvsPOLRI 
15 @sapr4ji / Sapraji (17/2/2015) Perang dunia baru dimulai #KPKvsPOLRI  
16 @ya2nk_dheophe/ Yayang Usman 
(17/2/2015) 
#KPKvsPOLRI #Hakim Bodrek 
17 @leooonarrrd/ Leonardus 
(17/2/2015) 
BG mau bebas di praperadilan trus pake hakim Sarpin 
deh yang rekam jejaknya udah pasti BOBROK 
#KPKvsPOLRI 
18 @DeasyRch / Deasy Rachmawati 
(17/2/2015) 
@KPKvsPOLRI Gimana mau menang di praperadilan, 
wong pernyataan salah satu & bbrpa saksi ahlinya 
malahan memperkuat pihak pemohon?? 
19 @MasMakoto / Soetarto 
(17/2/2015) 
Masih didominasi #KPKvsPOLRI, putusan Sarpin, tren 
batu akik, eksekusi gembong narkoba, dan entah 
20 @WijayaDewantara/ Wijaya 
Dewantara (17/2/2015) 
Menanti episode selanjutnya # Sarpin #KPKvsPOLRI   
Saksikan di bioskop2 kesayangan anda …# Sarpin 
#KPKvsPOLRI   
21 @endhaxcv/ Yudha  
(17/2/2015) 
#KPKvsPOLRI KPK kalah di prapradilan… negeri 
sarang tikus ….koruptor berkuasa 
22 @om_tcai / arief zulad (17/2/2015) Media seharusnya memberikan fakta, bukan 
memprovokasi, #KPKvsPOLRI 
23 @conan_idn /Conan _IDN 
(17/2/2015) 
#Kita bikin rame RT @Isnaforever : jegal menjegal 
#KpkvsPolri 
24 @ Isnaforever /Nuna 
Gunner(17/2/2015) 
Jegal menjegal #KpkvsPolri 
25 @rolisurya / Roli bin Rozali HSB 
(17/2/2015) 
Di TV yg muncul itu itu aja Ntah mana yg salah ntah 
mana yg benar Pande pande menyikapinya lah 
26 @Jennygo_ / Jenny Go 
(17/2/2015) 
Caprk baca berita ttg #KPKvsPOLRI melulu, semua 
sama saja, egois, dendam, punya kepentingan, trus Pak 
Presiden @jokowi_do2 kemana? 
lanjutan 
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27 @farahwardani / Farah Wardani 
(17/2/2015) 
Ilfil berat dengan perkembangan berita #KPKvsPOLRI 
#SaveKPK 
28 @monicalove/ Hasnaning Monica 
A (17/2/2015) 
Trending topic sekarang itu #KPKvsPOLRI  …oh 
negeriku …aku rindu kedamaianmu 
29 @trifky1 / PANJI NUSANTARA 
(17/2/2015) 
Janganlah hanya KPKvsPOLRI yg jadi trendtopic 
ingatlah “Rakyat Indonesia” msh banyak yg kelaparan. 
30 @arya_Ccungkring / Arya Cules 
(17/2/2015) 
Bosan dengan polemic di negeri ini, krisis moral sdg 
terjadi. Bosan dengan politik. #KPKvsPOLRI 
31 @AzheppD / Asep Iswanto 
(17/2/2015) 
Mau dibawa kemana negeri ini, dipidana para penegak 
hukum malam saling bertikam #KPKvsPOLRI 
32 @risdaNurshifa / Nurshifa 
(17/2/2015) 
Mngikuti prkembangan berita di tv skrg sdh ga ada 
bedanya dgn nonton sinetron atau film india. 
#KPKvsPOLRI #KPKDanRakyat 
33 @sonni_vox/ sonic VSF Jr 
(18/2/2015) 
Msyarakat dipertontonkan drama lokal !? #KPKvsPOLRI 
#Jokowi ChooseWho :): )** 
34 @inovey / irma novianti  
(18/2/2015) 
Negeri penonton. Indonesia kini. Mana jujur mana 
bohong #KPKvsPOLRI  
35 @Fuad_Damiri / FUAD DAMIRI 
(18/2/2015) 
@IMS_NET. Para penegak hukum. Baik buruknya 
Negara ini anda bisa menentukannya. STOP mainan 
musuh-musuhannya#KPKvsPOLRI 
36 @Ichigo_falah / F_ust. Hotun Naim 
(18/2/2015) 
Lembaga tinggi di negara kok berseteru? Gimana 
dengan rakyatnya? 
#KPKvsPOLRI 
37 @ciReboncorner / ciRebon CorNer 
(18/2/2015) 
Melihat video ini youtube. com/watch ?v=dTi_3w, jadi 
miris, dua lembaga negara mngabaikan amanat rakyat 
(saya rakyat) #KPKvsPOLRI 
38 @iylaalala / LalaMufidah 
(18/2/2015) 
Ketawa aja lihat komedi politik di negeriku… #miris 
#KPKvsPOLRI #saveKPK 
39 @Alfatika_Novia / Alfatika10 Kalo para penengak hukum pada debat dan saling 
menyalahkan..lalu rakyat harus bela yang mana? 
#KPKvsPOLRI 
40 @SantriAlArifin / YOGA 
PRASETYA (18/2/2015) 
Menurut saya, di zaman sekarang yang benar belum 
tentu menang, yang salah belum tentu kalah. 
41 @mintulkutimin / Yasmin baisa 
(18/2/2015) 
Seharusnya yg mau jadi mentri di tes kebohongan pake 
alat pendeteksi kebohongan nyak, biar ga susah gini 
#KPKvsPOLRI 
42 @ahbuch/ Ahmad Buchori  
(Tgl 19/2/2015) 
Tu kan, masalah blom selesai RT @Metro Tv : 
Desmond : Komisi III tidak akan memproses Badrodin 
Haiti.@BILLY KOMPAS. #SaveKPK #KPKvsPOLRI.  
43 @Kabar95/ CatatanLorcasz 
(Tgl 19/2/2015) 
Rumah Pengacara Pimpinan KPK Diteror Bom.bit.ly/ 
1zq1RgG. #KPKvsPOLRI 
44 @TKutandi /Republik Cemen 
(Tgl19/2/2015) 
Bisa jadi tuh lihat hasil praperadilan”@CNN Indonesia. 
#KPKvsPOLRI: Jalan Buntu Pemberantasan 
Korupsi?.cnn.id/33345” @Pintar Politik 
45 @zeptyanpho/ Zeptyan pho 
hetfield 
(Tgl 20/2/2015)  
#KPKvsPOLRI Ketika Hukum Hanya Menjadi Mainan 
Para Politikus Pecandu Kedudukan ?!! 
46 @andreansyah/ Andreansyah 
(Tgl 20/2/2015)  
Ketika hukum hanya menjadi mainan para Politikus 
pecandu kedudukan ?!! #KPKvsPOLRI 
47 @Dwitina_yuni / Yuni Dwitina 
(21/2/2015) 
Maka kemanakah para wakil yang menjanjikan 
menyuarakan suara rakyat @MataNajwa #KPKvsPOLRI 
#kapolripilihanjokowi 
48 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
(24/2/2015) 
Sumber malapetaka #hukum#indonesia dmpak 
#praperadilan kasus BG #Kompas TV #kpkvspolri 
#kasus #kriminalisasi penghancuran #kpk 
lanjutan 
150 
 
49 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
(26/2/2015) 
 
Bencana hukum #praperadilan krn #sarpin hakim 
rekayasa perkara dengan keputusan yang salah atas 
perkara #kpkvspolri tangkap sarpin hakim bermasalah 
50 @AWChuz / LareAngon 
(26/2/205) 
KIH maruk kemenangan, mabuk menang, lupa koalisi 
pemerintah mestinya bekerja keras #demirakyat 
tegakkan hukum. Malah bikin ruyam KPKvsPOLRI 
51 @aldo tobing / Aldo Fabian Di 
Maria (27/2/2015) 
Tp paling tidak oknum-oknum DPR yang terlibat dana 
Siluman itu nisa mengajukan praperadilan, gampang 
#KPKvsPOLRI #AHOKvsDPRD 
52 @JefryMartin / Jefry M Siburian 
(1/3/2015) 
Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia 
maya??? Apakah berita begal tersebut hanya untuk 
bahan pengalihan dari masalah2 kpkvspolri 
53 @alief001/ Alief (1/3/2015) Ck ck ck ck ck Tak Terima Dikritik, Hakim Sarpin 
Polisikan Dua Dosen Unand via @detikcom 
tyniurl.com/ob515xk #budigunawan #kpkvspolri 
54 @mhianogejhe/ Mhia Syam 
(5/3/2015) 
Pusing nonton berita,, semuax mencari lawan,,, 
kpkvspolri ahokvsdprd kikisumovsdamian…Rindu 
siaran2 yg berbobot… 
55 @opik_2159/ taufik ismail N 
(5/3/2015) 
Rek baleg kumaha Indonesia teh ai sagala teu kompak 
mah, kpkVSpolri, polisiVSTNI, anggota dewan pasea, 
dijamin ancur tah 
56 @ichupp/mardiansyah (5/3/2015) Orang yg benar disalahkan, orang yg salah dibenarkan, 
orang yg munafik dipercaya sedangkan orang yg jujur 
didustakan #KPKVSPOLRI, #AHOKVSDPRD 
57 @UtomoHady/ OOOOH 
INDONESIAKU (8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak 
didukung pemerintahan & @Denialma7 @Jims_Ng 
@kandargalang @khoirul_ahmad @Pintar Politik. Dollar 
tinggi, beras mahal, LPG langka, kisruh KPKvsPOLRI. 
semua bkn urusan joko 
58 @fimnews / Forum Indonesia 
Muda 
(8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak 
didukung pemerintahan & DPR. UU No.30 Tahun 2002 
tentang KPK merupakan bentukan pemerintah dan DPR 
59 @SriNurwahyuni R/ Sri 
Nurwahyuni (15/3/2015) 
Berita yang lagi hangat di Tv? ahokvshajilulung, 
kpkvspolri, narapidana yg akan ditembak mati,  itu j ku 
tau. ask.fm/bp2miopg 
60 @AldoSubkhanJ / AldSubhaJ 
(13/32015) 
#Begal #KisruhGolkar #KPKvsPOLRI adalah isu yang 
sengaja dipelihara oleh elit Politik guna mengecoh 
perhatian terhadap kegagalan ekonomi 
61 @mariaantono / tggrakyatbergerak 
(14/3/2015) 
@titimargana @politikline @rajawaliNKRI 
@bersuara_rakyat #tidak, penguasa skrg, identik dgn 
adu domba (partai, KPKvsPOLRI) 
62 @GitaParamithaZ / Gita P Zettira 
(22/4/2015) 
Berantem-berantem, ujung-ujungnya BG JADI 
WAKAPOLRI. Sue bgt sih. Untung gw gak terlalu 
ngikutin beritanya. #KPKvsPOLRI 
63 @dekupu / DESTIANA 
(tgl 1/5/2015) 
Wow!! Bener2 keadaan yg menguras emosi. 
KPKvsPOLRI. Jadi penasaran dengan sistem hukum di 
IND. Perlu belajar nih. 
64 @Rossy_78/ Amelia Rosita Dewi 
(tgl 1/5/2015) 
@kompascom. Novel Baswedan Sedang Tangani 
Kasus Suap Kader PDIP kom.ps/AFrwHF”msih 
KPKvsPolri muaranya selalu banteng yah 
65 @choirull / Choirul Anam 
(1/5/2015) 
Penegak hukum kisruh, mafia hukum merajarela 
#KPKvsPOLRI 
66 @intansudibjo/ Intan Sudibjo 
(8/5/2015) 
Kejagung mulai periksa berkas Novel Baswedan 
IIntaNews. buff.ly/1KQjyx2. #Novel Baswedan 
#KPKvsPOLRI  
lanjutan 
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67 @Andi_waluya/ Buronan Mertua 
(tgl 16/7/2015) 
Kasus #KPKvsPOLRI ini pasti pengalihan isu kabar 
perceraian #NasarVsMusdalifah. Ketebak banget. 
 
Tabel 5.8 menunjukkan bahwa perbincangan netizen mengenai 
pertentangan (kontra) terutama ditujukan kepada : Pertama, 
Lembaga Peradilan yang menangani dan memenangkan 
praperadilan calon Kapolri yang dijadikan tersangka kasus tipikor 
oleh KPK. Kalangan netizen mempersoalkan dikabulkannya 
permohonan praperadilan tersangka kasus tipikor yang menjadi 
calon Kapolri. Netizen menilai bahwa hakim (Sarpin) yang 
menangani praperadilan dan memenangkan pihak pemohon tersebut 
telah menciderai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 
Netizen mempersoalkan Kejaksaan Agung yang ikut membantu Polri 
dalam memproses kriminalisasi terhadap penyidik KPK.   
Kedua, perbincangan netizen mengenai pertentangan (kontra) 
terhadap media, karena media dianggap banyak menyajikan berita 
yang membosankan, mempropaganda dan memprovokasi. Media 
seringkali menjadikan konflik KPK dan Polri sebagai trending topic 
yang terus diulang-ulang serta tidak memberikan pendidikan politik 
yang baik kepada masyarakat serta mengalihkan isu berbagai 
persoalan lainnya; Ketiga,  pertentangan terhadap lembaga politik 
(DPR, partai politik serta politikus) karena dianggap turut ambil 
bagian dalam memperkeruh konflik politik antara KPK dam Polri, 
bahkan dinilai banyak terlibat dalam permainan kepentingan politik 
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yang menghambat penyelesaian konflik politik yang melibatkan 
kedua penegak hukum tersebut.  
5. Opini Publik yang Netral  
Kalangan netizen atau pengguna media sosial twitter, selain ada 
yang menunjukkan sikap opini yang pro dan kontra, ada pula yang 
berusaha untuk berada ditengah-tengah atau bersikap moderat atau 
netral dalam beropini. Dari hasil penelitian, beberapa opini publik di 
media sosial twitter yang tergolong moderat atau netral tersebut dapat 
diuraikan berikut.  
Tabel 5.9 Opini/ Perbincangan Netizen yang Netral 
No. Publik Netizen (User twitter) 
Konten Perbincangan 
1. @AndreRedArrow/ Alam (tgl 
14/2/2015) 
Semoga kisruh antara KPK dan POLRI segera berakhir  
2. @MuhsinLahajji / Inspirasi & 
Cinta 
#BatmanVSuperman #KPKvsPOLRI menangan mana? 
3. @AGUmelar45 / Agum 
Gumelar 
Mengenai #KPKvsPOLRI, masing-masing intitusi harus 
intropeksi diri. Itu awal dari penyelesaian konflik antar kedua 
ini kerap terjadi. 
4. @ferlyvestia Geluuut wae paak paak…!!! #KPKvsPOLRI 
5. @susant_dwis Aaaaak… Lihat breakingNews kasssgeeet pak jero wacik 
ditahan KPK -_- perasaan pada saling tahan gituh ya..ciee 
kpkvspolri masih berlanjut..haha 
6. @dj__noegroho / djamitko 
noegroho 
Baru timbang badan aja udah kayak Tarung…! #KPKvsPolri 
7. @feryzonkesuma / Dektrit 
Feryzon #JC 
Silahkan kelahi #KPKvsPOLRI biar makin rame 
8. @dva_t / Tanti Dwi Another old case hunter, big guys wont stop until small man 
down on their knees #KPKvsPOLRI #NovelBaswedan 
#politicdrama 
9. @budbrata / mangbud #KPKvsPOLRI rauwisuwis. Ngopi dulu, bro. wilujeng buburuh 
day… 
10. @NcyFarizalls / NCY Klo susah tidur gini suka kepikiran KPKvsPOLRI, apa 
kabar?? *Langsungngantuk* 
11. @ichupp / mardiansyah Orang yg benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan, 
orang yg munafik dipercaya sedangkan orang juju 
didustakan. #KPKvsPolri,AhokvsDPRD 
12. @inisiatorAksi / Sospol BEM 
KM UNMUL 
Diskusi mala mini lumayan a lot. Kami disini bersama kawan 
kawan tak mau hanya terkukung pada polemic KPKVSPOLRI 
yang kini sepertinya terkesan basa-basi. 
13. @JefryMartin / Jefry M Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia maya??? 
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Siburian Apakah berita begal tersebut hanya untuk bahan pengalihan 
dari masalah2 kpkvspolri 
14. @sosusanto / Surya Oetomo 
Susanto 
The most interesting fight is not #kpkvspolri but @basuki_btp 
vs #DPRDDK. We all support you Pak Ahok!! 
15. Iyanokedonk / iya sopiyan Menilai konfilk #KPKvsPOLRI anggap saja seperti tawuran 
anak sekolah..simple kan.. 
16. @jaidiyusuf / Jaidi Yusuf 
(jay’s) 
Nusa bangsa jangan mau di adu domba ! #kpkvspolri 
17. @olgabilyraffi / OLV @neosepik @TKP_RI @JackArkaan @M4ngU5il mudah2an 
msalah antar KPKvsPOLRI cepat selesai, ke2 lembaga it 
menjlnkan tugasx seadil-adilx, it mauq 
18 @andyaron / A. Aron Coba tebak. Ketika hukum menjadi kendaraan politik, dan 
politik mengendarai hukum. Apa yang terjadi? #KPKvsPOLRI 
19. @edychai / Edy Chandra @PartaiSosmed tdk peduli tukang pagar mau makan rumput 
atu tidak. Yang penting bs membangun pagar yg tidak makan 
tanaman. #KPKvsPOLRI 
20. @yosunoku / Yogi Suwarno Sebetulnya siapa mengkriminalkan siapa? #KPKvsPOLRI 
21. @supotokuwi / Armadillo Semoga bpk @jokowi_do2 dpt menyelesaikan 
#gonjangganjing #KPKvsPOLRI ini. 
22. @trifky1 / PANJI 
NUSANTARA 
@endisutarto KPKvsPOLRI dianggap sudah selesai, saatnya 
membicarakan ‘Kesejahteraan Rakyat’ sembako semakin 
mahal. 
23. @SalmanMardira / Salman 
Mardira 
Ini sudah masuk tahun kambing, tahun mencari kambing 
hitam dibalik kisruh KPKvsPOLRI dll. 
24. @fazrury /  fazrury Kita sebagai suatu wajihah, hrus belajar dr drama 
KPKvsPOLRI.. bgaimana ternyata, “jaket” itu terlalu 
diagungkan, hanya membuat perpecahan 
25. @markusdsurya / Markus 
Suryaatmadja 
Gimana nasib AS dan BW kalo sampe masuk ya? Pasti ga 
bolehin mandi #kpk #KPKvsPOLRI #kapolri 
26. @de_erlangga / Derry 
Erlangga 
Lieurrrr politik di Indonesia! Klo POLRI salah ya dihukum. 
Begitu juga KPK. Jgn jadi Hukum Berat Sebelah.. *katanya 
negara Hukum #KPKvsPOLRI 
27. @Fudhul2 / Fudhul2 Merah putih berkibar kembali.. bangsa bergerak lagi 
#KPKvsPOLRI #indonesia 
28. @mnursholeh / M Nur Sholeh Dan masih saling lapor melapor siapa yang salah, ada yg 
salah, kasus ini salah, dst. #KPKvsPOLRI 
29. @Q_ntet / Q Menang jadi arang kalah jadi abu hehe #KPKvsPOLRI 
30. @itemkuitemic / Al Item Yg terjadi skrg BUKAN #KPKvsPolri. 30% unsur KPK 
anggota Polri. Ini #PerangBintang antara calon Kapolri 
bermasalah vs KPK yg istiqomah. 
31. @Agung_cant0na / 
agungcantona 
Yg berkuasa yg menang #KPKvsPOLRI 
32. @Ridhuan420 / Ridwan 13 #KPKvsPOLRI Gue megang dishub , haha 
33, @mintulkutimin / Yasmin 
baisa 
Seharusnya yg mau jadi mentri di tes kebohongan pake alat 
pendeteksi kebohongan nyak, biar ga susah gini 
#KPKvsPOLRI 
34. @SantriAlArifin / YOGA 
PRASETYA 
Menurut saya, di zaman sekarang yang benar belum tentu 
menang, yang salah belum tentu kalah. 
35. @tiar_pvt / bahtiar #KPKvsPOLRI “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di 
seberang lautan terlihat” 
36. @Anna3581K / Anna K Saya, sbg rakyat hanya bisa sorak sorai ketika segalanya 
berjalan sesuai keinginan hati, & mencaci ketika terjadi 
sebaliknya #KPKvsPOLRI 
37. @sonni_vox / sonic VSF Jr Masyarakat dipertontonkan drama local..?! #KPKvsPOLRI 
lanjutan 
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#JokowiChooseWho :) :) 
38. @nurimaulids / ahmad 
santausa 
Panggung politik Indonesia semakin panas, tak sampai akal 
unt analisis #entah siapa yang mencekik. Entah siapa yang 
dicekik #KPKvsPOLRI 
39. @Wida16504269 / W’Da van 
delan 
Ada apa dg INDONESIA ku? #kpkvspolri 
40 @inovey / Irma novianti Negeri penonton. Indonesia kini. Mana jujur mana bohong 
#KPKvsPOLRI 
41. @faiswidi / WidiArianto Yang mengetahui kebenarannya hanya sang pencipta 
#kpkvspolri 
42. @yusuf_sigi / yusuf sigi #ILKsaveindonesia mungkinkah ada pihak yg sengaja 
menciptakan konflik antara KPKvsPOLRI unt memuluskan 
kepentigan pribadi…?? 
43. @cimenk_ilham / ilham abdi 
putra 
Kpkvspolri? Udah damai aja kenapa. Malu diliat rakyat. Kalo 
mau berantem silah kan ke ring tinju. 
44. @agungigon / agungigon 
(17/2/2015) 
Sudah saatnya rakyat kembali ingatkan pemimpin yg salah 
#KPKvsPOLRI 
45. @amed_jow / amed Gampang saja sebetulnya ngadepin tikus2, cicak2 dan 
buaya2 ini… dinosaurus nya mesti turun langsung alias 
rakyat… #KPKvsPOLRI 
46. @Lex77 / Tom Alex Brags Apapun argumentasi dgn pertanyaan “kenapa..” di polemic 
#KPKvsPOLRI gak bakal ada pihak yg GAK bs jwb dgn 
keyakinan tindakan nya benar 
47. @trifky1 / PANJI 
NUSANTARA 
 Janganlah hanya KPKvsPOLRI yg jadi trendtopic ingatlah 
“Rakyat Indonesia” msh banyak yg kelaparan. 
48. @WijayaDewantara / Wijaya 
Dewantara 
#KPKvsPOLRI semestinya bias di netralisir dari awal..lagi2 
problem ketegasan.. #Sarpin hanya pemeran pengganti… 
49. @soerjodarmodjo / r soerjo Berpikir tidak memihak membuat anda bisa bicara lbh bebas 
dan ringan serta lbh obyektif #KPKvsPOLRI #KPKDanRakyat 
#KPK 
50. @joe_joky / joko budianto Ad yg mendukung KPK ada pula yg mendukung POLRI, 
hanya tinggal di perhitungkan pengolahan massa nya saja 
jgn sampai ada pertikaian #KPKvsPOLRI 
51. @joe_joky / joko budianto Langkah yg diambil presiden akan menentukan keberlanjutan 
drama ini #KPKvsPOLRI 
52. @monicalove99 / Hasnaning 
Monica A 
Trending topic sekarang itu KPKvsPOLRI..oh negeri ku.. aku 
rindu akan kedamaianmu 
53. @IndiHikam / Indi Hikami Sependek pengamatan saya, kasus Bibit dan Chandra masih 
lebih jernih daripada yang ada saat ini. #KPKvsPOLRI 
54. @tsuhardday Bkn perseturuan antar dua instansi. Hanya pembersihan org2 
dari rezim lama di ganti org2 baru #KPKvsPOLRI 
55. @Rolisurya / Roli bin Rozali 
Hsb 
Di tv yg muncul itu-itu aja. Ntah mana yg salah ntah mana yg 
benar. 
Pande-pande menyikapinya lah.. #kpkvspolri 
56. @Dimas_Lambe / Dimas 
Lambe 
Siapa yang akan jadi pahlawan kali ini? #KPKvsPOLRI 
#DontTrustAnyone ‼! 
57. @Muhammad_Yusrul / 
Muhammad Yusrul 
Kalau begini kan kesannya jadi balas dendam. 
#KPKvsPOLRI 
58. @iylaalala / Lala Mufidah Menurut saya adil itu ketika BG nggak dilantik dan proses 
hokum pada komisioner KPK dilanjutkan. Hahaha. So simple 
#KPKvsPOLRI 
59. @om_tcai / arief zulad Media seharusnya memberikan fakta, bukan memprovokasi. 
#KPKvsPOLRI 
60. @om_tcai / arief zulad Biarlah yang berwenang yang bertindak #KPKvsPOLRI 
lanjutan 
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61. @indra_mahyudi / indra 
mahyudi 
Hentikan konflik ini kpkvspolri, kalian sama kuat dan sama 
pentingnya untuk ibu. 
62. @Arisgugun / Aris Gugun 
Ghazali 
Begitu terlihat..siapa yang kuat akan pegang rahasia besar 
maka dia yang menang.. #KPKvsPOLRI 
63. @Apipudien15 / Ahmad 
Apipudin 
Polemic yang tak kunjung usai #KPKvsPOLRI 
64. @rianmihel / Waiting Hope Polemic #KPKvsPOLRI, siapa menang sapa kalah..sekarang 
sudah terjawab! 
65. @inisiatorAksi / Sospol BEM 
KM UNMUL 
Kami akan menunggu, mengkaji dan mengawasi. Mau 
dikemanakan dan diapakan kasus #KPKvsPOLRI ini. 
66. @hasanpurnama20 / Hasan 
Purnama 
Pendapat saya @Jokowi_Presiden harus secepatnya kasih 
keputusan masalah kisruh #KPKvsPOLRI 
67. @Ndhaa_96 / Nahenda Kapan berakhir situasi seperti ini, tidak bisakah kita saling 
berpelukan #KPKvsPOLRI 
sumber : media online, 2015 
 
 
Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sejumlah netizen di media sosial 
twitter berusaha mengarahkan perbincangannya kepada upaya untuk 
melihat persoalan konflik politik antara KPK dan Polri dengan cara 
tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, tidak terjebak 
kepada sikap yang menyalahkan pihak – pihak tertentu baik 
Pemerintah, KPK, Polri, lembaga peradilan, lembaga politik, lembaga 
pertahanan keamanan maupun media. Diantara netizen, ada yang 
semata-mata menyampaikan harapannya kepada semua pihak dan 
atau melancarkan kritik kepada semua pihak dengan tidak berpihak 
sehingga opininya tidak menimbulkan masalah.  
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B. Dampak Politik yang Ditimbulkan oleh Konflik Politik Antara KPK 
dan POLRI Terhadap Partisipasi Netizen di Media Sosial Twitter 
Sebelum menguraikan pembahasan ini, terlebih dahulu disajikan 
skema berikut untuk memudahkan dalam pembahasan dan analisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflik Politik Antara KPK dan Polri 
Dampak 
Partisipasi Netizen di Media Sosial Twitter 
Dampak Positif Dampak Negatif 
1. Terbukanya ruang dan akses partisipasi 
politik publik atau masyarakat dalam 
beropini melalui media sosial terkait 
konflik KPK dan Polri 
2. Terbukanya ruang dan akses partisipasi 
politik publik dalam proses pengambilan 
keputusan melalui media sosial terhadap 
penyelesaian konflik politik KPK dan Polri 
3. Terbukanya ruang dan akses partisipasi 
politik publik dalam proses check and 
balance melalui media sosial terhadap 
KPK, Polri dan Pemerintah serta DPR 
4. Intensitas komunikasi politik masyarakat 
melalui perbincangan/ ujaran di Media 
Sosial Twitter 
5. Berkembang luasnya fungsi dan peran 
media sosial sebagai sarana komunikasi 
politik, berpartisipasi politik dan 
berdemokrasi 
6. Berkembangnya demokrasi dan 
pendidikan politik 
1. Meningkatnya polemik pro dan 
kontra terhadap konflik politik 
KPK, Polri dan Pemerintah 
2. Media sosial rentan menjadi 
arena ujaran kebencian 
terhadap pihak-pihak atau 
lembaga yang berkonflik 
maupun pemerintah  
3. Media sosial rentan 
disalahgunakan untuk 
menyerang pihak-pihak atau 
lembaga yang berkonflik (KPK, 
Polri) maupun pemerintah  
4. Berkembangnya berbagai opini 
public di media sosial akan 
menyulitkan pemerintah dalam 
mengambil keputusan dalam 
penyelesaian konflik politik 
5. Media sosial rentan menjadi 
arena propaganda dan 
provokasi negatif yang memicu 
masalah dan konflik politik baru. 
Analisis dan Simpulan 
Gambar 5.1 Skema Pembahasan Dampak Opini Publik 
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Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan pembahasan dan 
analisis terkait dampak positif dan negatif dari partisipasi publik (netizen) 
melalui media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri. 
1. Dampak Positif 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa 
dampak positif yang timbul dari partisipasi sejumlah publik netizen 
melalui media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri, 
sebagaimana diuraikan berikut. 
a. Terbukanya ruang dan akses partisipasi politik publik atau 
masyarakat dalam beropini melalui media sosial terkait konflik 
poltik KPK dan Polri 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 4.1, Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 
serta Lampiran) menunjukkan bahwa, ada sangat banyak netizen 
yang aktif mengambil bagian dalam perbincangan menggunakan 
media sosial twitter untuk mengemukakan opini atau pendapat atau 
pandangan dalam merespon, mengkritisi ataupun memberikan 
masukan terkait konflik politik antara KPK dan Polri. Walaupun 
kalangan netizen terjadi pro kontra dalam menyikapi konflik politik 
kedua institusi penegak hukum tersebut, namun secara umum 
mereka menunjukkan hal yang positif karena bersedia meluangkan 
waktu untuk memberikan pendapat politik (political opinion) terhadap 
permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara serta berpemerintahan khususnya dalam 
berpenegakan hukum. 
Mencermati lebih jauh dan seksama, konflik politik antara KPK 
dan Polri terjadi mulai tanggal 10 Januari Tahun 2015 hingga tanggal 
26 Januari Tahun 2015, telah berkembang jumlah perbincangan 
(tweet) di media sosial twitter (lihat Lampiran 1A) seperti 
digambarkan pada grafik berikut. 
 
Sumber : media online Tahun 
2015 
Gambar 5.2 
Perkembangan Jumlah Perbincangan (Tweet) di Media Sosial Twitter 
Terkait Konflik KPK dan Polri Tahun 2015 
 
Data pada grafik tersebut menunjukkan bahwa pada bulan 
Februari Tahun 2015, terjadi lonjakan pembicaraan sebanyak 420 
tweet di media sosial twitter yang menyangkut konflik politik antara 
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KPK dan Polri, namun kemudian pada bulan Maret berkurang 
menjadi 51 tweet atau perbincangan, dan terus berkurang menjadi 13 
tweet pada bulan April. Namun pada bulan Mei, jumlah perbincangan 
di media sosial terkait konflik KPK dan Polri kembali mengalami 
peningkatan menjadi 48 tweet, yang selanjutnya kembali turun 
secara drastis menjadi 5 tweet dan 6 tweet pada bulan Juni dan Juli. 
Walaupun jumlah pembicaraan sejak bulan Agustus hingga 
Desember mengalami stagnasi, namun perbincangan mengenai 
masalah konflik politik antara KPK dan Polri tersebut tetap 
berlangsung dan intens di media sosial twitter.      
Partisipasi masyarakat khususnya para netizen mengemukakan 
opini publik terkait konflik politik antara KPK dan Polri di media sosial 
ternyata berkembang setelah terjadinya rentetan kronologis konflik 
tersebut dari tanggal 10 Januari hingga 26 Januari 2015. 
Perbincangan (tweet) mulai marak terjadi sejak tanggal 10 Februari 
Tahun 2015 hingga tanggal 5 Desember Tahun 2015. Perbincangan 
tersebut memucak pada bulan Februari kemudian secara turun 
drastis jumlahnya pada bulan – bulan berikutnya. Dengan demikian, 
walaupun jumlah perbincangan semakin berkurang dari bulan ke 
bulan, namun interval waktu perbincangan tersebut tergolong cukup 
lama karena berlangsung selama satu tahun.    
Kalangan masyarakat pengguna media sosial twitter, walaupun 
tidak semuanya ikut beropini terkait konflik politik antara KPK dan 
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Polri, namun jumlah netizen berpartisipasi mengalami peningkatan. 
Hal ini berarti media sosial twitter menjadi sarana bagi sebahagian 
masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya dan ekonomi 
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai partisipasi poliltiknya dalam 
mengemukakan aspirasi politik. 
Partisipasi poliltik kalangan netizen dalam mengemukakan opini 
atau pendapat atau pandangan politik semakin terbuka luas yang 
juga berarti bahwa kepedulian terhadap masalah – masalah politik 
menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat, dan hal itu tentu 
memberikan manfaat atau dampak positif bagi peningkatan 
partisipasi masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam 
memecahkan masalah – masalah yang ada khususnya masalah 
konflik politik antara KPK dan Polri. 
Ragam opini yang muncul di media sosial twitter terkait berbagai 
hal yang memiliki hubungan dengan konflik politik antara KPK dan 
Polri dengan jelas mengindikasikan bahwa adanya banyak publik 
yang terlibat secara langsung dalam memperbincangkan masalah 
konflik politik tersebut. Konflik yang melibatkan dua institusi penegak 
hukum tersebut dipandang sebagai sebuah masalah politik yang 
klasik dan krusial sehingga menimbulkan keprihatinan banyak publik. 
Publik bukan hanya merasa khawatir terhadap KPK dan Polri namun 
juga khawatir terhadap nasib penegakan hukum dan pemberantasan 
KKN di Indonesia. Publik khawatir terhadap situasi politik yang kian 
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gaduh dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Publik khawatir terhadap perilaku oknum 
elit politik, oknum politikus dan oknum penegak hukum yang 
mempertontonkan perilaku ketidakdewasaan dalam berpolitik 
maupun dalam menyikapi konflik politik antara KPK dan Polri. Publik 
khawatir terhadap peningkatan eskalasi konflik politik dan permainan 
kepentingan politik yang sudah melampaui batas-batas kewajaran 
dan irrasional. Publik khawatir terhadap drama permainan konflik 
politik yang berkepanjangan dan menyita banyak perhatian serta 
menguras banyak energi dan perdebatan politik yang dikhawatirkan 
akan menyebabkan banyak masalah krusial lainnya terabaikan oleh 
Pemerintah. Dan berbagai kekhawatiran lainnya.  
Akumulasi kekhawatiran itulah yang mendorong banyak individu 
dan kelompok publik khususnya para pengguna media sosial twitter 
(para netizen) terlibat langsung (berpartisipasi) mengambil bagian 
atau peran di dalam meramaikan perbincangan di media sosial twitter 
terkait konflik politik antara KPK dan Polri. Mereka berusaha 
mengungkapkan pandangan/ pendapatnya masing-masing melalui 
pesan singkat yang ditulis dalam 140 – 200 karakter serta 
menggunakan simbol hastag #KPKvsPolri serta ragam pesan seperti 
#SaveKPK, #SavePolri, #SaveIndonesia, #Jokowikita, dan lain 
sebagainya.           
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Menganalisis lebih jauh, sebelum adanya media sosial twitter, 
warga masyarakat belum sepenuhnya memperoleh ruang dan akses 
untuk mengambil bagian atau peran dalam mengemukakan opini 
atas berbagai isu-isu politik nasional dan lokal. Warga masyarakat 
hanya bisa menerima berita dan informasi secara sepihak dari media 
konvensional seperti televisi, radio, surat kabar dan sejenisnya, 
namun tidak dapat mengemukakan opini sebab media konvensional 
tersebut tidak menyediakan ruang bagi terjadinya dialog interaktif 
bagi masyarakat luas. Dan, kalaupun ada acara atau program 
tayangan dialog interaktif, tentu bersifat terbatas. Oleh karena itu, 
dengan adanya media sosial twitter maka warga masyarakat 
khususnya para netizen memperoleh keleluasaan untuk 
mengemukakan opini pribadi secara bebas dan langsung.  
Sebelum adanya media sosial twitter, kebanyakan warga 
masyarakat hanya bisa vakum dan menjadi penonton berita dan 
informasi yang ditayangkan oleh media konvensional. Namun setelah 
adanya media sosial twitter yang mudah diakses melalui internet baik 
melalui komputer maupun melalui handphone, maka terbuka peluang 
bagi para netizen untuk memenuhi hak-hak azasinya untuk beropini 
secara langsung dalam merespon, menyoroti, mengkritisi, 
memberikan saran, ataupun sekedar ikut meramaikan perbincangan 
publik di media sosial twitter. 
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Para pengguna media sosial twitter (netizen) mengembangkan 
seni berpartisipasi dan seni beropini tersendiri dalam keikutsertaan 
atau keterlibatannya secara langsung dalam mengemukakan 
pendapat, mengungkapkan perasaan, serta menunjukkan sikap 
terhadap situasi konflik politik antara KPK dan Polri melalui media 
sosial twitter. Mereka melatih diri dan mengembangkan keterampilan 
dalam menggunakan pilihan kata secara selektif dan efisien sebab 
media sosial twitter membatasi jumlah kata yang harus ditulis dalam 
bentuk pesan singkat yakni maksimal 140 – 200 karakter. Mereka 
belajar memilih kosa kata yang tepat dan efektif dalam 
menyampaikan pesan opininya agar mudah dimengerti oleh 
kalangan netizen lainnya.   
Media sosial twitter yang merupakan media pribadi bagi setiap 
penggunanya, memberikan ruang dan akses seluas-luasnya dan 
sebebas-bebasnya bagi setiap netizen untuk ikut terlibat langsung 
dalam perbincangan politik khususnya yang menyangkut konflik 
politik antara KPK dan Polri. Mereka bebas mengungkapkan 
perasaan, fikiran – fikiran, ide-ide atau pendapat serta sikap terhadap 
permasalahan konflik politik tersebut. Mereka bebas mengemukakan 
kritik dan saran, ataupun ikut meramaikan perbincangan politik terkait 
konflik politik antara KPK dan Polri dengan segala uneg-uneg, 
pandangan, bahkan sindirian sekalipun.    
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Perbincangan yang awalnya hanya dimulai oleh beberapa orang 
netizen, kemudian berkembang menjadi perbincangan yang lebih 
luas yang semakin banyak melibatkan banyak netizen, dan hal itu 
tentu semakin menambah gairah atau motivasi mereka untuk ikut 
ambil bagian guna meramaikan perbincangan politik terkait konflik 
politik antara KPK dan Polri, Mereka senang terlibat secara langsung 
dalam berbagai perbincangan terkait konflik politik tersebut, serta 
proaktif mengikuti perkembangan berita dan informasi serta 
merespon berbagai opini dari kalangan netizen lainnya. 
Media sosial twitter memberikan ruang dan akses seluas-
luasnya serta menjadi motivator dan fasilitator serta pembangun 
pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat luas atau para netizen 
untuk berpartispasi aktif dan berkontribusi politik melalui pengajuan 
pendapat atau gagasan yang positif dan konstruktif, sehingga 
Pemerintah, KPK dan Polri dapat merasa terbantu dalam 
menyelesaikan perselisihan dan permasalahannya. Dengan 
demikian, sistem politik yang demokratis dan budaya politik 
partisipatif mengalami peningkatan melalui penggunaan sarana 
media sosial twitter. 
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya 
penggunaan media sosial twitter semakin memberikan ruang dan 
akses bagi banyak publik pengguna twitter (para netizen) untuk 
terlibat langsung berpartisipasi dalam perbincangan terkait konflik 
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politik antara KPK dan Polri. Keterlibatan banyak publik netizen 
dalam perbincangan konflik politik tersebut dengan jelas 
mengindikasikan adanya manfaat atau dampak positif yang baik 
dalam berpartisipasi politik. Partisipasi politik yang merupakan hak 
asasi setiap individu warga Negara sangat sesuai dengan kapasitas 
media sosial twitter sebagai media pribadi bagi warga masyarakat 
biasa dalam mengaktualisasikan hak-hak dan kebebasannya dalam 
berpendapat atau beropini. Hal ini juga berarti bahwa sistem dan 
proses politik dari konflik poltik KPK dan Polri membuka ruang dan 
akses bagi banyak publik untuk berpartisipasi politik lebih luas dalam 
beropini melalui media sosial. 
b. Terbukanya ruang dan akses partisipasi politik publik dalam 
proses pengambilan keputusan politik melalui media sosial 
terhadap penyelesaian konflik politik KPK dan Polri 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 serta 
Lampiran) bahwa kalangan pengguna twitter atau netizen dari 
berbagai latar belakang sosial (terutama pendidikan, profesi atau 
pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan lainnya) dan latar belakang 
ekonomi proaktif mengemukakan opini melalui media sosial sebagai 
upaya untuk mengambil bagian secara langsung maupun tidak 
langsung dalam proses pengambilan keputusan politik khususnya 
menyangkut penyelesaian konflik politik antara KPK dan Polri.  
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Mencermati secara seksama, konflik politik antara KPK dan 
Polri dimulai sejak pertengahan Januari Tahun 2015, dan selama 
bulan tersebut drama konflik benar-benar mengemuka dan menjadi 
trending topic di berbagai media. Drama konflik politik tersebut terus 
berlanjut hingga beberapa bulan berikutnya, yang ditandai oleh aksi-
aksi penggeledahan kantor KPK, tindakan – tindakan penangkapan 
dan kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK, serangan 
politik oleh politisi di DPR dan partai politik tertentu terhadap KPK, 
drama praperadilan calon Kapolri yang menjadi tersangka kasus 
tipikor, aksi-aksi demonstrasi pro dan kontra, pembentukan tim 
independen oleh Presiden, pemberitaan media yang intens dan 
propaganda politik, serta proses penundaan keputusan politik atas 
penyelesaian konflik politik tersebut. Selama berbulan-bulan, 
masyarakat atau publik dipertontonkan oleh media terutama media 
televisi drama konflik politik yang berkepanjangan, berlarut-larut, 
membingungkan, memiriskan, menggelikan, menyedihkan, 
membosankan serta tidak mendidik.  
Drama konflik politik (KPK versus Polri) yang berlangsung 
selama berbulan-bulan tanpa penyelesaian yang jelas itulah yang 
membangkitkan kesadaran politik dan mendorong banyak publik 
(pengguna twitter atau netizen) untuk terlibat secara langsung 
mengambil bagian atau peran dalam memperbincangkan, 
mengungkapkan atau mengemukakan ide-ide fikiran atau gagasan, 
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pendapat atau pandangan, masukan dan saran yang positif dan 
konstruktif melalui media sosial twitter kepada pihak-pihak yang 
berkompeten khususnya Pemerintah/ Presiden guna penyelesaian 
konflik politik tersebut.    
Para netizen mempunyai kesempatan (ruang dan akses) untuk 
berperanserta atau berpartisipasi dalam memperbincangkan opini 
atau gagasan pemikiran serta saran dalam proses pengambilan 
keputusan terkait penyelesaian konflik politik antara KPK dan Polri 
sebab konflik politik tersebut berkepanjangan dan berlarut-larut, 
menimbulkan berbagai polemik pro dan kontra yang berkepanjangan, 
bahkan konflik politik tersebut menjelma menjadi suatu drama politik 
yang panjang. Selain itu, media konvensional khususnya televisi dan 
surat kabar sudah jauh menayangkan berita – berita dan informasi 
yang tidak berimbang, membosankan, membingungkan, bahkan 
cenderung semakin memprovokasi dan tidak sesuai dengan fakta 
serta tidak memberikan pendidikan politik yang baik.  
Ruang dan akses terbuka lebar bagi para netizen untuk 
berpartisipasi di media sosial twitter dalam memperbincangkan ide 
pikiran atau gagasan pemikiran serta saran bagi proses pengambilan 
keputusan sebab konflik politik antara KPK dan Polri tidak kunjung 
mendapat penyelesaian yang jelas dan konkrit oleh Pemerintah 
khususnya Presiden dan pihak-pihak terkait lainnya. Media 
konvensional khususnya televisi dan surat kabar terus menerus 
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menjadikan konflik politik antara KPK dan Polri sebagai trending topic 
yang menyebabkan banyak berita dan informasi lainnya sulit diakses 
oleh publik.      
Kalangan netizen terlibat langsung menulis pesan singkat yang 
berisi pendapat dan saran kepada Pemerintah khususnya Presiden 
untuk mengambil keputusan dan tindakan guna menghentikan, 
mengakhiri atau menyelesaikan kisruh politik antara KPK dan Polri. 
Diantara netizen, ada yang menyarankan agar Presiden segera 
mengambil keputusan untuk melantik Kapolri, namun banyak pula 
yang menyarankan agar membatalkan pelantikan tersebut serta 
melindungi KPK. Ada yang menyarankan agar Presiden segera turun 
tangan atau bertindak agar konflik politik tersebut tidak berlarur-larut 
dan berkepanjangan, ada yang menyarankan agar keputusan yang 
diambil oleh Presiden lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, 
bangsa dan Negara, bukan berpihak kepada kepentingan kekuasaan 
dan partai politik, bahkan ada yang menyarankan agar Presiden 
segera mengeluarkan Perppu atau Keppres atau semacamnya, dan 
berbagai jenis, sifat dan bentuk saran lainnya.   
Kalangan netizen juga terlibat dalam perbincangan ide fikiran 
dan saran kepada Polri, KPK, lembaga politik (DPR dan Partai 
Politik), politikus, lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan, 
dan media dalam penyelesaian konflik politik yang melibatkan KPK 
dan Polri. Ada yang menyarankan agar KPK dan Polri segera duduk 
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bersama, ada yang menyarankan agar semua pihak segera 
menghentikan drama pertikaian politik yang membingungkan dan 
menyediakan tersebut.   
Ada banyak dan beragam masukan pendapat dan saran 
pertimbangan yang diperbincangkan oleh kalangan netizen di media 
sosial twitter yang ditujukan kepada Pemerintah, Presiden, Polri, 
KPK, DPR, Partai Politik, politikus, lembaga peradilan dan media 
guna penyelesaian konflik politik yang melibatkan KPK dan Polri. 
Semua masukan pendapat dan saran pertimbangan tersebut tentu 
menjadi sesuatu yang sangat berharga dan berguna bagi 
pengambilan keputusan – keputusan politik dalam penyelesaian 
kisruh, pertikaian atau konflik politik tersebut.  
Kalangan pengguna twitter atau netizen dari berbagai latar 
belakang sosial (terutama pendidikan, profesi atau pekerjaan, usia, 
jenis kelamin, dan lainnya) dan latar belakang ekonomi proaktif 
mengemukakan opini melalui media sosial sebagai upaya untuk 
mengambil bagian secara tidak langsung guna memberikan kritikan 
dan saran serta dukungan bagi proses pengambilan keputusan politik 
khususnya menyangkut penyelesaian konflik politik antara KPK dan 
Polri. 
Jumlah netizen yang terus meningkat dari waktu ke waktu 
dalam mengemukakan opini, masukan, saran pertimbangan melalui 
media sosial twitter juga berarti bahwa partisipasi politik publik 
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mengalami peningkatan dalam proses pengambilan keputusan 
melalui media sosial terhadap penyelesaian konflik politik KPK dan 
Polri. Baik KPK, Polri maupun Pemerintah termasuk DPR tentu akan 
memperoleh banyak masukan dari masyarakat dalam mengambil 
kebijakan atau keputusan dan tindakan untuk mengatasi atau 
menyelesaikan konflik politik antara kedua lembaga penegak hukum 
yang sedang bertikai.  
Menganalisis lebih jauh, keterlibatan kalangan netizen dalam 
perbincangan mengenai ide-ide fikiran, gagasan, pendapat, masukan 
dan saran pertimbangan tersebut, tentu menjadi suatu kepuasan 
tersendiri bagi mereka karena telah ikut mengambil bagian dan peran 
di dalam berkontribusi hasil – hasil pemikiran yang baik dan 
konstruktif. Mereka tentu merasa senang dan bangga dapat 
mengaktualisasikan gagasan – gagasan pemikiran politiknya melalui 
media sosial twitter sebab mereka yakin dapat dibaca oleh 
Pemerintah, Presiden dan pihak-pihak lainnya yang terkait.    
Kalangan netizen merasa bebas dan leluasa mengungkapkan 
ide-ide fikiran, gagasan, pendapat atau pandangan politik, masukan 
dan saran pertimbangan politiknya terkait konflik politik antara KPK 
dan Polri, sehingga mereka merasa ikut berperan dan berkontribusi 
dalam membantu Pemerintah maupun pihak – pihak terkait di dalam 
menyelesaikan permasalahan politik tersebut.  
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Kalangan netizen merasa ikut bertanggung jawab dan terlibat 
secara emosional serta tidak ingin melihat drama konflik politik antara 
KPK dan Polri berlarut-larut atau berkepanjangan serta terus 
menerus menjadi tontonan yang membingungkan, menyedihkan, 
memiriskan, menggelikan, membosankan, serta tidak mendidik, 
sehingga mereka berusaha meluangkan waktu untuk mengirimkan 
pesan singkat yang berisi saran konstruktif melalui media sosial 
twitter dengan harapan bahwa Pemerintah maupun pihak – pihak 
terkait dapat membaca dan menjadikannya sebagai bahan 
pertimbangan.  
Kalangan netizen mempunyai ruang dan akses di media sosial 
twitter untuk mengungkapkan perasaan – perasaan politik dan 
kesadaran politiknya untuk ikut berperanserta dalam membantu 
Pemerintah maupun pihak – pihak terkait dalam proses pengambilan 
keputusan guna mengatasi atau menyelesaikan drama konflik politik 
antara KPK dan Polri. Kalangan netizen memandang bahwa konflik 
politik antara KPK dan Polri adalah masalah rumit dan kompleks, 
memerlukan sikap kehati-hatian sebab tidaklah mudah untuk 
mengatasi atau menyelesaikannya. Oleh karena itu, mereka tergerak 
secara sukarela untuk berpartisipasi aktif di dalam memberikan 
masukan atau saran yang baik kepada Pemerintah maupun pihak – 
pihak terkait dengan harapan bahwa kasus konflik politik tersebut 
segera berakhir dan dapat tercipta kembali stabilitas politik.   
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Dalam perkembangannya, beragam saran pertimbangan yang 
diajukan atau dikemukakan oleh banyak publik terutama kalangan 
netizen di media sosial twitter telah ikut mempengaruhi sikap, 
tindakan dan keputusan politik Pemerintah khususnya Presiden 
maupun kedua lembaga yang bertikai serta lembaga politik dalam 
penyelesaian konflik politik tersebut. Walaupun ada pihak-pihak yang 
menilai tidak adil dan merasa kecewa atas final decision Pemerintah 
khususnya Presiden atas solusi masalah konflik politik tersebut, 
namun banyak pula yang mengapresiasi, merasa salut, senang dan 
puas atas keputusan tersebut. Selain itu, banyak kalangan atau pihak 
termasuk politisi dan pengamat politik yang tidak pernah menyangka 
keputusan politik akhir Presiden yang dinilai diluar dugaan.  
Sebahagian publik netizen merasa kecewa karena Presiden 
membatalkan pelantikan calon Kapolri yang telah disetujui oleh DPR 
dan menang praperadilan, ada pula yang menilai tidak adil dan 
kecewa atas keputusan Presiden menonaktifkan dua pimpinan KPK. 
Bahkan ada beberapa netizen yang beranggapan bahwa apapun 
keputusan Presiden tetap sama saja, dan juga ada yang 
beranggapan bahwa keputusan Presiden atas konflik KPK dan Polri 
bukanlah win-win solution, melaikan lose – win solution, atau lose – 
lose solution.  
Sebaliknya, sebahagian publik netizen lainnya merasa senang 
dan gembira karena Presiden membatalkan pelantikan calon Kapolri 
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(yang berstatus tersangka, walaupun telah menang praperadilan), 
ada pula yang mengapresiasi, memberikan hormat dan jempol, 
merasa salut serta menilai adil keputusan Presiden karena dianggap 
lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.   
Partisipasi politik publik dalam proses pengambilan keputusan 
melalui media sosial terhadap penyelesaian konflik politik KPK dan 
Polri, dengan jelas mengindikaskan bahwa media sosial menjadi 
sarana penting dan strategis untuk menfasilitasi hubungan 
komunikasi politik antara Pemerintah dan rakyatnya, ataupun antara 
masyarakat dengan lembaga penegak hukum khususnya KPK dan 
Polri. Media sosial twitter memberikan ruang dan akses seluas-
luasnya kepada warga masyarakat khususnya para netizen untuk 
berpartisipasi dalam mengkomunikasikan pendapat-pendapat, idea 
fikiran atau gagasan, masukan atau saran pertimbangan yang baik 
dan konstruktif yang dapat memudahkan Pemerintah maupun pihak 
– pihak terkait dalam membuat pilihan – pilihan dan strategi 
keputusan politik yang tepat dan benar serta tidak menimbulkan 
masalah baru.  
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa proses politik 
dari drama konflik politik (KPK versus Polri) yang berlangsung 
selama berbulan-bulan tanpa penyelesaian yang jelas dan konkrit 
oleh pihak-pihak yang berkompeten khususnya Pemerintah/ 
Presiden, telah membangkitkan kesadaran politik dan mendorong 
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banyak publik (pengguna twitter atau netizen) untuk terlibat secara 
langsung mengambil bagian atau peran dalam memperbincangkan 
masukan dan saran pertimbangan yang positif dan konstruktif atas 
proses keputusan penyelesaian konflik politik tersebut. Mereka 
secara sukarela dan bebas mengajukan pendapat atau 
mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi penguasa politik atau Pemerintah dalam 
membuat keputusan politik yang baik, tepat, efektif bagi solusi konflik 
politik tersebut.    
Keterlibatan banyak publik netizen dalam perbincangan 
pendapat dan saran pertimbangan atas solusi konflik politik KPK 
versus Polri diarahkan kepada upaya mempengaruhi keputusan – 
keputusan politik Pemerintah dan pihak – pihak terkait agar sesuai 
keinginan atau yang diharapkan. Berbagai masukan atau saran 
pertimbangan yang diperbicangkan oleh kalangan netizen di media 
sosial twitter menjadi bahan referensi yang sangat berharga bagi 
Pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti 
bahwa sistem dan proses politik dari konflik poltik KPK dan Polri 
membuka ruang dan akses bagi banyak publik untuk berpartisipasi 
politik lebih luas dalam proses pengambilan keputusan melalui media 
sosial twitter. 
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c. Terbukanya ruang dan akses partisipasi politik publik dalam 
pelaksanaan fungsi kontrol atau check and balance melalui 
media sosial terhadap KPK, Polri, Pemerintah, Lembaga 
Peradilan, DPR serta Media 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 serta 
Lampiran) menunjukkan bahwa selama terjadi konflik politik antara 
KPK dan Polri, bukan hanya meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat luas (para netizen) dalam beropini melalui media sosial 
twitter namun juga meningkatkan partisipasi politik publik dalam 
pelaksanaan fungsi kontrol atau check and balance terhadap KPK, 
Polri dan Pemerintah serta DPR melalui media sosial, yang ditandai 
oleh banyaknya penggunaan hastag #Save KPK#, #Save Polri#, 
#Save KPK-Polri# dan lainnya.  
Sebagaimana telah diketahui bahwa konflik politik antara KPK 
dan Polri bukanlah konflik biasa, melainkan konflik yang melibatkan 
oknum pejabat tinggi Negara baik di KPK maupun di Polri. Bahkan, 
konflik tersebut juga melibatkan lembaga tinggi Negara (DPR), 
lembaga politik (Partai Politik), elit-elit politik dan politikus, lembaga 
penegak hukum/ lembaga peradilan, bahkan juga media. Oleh 
karena itu, wajarlah jika konflik klasik yang berlangsung selama 
berbulan-bulan dan menjadi trending topic di berbagai media tersebut 
mendapat perhatian yang besar dari khalayak publik atau 
masyarakat luas.  
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Konflik politik klasik antara KPK dan Polri yang berlangsung 
selama berbulan-bulan menggugah kondisi psikologis, mengusik 
mental dan emosi serta membangkitkan kesadaran warga 
masyarakat khususnya pengguna media sosial twitter (para netizen) 
terlibat langsung mengambil bagian atau peran (berpartisipasi) dalam 
memperbincangkan konflik politik yang melibatkan kedua lembaga 
penegak hukum tersebut. Mereka prihatin melihat, menyaksikan 
ataupun mendengarkan berbagai sikap dan perilaku yang tidak 
terkontrol yang tidak menggembirakan – menyedihkan – memiriskan 
– mengecewakan dalam drama konflik politik tersebut.     
Kalangan netizen sadar dan sengaja terlibat langsung dalam 
memperbincangkan konflik politik yang besar dan bereskalasi 
tersebut sebab tayangan media konvensional (khususnya televisi dan 
surat kabar) secara terus menerus menyajikan drama pertikaian yang 
menyedihkan, memiriskan, mengecewakan, membosankan serta 
tidak mendidik dan cenderung semakin memprovokasi dan 
berpropaganda politik. Artinya, media konvensional dianggap ikut 
bermain kepentingan politik dalam kasus konflik tersebut.  
Drama politik dalam konflik antara KPK dan Polri yang terjadi 
sudah melampaui batas-batas kewajaran (irrasional) sebab sudah 
diwarnai aksi atau tindakan balas dendam, banyak kebohongan dan 
ketidakadilan, rekayasa dan kriminalisasi, tindakan saling 
menjatuhkan dan menghancurkan, tindakan menghalalkan segala 
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cara dengan menggunakan pasal-pasal tertentu untuk menjatuhkan 
dan menghancurkan karier oknum penegak hukum, dan lainnya. 
Kesemuanya itu mendorong kalangan netizen untuk 
memperbincangkan berbagai sikap dan perilaku para pihak yang 
terlibat dalam konflik tersebut dengan menulis pesan singkat dimedia 
sosial twitter yang menyoroti, mengkritisi, mencemooh, menyindir 
secara langsung, ataupun memberikan nasihat, dengan harapan 
bahwa sikap dan perilaku yang tidak wajar tersebut segera 
dihentikan. 
Kalangan netizen menilai bahwa konflik KPK dan Polri adalah 
masalah klasik dengan sebutan cicak vs buaya Jilid III. Dalam 
konteks tersebut, secara akal sehat dapat dikatakan bahwa pasti 
buaya yang selalu memenangkan pertarungan jika lawannya adalah 
cicak. Atas dasar itulah sehingga ada netizen yang 
memperbincangkan aspirasi politik dan fungsi control politiknya 
dengan menyarankan agar KPK merekrut komisioner atau penyidik 
dari unsur TNI saja, sehingga jika terjadi konflik atau pertarungan 
bukan lagi pertarungan cicak vs buaya tapi pertarungan singa vs 
buaya.        
Kalangan netizen terlibat perbincangan secara langsung di 
media sosial karena melihat ada tindakan kesewenangan-wenangan 
dari salah satu pihak (institusi) yang terlibat dalam konflik politik 
tersebut, ada skenario kolosal secara kolektif dan siasat licik untuk 
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menyerang dan melemahkan KPK. Walaupun beberapa netizen 
lainnya juga mencoba menyalahkan oknum pimpinan atau 
komisioner KPK. Kebanyakan netizen berusaha membuat pesan 
politik agar tindakan kesewenangan-wenangan dalam konflik 
tersebut segera dihentikan, dan agar upaya-upaya kriminalisasi 
pimpinan dan pelemahan KPK harus dilawan secara politik.   
Menganalisis lebih jauh, keterlibatan publik khususnya para 
netizen dalam perbincangan konflik politik antara KPK dan Polri di 
media sosial twitter didasari oleh adanya kesadaran politik mengenai 
hak-hak dan tanggungjawabnya untuk menyuarakan opini atau 
aspirasi politik yang sifatnya mengawasi atau mengontrol perilaku, 
keputusan – keputusan dan tindakan – tindakan Pemerintah dan 
pihak – pihak terkait agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat, 
bangsa dan Negara.  
Kalangan netizen mengemukakan pesan singkatnya di media 
sosial twitter terlibat langsung secara sukarela memperbincangkan 
sikap – sikap dan tindakan – tindakan serta keputusan – keputusan 
Pemerintah khususnya Presiden terhadap konflik politik antara KPK 
dan Polri. Diantara perbincangan netizen tersebut, ada yang 
menyoroti sikap Pemerintah khususnya Presiden yang terkesan 
membiarkan kisruh konflik politik tersebut berlarut-larut atau 
berkepanjangan, menyoroti sikap dan tindakan Presiden yang dinilai 
lambat dalam mengambil keputusan, serta mengingatkan kepada 
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Presiden untuk segera mengambil keputusan yang pro kepada 
kepentingan rakyat, bangsa dan Negara serta tidak melindungi 
koruptor. Selain itu juga memberikan dorongan moril agar Presiden 
bersikap tegas, berani, jujur, mendengarkan hati nurani dalam 
mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik politik antara KPK 
dan Polri. 
Diantara netizen juga menyoroti sikap dan tindakan sewenang-
wenang Polri terhadap KPK dan mengkriminalisasi pimpinan KPK, 
menyoroti lembaga peradilan khususnya hakim yang menangani 
praperadilan calon Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka 
oleh KPK, menyoroti perilaku politkus tertentu dan DPR yang terlibat 
lebih jauh memperkeruh situasi konflik politik yang melibatkan dua 
lembaga penegak hukum tersebut. Selain itu juga menyoroti media 
massa yang dianggap banyak menyajikan berita dan informasi yang 
tidak benar sehingga semakin membingungkan dan memperumit 
penyelesaian konflik politik tersebut.  
Kesemuanya itu merupakan bentuk check and balance yang 
dilakukan oleh para netizen melalui media sosial twitter kepada 
Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Para netizen menggunakan hak-
hak asasi dan politiknya melalui media sosial twitter untuk 
mengontrol sikap – sikap dan tindakan – tindakan serta keputusan – 
keputusan Pemerintah dan pihak-pihak terkait agar tidak 
menyimpang dari yang diharapkan.  
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Kalangan netizen tidak ingin merasa kecewa dengan sikap – 
sikap dan tindakan – tindakan serta keputusan – keputusan 
Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik politik 
antara KPK dan Polri. Mereka menginginkan agar semua pihak baik 
Presiden maupun KPK, Polri, DPR, politikus, partai politik, lembaga 
peradilan maupun media mengedepankan kejujuran dan keadilan 
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dalam 
penyelesaian konflik politik tersebut.        
Partisipasi politik publik dalam pelaksanaan fungsi kontrol atau 
check and balance melalui media sosial twitter terkait konflik politik 
antara KPK dan Polri semakin meningkat. Media sosial telah 
menjelma menjadi sarana yang digunakan oleh masyarakat luas 
untuk melaksanakan fungsi kontrolnya atau check and balance 
terhadap penguasa atau pemerintah, lembaga penegak hukum 
terutama KPK dan Polri, DPR serta media. Fungsi kontrol atau check 
and balance melalui opini publik para netizen tersebut sangat 
bermanfaat di dalam mengawasi segala kebijakan, keputusan, 
perilaku dan tindakan – tindakan Presiden, legislator, politisi, 
pimpinan atau komisioner KPK, pejabat tinggi Polri, elit-elit politik, 
DPR, media dan lainnya dalam memperlakukan ataupun 
menyelesaikan konflik politik yang melibatkan KPK dan Polri.    
Hal tersebut sejalan dengan sistem pemerintahan yang 
demokratis, yang mana check and balance antara rakyat atau 
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masyarakat dengan pemerintah atau pemimpinnya menjadi salah 
satu persyaratan ataupun indikator bagi ukuran sebuah Negara yang 
demokratis seperti Indonesia. Selama ini, fungsi check and balance 
dilakukan oleh wakil rakyat di DPR atau DPRD terhadap lembaga 
eksekutif dan yudikatif, namun dengan adanya media sosial twitter 
maka fungsi check and balance tidak lagi terbatas dilakukan oleh 
kalangan wakil rakyat melainkan telah bergeser dan banyak 
dilakukan secara luas oleh rakyat atau masyarakat dalam menyikapi 
berbagai persoalan terutama konflik politik KPK dan Polri. 
Media sosial twitter telah menjelma menjadi sarana yang murah, 
mudah dan efektif bagi rakyat atau masyarakat untuk mengoreksi 
kebijakan – kebijakan, keputusan – keputusan dan tindakan – 
tindakan pemerintah maupun aparatur penyelenggaran Negara dan 
penegak hukum. Rakyat atau masyarakat  memiliki ruang dan akses 
yang semakin luas dan mudah untuk mengambil peran atau bagian 
dalam mengawasi, mengoreksi , meluruskna ataupun mengevaluasi 
kebijakan – kebijakan, keputusan – keputusan dan tindakan – 
tindakan pemerintah maupun aparatur penyelenggaran Negara dan 
penegak hukum. 
   Media sosial twitter telah menjelma menjadi sarana 
komunikasi politik bagi rakyat atau masyarakat khususnya para 
netizen untuk ikut berpartisipasi secara politik dalam mengkritisi, 
mengoreksi, meluruskan serta mengawasi segala gerak gerik dan 
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perilaku KPK dan Polri yang terlibat konflik politik, dan juga 
melakukan check and balance terhadap Pemerintah dan kedua 
institusi penegakan hukum tersebut.   
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa berbagai 
sikap, tindakan dan perilaku yang tidak menguntungkan/ 
menggembirakan selama berbulan-bulan terjadinya drama konflik 
politik (KPK versus Polri) tanpa penyelesaian yang jelas dan konkrit, 
menjadi salah satu alasan kalangan netizen untuk terlibat 
berpartisipasi secara langsung mengambil bagian atau peran dalam 
memperbincangkan fungsi kontrol atau check and balance terhadap 
pihak-pihak yang berkompeten baik Pemerintah/ Presiden, KPK, 
Polri, DPR, Partai politik, politikus, lembaga peradilan, maupun 
media.  
Keterlibatan banyak publik netizen dalam perbincangan fungsi 
kontrol atau check and balance terhadap pihak-pihak yang 
berkompeten tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan, kesedihan 
dan kekecewaan serta kesadaran untuk mengingatkan para pihak 
yang terlibat dalam konflik politik tersebut agar berperilaku yang jujur 
dan benar serta adil dan terbuka serta menghentikan segala siasat 
licik dan tindakan kesewenang-wenangan. Selain itu, publik netizen 
juga berusaha melakukan kontrol lewat media sosial terhadap upaya-
upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK. Dengan 
demikian, maka jelaslaj bahwa sistem dan proses politik dari konflik 
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poltik KPK dan Polri memberikan manfaat atau dampak positif yakni 
membuka ruang dan akses bagi banyak publik untuk berpartisipasi 
politik lebih luas dalam proses perbincangan fungsi kontrol atau 
check and balance terhadap pihak-pihak yang berkompeten melalui 
media sosial twitter. 
d. Intensitas komunikasi politik masyarakat melalui perbincangan/ 
ujaran di Media Sosial Twitter 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 serta 
Lampiran) menunjukkan bahwa, masyarakat khsusnya para netizen 
mengemukakan beragam jenis konten pesan opini atau 
perbincangan melalui media sosial twitter selama dan/ atau pasca 
terjadinya konflik politik antara KPK dan Polri. Beragam jenis opini 
tersebut dialamatkan kepada Pemerintah, KPK, Polri, DPR, Lembaga 
Peradilan, Lembaga Politik dan Media.  
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat diagram untuk 
mengetahui konten perbincangan komunikasi politik terkait konflik 
politik antara KPK dan Polri yaitu :  
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Gambar 5.4 Diagram Perbicangan Konten Konflik Politik Antara KPK dan 
Polri 
Keterangan: 
A. Perilaku Bareskrim Polri yang dianggap konyol dan ketidakpercayaan pada 
Polri beserta jajaran dan pejabat tingginya. 
B. Politisasi kasus penyedik KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri. 
C. Penyelamatan dan dukungan politik kepada KPK (#SaveKPK) 
D. Komedi atau sandiwara politik. 
E. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK setiap kali menetapkan oknum petinggi 
Polri sebagai tersangka kasus Tipikor. 
F. Kegaduhan politik dan pelemahan KPK. 
G. Kejahatan super sistematis praperadilan Budi Gunawan. 
H. Kekecewaan terhadap pemerintah dan presiden atas pelantikan Budi 
Gunawan sebagai Wakapolri. 
I. Dampak sistemik konflik antara KPK dan Polri 
J. Perang cicak versus buaya dan masalah ketidakpercayaan terhadap Polri. 
K. Usulan pembatalan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri 
L. Dampak politik dan konflik kepentingan terhadap konflik politik KPK dan Polri 
atas program legislasi nasional dan APBNP. 
M. Dukungan politik dan penghargaan atau apresiasi terhadap presiden Jokowi 
dan keputusan politiknya dalam penyelesaian konflik politik KPK dan Polri. 
N. Kritikan politik dan cemoohan terhadap kepemimpinan pemerintahan 
presiden Jokowi atas terjadinya konflik politik antara KPK dan Polri, tuduhan 
pengalihan isu serta masalah multidimensional. 
O. Kritikan politik terhadap keputusan presiden Jokowi dalam penyelesaian 
konflik politik antara KPK dan Polri. 
P. Kritikan terhadap politisi partai politik dan koalisi partai pendukung 
pemerintah. 
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Q. Kritikan dan control, check and balance terhadap lembaga tinggi negera dan 
lembaga penegak hokum atau peradilan (KPK Polri Pengadilan). 
R. Kritikan terhadap media. 
S. Dampak konflik politik antara KPK dan Polri terhadap penegakan hokum : 
mafia politik dan hokum . 
T. Dampak konflik politik antara KPK dan Polri terhadap pola pikir masyarakat. 
U. Manfaat konflik politik antara KPK dan Polri sebagai momentum revolusi 
mental. 
V. Polemik dan adu domba. 
W. Perang bintang dan konflik politik 
X. Dukungan dan saran kepada Polri dan KPK atas penyelesaian konflik politik 
KPK dan Polri 
 
Jelaslah bahwa komunikasi politik yang dibangun atau dilakukan oleh 
para netizen terkait konflik politik antara KPK dan Polri ditujukan kepada 
pemerintah, lembaga politik, lembaga hukum, aktor politik, aktor penegak 
hukum, dan media.  Komunikasi politik tersebut mempunyai ragam sifat 
dan bentuk yakni berupa perbincangan tentang kontrol – check and 
balance, dukungan, apresiasi atau penghargaan, kritikan, penentangan, 
kontroversi, polemik, propaganda – adu domba, provokasi, kekecewaan, 
ujaran kebencian, kemarahan dan dendam, cemoohan - bualan, anjuran 
atau himbauan, serta perbincangan atau ujaran tentang saran atau 
nasihat.   
Terlepas dari perbincangan positif dan negatif tersebut, pada intinya 
dapat dikatakan bahwa keterlibatan pada netizen dalam 
memperbincangkan berbagai hal terkait konflik politik antara KPK dan 
Polri adalah merupakan representasi dari kesediaan, kemampuan, 
keinginan dan harapan, serta kesadaran politik untuk mengkomunikasikan 
pesan – pesan politik, perasaan – perasaan politik, gagasan – gagasan 
dan pandangan – pandangan politik, serta aspirasi – aspirasi politik. 
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Media sosial twitter menjadi sarana penyambung lidah dan fasilitas 
komunikasi yang menjembatani komunikasi politik antara warga 
masyarakat dengan Pemerintah. Tentu, Pemerintah dan pihak – pihak 
terkait tidak hanya diam terhadap berbagai opini publik di media sosial 
twitter, melainkan menjadikannya sebagai bahan koreksi dan masukan 
yang berharga. Walaupun Pemerintah dan pihak – pihak terkait tidak 
memberikan respon secara langsung berbagai opini publik di media sosial 
twitter tersebut atau tidak terjadi dialog secara langsung dan tidak terjadi 
komunikasi politik secara timbal balik, namun kalangan netizen cukup 
yakin dan berharap bahwa Pemerintah dan pihak – pihak terkait menerima 
pesan – pesan politik, perasaan – perasaan politik, gagasan – gagasan 
dan pandangan – pandangan politik, serta aspirasi – aspirasi politik 
mereka. Dengan demikian maka jelaslah bahwa komunikasi politik 
masyarakat melalui perbincangan/ ujaran di media sosial twitter kian 
intens.  
Menganalisis lebih jauh dan seksama, keterlibatan para publik netizen 
di media sosial twitter dalam memperbincangkan berbagai materi dan 
permasalahan politik dan hukum, dengan jelas mengindikasikan bahwa 
kalangan warga masyarakat khususnya para pengguna media sosial 
(netizen) memiliki perhatian yang besar terhadap berbagai persoalan 
politik bangsa, memiliki kemampuan untuk melihat dan memikirkan 
berbagai permasalahan politik, memiliki kemampuan untuk membangun 
dan mengembangkan komunikasi politik melalui media sosial. 
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Keterlibatan para publik netizen dalam perbincangan politik khususnya 
menyangkut konflik politik antara KPK dan Polri, dengan jelas 
mengisyaratkan bahwa komunikasi politik tidak lagi harus melalui lembaga 
politik yang ada, tidak harus melalui partai politik dan wakil rakyat di DPR, 
tidak harus dilakukan bersama dengan elit politik dan politisi, melainkan 
dapat pula dilakukan melalui media sosial twitter.  
Setiap netizen dapat melakukan perbincangan politik dimanapun dan 
kapanpun dia mau sebab media sosial twitter menjadi sarana komunikasi 
politik yang bersifat pribadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja sehingga 
menjadi efisien dan efektif dalam mengemukakan pendapat, pandangan, 
ide pikiran, gagasan – gagasan tertentu terkait suatu isu dan 
permasalahan politik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa opini publik 
di media sosial twitter telah meningkatkan intensitas komunikasi politik 
masyarakat atas berbagai isu dan permasalahan politik, khususnya konflik 
politik antara KPK dan Polri.  
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik 
(para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial twitter 
memberikan dampak positif atau manfaat yang besar dan luas bagi 
terbangunnya intensitas komunikasi politik masyarakat atas berbagai isu 
dan permasalahan politik. Publik memiliki wahana komunikasi politik yang 
baru yakni opini di media sosial, sehingga komunikasi politik tidak harus 
melalui lembaga politik (partai politik, wakil rakyat di DPR, elit politik dan 
politisi). 
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e. Berkembangnya luasnya fungsi dan peran media sosial sebagai 
sarana komunikasi politik, berpartisipasi politik dan 
berdemokrasi 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 serta Lampiran)  
menunjukkan dengan jelas bahwa media sosial twitter secara nyata telah 
memenuhi harapan publik terutama para netizen untuk melakukan 
komunikasi politik secara online atas berbagai masalah dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, berpemerintahan dan berpembangunan, serta 
berhukum dan berpolitik, khususnya masalah konflik politik antara KPK 
dan Polri yang terjadi dari tanggal 10 Januari hingga 26 Januari Tahun 
2015. Selama hampir satu tahun (dari bulan Februari hingga Desember 
Tahun 2015), media sosial twitter banyak digunakan untuk 
memperbincangkan masalah dan solusinya terkait konflik politik antara 
KPK dan Polri.  
Mencermati lebih jauh, selama terjadinya konflik politik antara KPK dan 
Polri beserta upaya – upaya penyelesaiannya, maka selama itu pula 
terjadi proses politik. Dengan kata lain, proses politik dari konflik tersebut 
berlangsung cukup lama bahkan hingga telah ada keputusan final dari 
Pemerintah/ Presiden, dan selama itu pula media sosial twitter yang 
menggunakan hastag #KPKvsPOLRI dipenuhi aneka ragam perbincangan 
dan banyak pesan-pesan politik yan ditulis secara singkat oleh para publik 
netizen. Hal ini berarti bahwa media sosial twitter telah memainkan peran 
dan fungsi sebagai sarana partisipasi politik publik untuk mengawal 
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berbagai proses politik selama dan pasca terjadinya konflik politik antara 
KPK dan Polri tersebut.   
Sistem politik dan demokrasi memberikan ruang dan akses kepada 
publik untuk menggunakan media sosial twitter dalam mengungkapkan 
perasaan dan opini, melakukan perbincangan politik, membuat pesan – 
pesan singkat dan mengemukakan pendapat – gagasan pemikiran 
dimanapun dan kapanpun saja yang berguna bagi Pemerintah dan pihak 
– pihak terkait. Media sosial twitter memberikan kemudahan kepada setiap 
penggunanya (netizen) untuk mengaktualisasikan hak-hak demokrasinya 
dan kepentingan proses komunikasi dan partisipasi politiknya. 
Publik khususnya para netizen menemukan ruang dan akses untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan – kebutuhannya atas penyampaian 
pendapat atau opini dengan berpartisipasi langsung dalam perbincangan 
politik di media sosial terkait konflik KPK dan Polri. Mereka 
berkesempatan untuk mengemukakan ide-ide fikiran atau gagasan, 
pandangan, saran dan kritik terhadap permasalahan – permasalahan 
bangsa dan Negara serta pemerintahan terutama yang berkaitan dengan 
permasalahan politik khususnya konflik politik yang melibatkan KPK dan 
Polri.  
Adanya media sosial twitter di tengah masyarakat, maka kehidupan 
demokrasi politik ikut berkembang, proses-proses politik yang melibatkan 
warga Negara semakin berkembang luas, hubungan komunikasi politik 
antara masyarakat dengan pemerintah semakin intens dan meningkat, 
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hubungan komunikasi antara KPK dengan masyarakat luas terus 
mengalami peningkatan, demikian pula hubungan komunikasi Polri 
dengan masyarakat juga meningkat. Dengan hubungan komunikasi yang 
meningkat tersebut melalui media sosial tersebut maka kesenjangan 
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisir, 
demikian pula kesenjangan komunikasi antara KPK dan Polri dengan 
masyarakat luas semakin meningkat, sehingga semakin tercipta suatu 
sikap keterbukaan atau transparansi dan saling kepercayaan juga 
meningkat.   
Kehidupan demokrasi politik dan proses-proses politik serta 
hubungan komunikasi yang yang berkembang tersebut semakin 
meningkatkan pula partisipasi masyarakat luas dalam kehidupan politik 
bangsa dan Negara terutama melalui pertuturan opini di media sosial yang 
baik dan terbuka. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi 
perkembangan sistem politik dan demokrasi dalam mengatasi aneka 
ragam permasalahan bangsa khususnya terkait persoalan konflik politik 
antara KPK dan Polri yang terus berlarut-larut. Masyarakat secara luas 
dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi politik dan 
komunikasi politik melalui media sosial sehingga dapat berkontribusi nyata 
dalam menemukan solusi konkrit terhadap konflik politik tersebut. 
Para netizen yang terlibat langsung dalam perbincangan politik di 
media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri telah 
mengembangkan suatu proses partisipasi politik yang panjang dan 
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dinamis serta intens sehingga seringkali proses politik di media sosial 
twitter lebih memanas daripada realitas empiriknya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa media sosial twitter bukan lagi sekedar sarana 
komunikasi politik melainkan telah menjelma menjadi suatu domain proses 
politik tersendiri di dunia maya yang jauh melampaui dunia nyata.  
Menarik dicermati bahwa, selama terjadinya konflik politik antara 
KPK dan Polri, pada satu sisi berlangsung proses – proses politik di DPR, 
di lembaga penegak hukum, di lembaga kepresidenan, di partai politik 
bahkan di media konvensional, dan pada sisi lain juga berlangsung proses 
– proses politik di media sosial twitter yang ditandai oleh maraknya 
perbincangan politik terkait polemik pro kontra, persepsi, aneka ragam 
pendapat dan pandangan, aneka ragam masukan dan saran 
pertimbangan, dan lainnya. 
Media sosial twitter telah menjelma menjadi suatu domain proses 
politik tersendiri yang berperan lebih luas dalam menjembatani partisipasi 
politik warga masyarakat, komunikasi politik serta demokrasi atas suatu 
isu atau permasalahan politik yang sedang menjadi perhatian publik 
secara luas seperti kasus konflik politik antara KPK dan Polri. Dengan 
demikian dapat pula dikatakan bahwa media sosial telah menjelma 
menjadi domain kekuatan politik baru bagi publik yang mempunyai 
pengaruh yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap berbagai proses politik yang terjadi di dunia nyata atau emipirik.     
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Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik 
(para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial twitter 
memberikan dampak positif atau manfaat yang besar dan luas bagi 
peningkatan fungsi dan peran media sosial sebagai sarana komunikasi 
politik, berpartisipasi politik dan berdemokrasi. Media sosial berpotensi 
dapat menggeser peran lembaga politik (terutama Partai Politik dan DPR) 
dalam berbagai proses politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat serta 
berpembangunan.  
f. Berkembangnya demokrasi dan pendidikan politik 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 serta 
Lampiran) menunjukkan bahwa kalangan netizen terfragmentasi atau 
terbagi-bagi dalam beragam pendapat atau opini ketika 
memperbincangkan masalah konflik politik antara KPK dan Polri. Diantara 
netizen, ada yang menyuarakan dukungan dan pertentangan baik kepada 
KPK maupun Polri melalui media sosial twitter, ada pula yang 
menyuarakan dukungan dan pertentangan kepada Pemerintah/ Presiden, 
lembaga dan aktor-aktor politik tertentu, lembaga dan aktor-aktor penegak 
hukum tertentu, media dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa 
kebebasan berekspresi - mengemukakan pendapat melalui media sosial 
twitter semakin lebih baik.   
Demokrasi yang pada intinya memberikan hak dan kebebasan 
kepada setiap warga Negara untuk mengemukakan pendapatnya di muka 
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umum menemukan salah satu wadahnya yakni beropini di media sosial 
twitter secara pribadi, bebas dan mandiri untuk menyikapi, merespon, 
mengkritisi, mengemukakan pandangan, memberikan saran atas suatu isu 
permasalahan terutama permasalahan dan konflik politik, termasuk konflik 
politik antara KPK dan Polri.  
Sejak adanya media sosial twitter berkembang di Indonesia, bukan 
hanya menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengguna twitter 
terbanyak dan terbesar di dunia dengan perkiraan 50 juta user twitter, 
namun juga semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
penggunaan media sosial twitter tersebut untuk tujuan komunikasi politik 
antar berbagai pihak atau elemen, terutama antara masyarakat dengan 
pemerintah beserta jajaran kelembagaannya. Hal ini berarti bahwa media 
sosial telah menjelma menjadi sarana komunikasi politik yang memacu 
perkembangan dinamika demokrasi di Indonesia.  
Media sosial telah memainkan fungsi dan peranan yang penting dan 
strategis dalam memenuhi amanat Sila IV Pancasila mengenai sistem 
demokrasi dalam bentuk musyawarah untuk mufakat, dan amanat Pasal 
28 UUD 1945 mengenai hak dan kebebasan setiap warga Negara untuk 
mengemukakan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-
Undang dan Negara. Kehidupan demokrasi, dalam arti kebebasan 
mengemukakan opini atau pendapat di muka umum, melalui media sosial 
twitter terus mengalami perkembangan. Dengan kata lain, media sosial 
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twitter telah berkontribusi besar terhadap pembangunan kehidupan 
demokrasi di Indonesia terutama selama satu decade terakhir.  
Menganalisis lebih jauh, beragam opini yang dikemukakan oleh 
banyak publik netizen di media sosial twitter terkait konflik politik antara 
KPK dan Polri diwarnai oleh beragam polemik, pro kontra, pandangan – 
pandangan yang bersifat netral, aneka ragam kritikan, aneka ragam saran 
pertimbangan atas penyelesaian konflik tersebut. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa proses demokrasi politik sedang berlangsung, 
terbangun dan berkembang di media sosial sebagai kekuatan baru dalam 
domain proses politik dan demokrasi.    
Hak dan kebebasan mengemukakan opini atau pendapat secara 
tertulis melalui media sosial juga mengisyaratkan bahwa media sosial 
menjadi sarana penting bagi publik untuk terlibat dalam kegiatan 
demokrasi politik. Dengan kata lain bahwa kehidupan demokrasi politik 
dengan hak-hak dan kebebasan beropini atau berpendapat bagi setiap 
warga Negara, tidak lagi terbatas pada jalur dan mekanisme proses politik 
yang ada, tidak lagi terbatas melalui pemilu dan kampanye, tidak lagi 
terbatas melalui partai politik dan DPR, tidak lagi terbatas pada kegiatan 
lobi-lobi politik dan lainnya. 
Publik secara luas khususnya para netizen menemukan saluran – 
saluran baru dalam berdemokrasi dan berpendidikan politik melalui media 
sosial. Artinya, ide – ide fikiran, gagasan, pandangan, pendapat, kritik dan 
saran yang ada di dalam fikiran dan benak dapat dikemukakan dengan 
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mudah, efisien dan efektif melalui media sosial, sehingga tidak terjadi 
kebuntuan opini publik. 
Kebuntuan dalam berdemokrasi dapat teratasi dengan adanya ruang 
dan akses di media sosial twitter yang memungkinkan setiap warga 
masyarakat khususnya para pengguna media sosial atau netizen untuk 
ikut berperanserta atau terlibat secara langsung dalam aneka ragam 
perbincangan politik. Keikutsertaan beropini secara sukarela ataupun 
karena dimobilisasi atau dipaksa tentu memberikan pengalaman – 
pengalaman baru bagi mereka dalam diskusi politik melalui media sosial. 
Selain itu, pengetahuan dan keterampilan dalam beropini secara tertulis 
atau menyampaikan pesan singkat semakin meningkat, demikian pula 
kepiawaian dalam pemilihan penggunaan kata atau konten pesan 
semakin bertambah. 
Media sosial twitter secara nyata telah berperan penting di dalam 
menumbuhkembangkan semangat berdemokrasi kalangan masyarakat 
Indonesia terutama para netizen yang mengambil bagian dalam beropini 
terkait konflik politik antara KPK dan Polri. Adanya aneka ragam opini 
ataupun yang disebut dengan istilah kicauan atau pertuturan, baik yang 
bersifat kontra maupun yang pro terhadap KPK, Polri dan Pemerintah, 
justeru semakin menambah semarak pendidikan politik dan komunikasi 
politik dalam berdemokrasi, sehingga kualitas demokrasi pun semakin 
meningkat terlepas daripada implikasi-implikasinya yang kurang 
menguntungkan/ menggembirakan pihak-pihak atau lembaga tertentu. 
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Pendidikan politik yang selama ini dibebankan kepada Partai Politik 
sesuai Undang – Undang Politik yang berlaku, secara perlahan tapi pasti 
dapat bergeser kepada peran media sosial dalam menyelenggarakan 
fungsi pendidikan politik tersebut. Artinya, melalui media sosial, kalangan 
masyarakat dapat saling bertukar pendapat dan berbagi informasi - 
pengetahuan tentang berbagai hal yang mencerahkan dan mendidik 
terutama yang menyangkut persoalan politik dan konflik politik beserta 
solusinya.  
Melalui media sosial, masyarakat luas dapat saling memberdayakan 
dan mendidik perilaku dan pengetahuan politik dengan belajar menyikapi 
konflik politik antara KPK dan Polri secara arif dan bijaksana, sehingga 
fungsi dan peran media sosial benar-benar dapat menjadi sarana 
pendidikan politik bagi rakyat. Dengan kata lain bahwa, rakyat atau 
masyarakat tidak perlu terlalu mengharapkan bantuan dan kehadiran 
partai politik dan para elitnya untuk memberikan pendidikan politik 
ataupun memenuhi kebutuhan pendidikan politiknya, karena kalangan 
masyarakat dapat saling memberikan pencerahan dan pendidikan politik 
satu sama lain. Bahkan, fenomena yang berkembang sejak adanya media 
sosial bahwa seringkali masyarakat-lah yang justeru memberikan 
pendidikan politik kepada kalangan politisi dan partai politik. Elit politik dan 
partai politik yang selama ini banyak mengabaikan fungsinya dalam 
pendidikan politik, justeru cenderung diambil alih oleh masyarakat luas 
terutama kalangan netizen. Dalam kasus konflik politik antara KPK dan 
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Polri, bukannya elit politik dan partai politik yang melakukan pendidikan 
politik kepada masyarakat, malahan sebaliknya juteru masyarakat luas 
(para netizen) yang banyak mengajarkan kalangan politisi dan elit politik 
serta anggota partai politik tentang perilaku politik yang baik dan benar : 
kalangan netizen-lah yang banyak mengajarkan cara menyelesaikan 
konflik politik kepada KPK, Polri dan pemerintah. 
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik 
(para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial twitter 
memberikan dampak positif atau manfaat yang besar dan luas bagi 
perkembangan kehidupan demokrasi dan pendidikan politik. Kekuatan 
baru kehidupan demokrasi dan pendidikan politik berpotensi mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan seiring meningkatnya berbagai 
permasalahan multidimensional khususnya permasalahan politik dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan, berpembangunan 
dan bermasyarakat. 
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka jelaslah dampak 
positif dari partisipasi publik (netizen) melalui media sosial twitter terkait 
konflik politik antara KPK dan Polri adalah : Pertama, terbukanya ruang 
dan akses partisipasi politik publik atau masyarakat dalam beropini melalui 
media sosial terkait konflik KPK dan Polri; Kedua, terbukanya ruang dan 
akses partisipasi politik publik dalam proses pengambilan keputusan 
melalui media sosial terhadap penyelesaian konflik politik KPK dan Polri; 
Ketiga, terbukanya ruang dan akses partisipasi politik publik dalam proses 
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check and balance melalui media sosial terhadap KPK, Polri dan 
Pemerintah serta DPR; Keempat, intensitas komunikasi politik masyarakat 
melalui perbincangan/ ujaran di Media Sosial Twitter; Kelima, berkembang 
luasnya fungsi dan peran media sosial sebagai sarana komunikasi politik, 
berpartisipasi politik dan berdemokrasi; Keenam, berkembangnya 
demokrasi dan pendidikan politik. 
 
2. Dampak Negatif 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa dampak 
negatif yang timbul dari partisipasi sejumlah publik netizen melalui media 
sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri, sebagaimana 
diuraikan berikut. 
a. Meningkatnya polemik pro dan kontra terhadap konflik politik 
antara KPK dan Polri serta Pemerintah 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 atau 
uraian pada Bagian A dan Subbagian 1 Bab V) menunjukkan bahwa 
perbincangan para netizen terkait konflik politik antara KPK dan Polri 
melalui media sosial twitter secara nyata mengalami polarisasi yakni 
pro dan kontra. Kalangan netizen, banyak yang mendukung atau pro 
kepada KPK namun ada pula yang tidak berpihak (kontra) terhadap 
KPK dan komisionernya. Demikian halnya kepada Polri, ada 
perbincangan netizen yang pro namun ada pula yang kontra. Selain 
kepada kedua lembaga penegak hukum yang terlibat konflik politik 
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tersebut, ada pula perbincangan netizen yang pro dan kontra kepada 
Pemerintah, DPR, lembaga peradilan, partai politik, dan media. 
Menganalisis lebih jauh, kalangan netizen yang pro kepada KPK 
berarti kontra terhadap Polri, demikian pula bahwa jika pro kepada 
Polri berarti kontra terhadap KPK. Kalangan netizen yang pro 
terhadap KPK dan/ atau kontra terhadap Polri karena melihat KPK 
berada dalam pusaran musuh yang mengelilinginya yang bukan 
hanya dari kalangan Polri namun juga dari kalangan politikus, DPR, 
partai politik tertentu serta lembaga penegak hukum lainnya. Mereka 
melihat bahwa KPK benar-benar ibarat seekor cicak yang sedang 
menghadapi musuh besar bukan hanya seekor buaya monster besar 
melainkan banyak atau sekumpulan monster buaya besar yang siap 
memangsa, menjatuhkan, melemahkan, mematikan dan 
menghancurkannya. Mereka menaruh simpati dan empati kepada 
KPK yang tidak berdaya melawan kekuatan politik dari kumpulan 
buaya (koruptor) besar. 
Kalangan netizen yang memperbincangkan dukungan kepada 
KPK karena secara politik mereka sadar bahwa hanya KPK –lah 
yang dapat dipercaya, diandalkan dan diharapkan dalam 
menuntaskan pemberantasan KKN di Negara yang masih tergolong 
Negara terkorup di dunia. Mereka menaruh kepercayaan serta 
harapan yang besar hanya kepada KPK, dan tidak percaya kepada 
200 
 
Polri, Kejagung dan lembaga lainnya dalam penegakan hukum 
khususnya pemberantasan korupsi.  
Sebaliknya, kalangan netizen yang pro terhadap Polri dan/ atau 
kontra terhadap KPK karena beranggapan bahwa oknum pimpinan 
atau komisioner KPK-lah yang memulai perang dan konflik dengan 
Polri, dan bahwa pimpinan atau komisioner KPK bukanlah malaikat 
dan juga bermasalah. Selain itu, dukungan terhadap Polri cenderung 
didasarkan pada alasan dan kepentingan egosektoral serta 
emosional.   
Selanjutnya perbincangan pro kontra bukan hanya kepada KPK 
dan Polri, namun juga banyak dialamatkan kepada Pemerintah 
khususnya Presiden. Kalangan netizen yang pro terhadap 
Pemerintah khususnya Presiden karena sejak dari awal telah 
menaruh kepercayaan yang besar atas figur, kepemimpinan, 
kompetensi, kemampuan, kejujuran, keberanian, dan kecerdasan 
Presiden Jokowi dalam menyelesaikan konflik KPK dan Polri. 
Sebaliknya, kalangan netizen yang kontra terhadap Pemerintah 
khususnya Presiden karena sejak dari awal sudah tidak menyukai 
kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai sebagai representasi 
dan boneka dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. 
Mencermati lebih seksama, pro - kontra terhadap Pemerintah 
khususnya Presiden dalam konflik KPK dan Polri tampaknya lebih 
dominan disebabkan oleh warisan kemenangan dan kekalahan pada 
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Pilpres Tahun 2014. Artinya, kalangan netizen yang pro terhadap 
Pemerintah adalah mereka yang memilih pasangan Jokowi – JK 
sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan kalangan netizen 
yang kontra terhadap Pemerintah adalah mereka yang memilih 
pasangan Prabowo Subiakto – Hatta Rajasa sebagai presiden dan 
wakil presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik politik antara 
KPK dan Polri berimplikasi luas kepada pertarungan politik antara 
pendukung presiden terpilih dengan mantan calon presiden yang 
kalah dalam perbincangan politik di media sosial.      
Mencermati lebih jauh dan seksama, perbincangan para netizen 
yang pro dan kontra terkait konflik politik antara KPK dan Polri 
tersebut umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik 
faktor internal maupun faktor eksternal.  
1) Faktor internal  
Secara umum, faktor – faktor internal yang mempengaruhi 
pro dan kontra para netizen dalam memperbincangkan masalah 
konflik politik antara KPK dan Polri antara lain adalah : 
(1) Perbedaan tingkat usia  
Kalangan netizen terbagi dalam kelompok usia remaja, 
dewasa muda, dewasa matang, tua. Hal ini menyebabkan 
terjadinya perbedaan pengalaman dan sikap kearifan dalam 
menyikapi, merespon, mengkritisi dan bergagasan terkait 
konflik KPK dan Polri. Kalangan netizen berusia remaja, 
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cenderung lebih banyak kontra kepada salah satunya (KPK 
atau Polri), sedangkan kalangan berusia dewasa cenderung 
bersikap moderat dalam memperbincangkan masalah konflik 
KPK dan Polri. Untuk netizen yang berusia tua, cenderung 
memperbincangkan masalah konflik tersebut dengan cara 
yang lebih elegan dan bijaksana dalam memberikan 
dukungan atau mengajukan pertentangan, ataukah lebih 
memilih bersikap netral.     
(2) Perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang politik 
dan hukum (kompetensi) 
Kalangan netizen mempunyai tingkat pendidikan yang 
beragam, ada yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA/ 
sederajat atau tamat, ada yang berpendidikan diploma, ada 
yang sarjana (S-1, magister, doktor). Perbedaan tingkat 
pendidikan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan 
tingkat pengetahuan terutama mengenai politik dan hukum, 
komunikasi politik, budaya politik, demokrasi dan lainnya. 
Implikasi dari perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan 
tersebut, tentu berimplikasi terhadap kompetensi dan 
nonkompetensi yang melahirkan pro dan kontra dalam 
masalah konflik politik antara KPK dan Polri.   
(3) Perbedaan cara pandang 
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Mencermati berbagai konten perbincangan di akun media 
sosial twitter dengan hastag #KPKvsPolri, diperoleh suatu 
gambaran bahwa kalangan netizen memiliki cara pandang 
yang beragam (pro dan kontra) terhadap konflik politik antara 
KPK dan Polri. Ada yang memandang konflik itu terjadi 
karena bermula dari oknum pimpinan atau komisioner KPK, 
namun ada pula yang melihatnya bahwa oknum petinggi Polri 
dan Bareskrim-lah yang membuat ulah dan menciptakan 
konflik. Dalam kaitan, kalangan netizen juga memiliki cara 
pandang yang berbeda mengenai keterkaitan dan peran 
pemerintah, presiden, DPR, politikus, lembaga peradilan, 
hakim praperadilan, media dan lainnya terhadap masalah 
konflik politik antara KPK dan Polri. 
(4) Perbedaan motivasi dan kepentingan 
Berbagai konten perbincangan di akun media sosial 
twitter dengan hastag #KPKvsPolri dengan jelas 
mengindikasikan adanya perbedaan – perbedaan dan 
persamaan – persamaan motivasi dan kepentingan pada 
kalangan netizen dalam memperbincangkan masalah konflik 
politik antara KPK dan Polri. Kalangan netizen, ada yang 
memiliki motif yang baik dan jujur untuk mengunggah 
perbincangan yang baik dan positif dengan tidak mencela 
dan mencemooh, tidak menghina dan memfitnah, serta tidak 
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menghakimi lembaga atau oknum aktor tertentu. Namun ada 
pula netizen yang memiliki motif yang kurang baik dan negatif 
untuk mengunggah perbincangan yang mencela dan 
mencemooh, menghina dan memfitnah, serta menghakimi 
lembaga dan pihak atau oknum aktor tertentu.  
Kalangan netizen, ada yang tidak memiliki kepentingan 
tertentu dalam mengunggah perbincangan, berusaha bijak 
dan adil dalam mengemukakan pendapat. Namun ada pula 
netizen yang terkesan memiliki kepentingan tertentu untuk 
melakukan propaganda dan provokasi tertentu, menyerang 
lembaga dan pihak atau oknum aktor tertentu dengan kata-
kata yang menyalahi asas kepatutan. Bahkan ada oknum 
netizen yang terkesan sangat berkepentingan untuk 
melampiaskan kekecewaan atas kekalahan calon presiden 
pilihannya pada Pilpres 2014 dengan cara menyerang 
pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan saat ini. 
Namun disisi lain, juga ada netizen yang berusaha membela 
pemerintah (Presiden Jokowi) guna menangkis serangan – 
serangan politik dari netizen lainnya yang masih menaruh 
dendam atas kekalahan mantan calon presiden (Prabowo 
Subiakto), sehingga pro dan kontra tak terhindarkan dalam 
perbincangan terkait konflik politik antara KPK dan Polri.     
2) Faktor eksternal 
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Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi pro dan kontra 
para netizen dalam memperbincangkan masalah konflik politik 
antara KPK dan Polri antara lain adalah : pengaruh pemberitaan 
media massa (baik media cetak maupun elektronik), adanya 
propaganda politik dan provokasi politik dari pihak – pihak 
tertentu, adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha melakukan 
adu domba dan menciptakan kekacauan – kegaduhan politik 
guna melancarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Selain 
itu, kurangnya pendidikan politik juga ikut mempengaruhi 
terjadinya permasalahan pro dan kontra tersebut.  
Terlepas dari polemik pro dan kontra tersebut serta faktor 
internal dan eksternal yang mempengaruhinya, sulit dinafikkan 
bahwa telah timbul berbagai implikasi negatif terhadap masyarakat 
luas atas berkembangnya polemik perbincangan masalah konflik 
politik antara KPK dan Polri, yakni terjadinya konflik horizontal dan 
perpecahan, masyarakat terfragmentasi atau terkotak-kotak secara 
politik dalam ragam perbincangan dan sikap. Selain itu, nilai-nilai 
persatuan, solidaritas dan kebersamaan cenderung menjadi retak 
dan tercabik-cabik sebagai akibat meningkatkan eskalasi polemik 
politik pro dan kontra terhadap perbincangan masalah konflik politik 
antara KPK dan Polri tersebut.    
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 
publik (para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial 
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twitter memberikan dampak negatif yaitu meningkatnya polemik pro 
dan kontra terhadap konflik politik antara KPK dan Polri serta 
Pemerintah. Kalangan netizen yang pro kepada KPK dan/ atau 
kontra terhadap Polri serta pro kepada Polri dan/ atau kontra 
terhadap KPK lebih disebabkan oleh masalah kepercayaan dan 
perbedaan kepentingan. Sedangkan pro - kontra terhadap 
Pemerintah khususnya Presiden dalam konflik KPK dan Polri lebih 
dominan disebabkan oleh warisan kemenangan dan kekalahan pada 
Pilpres Tahun 2014. Konflik politik antara KPK dan Polri berimplikasi 
luas kepada pertarungan politik antara pendukung presiden terpilih 
dengan mantan calon presiden yang kalah dalam perbincangan 
politik di media sosial.      
b. Media sosial rentan menjadi arena ujaran kebencian terhadap 
pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik maupun pemerintah  
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 atau 
uraian pada Bagian A dan Subbagian 1 Bab V) menunjukkan bahwa 
bukan hanya polarisasi dan polemik pro dan kontra yang terjadi, 
namun telah berkembang dampak negatif lainnya yakni munculnya 
ujaran kebencian (hate case) terutama kepada pihak atau lembaga 
penegak hukum yang terlibat konflik politik (yakni KPK dan Polri) dan 
Pemerintah.  
Perbincangan para netizen terkait konflik politik antara KPK dan 
Polri melalui media sosial twitter disertai sejumlah penggunaan teks 
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atau kata yang bernuangsa “ujaran kebencian’ yang sifatnya 
merendahkan, menghina, mencemooh dan lainnya, seperti antara 
lain :  
“ …cuma rakyat bodoh yang mau diadu domba sama pemimpin 
“kacung kompret”…” (@Rajawali NKRI : tgl 1/3/2015) 
…..wong jahat munggah pangkat … orang (yang) jahat naik 
pangkat” (@Halim_ 974: tgl 15/ 3/2015) 
…presidentstupid ..” (@surgeonhunt : tgl 1/ 5/ 2015)  
…presiden zonder ribut..” (@rsumadi: tgl 12/ 2/ 2015)   
…#presiden apa ini..” (@j_rizam : tgl 15/ 2/ 2015)   
…ulah penguasa yang tak becus (@yusuf_sigi : tgl 6/5/2015) 
…disusupi oleh orang yang menyalahgunakan 
kekuasaannya..#ManusiawiBingits. 
…Go away Mr.President #Jokowi pembohong. (@Kikngiang : 
25/5/2015) 
…..Seret Samad dan BW ke penjara (@Tweef _Raifah: 16/2/2015) 
…selama ini public terjebak dalam dua opini bahwa KPK mulia Polisi 
brengsek (@O_pripot: 16/2/2015) 
 
Ujaran kebencian dilontarkan oleh oknum netizen tertentu 
terutama kepada Presiden, Polri dan Komjen BG, KPK dan AS dan 
BW. Sejumlah ujaran kebencian yang sifatnya merendahkan, 
menghina, mencemooh menfitnah, serta memprovokasi tersebut 
turut menyertai sejumlah perbincangan terkait konflik politik antara 
KPK dan Polri, dan hal itu merupakan salah ekses negatif dalam 
perbincangan konflik tersebut.   
Menganalisis lebih jauh, kalangan netizen yang terlibat dalam 
perbincangan ujaran kebencian terhadap Polri disebabkan sudah 
sejak lama mereka menaruh ketidakpercayaan kepada intitusi 
penegak hukum tersebut, sedangkan kalangan netizen yang terlibat 
dalam perbincangan ujaran kebencian terhadap KPK disebabkan 
oknum pimpinan KPK dianggap bermasalah. Selanjutnya, kalangan 
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netizen yang terlibat dalam perbincangan ujaran kebencian terhadap 
Pemerintah disebabkan oleh adanya pengaruh warisan kekalahan 
pada Pilpres Tahun 2014.  
Perbincangan ujaran kebencian terhadap Polri, KPK dan 
Pemerintah khususnya Presiden tersebut mengindikasikan bahwa 
media sosial rentan menjadi sarana pelampiasan dendam, 
kemarahan, kekecewaan, kebencian, kedengkian serta caci maki dan 
fitnah oleh oknum netizen yang kurang memiliki kesadaran politik 
yang baik, yang memiliki emosi yang labil, yang mengabaikan etika 
dan tatakrama dalam berdemokrasi, serta mengedepankan 
egokepentingan pribadi dan golongan.     
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 
publik (para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial 
twitter memberikan dampak negatif yaitu media sosial rentan menjadi 
arena ujaran kebencian terhadap pihak-pihak atau lembaga yang 
berkonflik maupun pemerintah. Ujaran kebencian tersebut berpotensi 
menimbulkan gejolak politik yang besar jika dibiarkan atau tanpa 
pengendalian. Ujaran kebencian tersebut berpotensi memperluas 
dendam politik dan menimbulkan keretakan nilai-nilai sosial budaya 
sebagai akibat demokrasi yang kebablasan di media sosial twitter.    
c. Media sosial rentan disalahgunakan untuk menyerang pihak-
pihak atau lembaga yang berkonflik (KPK, Polri) maupun 
pemerintah  
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Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9 atau 
uraian pada Bagian A dan Subbagian 1 Bab V) menunjukkan bahwa 
perbincangan melalui media sosial twitter terkait konflik politik antara 
KPK dan Polri bukan hanya menampilkan sejumlah ujaran kebencian 
namun juga menimbulkan ekses negatif lainnya yaitu munculnya 
perbincangan yang semula ditujukan sebagai bentuk kritikan namun 
berkembang menjadi serangan politik terhadap pihak – pihak tertentu 
maupun lembaga – lembaga tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas, 
mentalitas dan kewibawaan.  
Perbincangan melalui media sosial twitter terkait konflik politik 
antara KPK dan Polri cenderung dimanfaatkan oleh oknum dan 
kalangan netizen tertentu yang memang memelihara ketidaksukaan 
(dislike) terhadap Presiden dan pemerintahannya, KPK dan 
pimpinannya, Polri dengan pejabat tinggi dan Bareskrim-nya dan 
lainnya. Namun yang paling banyak menerima serangan politik 
selama dan pasca konflik politik antara KPK dan Polri adalah 
Presiden Joko Widodo. Hal ini mengisyaratkan bahwa dendam dan 
kebencian warisan perhelatan demokrasi politik Pilpres Tahun 2014 
sangat menguat melatarbelakangi dan menyertai kalangan netizen 
melakukan perbincangan yang bertujuan untuk menyerang Presiden 
Joko Widodo beserta pemerintahannya secara politik dengan 
memanfaatkan momentum konflik politik antara KPK dan Polri 
tersebut. Serangan politik melalui perbincangan di media sosial 
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twitter tersebut dilakukan secara tersistematis, terstruktur dan massif, 
sehingga menimbulkan ekses kegaduhan politik yang lebih luas baik 
di parlemen maupun masyarakat.    
Menganalisis lebih jauh, kalangan netizen yang terlibat dalam 
perbincangan yang menyerang pihak-pihak atau lembaga yang 
berkonflik (KPK, Polri) maupun pemerintah disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai tanggungjawab 
dan etika dalam beropini publik. Mereka seolah-olah hanya 
menggunakan hak-hak demokrasinya secara bebas namun lupa 
pada tanggungjawab dan kewajibannya untuk menjaga etika dalam 
beropini politik.   
Kalangan netizen yang terlibat dalam perbincangan yang 
menyerang pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik (KPK, Polri) 
disebabkan mereka terjebak pada provokasi media (khususnya 
televisi dan surat kabar) tertentu serta propaganda-propaganda 
politik dari politikus tertentu. Sedangkan kalangan netizen yang 
terlibat dalam perbincangan yang menyerang Pemerintah dan 
Presiden disebabkan oleh masih besarnya dendam politik warisan 
Pilpres Tahun 2014.  
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 
publik (para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial 
twitter memberikan dampak negatif yaitu media sosial rentan 
disalahgunakan untuk menyerang pihak-pihak atau lembaga yang 
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berkonflik (KPK, Polri) maupun pemerintah. Serangan – serangan 
politik tersebut berpotensi menimbulkan gejolak politik yang besar 
jika dibiarkan atau tanpa pengendalian. Selain itu berpotensi 
memperluas konflik politik dan pertarungan politik yang tidak sehat 
bukan hanya didunia maya namun juga di dunia nyata.   
d. Berkembangnya berbagai opini publik di media sosial akan 
menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam 
penyelesaian konflik politik 
Temuan hasil penelitian (lihat Tabel 4.1 dan Gambar 5.3 serta 
Tabel 5.1 s/d Tabel 5.9) menunjukkan bahwa konflik politik antara 
KPK dan Polri berlangsung selama bulan Januari 2015, dan 
menimbulkan implikasi yang lebih luas yakni maraknya perbincangan 
politik yang pro dan kontra di media sosial twitter terkait konflik 
tersebut. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
perbincangan yang menyangkut tekanan, desakan, himbauan, 
dorongan, dukungan dan doa, bahkan juga ancaman, teror, 
cemoohan dan hinaan dari berbagai netizen banyak dialamatkan 
kepada Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk 
mengambil keputusan dan tindakan atas penyelesaian konflik politik 
KPK versus Polri.  
Banyak netizen memberikan opini atau pendapat yang berbeda-
beda terkait upaya dan langkah-langkah penyelesaian konflik politik 
KPK versus Polri tersebut. Misalnya, ada netizen yang menyarankan 
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agar pelantikan BG sebagai Kapolri dibatalkan namun ada pula yang 
mendesak Presiden agar segera melantik BG sebagai Kapolri. Ada 
yang menyarankan agar pimpinan KPK dilindungi namun ada pula 
yang menghendaki agar diproses secara hukum dan dinonaktifkan. 
Ada pula yang menyarankan agar Presiden menerbitkan Keppres 
atau Perppu terkait KPK dan Polri, dan, berbagai saran dan tekanan 
lainnya.  
Beragam opini (pro – kontra) melalui media sosial twitter yang 
memperbincangkan solusi atas konflik politik antara KPK dan Polri 
tersebut, tentu semakin menyulitkan Pemerintah khususnya Presiden 
dalam membuat keputusan, sebab banyak hal atau masukan serta 
kepentingan yang harus dipertimbangkan dan diakomodir. Dan, hal 
itu pula-lah yang menyebabkan Presiden Joko Widodo harus 
menunda penyelesaian masalah konflik tersebut meskipun dikepung 
oleh berbagai tekanan, desakan, himbauan, dorongan, dukungan 
dan doa, serta ancaman, teror, cemoohan dan hinaan.  
Setiap kali ditanya dan didesak oleh wartawan mengenai 
keputusan dan tindakannya untuk penyelesaian masalah konflik 
politik KPK versus Polri tersebut, Presiden Jokowi selalu mengatakan 
“ …secepatnya., secepatnya., secepatnya.,!. Publik tidak sabar lagi 
menunggu sikap, tindakan dan keputusan Presiden, namun nyatanya 
Presiden tetap menunda penyelesaian masalah konflik tersebut, 
sehingga muncul perbincangan yang tidak ragu melontarkan 
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cemoohan seperti : “Jokowi Pembohong”, Mr.President, where are 
you ?, “kacung kompret”…” (@Rajawali NKRI : tgl 1/3/2015) 
…presidentstupid ..” (@surgeonhunt : tgl 1/ 5/ 2015) …presiden 
zonder ribut..” (@rsumadi: tgl 12/ 2/ 2015) …#presiden apa ini..” 
(@j_rizam : tgl 15/ 2/ 2015)  …ulah penguasa yang tak becus 
(@yusuf_sigi : tgl 6/5/2015) dan lainnya.  
Presiden Joko Widodo, setelah sekian lama diselimuti berbagai 
saran dan desakan, akhirnya mengeluarkan keputusan politiknya. 
Namun keputusan politik tersebut diluar perkiraan banyak kalangan 
atau pihak, baik DPR, politisi, partai politik, akademisi, dan pengamat 
politik. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan 
pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri, mengajukan Komjen BH 
sebagai calon Kapolri, menonaktifkan dua pimpinan KPK (AS dan 
BW).  
Kalangan netizen dan pengamat menilai bahwa keputusan 
politik Presiden Joko Widodo tersebut berhasil lolos dari jebakan 
Batman DPR, sehingga dianggap sebagai suatu keputusan yang 
cerdas, berani, jujur dan adil, serta berpihak kepada rakyat, 
meskipun ada sebahagian kalangan yang merasa kecewa dan 
menilai bahwa keputusan tersebut bukan win-win solution melainkan 
lose – lose solution.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, 
beragam opini (pro – kontra) yang berkembang melalui media sosial 
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twitter yang memperbincangkan solusi atas konflik politik antara KPK 
dan Polri tersebut, juga berarti banyak public yang menaruh harapan 
atas penyelesaian konflik politik tersebut secara baik dan benar. 
Beragam opini yang berkembang di media sosial terkait konflik KPK 
dan Polri, meskipun pada satu sisi semakin menyulitkan Pemerintah 
khususnya Presiden dalam membuat keputusan karena banyak hal 
atau masukan serta kepentingan yang harus dipertimbangkan dan 
diakomodir, namun pada sisi lain, beragam opini tersebut menjadi 
bahan pertimbangan yang berharga bagi penyelesaian atau solusi 
atas konflik politik antara KPK dan Polri.   
e. Media sosial rentan menjadi arena propaganda dan provokasi 
negatif yang memicu masalah dan konflik politik baru 
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbincangan 
mengenai konflik politik antara KPK dan Polri di media sosial twitter 
tidak luput pula dari konten yang berisi perbincangan yang 
bernuangsa propaganda dan provokasi negatif, antara lain seperti 
berikut : 
@opiemayoz / opie 
Polisi tembak tersangka sudah biasa, yang tidak biasa klo 
tersangka tembak polisi @ilc_tvonenews #KPKvsPolri  
@ahmadbudiarto / Ahmad Budiarto 
Zebracross aja ndan yg jadi kapolrinya @fahrurozilshaq 
#KPKvsPOLRI 
@ahmadbudiarto / Ahmad Budiarto 
Jujur.. cuma satu polisi yang baik, polisi tidur #KPKvsPOLRI 
@brontak88 /#KabinetReklamasi 
Bencana hukum #praperadilan krn #sarpin hakim rekayasa 
perkara dengan keputusan yang salah atas perkara #kpkvspolri 
tangkap sarpin hakim bermasalah 
@thyo01love / Thimotius Yantori 
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@jokowi_ID @KABINETKERJA & @Pak_JK HARUS 
membatalkan pengangkatan BG sbg Kapolri sekalipun itu 
melanggar Konstitusi #KPKvsPOLRI 
@Kikngiang / Budum 
Jokowi itu pandai, dya tau rakyat harus dibuatkan masalah agar 
tidak mencari2 masalah. Lirik #PSSI #KPKvsPOLRI GO AWAY 
MR.PRESIDENT #JokowiBohong 
@yusuf_sigi / yusuf sigi 
Semakin jelas di mata public kisruh yg terjadi di ke 2 pngk 
hukum di Negri ini akibat ulah penguasa yang tidak becus 
@rajawaliNKRI / #JRBoemiPutera 
Kemarin sandiwara KPKvsPOLRI, skg AHOKvsDPRD, 
ujung2nya deal2an, cuma rakyat bodoh yg mau diadu dombah 
sama pemimpin kacung… 
@FantasticHakim / FantasticHakim 
#Jokowi tak cinta Indonesia, berenti aja jadi presiden -_- 
#KPKvsPOLRI 
@Nofia_Fitri / Novia Fitri 
Wajar para pemilih menyesali keputusan dulu, mereka telah 
berkontribusi utk sebuah #negerirekayasa #miris 
#KPKvsPOLRI #jokowiadalahmega 
…..Seret Samad dan BW ke penjara (@Tweef _Raifah: 16/2/2015) 
…………………………………………………………………………………
.. 
dan lainnya 
 
Perbincangan yang bernuangsa propaganda dan provokasi 
negatif di media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan 
Polri, terdapat atau ditemukan hampir pada semua perbincangan 
yang menyangkut ujaran kontra terhadap Polri, kontra terhadap KPK, 
kontra terhadap Pemerintah dan Presiden.  
Menganalisis lebih jauh, kalangan netizen yang terlibat dalam 
perbincangan di media sosial dengan konten perbincangan yang 
berisi propaganda dan provokasi negatif disebabkan oleh adanya 
faktor ketidaksukaan terhadap Pemerintah yang berkuasa maupun 
terhadap KPK dan Polri. Selain itu, mereka seolah-olah tidak percaya 
kepada sistem politik dan demokrasi yang berlaku, mereka tidak 
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percaya kepada kepemimpinan Presiden yang terpilih. Selain itu, ada 
kecenderungan bahwa mereka sedang memainkan suatu kartu politik 
dengan sengaja menciptakan kekacauan dan kegaduhan yang 
memicu masalah dan konflik politik baru dengan harapan bahwa 
Pemerintah yang berkuasa dapat goyah, KPK dapat menjadi lemah 
dalam pemberantasan korupsi.  
Kalangan netizen yang terlibat dalam perbincangan propaganda 
politik dan provokasi negatif disebabkan mereka terlibat 
persengkongkolan dengan provokasi media (khususnya televisi dan 
surat kabar) tertentu serta propaganda-propaganda politik dari 
politikus tertentu. Mereka seolah tidak ingin melihat Pemerintah atau 
Presiden berhasil dalam bekerja, mereka berusaha memperpanjang 
warisan kekacauan politik pasca konflik politik Pilpres Tahun 2014.  
Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 
publik (para netizen) dalam perbincangan politik di media sosial 
twitter memberikan dampak negatif yaitu media sosial rentan menjadi 
arena propaganda dan provokasi negatif yang memicu masalah dan 
konflik politik baru. Perbincangan berupa propaganda politik dan 
provokasi negatif memiliki motif dan misi terselubung yakni untuk 
menciptakan kekacauan dan kegaduhan politik yang lebih luas agar 
Pemerintah yang berkuasa mengalami krisis kepercayaan dari rakyat 
serta berharap agar akan ada pergantian kepemimpinan nasional.   
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Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka jelaslah dampak 
positif dari partisipasi publik (netizen) melalui media sosial twitter terkait 
konflik politik antara KPK dan Polri adalah : Pertama, meningkatnya 
polemik pro dan kontra terhadap konflik politik KPK, Polri dan 
Pemerintah; Kedua, media sosial rentan menjadi arena ujaran 
kebencian terhadap pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik maupun 
pemerintah; Ketiga, media sosial rentan disalahgunakan untuk 
menyerang pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik (KPK, Polri) 
maupun pemerintah ; Keempat, berkembangnya berbagai opini public 
di media sosial akan menyulitkan pemerintah dalam mengambil 
keputusan dalam penyelesaian konflik politik; Kelima, media sosial 
rentan menjadi arena propaganda dan provokasi negatif yang memicu 
masalah dan konflik politik baru. 
Keseluruhan uraian tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa 
konflik politik antara KPK dan Polri menimbulkan dampak positif 
maupun dampak negatif terhadap partisipasi netizen di media sosial 
twitter dalam memperbincangkan masalah konflik politik tersebut. Hal 
ini juga berarti bahwa perbincangan terkait konflik politk dapat 
mempengaruhi partisipasi politik, komunikasi politik, budaya politik, dan 
demokrasi.  
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C. Pembahasan  
1. Opini Publik Di Media Sosial Twitter Terkait Terkait Konflik 
Politik Antara KPK dan POLRI 
 
Hasil penelitian dan analisis mengenai opini publik di media 
sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri dengan 
menggunakan model atau pendekatan analisis semiotika Charles S. 
Prierce menunjukkan bahwa kalangan netizen terbagi ke dalam 
kelompok pro- baik kepada KPK maupun Polri, kelompok yang kontra 
baik kepada KPK maupun Polri, serta kelompok yang netral dalam 
memperbincangkan konflik politik tersebut.  
Para netizen melakukan perbincangan dengan menggunakan 
username dan hastag #KPKvsPOLRI sebagai tanda (sign) bahwa 
perbincangan tersebut menyangkut konflik politik antara KPK dan Polri. 
Setiap pengguna twitter menuliskan teks dan pesan singkat sebagai 
konten dari tweet atau perbincangannya. Hal ini sesuai pendapat 
Segers bahwa semiotika atau semiosis sebagai ilmu atau proses yang 
berhubungan dengan tanda. Semiotika berusaha menjelaskan jalinan 
tanda atau ilmu tentang tanda, secara sistematik menjelaskan esensi, 
ciri–ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses signifikansi yang 
menyertainya.117 
Penggunaan analisis semiotika Charles S. Pierce terhadap 
perbincangan netizen di media sosial twitter terkait konflik politik antara 
                                                        
117 Segers, Rient. T. 2000. Evaluasi Teks Sastra. Terjemahan Suminto A. Sayuti. Yogyakarta: 
Adicita Karya Nusantara. h.4 
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KPK dan Polri menunjukkan bahwa para netizen menggunakan obyek 
perbincangan yang terdiri atas icon, index dan symbol. Nama asli 
diduplikasi menjadi username (@....) digunakan sebagai ikon dan 
simbol, sedangkan isi perbincangan digunakan sebagai index.  
Analisis Semiotika Charles S. Peirce menunjukkan bahwa 
para netizen menggunakan hastag #KPKvsPolri. #SaveKPK. 
#SavePolri sebagai lambang (sign) yang digunakan sebagai acuan 
dan merepresentasikan perbincangan terkait konflik politik KPK dan 
Polri. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Pawito bahwa Peirce 
menggunakan istilah representamen yang tidak lain adalah lambang 
(sign) sebagai something which stands to somebody for something in 
some respect or capacity (sesuatu yang mewakili sesuatu bagi 
seseorang dalam suatu hal atau kapasitas).118  
Perbincangan di media sosial twitter baik yang sifatnya pro, 
kontra maupun netral terkait konflik politik KPK dan Polri menggunakan 
acuan yaitu hastag #KPKvsPolri, dan acuan ini dimaknakan lebih 
spesifik kedalam hastag  #SaveKPK. #SavePolri. #SaveIndonesia dan 
lainnya. Jadi hastag tersebut menjadi acuan dan pemaknaan dari 
fungsi utama tanda perbincangan terkait konflik politik KPK dan Polri.   
Para netizen yang menggunakan hastag #KPKvsPolri sebagai 
sign (tanda) dalam memperbincangkan konflik politik KPK dan Polri 
umumnya menggunakan username (@) yang menjadi identitas dari 
                                                        
118 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Lkis, Yogyakarta. Hlm 157 
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obyeknya, kemudian merumuskan konsep pemikiran – gagasannya ke 
dalam konten tersebut untuk diinterpretasikan dengan makna yang 
berhubungan dengan peristiwa terkait konflik politik KPK dan Polri. Hal 
ini sesuai dengan Teori segitiga makna (triangle meaning) dari Peirce 
yang mencakup : Sign (tanda), Object (objek) dan Interpretant 
(interpretan).119 Pertama, Sign (tanda) adalah sesuatu fisik yang dapat 
ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang 
merujuk (mepemaknaankan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan 
tanda ini disebut objek. Kedua, Object (objek) adalah konteks sosial 
yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. 
Ketiga, Interpretant (interpretan) adalah konsep pemikiran dari orang 
yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna yang 
ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
119 Charles Sanders Pierce dalam Kriyantono, Rachmat.2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. 
Jakarta: Kencana. h.265 
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2. Dampak Politik yang Ditimbulkan oleh Konflik Politik Antara 
KPK dan POLRI Terhadap Partisipasi Netizen di Media Sosial 
Twitter 
 
Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa secara umum, 
konflik politik antara KPK dan POLRI menimbulkan dampak positif dan 
negatif terhadap partisipasi netizen di media sosial twitter seperti 
berikut. 
Dampak Positif Dampak Negatif 
1. Terbukanya ruang dan akses 
partisipasi politik publik atau 
masyarakat dalam beropini melalui 
media sosial terkait konflik KPK dan 
Polri 
2. Terbukanya ruang dan akses 
partisipasi politik publik dalam 
proses pengambilan keputusan 
melalui media sosial terhadap 
penyelesaian konflik politik KPK dan 
Polri 
3. Terbukanya ruang dan akses 
partisipasi politik publik dalam 
proses check and balance melalui 
media sosial terhadap KPK, Polri 
dan Pemerintah serta DPR 
4. Berkembang luasnya fungsi dan 
peran media sosial sebagai sarana 
komunikasi politik, berpartisipasi 
politik dan berdemokrasi 
5. Berkembangnya demokrasi dan 
pendidikan politik. 
1. Meningkatnya polemik pro dan 
kontra terhadap konflik politik 
KPK, Polri dan Pemerintah 
2. Media sosial rentan menjadi 
arena ujaran kebencian terhadap 
pihak-pihak atau lembaga yang 
berkonflik maupun pemerintah  
3. Media sosial rentan 
disalahgunakan untuk 
menyerang pihak-pihak atau 
lembaga yang berkonflik (KPK, 
Polri) maupun pemerintah  
4. Berkembangnya berbagai opini 
public di media sosial akan 
menyulitkan pemerintah dalam 
mengambil keputusan dalam 
penyelesaian konflik politik 
5. Media sosial rentan menjadi 
arena propaganda dan provokasi 
negatif yang memicu masalah 
dan konflik politik baru. 
 
 
Dampak positif dan negatif dari konflik politik antara KPK dan 
Polri tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Carpenter et al., 
mengenai penilaian dampak positif dan negatif yang dipengaruhi oleh 
faktor – faktor keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu 
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tindakan atau perbuatan.120. Dalam hal ini, dampak positif dan negatif 
dari konflik politik antara KPK dan Polri terhadap partisipasi netizen di 
media sosial twitter adalah karena adanya perbincangan yang menarik 
perhatian, minat dan motivasi para netizen untuk terlibat langsung 
dalam komunikasi politik guna merespon, mengkritisi, mendukung, 
mempertentangkan serta memberikan saran atas penyelesaian konflik 
politik tersebut.  
Peristiwa konflik politik yang terjadi antara KPK dan Polri 
memotivasi para netizen untuk beropini atau memperbincangkannya, 
dan hal itu merupakan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi para 
netizen untuk meningkatkan partisipasi politiknya dalam komunikasi 
politik dan kehidupan berdemokrasi melalui media sosial, 
mengembangkan fungsi kontrol atau check and balance terhadap 
pemerintah dan lembaga penegak hukum yang bertikai, serta 
membangun budaya politik partisipatif dan kualitas demokrasi yang 
lebih baik. Hal ini sesuai Carpenter et al., umumnya penyebaran 
manfaat dari suatu kegiatan tidaklah merata secara demografis, 
geografis maupun pada kelompok masyarakat. 121  
Dikatakan bahwa penilaian dampak merupakan pertimbangan 
nilai (value judgement) dan karena itu bersifat subyektif. 122 Hal ini 
berarti bahwa terjadinya pro dan kontra dalam perbincangan politik 
                                                        
120 Carpenter, et al dalam Handoyo, Toto. 1999, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan 
Demokrasi.  Liberty, Yogyakarta 
121 Ibid 
122 Ibid 
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melalui media sosial twitter terkait konflik KPK dan Polri sulit 
dilepaskan dari pertimbangan nilai (value judgement) dan subyektivitas 
dari para netizen. Oleh karena itu, selain menimbulkan dampak positif, 
perbincangan konflik politik KPK versus Polri melalui media sosial 
menimbulkan pula dampak negatif, seperti meningkatnya polemik pro 
dan kontra terhadap konflik politik KPK, Polri dan Pemerintah, media 
sosial rentan menjadi arena ujaran kebencian dan rentan 
disalahgunakan untuk menyerang pihak-pihak atau lembaga yang 
berkonflik (KPK, Polri) maupun pemerintah, berkembangnya berbagai 
opini publik di media sosial akan menyulitkan pemerintah dalam 
mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik politik, media sosial 
rentan menjadi arena propaganda dan provokasi negatif yang memicu 
masalah dan konflik politik baru. 
Mencermati lebih jauh, bukan hanya konflik politik tersebut yang 
berdampak positif dan negatif terhadap partisipasi netizen di media 
sosial twitter, namun partisipasi aktif para netizen melakukan 
perbincangan juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap 
konflik politik yang melibatkan dua lembaga penegak hukum (KPK dan 
Polri). Dengan demikian, antara konflik politik dengan partisipasi aktif 
para netizen melakukan perbincangan terjadi hubungan pengaruh dan 
dampak secara timbal balik.  
Pengaruh dan dampak secara timbal balik tersebut adalah 
terjadinya perubahan – perubahan kehidupan sosial politik dan 
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demokrasi dalam hal partisipasi politik publik baik dalam beropini, 
proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakn fungsi 
kontrol – check and balance. Selain itu juga mendorong 
perkembangan budaya politik partisipatif dalam beropini melalui media 
sosial, meningkatnya fungsi dan peran media sosial sebagai sarana 
komunikasi politik, berpartisipasi politik dan berdemokrasi, serta 
meningkatnya kualitas demokrasi dan pendidikan politik. 
Perubahan – perubahan kehidupan sosial politik dan demokrasi 
dalam hal partisipasi politik publik memperbincangkan masalah konflik 
politik KPK dan Polri melalui media sosial twitter sesuai dengan 
pendapat Robbins bahwa “Change any ulteration in people, structure 
or technology”, artinya perubahan dapat mencakup setiap ulterasi 
pada diri orang atau manusia, struktur atau teknologi. Di dalam 
perubahan tercakup unsur lingkungan, nilai dan sumber-sumber 
daya.123. 
Keberadaan media sosial twitter telah mengubah perilaku dan 
partisipasi politik publik (khususnya para netizen) dalam komunikasi 
politik terkait konflik politik KPK dan Polri. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Michael Rush dan Philip Althoff mengenai proses di mana 
informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik 
kepada bagian lainnya, dan di antara sistem - sistem sosial dengan 
sistem - sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan 
                                                        
123 Robbins, Stephen P, 1994, Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi), Terj. Jusuf Udaya, 
Lic.Ec, Arcan, Jakarta 
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mencakup pola pertukaran informasi diantara individu - individu 
dengan kelompok - kelompoknya pada semua tingkatan.124  
Para netizen mengkomunikasikan aspirasi – aspirasi politiknya 
melalui media sosial twitter dengan pesan singkat serta menggunakan 
hastag #KPKvsPolri. #SaveKPK, #SavePolri dan lainnya. Hal ini sesuai 
pendapat Althoff dan Rush bahwa komunikasi politik (political 
communication) melibatkan pesan - pesan politik dan aktor-aktor 
politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan 
kebijakan pemerintah. 
Perbincangan para netizen di media sosial mengenai konflik 
KPK dan Polri semakin berkembang dinamis serta memberikan warna 
tersendiri terhadap pertukaran informasi, gagasan, pro kontra, polemik. 
Hal ini sesuai pendapat Rafael Raga Maran yang memandang 
komunikasi politik sebagai suatu elemen yang dinamis dan yang 
menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Dalam hal ini 
komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.125 
Keberadaan media sosial twitter telah menjadi sarana dan 
saluran komunikasi politik para netizen dalam memperbincangkan 
perkembangan konflik politik dan solusinya sesuai yang dikemukakan 
oleh Hafied Cangara mengenai proses komunikasi politik khususnya 
yang bermedia politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas 
                                                        
124Phillip Althoff dan Michael Rush, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2005), Cet ke-11. 
125Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), cet Pertama, 
h.159 
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berbagai unsur, yakni : komunikator politik, pesan politik, saluran atau 
media politik, sasaran atau target politik, serta pengaruh atau efek 
komunikasi politik.126 Demikian pula pendapat Almond dan Powell 
mengenai saluran komunikasi politik, khususnya saluran media massa 
sebagai saluran yang penting dalam sebuah komunikasi politik.127 
Media massa selalu mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkan 
pesan, informasi, dan political content di tengah masyarakat serta 
sangat terkait akan pembentukan opini publik.128 
Perbincangan para netizen dengan aneka ragam opini dan 
gagasan di media sosial terkait konflik politik KPK dan Polri pada 
intinya telah membentuk sistem politik yang mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini 
sesuai yang dikemukakan oleh Burhanuddin mengenai sistem politik 
modern yang dipandang sebagai satu hal yang sangat kompleks. 
Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan 
pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta 
gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara 
konsekuen. 129 
Para netizen yang terlibat dalam perbincangan di media sosial 
terkait konflik politik KPK dan Polri secara langsung ataupun tidak 
langsung membentuk tradisi atau budaya politik baru dalam beropini 
                                                        
126 Hafied Cangara, Komunikasi olitik, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), edisi Pertama. 
127 Almond, Gabriel A., and G. Bingham Powell, Jr. Comparative Politics; A Developmental 
Approach. Boston: Little, Brown and Company, Inc., 1966. 
128 Zulkarimien Nasution, Komunikasi Politik Suatu Pengantar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 
129 Burhanuddin (ed), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, INCIS, Jakarta, 2003, h. 39. 
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atau berkomunikasi politik melalui media sosial twitter maupun dalam 
berpartisipasi politik dan berdemokrasi. Hal ini sesuai yang 
dikemukakan oleh Almond dan Verba bahwa budaya politik suatu 
bangsa sebagai distribusi pola pola orientasi khusus menuju tujuan 
politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola 
tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang 
dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.130 
Kultur beropini atau berkomunikasi politik melalui media sosial 
twitter maupun dalam berpartisipasi politik dan berdemokrasi terkait 
konflik politik KPK dan Polri, seperti yang dikemukakan Austin Ranney 
adalah merupakan seperangkat pandangan tentang politik dan 
pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola 
orientasi terhadap objek objek politik.  
Perbincangan para netizen dengan aneka ragam opini dan 
gagasan di media sosial terkait konflik politik KPK dan Polri .lebih 
banyak menyoroti kepemimpinan pemerintahan Presiden dalam 
mengambil keputusan dan tindakan untuk menyelesaikan konflik politik 
tersebut. Kalangan netizen terlibat secara emosi dalam mengajukan 
kritik dan menunjukkan sikap pro – kontra terhadap sikap dan 
keputusan pemerintah khususnya Presiden. Hal ini sesuai yang 
dikemukakan oleh Samuel Beer bahwa budaya politik adalah nilai-nilai 
keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan 
                                                        
130 Almond dan Verba dalam Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 
Cetakan XI, 1988 
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seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh 
pemerintah. Demikian pula pendapat Alan R. Ball bahwa budaya politik 
adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-
nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik. 131 
 
 
  
                                                        
131 Miriam Budiharjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, Cetakan XI, 
1988 mengutip beberapa pendapat ahli mengenai budaya politik 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan, dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengunaan analisis semiotika Charles S. Pierce terhadap opini publik di 
media sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan POLRI 
menunjukkan bahwa kalangan netizen terbagi ke dalam kelompok pro- 
dan kontra baik kepada KPK, Polri, Pemerintah maupun Lembaga 
Peradilan, Lembaga Politik (DPR, Partai Politik), Lembaga Pertahanan 
dan media, serta kelompok yang netral dalam memperbincangkan 
konflik politik tersebut. Para netizen melakukan perbincangan dengan 
menggunakan username dan hastag #KPKvsPOLRI sebagai tanda 
(sign), menuliskan teks dan pesan singkat sebagai konten dari tweet 
atau perbincangannya yang memiliki nterpretasi makna yang beragam, 
bahkan terkadang terjadi pertentangan antara satu konten pesan 
dengan konten lainnya. Para netizen menggunakan obyek 
perbincangan yang terdiri atas icon, index dan symbol dengan hastag 
#KPKvsPolri. #SaveKPK. #SavePolri sebagai lambang (sign) yang 
digunakan sebagai acuan dan merepresentasikan perbincangan terkait 
konflik politik KPK dan Polri. 
2. Dampak positif dari partisipasi publik (netizen) melalui media sosial 
twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri adalah : (1) 
230 
 
Meningkatnya partisipasi politik publik dalam beropini melalui media 
sosial terkait konflik KPK dan Polri, (2) Meningkatnya partisipasi politik 
publik dalam proses pengambilan keputusan melalui media sosial 
terhadap penyelesaian konflik politik KPK dan Polri, (3) Meningkatnya 
partisipasi politik publik dalam pelaksanaan fungsi kontrol atau proses 
check and balance melalui media sosial terhadap KPK, Polri dan 
Pemerintah serta DPR, (4) Meningkatnya fungsi dan peran media sosial 
sebagai sarana komunikasi politik, berpartisipasi politik dan 
berdemokrasi, (5) Meningkatnya kualitas demokrasi dan pendidikan 
politik. 
Dampak negatif dari partisipasi publik (netizen) melalui media 
sosial twitter terkait konflik politik antara KPK dan Polri adalah : (1) 
Meningkatnya polemik pro dan kontra terhadap konflik politik KPK, Polri 
dan Pemerintah, (2) Media sosial rentan menjadi arena ujaran 
kebencian terhadap pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik maupun 
pemerintah, (3) Media sosial rentan disalahgunakan untuk menyerang 
pihak-pihak atau lembaga yang berkonflik (KPK, Polri) maupun 
pemerintah, (4) Berkembangnya berbagai opini public di media sosial 
akan menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam 
penyelesaian konflik politik, (5) Media sosial rentan menjadi arena 
propaganda dan provokasi negatif yang memicu masalah konflik politik 
baru. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran 
sebagai berikut: 
1. Pengunaan analisis semiotika Charles S. Pierce semakin penting untuk 
diterapkan dalam pengkajian opini publik di media sosial twitter terkait 
suatu masalah politik. Oleh karena itu, penggunaan analisis tersebut 
dapat diterapkan dalam berbagai kajian politik terutama yang berkaitan 
dengan opini publik melalui media sosial twitter.   
2. Sehubungan dengan adanya dampak negatif dari partisipasi publik 
(netizen) dalam perbincangan melalui media sosial twitter terkait konflik 
politik antara KPK dan Polri, maka diharapkan kepada Pemerintah 
untuk membuat kebijakan dan program pemberdayaan – pendidikan 
politik kepada kalangan pengguna media sosial. Pemerintah khususnya 
Kementerian terkait perlu mempertimbangkan untuk membuat 
peraturan perundang-undangan terkait media sosial dan 
penggunaannya guna mencegah pemanfaatan media sosial dalam 
berpolitik praktis. 
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LAMPIRAN 
OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL TWITTER 
KONFLIK POLITIK ANTARA KPK DAN POLRI 
 
No. User / Pengguna Twitter Konten Perbincangan 
FEBRUARI 
 Tgl 10/2/2015  
1 
@eskh89/ Eskha Rezdy 
(tgl 10/2/2015) 
@katayossi : Oi…Oi aitaka ta aitaka ta @sudjiwotedjo : Apa yg 
akan sering dikatakan hakim bila JKT48 jd saksi praperadilan 
KPK vs Polri?  
 Tgl 11/2/2015  
2 
@daengpinrang / Ardiansyah 
Khairul  
(Tgl 11/2/2015) 
Selamatkan KPK dari org2 yang ingin menjatuhkan KPK. KPK 
musuh koruptor. Saatnya TNI punya andil dlm penegakn 
hukum dlm kisruh KPKvsPOLRI. 
3 @AkWsako / A.Anwar  
(tgl 11/2/2015) 
Prtndgan spkbla(kisruh) KPKvsPOLRI mkin seru. 
Wasitnya(presiden)kebingungan, supporter ga karuan, 
penonton ga sabaran, rkyt keheranan, Cpeh deh! 
4 @firmansyah_f/ Fanny F Pesik 
(tgl 11/2/2015) 
Siapa yang mengamankan kalo polisi aktif jadi tersangka? 
#KPKvsPolri 
5 @adehilansyah/ kang ahli 
(tgl 11/2/2015) 
4.Praperadilan BG, sejenak kita lepaskan kisruh KPK vs Polri 
dari aspek politis, murni dicermati dr aspek hukum  
6 @hasanpurnama20/ Hasan 
Purnama (tgl 11/2/2015) 
@aktivitas Jokowi selanjutnya bpk lantik bpk BG menjadi 
Kapolri. #KPKvsPOLRI 
7 @OMDonesia/ OMDonesia 
(Tgl 11/2/2015) 
22.Back to KPKvsPolri case, ketika BG secara resmi diajukan 
ke DPR oleh presiden sbg calon Kapolri, maka case ini masuk 
ke area politik. 
8 @daengpinrang/ Ardiansyah 
Khairul (Tgl 11/2/2015) 
Selamatkan KPK dari org2 yang ingin menjatuhkan KPK. KPK 
musuh koruptor. Saatnya TNI punya andil dlm penegakn 
hukum dlm kisruh KPKvsPOLRI. 
9 @adehilansyah/ kang ahli 
(tgl 11/2/2015) 
4.Praperadilan BG, sejenak kita lepaskan kisruh KPK vs Polri 
dari aspek politis, murni dicermati dr aspek hukum  
10 @beladenta / Beladenta Amalia 
(tgl 11/2/2015) 
I don’t know, but it’s getting annoyed me. Berita seputar 
KPKvsPOLRI & banjir Jakarta melulu, Apa Indonesia hanya 
Jakarta aja? 
11 @noka_wibowo/ Noka Wibowo 
(tgl 11/2/2015) 
Headline trending news masih #Banjir Jakarta, kedua diduduki 
#KPKvsPOLRI dari berbagai media 
12 @Ndhaa_96 / Nahenda 
(11/2/2015) 
Kapan berakhir situasi seperti ini, tidak bisakah kita saling 
berpelukan #KPKvsPOLRI 
 Tgl 12/2/2015  
13 @om_tcai / arief zulad  
(tgl 12/2/2015) 
EMI : Gawat juga kalo punya presiden bisa ditekan #kpkvspolri 
14 @anetagama / Anetagama 
(12/2/2015) 
Wi wi #joko-wido2, janjimu minggu ini selesai kemelut 
@KPKvsPOLRI, lebih2 #rupiah anjlok lagi dan lagi, dan masih 
belum nyerah? #jokowinyerah 
15 @rsumadi / rudy sumadi 
(12/2/2015) 
Soal # KPKvsPOLRI, JKW : Jgn ribut ! Soal #PLNvsAhok, 
JKW : Jgn ribut ! #PresidenZonderRibut #goodpagi 
16 @knoton793/# Crush TrumpTM 
(12/2/2015) 
@SETIP_Oon.Ada berita nih #joko-wido2 President 
berprestasi sepanjang sejarah menurut @ernestprakasa, 
TIDAK MAMPU atasi kisruh # KPKvsPolri ? 
17 @hasanpurnama20 / Hasan 
Purnama (12/2/2015) 
Pendapat saya @Jokowi_Presiden harus secepatnya kasih 
keputusan masalah kisruh #KPKvsPOLRI 
@aktivitas Jokowi. selanjutnya bpk lantik bpk BG menjadi 
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kapolri. #KPKvsPolri. 
Presiden harus lakukan KPK bisa putuskan perkara tanpa 5 
pimpinan KPK. Angkat bpk BG menjadi Kapolri #KPKvsPOLRI 
18 @Imenkyogya /Imam Prakoso 
(Tgl 12/2/2015) 
Siapa bersandiwara? Mengaku sama2 diteror. 
#KPKvsPOLRI.#Berita.#SaveKPK.#SaveIndonesia  
19 @Radar Bangka/ Radar Bangka 
(JPNN)  (Tgl 12/2/2015) 
Merasa terintimidasi, KPK mengadu ke Jokowi. #RB 
#Nusantara. #KPKvsPOLRI.#Berita.#SaveKPK 
fb.me/4jYwVdfEt 
20 @Alfredhoo/ Alfredo Emerson 
(Tgl 12/2/2015) 
Sudah bukan rahasia lagi jika ingin menjadi aparat kepolisian 
tapi tidak memiliki keluarga polri, harus merogoh kantong 
hingga +50jt. #kpkvspolri 
21 @KlerengTeknik/COOLIndo 
HVAC (12/2/2015) 
@asalim30:Peng politik@hantayuda menunggu keberanian n 
keterampiln Presiden dlm memutuskan kasus #KPKvsPOLRI 
@Pintar Politik # Mana Janji Politik  
 Tgl 13/2/2015  
22 @Ifanemin/ Irfan Amin 
 (tgl 13/2/2015) 
Semoga Presiden kita segera bisa diberi kemudahan dalam 
member keputusan #KPKvsPOLRI  
 Tgl 14/2/2015  
23 @AndreRedArrow/ Alam (tgl 
14/2/2015) 
Semoga kisruh antara KPK dan POLRI segera berakhir  
24 @rickyutomo7 / ricky utomo 
(tgl 14/ 2 / 2015) 
Negara Indonesia di bawah kepemimpinan jokowi menjadi 
sangat kacau…Tidak menentu arah kebijakan…#kpkvspolri 
tidak dapat di finish 
25 @melkymorel / Melky Morel 
(14/2/2015) 
#KPKvspolri ini yg dinamakan #negara maju??? I don’t think 
soooooo 
 Tgl 15/2/2015  
26 @j_rizam./Rizam Jauhari 
(15/2/2015) 
Bnyak masalah, pergulatan # KPKvsPolri, coklat isi kondom. 
Kenapa #joko-wido2 bungkam, membisu, seperti org bingung. 
# PresidenApaIni 
27 @MartinChen888/ MARTIN 
CHEN (tgl 15/2/2015) 
“A real leader know that silence is an act. #Indonesia 
#Leadership #Jokowi #KPKvsPOLRI  
28 @diniahariani/ Dini A Hariani (tgl 
15/2/2015) 
Dr crta #kpkvspolri ini bs jls dilihat klo@joko_wido2 mmg 
#bekerjauntukpartai bkn#bekerjauntuk rakyat jk pd akhrny #BG 
dilantik.#savenkri  
29 @MakassarHot / Makassar Kota 
Hot (tgl 15/2/2015) 
Hakim disuap #BudiGunawan diterima, semua #Koruptor akan 
melakukan hal yang sama.. Horeee #KPKvsPOLRI 
 Tgl 16/2/2015  
30 @Bilaldatmi / Rezky Ridho Datmi 
(tgl 16/2/2015) 
Baru ada Kapolri Indonesia baru yang tersangka, lucu 
aja..ada2 ajalah memang Indonesia ini.. #BudiGunawan 
#KPKvsPOLRI #ShameJokowi 
31 @Rahmat_Suhendra / Rahmat 
Suhendra (16/2/2015) 
Hukum di Indonesia sudah seperti hukum rimba. 
#KPKvsPOLRI 
32 @Herdi / Herdi Kurnianto 
(tgl 16/2/2015) 
Presiden bersikap, tapi kali ini KPK kalah, BG gagal jadi 
tersangka, sementara 2 pimpinan KPK malah non aktif  
#KPKvsPOLRI 
33 @apipudien15/Ahmad Apipudin 
(Tgl16/2/2015) 
Polemik yang tak kunjung usai #KPKvsPOLRI 
34 @rianmihe/ Waiting hope 
(Tgl16/2/2015) 
Polemik #KPKvsPOLRI, siapa menang sapa kalah….sekarang 
sudah terjawab 
35 @Andreyuris / Andre Yuris 
(Tgl16/2/2015) 
4.Abrasi dukungan publik terhadap Presiden #KPKvsPOLRI 
5.Akan masuk babak politik baru di DPR yg berdampak pada 
program perundang2an dan APBNP 2015, #KPKvsPOLRI 
36 @SoulOfIndonesia / Soul Of 
Indonesia (16/2/2015) 
Dibalik drama KPKVSPOLRI TERNYATA DPR SUDAH 
MENYETUJUI PNM (PENYERTAAN MODAL NEGARA) 
lanjutan 
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SEBESAR Rp 64,7 TRILIUN UNTUK 40 BUMN. 
37 @INAMilikAllah / 
#IndonesiaMilikAllah 
(16/2/2015) 
Ganti calon Kapolri bukan solusi I sebab tetap yg diinginkan 
penguasa I kapolri harus bisa dipegang merek #KPKvsPOLRI 
Dalam penetapan BG sebagai tersangka ada kepentingan 
politik juga/ saat putusan preperadilan pun ada politik 
juga#KPK vsPOLRI 
38 @aishasafiraa/  Aisha Safira  
(16/2/2015) 
@ INAMilikAllah. Ganti pimpinan KPK juga bukan solusi I sbab 
slama Demokrasi memimpin I korupsi tetap akan mélangit 
#KPKvsPOLRI 
@ INAMilikAllah : kt akn sdari sdh brp kali polemik 
#KPKvsPOLRI berlangsung I tak lain tumpang tindih kkuasaan 
I & pmimpin dmokrasi mmbiarkanny” 
39 @RisqoUno507/ Unor Risqo 
(16/2/2015) 
RT @INAMilikAllah : Politik saling sandera begitulah judul dari 
#KPKvsPOLRI I tak pernah usai bila ketegasan penguasa 
tiada 
40 @Marcellino Saragih / 
@nino_saragih (16/2/2015) 
KPK dan POLRI adalah kedua institusi yg bagus..tetapi 
disusupi oleh orang2 yg menyalahgunakan kekuasaannya.. 
#ManusiawiBingits #KPKvsPOLRI 
41 @From-Ravenclaw/ Ardhay 
Radclife  (Tgl 16/2/2015) 
Pembacaan Putusan Praperadilan “BG” di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. #SaveKPK. #KPKvsPolri.  
42 @Arisgugun / Aris Gugun 
Ghazali (16/2/2015) 
Begitu terlihat..siapa yang kuat akan pegang rahasia besar 
maka dia yang menang.. #KPKvsPOLRI 
43 @pemudaberdikari/ DHARMA 
GUNAWAN (Tgl16/2/2015) 
Ini baru kejahatan yang super sistematis #PraperadilanBG 
#KPKvsPOLRI #savekpk @PintarPolitik 
44 @Daeng Qhadri/ Muhammad Al 
Qhadri (Tgl16/2/2015) 
Miris baca beritanya.#sadstory.#KPKvsPOLRI #SaveKPK # 
SaveIdonesia 
45 @indra_mahyudi / indra mahyudi 
(16/2/2015) 
Hentikan konflik ini kpkvspolri, kalian sama kuat dan sama 
pentingnya untuk ibu. 
 
 
46 @Isembiring/ Isembiring 
(Tgl16/2/2015) 
@Iwan Piliang7.@hariadi. #KPKvsPOLRI: Jangan korbankan 
KPK dgn membabibuta membela oknum komisioner. Dukung 
KPK n proses komisioner bermasalah  
47 @Isembiring/ Isembiring 
(Tgl16/2/2015) 
@Iwan Piliang7.@hariadi.#KPKvsPOLRI: saya kerancuan 
seolah institusi KPK adalah oknum ?kita dukung KPK ttp 
komisioner 
48 @K_nank/ Alam Perubahan 
(Tgl16/2/2015) 
@Iwan Piliang7.15.#KPKvsPOLRI hrs diikuti laku super etik 
Dan moral.Shg marwah KPK benar2 terjaga” 
49 @Isembiring 
(Tgl16/2/2015) 
Siapa sebenarnya yang melemahkan KPK? pihak luar 
atau komisioner sendiri? jangan latah asal dukung 
50 @Tweet_Raifah 
(Tgl16/2/2015) 
Yang punya rekening gendut juga !! Seret Samad dan BW ke 
penjara” 
51 @O_Pripot Selama ini publik seakan terjebak dalam dua opini bahwa KPK 
mulia Polisi brengsek 
52 @IwanPiliang Jd hrsnya KPK brengsek Polisi mulia? 
53 @DJOKOSAN “Sedangkan Samad laku ke sana kesini minta jd Wapres. dari 
verifikasi sy terindikasi tajam Bkn sj ke Jokowi”  
54 @IwanPiliang (16/2/2015) Jd hrsnya KPK brengsek Polisi mulia? 
55 @Bilaldatmi / Rezky Ridho Datmi 
(tgl 16/2/2015) 
Baru ada Kapolri Indonesia baru yang tersangka, lucu 
aja..ada2 ajalah memang Indonesia ini.. #BudiGunawan 
 #KPKvsPOLRI #ShameJokowi 
56 @britasiana/ Beritasiana 
(tgl 16/2/2015) 
Klarifikasi #Wakapolri Mengenai #Polisi sujud syukur dengan 
kemenangan #BG#budigunawan #KPKvsPOLRI #kpk 
goo.gl/i9nJhe 
lanjutan 
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57 @DeniSoprijal/ Deni Soprijal 
(16/2/2015) 
#KPKvsPOLRI sidang praperadilan BG dikabulkan PN JakSel. 
#KPKvsPOLRI dikabulkan gugatan praperadilan BG, Koruptor 
menang. 
58 @hudattamimi/ Hud Attamimi 
(Tgl 16/2/2015) 
@Iwan Piliang7 @enny_endah #kpkvspolri…kenyataan dalam 
survey oleh lembaga Survey kredibel,  DPR dan Polri urutan 
teratas tdk dipercaya! 
59 @Andreyuris / Andre Yuris 
16/2/2015 
3. akan ada gelombang ketidakpercayaan publik terhadap 
Polri, KPKvsPOLRI 
60 @Ninaputri45/ Bismaka Hs 
(16/2/2015) 
BG + BS pecat, selesai sudah kisruh KPKvsPolri 
61 @republikaonline/ Republika 
Co.id (tgl 16/2/2015) 
#Nasional I Harian Republika (16/2/2015). Saatnya 
@joko_wido2 Ambil Keputusan (Halaman 1) I #KPKvsPOLRI  
62 @thyo01love/ Thimotius Yantori 
(tgl 16/2/2015) 
@jokowi_ID @KABINETKERJA & @Pak_JK HARUS 
membatalkan pengangkatan BG sbg Kapolri sekalipun itu 
melanggar Konstitusi #KPKvsPOLRI 
63 @rokhim_imam/ Imam AR (tgl 
16/2/2015) 
Materi UAS pertama Presiden Jokowi #KPKvsPOLRI 
64 @muslich/ Muslich Ramelan (tgl 
16/2/2015) 
@Iwan Pialang7 : 25 #KPKvsPOLRI sy pendukung Jkw. Tapi 
sy bkn pendukung buta…tetap meminta pa jokowi lebih 
mengedepankan harapan rakyat 
65 @cep_d2n / E’na 
(tgl 16/2/2015) 
@Iwan Pialang7 #KPKvsPOLRI telat rakyat yg berpendidikan 
udah mengetahui sejak pilpres bos silahkan bangun opini lagi 
he he he 
66 @Iwan Pialang7/ Narliswandi 
Piliang (tgl 16/2/2015) 
28. #KPKvsPOLRI. Sementara demikian. Sembari berdoa 
Presiden komit dgn nuraninya. Aamiin. Demikian. Thx tlh 
menyimak 
67 @rarasdf/ rara fauzan 
(16/2/2015) 
Simak TL bang @Iwan Pialang7. #Kpkvspolri. #KPKvsPOLRI, 
smg Presiden bs ambil sikap utk kemasalahat NKRI 
68 @republikaonline/ Republika 
co.id (Tgl 16/2/2015) 
#PROKONTRA IHarian Republika (16/2/2015) – “MA Bisa 
Batalkan Praperadilan (Halaman 8) #Budigunawan. 
#KPKvsPolri.  
69 @From-Ravenclaw/ Ardhay 
Radclife  (Tgl 16/2/2015) 
Pembacaan Putusan Praperadilan “BG” di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. #SaveKPK. #KPKvsPolri.  
70 @ShandyLuo / Shandy Lopulisa 
(Tgl 16/2/2015) 
BG menang praperadilan… lumpuh sudah penegakan korupsi! 
#KPKvsPOLRI 
71 @Rahmat_Suhendra/ Rahmat 
Suhendra (16/2/2015) 
Hukum di Indonesia sudah seperti hukum rimba. 
#KPKvsPOLRI 
72 @DeniSoprijal / Deni Soprijal 
(16/2/2015) 
#KPKvsPOLRI sidang praperadilan BG dikabulkan PN JakSel 
#KPKvsPOLRI dikabulkan gugatan praperadilan BG, Koruptor 
menang. 
73 @hudattamimi/ Hud Attamimi 
(Tgl 16/2/2015) 
@Iwan Piliang7 @enny_endah #kpkvspolri…kenyataan dalam 
survey oleh lembaga Survey kredibel,  DPR dan Polri urutan 
teratas tdk dipercaya! 
74 @candysatrio / Candy Satrio 
(16/2/2015) 
 
Hidup Koruptor RT @akhda 11:00 AM #TerhitungHariIini 
#KorupsiItuLegal #AsalBerjamaah#KPKvsPOLRI 
75 @pemudaberdikari/ DHARMA 
GUNAWAN (Tgl16/2/2015) 
Ini baru kejahatan yang super sistematis #PraperadilanBG 
#KPKvsPOLRI #savekpk @PintarPolitik 
76 @INAMILIK 
Allah (Tgl16/2/2015) 
Dalam penetapan BG sebagai tersangka ada kepentingan 
politik juga/ saat putusan preperadilan pun ada politik 
juga#KPK vsPOLRI 
77 @ShaputraHengky / Hengky 
Shaputra 
(Tgl16/2/2015) 
Mau jadi apa Indonesia? Bukanya bersama menegakkan 
hukum di Indonesia, malah saling membalas dendam satu dg 
yg lain.. #KPKvsPOLRI 
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78 @inisiatorAksi / Sospol BEM KM 
UNMUL (16/2/2015) 
Kami akan menunggu, mengkaji dan mengawasi. Mau 
dikemanakan dan diapakan kasus #KPKvsPOLRI ini. 
 Tgl 17/2/2015  
79 Jodiekurnia123 / Jodie Kurnia (tgl 
17/2/2015) 
Pilpres calonnya Cuma 2 + Politikus indo suka cari muka sama 
rakyat, gini deh hasilnya, amat sangat berkenpanjangan 
#KPKvsPOLRI 
80 @keroco mumet1 / memet_metal 
(17/2/2015) 
Silahkan saja dilantik, mau apa lagi? Tinggal tunggu para 
tersangka lain mem pra-peradilan statusnya #KPKvsPOLRI 
81 @Kompasdata/ Kompas Data 
(17/2/2015) 
Jokowi diuji, KPK diamputasi 
Baca Kompas #KPKvsPOLRI #jokowi #abraham samad 
#budigunawan 
82 @Jennygo_ / Jenny Go 
(17/2/2015) 
Caprk baca berita ttg #KPKvsPOLRI melulu, semua sama 
saja, egois, dendam, punya kepentingan, trus Pak Presiden 
@jokowi_do2 kemana? 
83 @arya_Ccungkring / Arya Cules 
(17/2/2015) 
Ada negara dalam negara #KPKvsPOLRI 
Bosan dengan polemic di negeri ini, krisis moral sdg terjadi. 
Bosan dengan politik. #KPKvsPOLRI 
84 @peppramu / #UTANG 
MEROKET (17/2/2015) 
RT @Alvanul : #bukan urusan saya siapa yang menang 
#KPKvsPOLRI coba lihat ke bawah …..blusukan lagi biar tahu 
kondisi rakyatmu  
85 @agungigon / agungigon 
(17/2/2015) 
Sudah saatnya rakyat kembali ingatkan pemimpin yg salah 
#KPKvsPOLRI 
86 @amed_jow / amed 
(17/2/2015) 
Ini sih blm meledak..baru letupan2 kecil, jd penasaran apa yg 
terjadi kl BG ga dilantik. BOOM! Nya berapa kali… BOOM 
BOOM BOOM ‼ #KPKvsPOLRI 
Gampang saja sebetulnya ngadepin tikus2, cicak2 dan buaya2 
ini… dinosaurus nya mesti turun langsung alias rakyat… 
#KPKvsPOLRI 
87 @Lex77 / Tom Alex Brags 
(17/2/2015) 
Apapun argumentasi dgn pertanyaan “kenapa..” di polemic 
#KPKvsPOLRI gak bakal ada pihak yg GAK bs jwb dgn 
keyakinan tindakan nya benar 
88 @kammansaliri / K Amman Saliri 
(17/2/2015) 
:( Negara darurat, cicak bin kadal #kpkvspolri 
89 @IndiHikam / Indi Hikami 
(17/2/2015) 
Sependek pengamatan saya, kasus Bibit dan Chandra masih 
lebih jernih daripada yang ada saat ini. #KPKvsPOLRI 
90 @LooqmanHeem (17/2/2015) Yth Mr Presiden @jokowi_do2. Where are you? You make this 
country more worst by doing nothing, #KPKvsPOLRI 
#ShameOnYou 
91 @iylaalala / Lala Mufidah 
(Tgl 17/2/2015) 
#SaveKPK.# Save Indonesia #Sarpinnya tu disini. Siapa 
Diatas Presiden. #Sarpin. #KPKvsPOLR 
Menurut saya adil itu ketika BG nggak dilantik dan proses 
hokum pada komisioner KPK dilanjutkan. Hahaha. So simple 
#KPKvsPOLRI 
92 @afharrozi/ Afharrozi ILMU NW 
(Tgl 17/2/2015) 
 
Adakah kata-kata yang lebih indah dari pada ‘bingung” untuk 
menggambarkan kisruh KPK vs POLRI?? #SaveKPK 
#SaveIndonesia #KPKvsPOLRI #KPK 
93 @farahwardani / Farah Wardani 
(Tgl 17/2/2015) 
Ilfil berat dengan perkembangan berita #KPKvsPOLRI 
#SaveKPK 
94 @joe_joky / joko budianto 
(17/2/2015) 
Ad yg mendukung KPK ada pula yg mendukung POLRI, hanya 
tinggal di perhitungkan pengolahan massa nya saja jgn sampai 
ada pertikaian #KPKvsPOLRI 
Langkah yg diambil presiden akan menentukan keberlanjutan 
drama ini #KPKvsPOLRI 
95 @joe-joky (17/2/2015) Segera menetapkan plt AS krn menjadi tersangka oleh 
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kepolisian Sulsel atau segera melantik BG jd kapolri #KPK 
vsPOLRI 
96 @soerjodarmojo (17/2/2015) Klo tdk setuju dgn komisioner #KPK= (#LSM) bukan berarti pro 
korupsi, tp pro jiwa2 yg bersih, bkn yang keliatannya. 
#KPKvsPOLRI. #KPKDanRakyat 
97 @leooonarrrd/ Leonardus 
(17/2/2015) 
BG mau bebas di praperadilan trus pake hakim Sarpin deh 
yang rekam jejaknya udah pasti BOBROK #KPKvsPOLRI 
98 @Supersic_andrea/ Andrea 
Wirayudha (Tgl 17/2/2015) 
KPK terdesak, makin rusak sudah Indonesia, kepercayaan 
terhadap polisi dan hakim semakin melebar #KPKvsPOLRI 
99 @pourng_awe/ Oposisi Tidur 
(17/2/2015) 
KPKvsPolri Pilih Polisi dibubarkan dilebur ke Satpol PP yg 
awasin aparat sipil dan TNI 
100 @Muhammad_Yusrul/ 
Muhammad Yusrul (17/2/2015) 
Kalo begini kan kesannya jadi balas dendam #KPKvsPOLRI 
101 @jayTee2ever/ JayTee 
(Tgl 17/2/2015) 
Pimpinan KPK selalu memiliki masalah setelah mengangkat 
kasus Petinggi Polri.. ALWAYS‼ yak an.. Mr.Bawas??? bukan 
sebaliknya #KPKvsPOLRI 
102 @amed_jow/ amed  
(Tgl 17/2/2015) 
Kocaknya pemalsuan KTP itupun “kerjaan” mreka sehari2…kl 
mau dipidanainpun berkasnya bisa se pulau Sulawesi 
#KPKvsPOLRI 
103 @yaitsMeNura/ Nuy  
(Tgl 17/2/2015) 
Hadehh! Yg malsuin dokumen ktp mah sdh sering n banyak. 
Selasaikan di kecamatan aja de gak perlu dibahas senegara 
$kpkupdates #KPKvsPOLRI 
104 @Pvan_Tuijil/ Peter van Tuijil 
(Tgl 17/2/2015) 
Meanwhile, soap opera in #Indonesia continues : #KPKvsPolri 
fight look increasingly dim for #KPK. All Commisioners and 
staff now investigated 
105 @Chandra_Smak/ ade Chandra 
noctis (17/2/2015) 
Tegaslah wahai presiden kami menurut kata hati mu, 
keputusanmu adalh milk rakyat. #KPKvsPOLRI 
106 @fahmiarrasuli/ Fahmi Arrasuli 
(17/2/2015) 
Selamat Pagi #Indonesia Raya Mari kita DOAkan #Presiden 
mampu mengambil keputusan bijak soal konflik 
#KPKvsPOLRI…! 
107 @F_Repi/ Fero Repi Kumaat 
(17/2/2015) 
Pak Presiden anda di pilih karena hati nurani … pakai hati 
nurani Pak untuk memutuskan bukan keputusan politik 
koruptor #KPKvsPOLRI 
108 @joe_joky / joko budianto 
(17/2/2015) 
Langkah yg diambil presiden akan menentukan keberlanjutan 
drama ini #KPKvsPOLRI 
109 @sonny_yg_mana / sonny sic 
(17/2/2015) 
Pak @joko_wido2, saya tetap percaya tapi hanya kpd bapak, 
bukan yang disekitar bapak. Capek lihat drama 
#KPKvsPOLRI, toh yg rugi (selalu) rakyat. 
110 @BEMUNDIP_Sospol/ Sospol 
BEM Undip (tgl 17/2/2015) 
12.Selanjutnya, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, 
termasuk kasus KPKvsPolri harus segera diselesaikan oleh 
Pemerintah 
111 @sapr4ji / Sapraji (17/2/2015) Perang dunia baru dimulai #KPKvsPOLRI  
112 @ya2nk_dheophe/ Yayang 
Usman (17/2/2015) 
#KPKvsPOLRI #Hakim Bodrek 
113 @leooonarrrd/ Leonardus 
(17/2/2015) 
BG mau bebas di praperadilan trus pake hakim Sarpin deh 
yang rekam jejaknya udah pasti BOBROK #KPKvsPOLRI 
114 @DeasyRch / Deasy 
Rachmawati (17/2/2015) 
@KPKvsPOLRI Gimana mau menang di praperadilan, wong 
pernyataan salah satu & bbrpa saksi ahlinya malahan 
memperkuat pihak pemohon?? 
115 @MasMakoto / Soetarto 
(17/2/2015) 
Masih didominasi #KPKvsPOLRI, putusan Sarpin, tren batu 
akik, eksekusi gembong narkoba, dan entah 
116 @WijayaDewantara/ Wijaya 
Dewantara (17/2/2015) 
Menanti episode selanjutnya # Sarpin #KPKvsPOLRI   
Saksikan di bioskop2 kesayangan anda …# Sarpin 
#KPKvsPOLRI   
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#KPKvsPOLRI semestinya bisa di netralisir dari awal..lagi2 
problem ketegasan.. #Sarpin hanya pemeran pengganti… 
117 @endhaxcv/ Yudha  
(17/2/2015) 
#KPKvsPOLRI KPK kalah di prapradilan… negeri sarang tikus 
….koruptor berkuasa 
118 @om_tcai / arief zulad 
(17/2/2015) 
Media seharusnya memberikan fakta, bukan memprovokasi, 
#KPKvsPOLRI 
Biarlah yang berwenang yang bertindak #KPKvsPOLRI 
119 @conan_idn /Conan _IDN 
(17/2/2015) 
#Kita bikin rame RT @Isnaforever : jegal menjegal #KpkvsPolri 
120 @ Isnaforever /Nuna 
Gunner(17/2/2015) 
Jegal menjegal #KpkvsPolri 
121 @rolisurya / Roli bin Rozali HSB 
(17/2/2015) 
Di TV yg muncul itu itu aja Ntah mana yg salah ntah mana yg 
benar Pande pande menyikapinya lah 
122 @Jennygo_ / Jenny Go 
(17/2/2015) 
Caprk baca berita ttg #KPKvsPOLRI melulu, semua sama 
saja, egois, dendam, punya kepentingan, trus Pak Presiden 
@jokowi_do2 kemana? 
123 @farahwardani / Farah Wardani 
(17/2/2015) 
Ilfil berat dengan perkembangan berita #KPKvsPOLRI 
#SaveKPK 
124 @monicalove/ Hasnaning Monica 
A (17/2/2015) 
Trending topic sekarang itu #KPKvsPOLRI  …oh negeriku 
…aku rindu kedamaianmu 
125 @trifky1 / PANJI NUSANTARA 
(17/2/2015) 
Janganlah hanya KPKvsPOLRI yg jadi trendtopic ingatlah 
“Rakyat Indonesia” msh banyak yg kelaparan. 
126 @arya_Ccungkring / Arya Cules 
(17/2/2015) 
Bosan dengan polemic di negeri ini, krisis moral sdg terjadi. 
Bosan dengan politik. #KPKvsPOLRI 
127 @AzheppD / Asep Iswanto 
(17/2/2015) 
Mau dibawa kemana negeri ini, dipidana para penegak hukum 
malam saling bertikam #KPKvsPOLRI 
128 @risdaNurshifa / Nurshifa 
(17/2/2015) 
Mngikuti prkembangan berita di tv skrg sdh ga ada bedanya 
dgn nonton sinetron atau film india. #KPKvsPOLRI 
#KPKDanRakyat 
129 @faiswidi / WidiArianto 
(17/2/2015) 
Yang mengetahui kebenarannya hanya sang pencipta 
#kpkvspolri 
130 @yusuf_sigi / yusuf sigi 
(17/2/2015) 
#ILKsaveindonesia mungkinkah ada pihak yg sengaja 
menciptakan konflik antara KPKvsPOLRI unt memuluskan 
kepentigan pribadi…?? 
131 @cimenk_ilham / ilham abdi 
putra (17/2/2015) 
Kpkvspolri? Udah damai aja kenapa. Malu diliat rakyat. Kalo 
mau berantem silah kan ke ring tinju. 
132 @trifky1 / PANJI NUSANTARA 
(17/2/2015) 
 Janganlah hanya KPKvsPOLRI yg jadi trendtopic ingatlah 
“Rakyat Indonesia” msh banyak yg kelaparan. 
133 @soerjodarmodjo / r soerjo 
(17/2/2015) 
Berpikir tidak memihak membuat anda bisa bicara lbh bebas 
dan ringan serta lbh obyektif #KPKvsPOLRI #KPKDanRakyat 
#KPK 
134 @Muhammad_Yusrul / 
Muhammad Yusrul (17/2/2015) 
Kalau begini kan kesannya jadi balas dendam. #KPKvsPOLRI 
135 @tsuhardday/ Blue Star 
(17/2/2015) 
Bkn perseturuan antar dua instansi. Hanya pembersihan org2 
dari rezim lama di ganti org2 baru #KPKvsPOLRI 
136 @Rolisurya / Roli bin Rozali Hsb 
(17/2/2015) 
Di tv yg muncul itu-itu aja. Ntah mana yg salah ntah mana yg 
benar. 
Pande-pande menyikapinya lah.. #kpkvspolri 
137 @Dimas_Lambe / Dimas Lambe 
(17/2/2015) 
Siapa yang akan jadi pahlawan kali ini? #KPKvsPOLRI 
#DontTrustAnyone ‼! 
 Tgl 18/2/2015  
138 @Kabar95/ agungcantona 
(Tgl18/2/2015) 
Yg berkuasa yg menang #KPKvsPOLRI 
139 @Mrjaya / Jaya AY Sulit utk tdk perduli, dan tdk terlibat secara emosi jika melihat 
lanjutan 
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(18/2/2015) berita para politikus dan sikap pemimpin negara ini. 
#kpkVSpolri 
140 @Nofia_Fitri / Novia Fitri 
(18/2/2015) 
Wajar para pemilih menyesali keputusan dulu, mereka telah 
berkontribusi utk sebuah #negerirekayasa #miris 
#KPKvsPOLRI #jokowiadalahmega 
141 @i_brur / Rezim Kesurupan 
(18/2/2015) 
Banget RT @JTmor. Jokowi berjanji akan memutuskan kasus 
KPKvsPolri dlm minggu ini. Sdh lewat 3 minggu tidak juga ada 
keputusan. Pembohong!! 
142 @mnursholeh/ M Nur Sholeh (tgl 
18/2/2015) 
Kemelut KPK Polri memang sangat menyita banyak energi di 
negeri ini. Sesama anak2 negeri tp saling sikut, bapaknya ?. 
#KPKvsPOLRI 
143 @mnursholeh / M Nur Sholeh 
(Tgl18/2/2015) 
Dan masih saling lapor melapor siapa yang salah, ada yg 
salah, kasus ini salah, dst. #KPKvsPOLRI 
144 @TonyRadjali/ Radjali Toni (tgl 
18/2/2015) 
Aneh – yang semula menyangkakan BG skrg tercederai RT @ 
republikaonline goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
145 @republikaonline/ Republika 
co.id (18/2/2015) 
Jokowi Berhentikan Sementara Dua Pimpinan KPK. 
republikaonline goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
146 @ImamMalik3/ Ibnu Djamani (tgl 
18/2/2015) 
Kok tdk ada lagi hesteq #SaveKPK ya? RT@7udas_isk. 
goo.gl/ujktra I #Jokowi.#KPKvsPOLRI 
147 @kemal91mbai/ Kopites Garis 
Luar (tgl 18/2/2015) 
Tidak menyesal memberikan suara sya yang cuma satu 
kepada JKW-JK, tapi dimana beliau berdua sekarang??? 
#MasJokoBeraniNggak. #KPKvsPOLRI 
148 @FantasticHakim/ 
FantasticHakim (18/2/2015) 
Jokowi tak cinta Indonesia, berhenti aja jadi presiden.-_- 
#KPKvsPOLRI 
149 @shaundlevine/ Shaund Levine 
(18/2/2015) 
Appointing one for the other doesn’t solve the problem or 
repamving the system #KPKvsPOLRI 
150 @HansPSiagian/ Hans P Siagian 
(18/2/2015) 
@Metro_TV Keputusan Pres @jokowi_do2 Hanya Sebagai 
“Obat Penenang” Bukan Solusi #KPKVSPOLRI & Tidak 
Mendukung Upaya Pemberantasan #Korupsi.  
151 @sonni_vox/ sonic VSF Jr 
(18/2/2015) 
Msyarakat dipertontonkan drama lokal !? #KPKvsPOLRI 
#Jokowi ChooseWho :): )** 
152 @nurimaulids / ahmad santausa 
(18/2/2015) 
 
Panggung politik Indonesia semakin panas, tak sampai akal 
unt analisis #entah siapa yang mencekik. Entah siapa yang 
dicekik #KPKvsPOLRI 
153 @Wida16504269 / W’Da van 
delan (18/2/2015) 
Ada apa dg INDONESIA ku? #kpkvspolri 
154 @SalmanMardira / Salman 
Mardira (18/2/2015) 
Ini sudah masuk tahun kambing, tahun mencari kambing hitam 
dibalik kisruh KPKvsPOLRI dll. 
155 @scB_emdry / endry|sopyan 
(18/2/2015) 
Mungkin klo Presiden’a Mr.Prabowo rakyat ga perlu MUAK liat 
perselisihan #KPKvsPOLRI (mungkin J) 
156 @Fuad_Damiri / FUAD DAMIRI  
(tgl 18/2/2015) 
Kalau KPK memang sudah tidak digunakan, TUTUP saja. 
Begitupun Indonesia akan segera tertutup banyaknya korupsi 
#KPKvsPOLRI 
KPK versus POLRI sekalipun satu yang menang para 
KORUPTOR tetap akan bersorak kegirangan #KPKvsPOLRI 
157 @mariaantono/tggrakyatbergerak 
(tgl 18/2/2015) 
Hadeuuuhh..presiden kok jadi bahan bualan rakyatnya sendiri, 
akibat KPKvsPOLRI. Ini akibat terpilih krn Media +KG yg 
mngkarbitnya 
158 @puzz81/ santo (tgl 18/2/2015) Smoga pak @joko_wido2 liat dan baca headline kompas pagi 
ini #KPKvsPOLRI  
159 @tiar_pvt / bahtiar 
(18/2/2015) 
#KPKvsPOLRI “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di 
seberang lautan terlihat” 
160 @itemkuitemic/ Al item 
(Tgl 18/2/2015) 
Yang terhjadi skrg BUKAN #KPKvsPolri. 30% unsur KPK 
anggota Polri. Ini #PerangBintang antara calon Kapolri 
bermasalah vs KPK yg istiqomah 
lanjutan 
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161 @CloundCarbelius/ Clound 
Carbelius (Tgl 18/2/2015) 
BG, klo emang gk salah Kenapa mesti takut | Dan mencari” 
kesalahan orang lain. #saveKPK #SupportKPK #KPKvsPOLRI 
#abrahamsamad 
162 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
(Tgl 18/2/2015) 
#SaveKPK kadal burung sama2 untunglah tapi hrs sejalan gak 
pk fitnah2an #KPKvsPOLRI 
163 @iylaalala / Lala Mufidah 
(Tgl 18/2/2015) 
Ketawa aja lihat komedi politik di negeriku… #miris 
#KPKvsPOLRI #saveKPK 
164 @itemkuitemic  
/ Al Item (tgl 18/2/2015) 
Konflik #BGvsAS bukan koflik #KPKVSPOLRI. Masih banyak 
Polisi bersih dan siap berantas korupsi. JKW sdh mulai 
#RevolusiPolri 
165 @JayTee2ever/ JayTee 
(Tgl18/2/2015) 
Apa hubungan Bareskrim dengan Permintaan Buka Rekening 
KomPret BG? Bukankah hal tersebut harus diperintah dari 
Hakim?? EDAN..‼ #KPKvsPOLRI 
166 @iAmaroid / ama roid 
(Tgl 18/2/2015) 
#kpkvspolri #kpk_ri #jokowi #polri. Kpk dibuat untuk 
membersihkan polri 
Kok bisa polri jadi ngebersihin kpk. Emang rakyat Indonesia 
buta?? 
167 @Anna3581K / Anna K 
(18/2/2015) 
Saya, sbg rakyat hanya bisa sorak sorai ketika segalanya 
berjalan sesuai keinginan hati, & mencaci ketika terjadi 
sebaliknya #KPKvsPOLRI 
168 @tiar_pvt/ bahtiar 
(Tgl 18/2/2015) 
#KPKvsPOLRI  “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut 
diseberang lautan telihat. Akankah Polri secepat kilat …fb.me 
/4eHVq UAXh 
169 @markusdsurya/ Markus 
Suryaatmadja (Tgl18/2/2015) 
Gimana nasib AS dan BW kalo sampe masuk ya? Pasti ga 
dibolehin mandi. #KPK #KPKvsPolri. #kapolri  
170 @MarfulOren / marful oren 
(Tgl18/2/2015) 
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri akan terus 
merosot pasca kasus #KPKVSPOLRI / cicak vs buaya jilid 2 
171 @Agung_cantona/ Catatan 
Lorcars (Tgl18/2/2015) 
MASIH BISAKAH mrk berjoget seperti kemarin ketika tahu yg 
mereka jogetkan tidak berhasil jadi Kapolri?! #KPKvsPOLRI 
172 @brontak88/ #KabinetReklamasi 
(Tgl18/2/2015) 
#Sapu koruptor duit jarahannya mrk gunakan bayar hakim 
sarpin n lawyer #SaveKPK #Sarpin #KPKvsPOLRI 
173 @Haabibonta / Pandu Gumelar 
(Tgl18/2/2015) 
Negara, kenapa kita harus punya itu? #Kpkvspolri IBudi 
Gunawan Tebar Janji Barter agar dilantik menjadi Kapolri. 
tempo.co/s/1643437 
174 @JayTee2ever / JayTee 
(18/2/2015) 
Apakah terkait bagi2 hasil atas kemenangan yang telah 
dirasakan??? Takut si Kompret susah ditagih lagi kl resmi jadi 
KapolPret??? #KPKvsPOLRI 
175 @cokroawakduroni/ Syamsul 
Arief (18/2/2015) 
Smg analisis otak besar anda benar :) @ranabaja. Jgn sangsi 
knflik #KPKvsPOLRI ini taktik brilian JKW untuk mmrangi 
korupsi. Otak anda sj kecil 
176 @puzz81/ santo (18/2/2015) Smoga pak @joko_wido2 liat dan baca headline kompas pagi 
ini #KPKvsPOLRI  
177 @risa_pajar/ Risa Pajaruddin 
(18/2/2015) 
Tinggal menunggu Reaksi dari pak presiden mengambil 
keputusan untuk kapolri …? #Kpkvspolri #KPK_RI 
178 @erwinanfield/ Erwin Manutede 
(18/2/2015) 
Menghadapi kasus #KPKvsPOLRI, pak @jokowi_do2 ini pakai 
‘jurus’ CERDIK SEPERTI ULAR, TULUS SEPERTI MERPATI.. 
179 @JuniperSiagian/ True Siangano 
(18/2/2015) 
Org2 yg menari2 dalam kasus KPKvsPOLRI harus menelan 
ludah wkwkwkwk #Jokowikita 
180 @HeruTriK / Heru Tri K (tgl 
18/2/2015) 
KPKvsPOLRI kayak 2 anak kecil berantem. Ortunya datang, 
dilerai, trus 2-2nya dihukum. Lol #Jokowikita 
181 @Gie_YatniID/ Gie 
(tgl 18/2/2015) 
Akhirnya sikap Presiden Jokowi di luar perkiraan para 
pengamat, #JebakanBatman DPR tidak berhasil. #Selamat 
Jokowi, Selamat #KPKvsPOLRI 
182 @Herdi/ Herdi Kurnianto 
(18/2/2015) 
BG batal dilantik, kira2 Jokowi bakal diapain ya sama mamak 
banteng. #jokowi #KPKvsPOLRI 
248 
 
183 @patrickhutapea/ Patrick 
Hutapea (tgl 18/2/2015) 
Ini bukti bahwa wewenang @jokowi_do2 lebih besar dari 
Ketum. Bukan sebaliknya. #KPKvsPOLRI 
184 @mnursholeh/ M Nur Sholeh (tgl 
18/2/2015) 
Yang ditunggu2 akhirnya bersuara, Sang Presiden :-) BG g 
jadi dilantik, AS dan BW dinonaktifkan. #KPKvsPOLRI 
185 @itemkuitemic/ Al Item  
(tgl 18/2/2015) 
Konflik #BGvsAS bukan konflik #KPKVSPOLRI. Masih banyak 
Polisi bersih dan siap berantas korupsi. JKW sdh mulai 
#RevolusiPolri 
186 @lis_arianty / Lisda Ariyanti (tgl 
18/2/2015) 
Akhirnya keluar juga KepPres, spt apa hasil y 
nanti??@Joko_wido2 #JokowiKita #KPKVSPOLRI.  
187 @angry_magpie/ Angry Magpie 
(18/2/2015) 
Surprise to see so much Jokowi love on Twitter congratulation 
his performance re #KPKVSPOLRI; Jokowi supporters are 
suprisengly forgiving.  
188 @Angry_Magpie/ Angry Magpie 
(tgl 18/2/205) 
Maybe #KPKvsPOLRI hasn’t ended : KPK needs 
SupremeCourt to overturn Jaksel Court rulin to close legal 
loophole, can’t do w/o continuing BG case 
189 @gie_drumholic/ gie kurniawan 
(18/2/2015) 
Disitu kadang saya merasa sedih IJokowiKita #KPKVSPOLRI  
190 @HansPSiagian/ Hans P Siagian 
(18/2/2015) 
Solusi #KPKVSPOLRI. Pres @jokowi_do2 terbitkan #Perppu 
#Korupsi Hak & Wewenang @KPK_RI & #POLRI # Pidana 
lain!@mohmahfudmd @zainalamochtar 
Solusi #KPKVSPOLRI. #Perppu #Korupsi Hak & Wewenang 
hanya oleh @KPK_RI & #POLRI &#Kejaksaan # Pidana lain! 
@setkabgoid @Pintar Politik 
191 @ASLIINDO100/ 100% 
INDONESIA ASLI (18/2/2015) 
Nah bener kan bersih bersih deh jadinya #KPKVSPOLRI; 
JokowiKita @Kurawa  
192 @sonni_vox/ sonic VSF Jr 
(18/2/2015) 
Msyarakat dipertontonkan drama lokal !? #KPKvsPOLRI 
#Jokowi ChooseWho :): )** 
193 @inovey / irma novianti  
(18/2/2015) 
Negeri penonton. Indonesia kini. Mana jujur mana bohong 
#KPKvsPOLRI  
194 @Fuad_Damiri / FUAD DAMIRI 
(18/2/2015) 
@IMS_NET. Para penegak hukum. Baik buruknya Negara ini 
anda bisa menentukannya. STOP mainan musuh-
musuhannya#KPKvsPOLRI 
195 @Ichigo_falah / F_ust. Hotun 
Naim (18/2/2015) 
Lembaga tinggi di negara kok berseteru? Gimana dengan 
rakyatnya? 
#KPKvsPOLRI 
196 @ciReboncorner / ciRebon 
CorNer (18/2/2015) 
Melihat video ini youtube. com/watch ?v=dTi_3w, jadi miris, 
dua lembaga negara mngabaikan amanat rakyat (saya rakyat) 
#KPKvsPOLRI 
197 @iylaalala / LalaMufidah 
(18/2/2015) 
Ketawa aja lihat komedi politik di negeriku… #miris 
#KPKvsPOLRI #saveKPK 
198 @Alfatika_Novia / Alfatika10 
(18/2/2015) 
Kalo para penengak hukum pada debat dan saling 
menyalahkan..lalu rakyat harus bela yang mana? 
#KPKvsPOLRI 
199 @SantriAlArifin / YOGA 
PRASETYA (18/2/2015) 
Menurut saya, di zaman sekarang yang benar belum tentu 
menang, yang salah belum tentu kalah. 
200 @mintulkutimin / Yasmin baisa 
(18/2/2015) 
Seharusnya yg mau jadi mentri di tes kebohongan pake alat 
pendeteksi kebohongan nyak, biar ga susah gini 
#KPKvsPOLRI 
201 @fazrury /  fazrury  
(18/2/2015) 
Kita sebagai suatu wajihah, hrus belajar dr drama 
KPKvsPOLRI.. bgaimana ternyata, “jaket” itu terlalu 
diagungkan, hanya membuat perpecahan 
202 @de_erlangga / Derry Erlangga 
(Tgl18/2/2015)) 
Lieurrrr politik di Indonesia! Klo POLRI salah ya dihukum. 
Begitu juga KPK. Jgn jadi Hukum Berat Sebelah.. *katanya 
negara Hukum #KPKvsPOLRI 
203 @Fudhul2 / Fudhul2 Merah putih berkibar kembali.. bangsa bergerak lagi 
lanjutan 
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(Tgl18/2/2015) #KPKvsPOLRI #indonesia 
204 @Ridhuan420 / Ridwan 13 
(18/2/2015) 
#KPKvsPOLRI Gue megang dishub , haha 
 Tgl 19/2/2015  
201 @shofi_rosyadi / Shofi Rosyadi 
(tgl 19/2/2015) 
No!! menurut gw itu bkn win-win solution. It’s a win-win-lose 
solution. Lose utk rakyat. Makin banyak aja kebohongan yg 
ditutupi. #KPKvsPOLRI 
201 @Phirman_rheza / 
PhirmanIKAMMI (19/2/2015) 
lose-lose solution.#KPKvsPOLRI 
203 @ahbuch/ Ahmad Buchori  
(Tgl 19/2/2015) 
Tu kan, masalah blom selesai RT @Metro Tv : Desmond : 
Komisi III tidak akan memproses Badrodin Haiti.@BILLY 
KOMPAS. #SaveKPK #KPKvsPolri.  
204 @edychai / Edy Chandra 
(Tgl 19/2/2015)                             
@PartaiSosmed tdk peduli tukang pagar mau makan rumput 
atu tidak. Yang penting bs membangun pagar yg tidak makan 
tanaman. #KPKvsPOLRI 
205 @rangga_raihan7/ Rangga 
raihan (Tgl 19/2/2015) 
Save kpk. #KPKvsPOLRI 
206 @yosunoku Tgl 19/2/2015) Sebetulnya siapa mengkriminalikan siapa? #KPKvsPOLRI 
207 @Nainggolandion/ Dion 
(Tgl19/2/2015) 
Utk saat ini Indonesia telanjang pertahanan dalam negeri dan 
rapuh pertahanan moral pejabat.monggo yg mau obrak abrik. 
#KPKvsPOLRI. #cry 
208 @TKutandi /Republik Cemen 
(Tgl19/2/2015) 
Bisa jadi tuh lihat hasil praperadilan”@CNN Indonesia. 
#KPKvsPOLRI: Jalan Buntu Pemberantasan 
Korupsi?.cnn.id/33345” @Pintar Politik 
209 @ainaashya/ Naia Aina  
(tgl 19/2/2015) 
Setuju bgt dg keputusan presiden dg batalkan lantik BG, bnr” 
pemimpin yg adil dan bijak. #KPKvsPOLRI 
210 @abduhBatik/ M abduh (tgl 
19/2/2015) 
Bravo pak @jokowi_do2. Anda betul2 #presiden yg 
mementingkan #rakyat, #bangsa, dan #negara. Keputusan bpk 
soal #KPKvsPOLRI oke bgt 
211 @sopotokuwi/ Armadillo 
(19/2/2015) 
 
Semoga bpk @jokowi_do2 dapat menyelesaikan #gonjang 
ganjing #KPKvsPOLRI ini 
212 @Kabar95/ CatatanLorcasz 
(Tgl 19/2/2015) 
Rumah Pengacara Pimpinan KPK Diteror Bom.bit.ly/ 
1zq1RgG. #KPKvsPOLRI 
213 @TKutandi /Republik Cemen 
(Tgl19/2/2015) 
Bisa jadi tuh lihat hasil praperadilan”@CNN Indonesia. 
#KPKvsPOLRI: Jalan Buntu Pemberantasan 
Korupsi?.cnn.id/33345” @Pintar Politik 
214 @andyaron / A. Aron 
(19/2/2015) 
Coba tebak. Ketika hukum menjadi kendaraan politik, dan 
politik mengendarai hukum. Apa yang terjadi? #KPKvsPOLRI 
215 @yosunoku / Yogi Suwarno 
(19/2/2015) 
Sebetulnya siapa mengkriminalkan siapa? #KPKvsPOLRI 
216 @trifky1 / PANJI NUSANTARA 
(19/2/2015) 
@endisutarto KPKvsPOLRI dianggap sudah selesai, saatnya 
membicarakan ‘Kesejahteraan Rakyat’ sembako semakin 
mahal. 
 Tgl 20/2/2015  
217 @andreansyah_92/ 
Andreansyah (20/2/2015) 
Ketika hukum hanya menjadi mainan para Politikus pecandu 
kedudukan?!! #KPKvsPOLRI 
218 @zeptyanpho/ Zeptyan pho 
hetfield 
(Tgl 20/2/2015)  
#KPKvsPOLRI Ketika Hukum Hanya Menjadi Mainan Para 
Politikus Pecandu Kedudukan ?!! 
219 @andreansyah/ Andreansyah 
(Tgl 20/2/2015)  
Ketika hukum hanya menjadi mainan para Politikus pecandu 
kedudukan ?!! #KPKvsPOLRI 
220 @jaidiyusuf / Jaidi Yusuf (jay’s) 
(20/2/2015) 
Nusa bangsa jangan mau di adu domba ! #kpkvspolri 
lanjutan 
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221 @olgabilyraffi / OLV 
(20/2/2015) 
@neosepik @TKP_RI @JackArkaan @M4ngU5il mudah2an 
msalah antar KPKvsPOLRI cepat selesai, ke2 lembaga it 
menjlnkan tugasx seadil-adilx, it mauq 
 Tgl 21/2/2015  
222 @HansPSiagian/ Hans P Siagian 
(21/2/2015) 
Seleksi #Kapolri #Jagung yg tidak sesuai #NawaCita & konflik 
#KPKvsPOLRI sbg bukti lemahnya #kepemimpinan Pres 
@jokowi_do2 @PintarPolitik 
223 @Dwitina_yuni / Yuni Dwitina 
(21/2/2015) 
Maka kemanakah para wakil yang menjanjikan menyuarakan 
suara rakyat @MataNajwa #KPKvsPOLRI 
#kapolripilihanjokowi 
224 @Thebestdewo/ Dewo_ Ruci 
(21/2/2015) 
“Tutup Drama #Buatan kisruh KPKvsPOLRI→Penundaan 
TembakMati Bali_Nine LionAIr&JonanTidur.cc:@Subiakto 
@bang_dw 
 Seleksi #Kapolri #Jagung yg tidak sesuai #NawaCita & konflik 
#KPKvsPOLRI sbg bukti lemahnya #kepemimpinan Pres 
@jokowi_do2 @PintarPolitik 
225 @Daqu_Semarang/ PPPA Daqu 
Semarang (Tgl 21/2/2015) 
@TNIOnline kpkvspolri berdampak sistemik, konon juga dari 
polri, kenapa kpk tidak dari TNI aja? Bingung ma polri nih mau 
nyontohin apa ma rakyat 
226 @Daqu_Semarang/ PPPA Daqu 
Semarang (Tgl 21/2/2015) 
@TNIOnline kpkvspolri berdampak sistemik, konon juga dari 
polri, kenapa kpk tidak dari TNI aja? Bingung ma polri nih mau 
nyontohin apa ma rakyat 
227 @Wida16504269/ W’D van delan 
(21/2/2015) 
Ayo pak @jokowi_do2 buktikan klo anda itu ada dan 
selesaikan masalah kpkvspolri dg bijak dan santai #staycool  
228 @ReskiyantoReza/ Fahreza 
Muhammad (Tgl 22/2/2015) 
#SaveKPK #KPKvsPOLRI jdi trending topic, tdk malu sama 
negara tetangga? 
 Tgl 23/2/2015  
229 @ace_baru (23/2/2015) Jadi PLT KPK Taufikurahman Ruki mulai bermain teka teki 
230 @britasiana/ Berita Siana (tgl 
23/2/2015) 
#Abde #Slank Berpendapat Bahwa #Presiden # Jokowi 
Segera Menghentikan Kriminalisasi di #KPK #kpkvspolri #Polri 
 Tgl 24/2/2015  
231 @Jend_Tribun370 / TRI BUANA 
P (tgl 24/2/2015) 
Semua menyalahkan keputusan presiden #kpkvspolri 
234 @NachaSujono / Sujono 
(24/2/2015) 
Mumet berkepanjangan negara digantungkan #kpkvspolri 
235 @andialaziz / Andi Hidayat 
(24/2/2015) 
KPKvsPOLRI gak beres2, #DisituKadangSayaMerasaSedih 
Berita nasional makin hari makin miris aja. @KPKvsPOLRI 
#BlokMahakam #Mobnas #NilaiTukarRupiah, ancur semua. 
Owalah jok, jok… 
236 @anantamawibowo / ais 
(24/2/2015) 
Loh masih KPKvsPOLRI toh, kirain sudah selesei 
237 @brontak88/ #KabinetReklamasi 
(Tgl 24/2/2015) 
Sumber malapetaka #hukum #Indonesia dmpk #praperadilan 
kasus BG. #KompasTV #kpkvspolri #kriminalisasi 
penghancuran#kpk 
238 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
(24/2/2015) 
Sumber malapetaka #hukum#indonesia dmpak #praperadilan 
kasus BG #Kompas TV #kpkvspolri #kasus #kriminalisasi 
penghancuran #kpk 
 Tgl 25/2/2015  
239 @sheque / Seseq 
(Tgl 25/2/2015) 
Inget kasus Novel Baswedan yg mau diseret kasus maling 
burung wallet jmn KPKvsPOLRI edisi Djoko Susilo?. Kasusnya 
skg diangkat lg lho. Puas? 
240 @sheque / Seseq 
(Tgl 25/2/2015) 
Inget kasus Novel Baswedan yg mau diseret kasus maling 
burung wallet jmn KPKvsPOLRI edisi Djoko Susilo?. Kasusnya 
skg diangkat lg lho. Puas? 
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 Tgl 26/2/2015  
241 @Djat_mika / Djatmika 
(tgl 26/2/205) 
Setelah KPKvsPOLRI, disusul kenaikan hargaberas plus 
begal2 sadis & nekad..apakah stlh ini kerusuhan etnis? 
@PintarPolitik 
242 @rahadion / Rahadion 
(26/2/205) 
Apa iya ini pengalihan isu ?? #begalmotor #Jokowi # 
KPKvsPOLRI,  
243 @AWChuz / LareAngon 
(26/2/205) 
KIH maruk kemenangan, mabuk menang, lupa koalisi 
pemerintah mestinya bekerja keras #demirakyat tegakkan 
hukum. Malah bikin ruyam KPKvsPOLRI 
244 @fitriwahyunings / Fitri 
wahyuningsih (26/2/2015) 
Kalo menurut gue begal begal itu akalan aparat ajah. 
Biar isu kpkvspolri gak berlanjut. 
245 @brontak88 / #KabinetReklamasi 
(26/2/2015) 
 
Bencana hukum #praperadilan krn #sarpin hakim rekayasa 
perkara dengan keputusan yang salah atas perkara 
#kpkvspolri tangkap sarpin hakim bermasalah 
246 @AWChuz / LareAngon 
(26/2/205) 
KIH maruk kemenangan, mabuk menang, lupa koalisi 
pemerintah mestinya bekerja keras #demirakyat tegakkan 
hukum. Malah bikin ruyam KPKvsPOLRI 
247 Iyanokedonk / iya sopiyan 
(26/2/2015) 
Menilai konfilk #KPKvsPOLRI anggap saja seperti tawuran 
anak sekolah..simple kan.. 
248 @sosusanto / Surya Oetomo 
Susanto (26/2/2015) 
The most interesting fight is not #kpkvspolri but @basuki_btp 
vs #DPRDDK. We all support you Pak Ahok!! 
 Tgl 27/2/2015  
249 @STB_112 / Setya Boediono (tgl 
27/2/2015) 
Trend #SaveAhok #KPKvsPOLRI negara ini terlalu banyak 
masalah. 
250 @aldo tobing / Aldo Fabian Di 
Maria (27/2/2015) 
Tp paling tidak oknum-oknum DPR yang terlibat dana Siluman 
itu bisa mengajukan praperadilan, gampang #KPKvsPOLRI 
#AHOKvsDPRD 
251 @joenedagung / Joened Agung 
(27/2/2015) 
@dodolan kabeh @DebbyMadova @Anjani202 @hariadi 
@Pintar Politik lihat aja sekarang kpkvspolri fade out, 
JKWvsmega fade out next munkin Ahok :D 
252 @Kabae_asahan/ Kabar Asahan 
com. (Tgl 27/2/2015) 
#Hukum #Nasional # Update #KPK #KPKvsPOLRI Wakapolri 
sebut Abraham Samad tersangka kasus’ rumah kaca’ 
dlvr.it/8m4dff 
253 @aldo tobing / Aldo Fabian Di 
Maria (27/2/2015) 
Tp paling tidak oknum-oknum DPR yang terlibat dana Siluman 
itu nisa mengajukan praperadilan, gampang #KPKvsPOLRI 
#AHOKvsDPRD 
 Tgl 28/2/2015  
254 @D_bambang / bambang 
priambodo ( 28/2/2015) 
Setelah reda pilpres, KPKvsPolri skrg AhokvsDPRD, seneng 
banget bangsa ini dipecah belah, energinya bukan untuk 
bangun bangsa @PintarPolitik 
255 @NjoDoang / J.C 
(28/2/2015) 
Tahun 2015 Indonesia Acak Kadut, Ada aja masalah. 
KPKvsPOLRI, DPRDvsAhok, ada lagi ini BEGAL MOTOR :( 
#HidupLahIndonesiaRaya :D 
MARET 
 Tgl 1 / 3 / 2015  
256 @rajawaliNKRI/ #JRBoemiPutera 
(tgl 1/3/2015) 
Kemarin sandiwara KPKvsPOLRI, skg AHOKvsDPRD, 
ujung2nya deal2an, cuma rakyat bodoh yg mau diadu dombah 
sama pemimpin kacung… 
257 @JefryMartin / Jefry M Siburian 
(1/3/2015) 
Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia maya??? 
Apakah berita begal tersebut hanya untuk bahan pengalihan 
dari masalah2 kpkvspolri 
258 @elfizal/ Elfizal Azhar  
(Tgl 1/3/2015) 
Tujuan utama >> #KPKvsPOLRI ̴ AhokvsDPRD 
>>>Kriminalisasi KPK Hambat Kasus BLBI. RI terancam rugi 
Rp.5000 triliun.metrotvn.ws/A364686 
lanjutan 
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259 @JefryMartin / Jefry M Siburian 
(1/3/2015) 
Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia maya??? 
Apakah berita begal tersebut hanya untuk bahan pengalihan 
dari masalah2 kpkvspolri 
260 @alief001/ Alief (1/3/2015) Ck ck ck ck ck Tak Terima Dikritik, Hakim Sarpin Polisikan Dua 
Dosen Unand via @detikcom tyniurl.com/ob515xk 
#budigunawan #kpkvspolri 
261 @JefryMartin / Jefry M Siburian 
(1/3/2015) 
Kenapa masalah begal jadi menjadi tren di dunia maya??? 
Apakah berita begal tersebut hanya untuk bahan pengalihan 
dari masalah2 kpkvspolri 
 Tgl 2 / 3 / 2015  
262 @MuhBurhannuddinR / Burhan 
(aan) (2/3/2015) 
Rebut kpkvspolri, rebut begal motor, rebut eksekusi mati, 
menyatu yuk, kita merdeka sendiri loh, malu sama tetangga 
sebelah, yang kemerdekaannya diberi. 
263 @inisiatorAksi / Sospol BEM KM 
UNMUL (2/3/2015) 
Diskusi mala mini lumayan a lot. Kami disini bersama kawan 
kawan tak mau hanya terkukung pada polemic KPKVSPOLRI 
yang kini sepertinya terkesan basa-basi. 
 Tgl 3 / 3 / 2015  
264 @f42r1nh0 / Fazrin Budi 
(3/3/2015) 
Reformasi lagi aja deh. #kpkvspolri #ahokvsdprd 
265 @Wak_Agam 
3/3/2015 
Oknum pati Polri kok dilawan??? Tanya kenapa ?? bukan 
rahasia lagee. #kpkvspolri. #kpk.#polri 
266 @opiemayoz / opie 
(tgl 3/3/2015) 
Polisi tembak tersangka sudah biasa, yang tidak biasa klo 
tersangka tembak polisi @ilc_tvonenews #KPKvsPolri 
 Tgl 4 / 3 / 2015  
267 @harisbuandel / Haris Van 
Byuten (4/3/2015) 
Indonesia tidak berkembang kalau kayak gini.. #kpkvspolri 
 Tgl 5 / 3 / 2015  
268 @arif_fajar_h / Arif Fajar H 
(5/3/2015) 
Kita dijejali banyak isu. Ahok, kpkvspolri, balinine, sehingga 
tidak focus pada isu ekonomi 
269 @mhianogejhe/ Mhia Syam 
(5/3/2015) 
Pusing nonton berita,, semuax mencari lawan,,, kpkvspolri 
ahokvsdprd kikisumovsdamian…Rindu siaran2 yg berbobot… 
270 @opik_2159/ taufik ismail N 
(5/3/2015) 
Rek baleg kumaha Indonesia teh ai sagala teu kompak mah, 
kpkVSpolri, polisiVSTNI, anggota dewan pasea, dijamin ancur 
tah 
271 @ichupp/mardiansyah  
(5/3/2015) 
Orang yg benar disalahkan, orang yg salah dibenarkan, orang 
yg munafik dipercaya sedangkan orang yg jujur didustakan 
#KPKVSPOLRI, #AHOKVSDPRD 
272 @ichupp / mardiansyah 
(5/3/2015) 
Orang yg benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan, 
orang yg munafik dipercaya sedangkan orang juju didustakan. 
#KPKvsPolri,AhokvsDPRD 
 Tgl 7 / 3 / 2015  
273 @dzprasongko / diaz  
(Tgl 7/3/2015) 
Td siang sempat lihat Polsek Jakbar pamer tim anti preman, 
barusan lihat Polsek Depok atraksi, apa gini cara branding 
Polri? #KPKvsPolri 
274 @NcyFarizalls / NCY 
(7/3/2015) 
Klo susah tidur gini suka kepikiran KPKvsPOLRI, apa kabar?? 
*Langsungngantuk* 
 Tgl 8 / 3 / 2015  
275 @fimnews / Forum Indonesia 
Muda (8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak didukung 
pemerintahan & DPR. UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK 
merupakan bentukan pemerintah dan DPR 
276 @UtomoHady/ OOOOH 
INDONESIAKU (8/3/2015) 
Dari awal kasus KPKVSPOLRI hingga KPK tak didukung 
pemerintahan & @Denialma7 @Jims_Ng @kandargalang 
@khoirul_ahmad @Pintar Politik. Dollar tinggi, beras mahal, 
LPG langka, kisruh KPKvsPOLRI. semua bkn urusan joko 
lanjutan 
253 
 
 Tgl 10 / 3 / 2015  
277 @papihamlet / #Pituturan 
(10/3/2015) 
Rakyat bayar pajak agar kalian kerja, bukan untuk kelahi. 
#KPKvsPOLRI @PintarPolitik @PartaiSosmed 
 Tgl 11 / 3 / 2015  
278 @missAmey / Meiny FitriaH 
(11/3/2015) 
Indonesia morat marit… hayooo ngacuuung siapa yang milih 
presidennya.. haha #dprsetujupemerintahbiayaparpol 
#kpkvspolri #berasmelonjak 
279 @vinna_geulis / C’Geulis 
(11/3/2015) 
Saya ngacung om @TommySoeharto62 bukan hanya 
KPKvsPOLRI sebenarnya banyak indicator diantaranya 
pencitraan dan presidennya 
 Tgl 13 / 3 / 2015  
280 @AldoSubkhanJ / AldSubhaJ 
(13/32015) 
#Begal #KisruhGolkar #KPKvsPOLRI adalah isu yang sengaja 
dipelihara oleh elit Politik guna mengecoh perhatian terhadap 
kegagalan ekonomi 
 Tgl 14 / 3 / 2015  
281 @mariaantono / 
tggrakyatbergerak 
(14/3/2015) 
Hadeuuuhh..presiden kok jadi bahan bualan rakyatnya sendiri, 
akibat KPKvsPOLRI. Ini akibat terpilih krn Media +KG yg 
mngkarbitnya 
@titimargana @politikline @rajawaliNKRI @bersuara_rakyat 
#tidak, penguasa skrg, identik dgn adu domba (partai, 
KPKvsPOLRI) 
 
A P R I L 
282 @urangtaluk / #Alam 
Paralel..ups! (tgl 3/4/2015) 
Petaka NKRI dalam penengakan hukum yang masih bisa 
diintervensi pihak asing seperti kasus hukuman mati bali9 
283 @ChaidirDedy / Dedy 
Chaidiryanto (6/4/2015) 
3. masalah klasik ‘Cicak vs Buaya’ (KPKVSPOLRI) dinilai tidak 
ditangani serius oleh jokowi sebagai kepala negara. 
284 @bobotoh_meme / Warkop 
Meme Bobotoh (20/4/2015) 
KPKvsPOLRI, AhokvsDPRD Jakarta. Tau-tau kontrak Freeport 
diperpanjang, subsidi BBM dikurangi, tariff listrik dinaikkan. 
Awas jangan salah focus. 
285 @abe_kitaro/Abraham Lomi  
(Tgl 21/4/2015) 
Kalau tidak bersalah supaya jadi ketua KPK lagi?.”@jpnn com. 
Pekan ini BW dan Abraham Samad Akan Diperiksa Lagi. 
#KPKvsPOLRI. jpnn.co. #299382.”. 
 
286 @kawalpemerintah / Kawal 
Pemerintah (22/4/2015) 
@RadioElshinta dulu buat apa demo, menyerukan moral, 
smpe ribut KPKvsPOLRI, dibentuk tim independen u menolak 
BG, tp skg ttp jg BG dilantik?? 
287 @GitaParamithaZ / Gita P Zettira 
(22/4/2015) 
Berantem-berantem, ujung-ujungnya BG JADI WAKAPOLRI. 
Sue bgt sih. Untung gw gak terlalu ngikutin beritanya. 
#KPKvsPOLRI 
288 @afif_32 / Afif Tryana Pramudya 
(23/4/2015) 
Sudah terlalu banyak permainan politik. Saya sebagai WNI 
sudah bosan. #kpkvspolri 
289 @Evelinenews/ Evelin 
(Tgl 29/4/2015) 
Abraham Samad batal ditahan, netizen lega. #KPKvsPOLRI. 
#merangkum persepsi, evelin co.id/ politik/ abraha.. 
 
M E I 
290 @JokoAlec / Alec Pedas’s 
(tgl 1/5/2015) 
@RatnaSpaet @ganjarpranomo @Prabowo08 
@pramonoanung KPKvsPOLRI pengalihan isu hukuman mati, 
hapus hukuman mati karena tidak sesuai budaya bangsa. 
291 @deffa_quefarra / Deffa 
Quefarra. (Tgl 1/5/2015) 
Lingkaran setan belom berakhir #KPKvsPOLRI 
#SaveNovelBaswedan #JumatKeramat 
292 @dzprasongko / diaz 
 (Tgl 1/5/2015) 
Masih tetap di #KPKvsPolri”@Kompas com. Penangkapan 
Terhadap Novel Baswedan Dinilai Bagian Dari Balas Dendam 
lanjutan 
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Polri. komp.ps/ AFrwso” 
293 @ahmadbudiarto / Ahmad 
Budiarto (Tgl 1/5/2015) 
Zebracross aja ndan yg jadi kapolrinya @fahrurozilshaq 
#KPKvsPOLRI 
Jujur.. cuma satu polisi yang baik, polisi tidur #KPKvsPOLRI 
Bubarin aja dah #KPKvsPOLRI 
294 @JhokayArjuna/ Pengendali 
Inflasi (tgl 1/5/2015) 
Atau mungkin revolusi mental jokodanjeka bisa kita mulai dari 
sini ‘Kpkvspolri’  
295 @Infomojimar / Mojimar Snack 
(1/5/2015) 
#KPKvsPOLRI @ilc_tvonenews kalo ga bisa didamaikan, 
panggil aja TNI biar diajari nasionalisme dan rasa malu. 
Thanks  
296 @dekupu / DESTIANA 
(tgl 1/5/2015) 
Wow!! Bener2 keadaan yg menguras emosi. KPKvsPOLRI. 
Jadi penasaran dengan sistem hukum di IND. Perlu belajar 
nih. 
297 @Rossy_78/ Amelia Rosita Dewi 
(tgl 1/5/2015) 
@kompascom. Novel Baswedan Sedang Tangani Kasus Suap 
Kader PDIP kom.ps/AFrwHF”msih KPKvsPolri muaranya 
selalu banteng yah 
298 @choirull / Choirul Anam 
(1/5/2015) 
Penegak hukum kisruh, mafia hukum merajarela 
#KPKvsPOLRI 
299 @feryzonkesuma / Dektrit 
Feryzon #JC (1/5/2015) 
Silahkan kelahi #KPKvsPOLRI biar makin rame 
300 @dva_t / Tanti Dwi 
(1/5/2015) 
Another old case hunter, big guys wont stop until small man 
down on their knees #KPKvsPOLRI #NovelBaswedan 
#politicdrama 
301 @budbrata / mangbud 
(1/5/2015) 
#KPKvsPOLRI rauwisuwis. Ngopi dulu, bro. wilujeng buburuh 
day… 
302 @dj__noegroho / djamitko 
noegroho (2/5/2015) 
Baru timbang badan aja udah kayak Tarung…! #KPKvsPolri 
303 @Mangatur M / mangatur 
maurung (Tgl 2/5/2015) 
Jadwal Lengkap Siaran Mayweather vs Pacquiao lebih seru ini 
daripada #savenovelbaswedan. m. news viva 
co.id/news/read/6210 
304 @jppncom/ JPPN 
(Tgl 4/5/2015) 
Polisi Cari Momentum Lanjutkan Kasus Samad dan BW  
#KPKvsPOLRI jppnco/301941 
305 @BangUmar_ / Umar Hp 
(tgl 5/5/2015) 
Rafly Harun : Leader yg tidak memilik leadership… *siapa tuh 
?? #ILC #KPKvsPOLRI 
306 @yudha_henry / prayudha 
(Tgl 5/5/2015) 
Saling tangkep, ngabisin APBN aja kerjanya. Apa perlu 
dibubarkan aja, klo masalah penegakan hukum  biar tender aja 
sama the Avenger 
307 @ferlyvestia / /Muh. Ferly 
(5/5/2015) 
Geluuut wae paak paak…!!! #KPKvsPOLRI 
308 @susant_dwis 
(5/5/2015)  
Aaaaak… Lihat breakingNews kasssgeeet pak jero wacik 
ditahan KPK -_- perasaan pada saling tahan gituh ya..ciee 
kpkvspolri masih berlanjut..haha 
309 @yusuf_sigi / yusuf sigi 
(tgl 6/5/2015) 
Semakin jelas di mata public kisruh yg terjadi di ke 2 pngk 
hukum di Negri ini akibat ulah penguasa yang tidak becus. 
310 @detikislam/ Detik Islam 
(6/5/2015) 
#TNI Siap Sumbang Penyidiknya ke #KPK goo.gl/fb/K6XQMR 
#nasional #news #headline #korupsi #kpkvspolri #polri 
311 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 7/5/2015) 
Deretan nama Polisi yang Dilaporkan Oleh Novel Baswedan 
#KPKvsPOLRI # Novel Baswedan buff ly/1F6KHNa 
312 @intansudibjo/ Intan Sudibjo 
(8/5/2015) 
Kejagung mulai periksa berkas Novel Baswedan IIntaNews. 
buff.ly/1KQjyx2. #Novel Baswedan #KPKvsPOLRI  
313 @bangidil / Aidil G. Rasyid 
(Tgl 9/5/2015) 
@KPK_RI mulai dipolitisasi..sy khawatir TNIvsKPK akan ada 
seperti KPKvsPOLRI. Bila itu terjadi stabilitas keamanan akan 
terancam. @PartaiSocmed 
314 @detikislam/ Detik Islam Yang Akan Direkrut #KPK Adalah Para Jenderal #TNI 
lanjutan 
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(9/5/2015) goo.gl/fb/1R6/QUn #nasional #news #headline #kpkvspolri  
315 @habib_praja / Praja AP 
Habibullah (tgl 10/5/2015) 
Pengalihan isu (lagi) kah?? #KPKvsPOLRI 
316 @jppncom/ JPPN 
(Tgl 11/5/2015) 
Polisi Cari Momentum Lanjutkan Kasus AS, BW….Polsek 
Sudah Cukup  #KPKvsPOLRI jppnco/303308 
317 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 12/5/2015) 
Novel Minta Ganti Rugi Rp 1 M ke Polri #NovelBaswedan 
#KPKvsPOLRI 
318 @IntanSudibjo / Intan Sudibjo 
(Tgl 12/5/2015) 
Novel Minta Ganti Rugi Rp 1 M ke Polri #NovelBaswedan 
#KPKvsPOLRI 
319 @AGUmelar45 / Agum Gumelar 
(22/5/2015 
Mengenai #KPKvsPOLRI, masing-masing intitusi harus 
intropeksi diri. Itu awal dari penyelesaian konflik antar kedua 
ini kerap terjadi. 
320 @Kikngiang / Budum 
(tgl 25/5/2015) 
Jokowi itu pandai, dya tau rakyat harus dibuatkan masalah 
agar tidak mencari2 masalah. Lirik #PSSI #KPKvsPOLRI GO 
AWAY MR.PRESIDENT #JokowiBohong 
 
JUNI - JULI 
321 @Hakimi_sardy / HS 
(tgl 2/6/2015) 
Masalah KPKvsPOLRI, rebut. Partai kuning, rebut. Sepakbola, 
rebut. PRJ, rebut. #RIBUTnesia 
322 @ Menungso_urep15/ Menungso 
(tgl 7/6/2015) 
KPKvsPOLRI, MENPORAvsPSSI, BRIMOBvsSATLANTAS, 
suwi2 PresidenvsWapres Ajoorrr angko suwisuwiiii bongso 
wikil !Bongko! 
323 @ Menungso_urep15/ Menungso 
(tgl 17/6/2015) 
KPKvsPOLRI, MENPORAvsPSSI, BRIMOBvsSATLANTAS, 
suwi2 PresidenvsWapres Ajoorrr angko suwisuwiiii bongso 
wikil !Bongko! 
324 @tribunkaltim / TribunKaltim co 
(tgl 17/6/2015) 
Johan Budi Yakin Presiden Tak Setuju Revisi UU Lemahkan 
KPK. kaltim tribunnews com.2015/12/04 bre…via tribunkaltim 
KPKvsPOLRI #SaveKPK 
325 @MuhsinLahajji / Inspirasi & 
Cinta (13/7/2015) 
#BatmanVSuperman #KPKvsPOLRI menangan mana? 
326 @Andi_waluya/ Buronan Mertua 
(tgl 16/7/2015) 
Kasus #KPKvsPOLRI ini pasti pengalihan isu kabar perceraian 
#NasarVsMusdalifah. Ketebak banget. 
327 @Andi_waluya/ Buronan Mertua 
(tgl 16/7/2015) 
Kasus #KPKvsPOLRI ini pasti pengalihan isu kabar perceraian 
#NasarVsMusdalifah. Ketebak banget. 
 
AGUSTUS 
328 @hastaq1isi/ Hastaq  
(Tgl 26/8/2015) 
Check bit.ly/ 1yraFSR Never be satisfied #Strive for more 
#KPKvsPOLRI 
329 @FaldoMaldini / Faldo Maldini 
(Tgl 30/8/2015) 
Sebelah mata gimana? Maksudnya ya orang kagak takut lagi 
dan cuma bilang “yaelah polri, kayak lu bener ajee” hehehe 
#KPKvsPOLRI 
  Tp gpp juga, klo keseringan Bareskrim nangkep2in orang 
karena hal konyol dan dibuat-buat, nantinya jg bakal dilihat 
sebelah mata 
  Tapi ya sayang aja sih, kalo Bareskrim nagkep2in orang 
karena alasan yang konyol. Atau okelah klo ga mau dibilang 
konyol, dibuat2 #KPKvsPOLRI 
  Sebenarnya ga mau juga nyalah2in Bareskrim, krn POLRI pun 
adalah intitusi yang menegakkan hukum. Sama halnya KPK. 
#KPKvsPOLRI 
  Ya paling ga jauh2 dari pencemaran nama baik, dokumen, 
atau yang lebih konyol lagi. Hehe. #KPKvsPOLRI 
  Tak ingin berandai-andai, tapi firasatku bilang, pimpinan KPK 
yang mau ditangkep Bareskrim pasti krn perkara konyol J 
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#KPKvsPOLRI 
SEPTEMBER 
330 @Rudianto_PD / Save Nation-
NKRI 
(tgl 2/9/2015) 
Pemerintah 11 bulan hasilnya, gaduh partai, PSSI, 
KPKvsPOLRI, pernyataan tabrakan, mentri kritik presiden, 
menko nantang wapres, rupiah melorot 
DESEMBER 
331 @tribunkaltim / TribunKaltim co 
(tgl 4/12/2015) 
Breaking news CICAK vs BUAYA > Polisi Tangkap Penyidik 
KPK Pemberani. kaltim tribunnews com.2015/12/04 bre…via 
tribunkaltim KPKvsPOLRI #Novel Baswedan 
Sumber : media online Twitter, 2015 
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